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KEBIJAKAN WALI NAGARI DI NAGARI TIKU V
JORONG DALAM MENINGKATKAN SUMBER
PENDAPATAN ASLI NAGARI

Anisa Nafisyah
Fakultas Syariah,Hukum Tatanegara
Universitas Islam NegeriSyech M. DjamilDjambek
Email : nafisyahanisa290@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berjudul Kebijakan Wali Nagari Di NagariTiku V
JorongDalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli
Nagari, fokus kajian ini adalah bagaimana cara Wali Nagari
dalam meningkatkanSumber Pendapatan Asli Nagari di
karenakan = Sumber Pendapatan Asli Nagari hanya
bersumber dari APBN dan APBD saja padahal sangat
banyak sekali lahan yang bisa diambil dan dijadikan sebagai
Sumber dari Pendapatan Asli Nagari. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakanapa yang
dilakukanwali  nagari  untuk  meningkatkan  sumber
pendapatan asli nagari di Nagari Tiku V jorong Kecamatan
Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
Penelitianinimenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,
dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan
observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan
Wali Nagari di Jorong Muaro Putuih dalam meningkatkan
sumber pendapatan asli Nagari di Nagari Tiku V Jorong
Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam telah
dibuatnya rancangan perna PAD agar sumber pendapatan
nagari tersebut dapat diambil dan dimanfaatkan.

Kata Kunci : Kebijakan, Wali Nagari, Pendapatan Asli

Nagari
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A. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem disentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Setiap daerah di berikan
kewenangan, salah satunya untuk melaksanakan otonomi
daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh,
pertama untuk mengurangi beban  tanggungan
pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah, kedua
semakin terbukanya peluang atau kompetensi yang sehat
antar daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing.
Disentralisasi yang merupakan asas otonomi daerah juga
merambat hingga kepemerintahan terkecil yang disebut
dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki
wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya
sendiri yang di sebut dengan otonomi desa. Otonomi desa
adalah otonomi asli yang dimilki oleh desa, bulat, utuh
dan bukanlah pemberian dari pemerintah.

Salah satu hak otonomi desa adalah mengelola
asset atau harta kekayaan desa. Kekayaan desa atau biasa
di sebut dengan pendapatan asli desa/nagari merupakan
harta yang dimiliki desa dan hal inilah yang membedakan
desa dengan kelurahan. Kekayaan desa juga merupakan
salah satu bagian dari pendapatan atau penerimaan desa.

Di Indonesia satu-satunya provinsi yang memiliki

dan menggunakan pola pemerintahan nagari adalah



Sumatra Barat. Kondisi ini berbeda dengan daerah lainya
yang menerapkan pola pemerintahan desa atau kelurahan
sebagai unit pemerintahan terkecil. Desa yang nama lainya
disebut nagari dalam dalam Peraturan Daerah Sumatera
Barat Pasal 1 ayat 2 No 7 Tahun 2018 tentang Nagari
adalah Kesatuan masyarakat hokum adat secara
geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam
wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri,
berwenang memilih pemimpinya secara musyawarah serta
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan filosofi dari sandi adat, Adat Basandi Syara’
Syaara’ Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi
Sumatera Barat.[ CITATION Mut21 \p 79-80 \l 1033 ]

Di Minangkabau sendiri pada dasarnya menjadikan
nagari sebagai suatu kesatuan social utama yang dominan.
Terbentuknya suatu nagari di Minangkabau di awali
dengan adanya teratak, yang kemudian berkembang
menjadi dusun dan dari gabungan beberapa dusun
terbentuklah sebuah koto dan dari koto inilah terbentuk
senuah nagari. Secara teoritik, pemerintahan nagari telah
ada sebelum kedatangan Belanda yang merupakan bentuk
asli kesatuan hokum . Nagari merupakan kesatuan

masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah



yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat. Terbentuknya suatu
nagari apabila telah memiliki balai tempat musyawarah
dan penyelenggaraan pemerintah, memiliki masjid untuk
kegiatan keagaaman, memiliki jalan raya sebagai saran
transportasi, memiliki gelanggang tempat hiburan serta
tempat mandi untuk sanitasi.[ CITATION Gus03 \p 17 \l
1033 ]

Tiku V Jorong merupakan salah satu Nagari yang
terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.Nagari ini memiliki 7
Jorong yang terdiri dari Jorong Muaro Putuih, Jorong
Masang, Jorong Masang Timur, Jorong Labuhan, Jorong
Subang-Subang,Jorong Ujung Labung, Jorong Ujung
Labung Timur. Secara Geografis Nagari Tiku V Jorong
terletak pada posisi 0°05 - 022° BB dan 99° 45 -99° 50 BT,
yang secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara
berbatasan dengan Pasaman Barat, Sebelah Selatan
berbatasan dengan Nagari Tiku Utara, Sebelah Timur
berbatasan dengan Kec. Lubuk Basung, Sebelah Barat
berbatasan dengan Lautan Indonesia.[ CITATION Kas201
\p4\11033 ]

Nagari Tiku V Jorong merupakan salah satu Nagari

yang memiliki asset yang cukup banyak untuk di ambil



sebagai Pendapatan Asli Nagari, namun hal itu tidak bisa
dilakukan karna peraturan nagari tentang Pendapatan Asli
Nagari atau disebut Perna PAD masih dalam bentuk
rancangan yang sampai sekarang belum diterbitkan.Asset
yang bisa dijadikan sebagai Pendapatan Asli Nagari
adalah hasil dari pertanian, perkebunan, dari sector
perternakan, pariwisata, hasil Perikanan dan kelautan.

Dengan adanya potensi alam yang dapat
dimanfaatkan sebagai ladang meningkatkan Pendapatan
Asli Nagari maka pemerintahan nagari sudah selayaknya
bisa memanfaatkan potensi tersebut.Namun dengan tidak
adanya Perna ini maka hal tersebut tidak bisa
dilaksanakan. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk
melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, apa
kebijakan yang di lakukan oleh wali nagari dalam
meningkatkan sumber pendapatan asli nagari.

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan
penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu
penelitian kualitatif deskriptif atau memberi gambaran
terhadap bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Wali
Nagari dalam meningkatkan sumber pendapatan asli
nagari. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan
sumber data yang diberikan langsung oleh Kasi

Pemerintahan.



B. Pembahasan
1. Tugas dan Fungsi Wali Nagari
a. Tugas Wali Nagari

TugasWaliNagari adalah menyelenggarakan
pemerintahan nagari, melaksanakaan pembangunan
dalam nagari, pembinaan masyarakat nagari, dan
pemberdayaan masyarakat nagari. Menurut Perda
nomor 5 tahun 2019 tentang  Badan
Permusyawaratan Nagari pasal 1 ayat (11) Wali
Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah. [ CITATION Per19 \p 4\l 1033 ]

Menurut Perda Kab. Agam nomor 31 tahun
2011 tentang Pemerintah Nagari pada pasal 13 ayat
(1) Wali Nagari mempunyai tugas dan kewajiban :
memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari,
menjalankan urusan rumah tangga Nagari, membina
kehidupan masyarakat Nagari, menggerakan
potensi perantau sebagai sumber daya pembangunan
nagari, mendamaikan perselisihan masyarakat

nagari, memelihara ketentraman dan ketertiban



masyarakat nagari, membina perekonomian nagari,
mewakili nagari didalam dan di luar pengadilan dan
dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan
rancangan peraturan nagari dan brsama BPRN
menetapkanya sebagai Peraturan Nagari.

Menurut pasal 13 ayat (2) penyelenggaraan
Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan
pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional
dan melaporkanya kepada Bupati melalui Camat.
Menurut pasal 13 ayat (3) segala perselisihan yang
telah didamaikan oleh Wali Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g bersifat mengikat
pihak-pihak yang berselisih. Menurut pasal 13 ayat
(4) Wali Nagari memimpin penyelenggaraan
Pemerintah Nagari berdasarkan ketentuan yang
berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama
BPRN.

Menurut pasal 14 ayat (1) disamping
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Wali Nagari juga
mempunyai tugas : melaksanaakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Nagari



dan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah;
menumbuhkan dan menggerakan serta
mengembaangkan semaangat gotong royong atau
partisipasi masyarakat. [ CITATION Per11 \p 11 \I
1033 ]

. Fungsi Wali Nagari

Fungsi Wali Nagari adalah

menyelenggarakan pemerintahan nagari, tata praja
pemerintahan, penetapan peraturan di nagari,
pembinaan permasalahan pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilaya; melaksanakan pembangunan, pembangunan
sarana prasarana nagari, dan pembangunan
pendidikan, kesehatan; pembinaan kemasyarakatan,
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan; pemberdayaan
masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di biadang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,

olahraga, dan karang taruna; dan menjaga hubungan



kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga
lainnya.
Menurut Perda Kab. Agam no 31 tahun 2011
tentang Pemerintahan Nagari Pasal 14 ayat (2)
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai fungsi
sebagai berikut : melaksanakan kegiataan dalam
rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga
nagari; menumbuhkan peran serta masyarakat
dalam wilayah nagarinya; melaksanakan kegiatan
yang di tetapkan bersama BPRN; melaksanakan
koordinasi  terhadap jalannya pemerintahan,
pembangunan dan  pembinaan kehidupan
masyarakat nagari; melaaksanakan tugas dalam
rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat; melaksanasakan urusan pemerintahan
lainnya.[ CITATION Per111\p 12\ 1033 ]
2. Kebijakan Dalam Perspektif Administrasi Nagari
Pelayanan administrasi merupakan salah satu
perwujudan fungsi dari aparatur pemerintahan nagari
( Wali Nagari) sebagai abdi masyarakat dan abdi
nagari, sebagai pemerintah terendah di Simatera Barat.
Pelayanan administrasi nagari dapat diartikan pemberi

layanan dan keperluan orang atau masyarakat dengan



aturan dan tata cara yang telah di tetapkan. Dan
berbagai macam jenis pelayan administrasi yang di
tawarkan Pemerintahan Nagari.

Pelayanan administrasi yang dilakukan nagari
berupa pengurusan surat pengantar , surat keterangan
dan surat penting lainya. Di Nagari Tiku V Jorong
merupakan masyarakat yang sudah tidak merasakan
pelayanan administrasi yang berbelit-belit dan
mmbutuhkan waktu lama.

Sesuai dengan Pemendagri No. 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa , kewajiban Wali
Nagari menyelenggarakan administrasi pemerintahan
nagari yang baik sebagai Wali Nagari dalam
melaksankan tugas menyelenggarakan Pemerintahan
Nagari dan untuk menata kembali pelaksanaan
Administrasi Nagari sehingga dapat bekerja lebih baik
dalam menyelenggarakan Administrasi Nagari yang
semakin luas dan efektif sejalan dengan dinamika yang
berkembang di masyarakat.

Jenis-jenis  pelayanan  administrasi  yang
dilakukan Wali Nagari beserta perangkat nagari
adalah :

10



a. Surat Pengantar

1) Surat pengantar pembuatan kartu tanda
penduduk.

2) Surat pengantar kartu keluarga .
3) Surat pengantar pernikahan.
4) Surat kelakuan baik.

b. Surat Keterangan
1) Surat keterangan tidak mampu
2) Surat keterangan izin usaha
3) Surat keterangan pindah

c. Surat Penting Lainnya

Sesuai dengan paparan salah satu staf nagari

bahwa proses administrasi di Nagari Tiku V Jorong
tidak begitu  berbelit-belit. = Contohnya jika
masyarakat ingin membuat surat izin usaha maka
syarat yang di butuhkan hanya photo kopi kartu
tanda penduduk dan kartu keluarga. Dan itu dapat
diproses dengan sangat cepat tanpa harus menunggu
berjam-jam. Dari segi pemerintahan administrasi
Nagari Tiku V Jorong sangat mengutamakan
kenyamanan masyarakat, pelayanan administrasi
yang dirasakan cukup baik dan efisien. [ CITATION
Kas20 \p 30\l 1033 ]
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3. Sumber Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Tiku V
Jorong
Sumber Pendapatan Asli Nagari di Nagari Tiku
V Jorong saat ini belum ada, karna Perna PAD/PAN
tersebut masih dalam bentuk rancangan. Untuk
mengambil segala bentuk potensi yang ada di Nagari
Tiku V Jorong tentu saja membutuhkan Perna agar
tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Namun
sangat banyak sekali potensi yang bisa diambil dan
dijadikan sebagai sumber pendapatan nagari, yaitu
sebegai berikut:
a. Potensi Pariwisata
Beberapa potensi pariwisata di Nagari Tiku V
Jorong antara lain :
1) Wisata Pantai
Potensi Pariwisata di Nagari Tiku V
Jorong adalah berupa wisata pantai yang terletak
di Jorong Muaro Putuih sampai dengan Jorong
Ujuang Labuang. Namun kondisi pariwisata
(wisata pantai) di Nagari Tiku V Jorong tentu
masih sangat jauh jika dibandingkan dengan
lokasi wisata di daerah lain. Hal ini dikarenakan
kondisi sarana dan prasarana yang belum

memadai seperti : akses jalan yang tidak
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memadai, fasilitas standar wisata, serta sarana
dan prasarana pendukung pariwisata lainnya.
Untuk menambah keindahan, telah dilakukan
usaha berupa penanaman pohon cemara.

2) Wisata Air (Selaju Sampan/Perahu Naga)

Selain itu, potensi wisata yang dapat
dikembangkan dalam kawasan wisata pantai di
Jorong Muaro Putuih ini adalah wisata air
(sampan air).Sebelumnya pernah dilakukan event
dengan skala yang masih kecil namun
berpotensial  untuk  dikembangkan  yaitu
perlombaan perahu naga yang didukung oleh
Satuan Polisi Airud, namun belum terekspos
dengan baik sehingga tidak banyak yang
mengetahui keberadaan potensi tersebut.

3) Wisata Pancing

Kondisi Nagari Tiku V Jorong yang
berada disepanjang pantai dan diapit oleh
beberapa sungai seperti Batang Masang dan
Batang Antokan, sangat memungkinkan untuk
dikembangkan wisata pemancingan ikan.

4) Wisata Kuliner
Selain wisata pantai, Nagari Tiku V

Jorong juga terdapat wisata kuliner dengan
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makanan spesifiknya adalah lokan yang dapat
dioleh dengan berbagai macam masakan.Wisata
kuliner dapat dikolaborasikan dengan wisata
pantai dan lainnya.Lokasi wisata kuliner yang
dapat dikembangkan adalah berkaitan dengan
wisata lainnya yaitu di Jorong Muaro Putuih,
Masang, dan Subang-subang bisa disenergikan
dengan objek wisata dan menjadi salah satu daya
tarik wisata.
5) Penangkaran Buaya
Berdasarkan kondisi ekosistemnya, Nagari
Tiku V Jorong terdapat species buaya yang sangat
potensial untuk dikembangkan dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat.Kondisi
saat ini, telah terdapat investor yang
mengembangkan penangkaran buaya.Selain dapat
bernilai ekonomis, penangkaran buaya dapat
dijadikan sebagai objek wisata bahkan di
Sumatera Barat.Lokasi penangkaran buaya ini
terdapat di Jorong Muaro Putuih yaitu
disepanjang Batang Antokan dan Batang Masang.
b. Potensi Perikanan
Potensi perikanan di Nagari Tiku V Jorong

masih belum dimanfaatkan secara optimal.Jenis
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perikanan yang dikembangkan di Nagari Tiku V
Jorong ini adalah perikanan tangkap.Secara umum,
masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan
masih melakukan aktivitas secara konvensional.
Selain itu, beberapa potensi di bidang perikanan
lainnya adalah :
1) Tambak Udang
Potensi budidaya tambak udang yang
dapat dikembangkan berada di Jorong Ujuang
Labuang, Labuhan Dan Subang-Subang.Saat ini,
sudah ada investor yang berminat untuk
berinvestasi menanamkan modalnya namun
belum terlaksana karena permasalahan status
lahan dan harga yang belum cocok antara investor
dengan niniak mamak.
2) Tambak Kerapu
Selanjutnya untuk potensi tambak kerapu
air payau terdapat di Jorong Ujuang Labuang,
Labuhan  Dan  Subang-Subang  tepatnya
disepanjang sungai Batang Masang dan Batang
Antokan.
3) Lokan
Selain tambak udang dan tambak kerapu,

Nagari Tiku V Jorong juga merupakan penghasil
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lokan. Kondisi saat ini lokan yang berasal dari
Nagari Tiku V Jorong masih sebatas dipasarkan
ke daerah lain untuk diolah. Oleh karena itu perlu
dikembangkan industri rumah tangga yang
bergerak dalam proses pengolahan makanan
lokan sehingga dapat meningkatkan nilai
ekonomis produk lokan. Selain itu.

4) Kerupuk Ikan
Potensi industri olahan makanan lainnya
yang dapat dikembangkan adalah kerupuk ikan.
Potensi  kerupuk ikan ini sangat layak
dikembangkan, mengingat ketersediaan bahan
baku yang berasal dari ikan laut. Meskipun
demikian, terdapat tantangan dalam
pengembangan industri makanan olahan kerupuk
ikan ini yaitu dukungan teknologi dan sumber

daya manusia.

c. Potensi Perkebunan

Berdasarkan tata guna lahannya sebagian
besar Nagari Tiku V Jorong digunakan sebagai
perkebunan sawit yang terdiri dari kebun plasma dan
kebun milik masyarakat.Sedangkan kebun yang
dikelola oleh KUD adalah sebesar 3000 Ha. Dengan

potensi pengelolaan kebun sawit yang sudah
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mencapai 3000 Ha tersebut kiranya sudah layak
untuk dikembangkan Pabrik Sawit yang dikelola
oleh Koperasi Unit Desa (KUD) atau pihak Nagari
melalui Badan Usaha Mlik Nagari atau Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Agam sehingga hasil
keuntungan yang didapatkan dapat ditingkatkan
serta manfaat yang diterima akan menjadi lebih
besar.
. Potensi Pertanian
1) Padi
Potensi pertanian berupa padi mulai
dikembangkan pada tahun 2016 sebesar 40
Ha.Selanjutnya pada tahun 2017 dilakukan
pengembangan lahan pertanian sawah dengan
tanaman padi sebesar 71 Ha. Adapun kemampuan
produktivitas sawah untuk tanaman padi tersebut
adalah sebesar 2,5 ton per hektar untuk satu kali
tanam. Sedangkan pola tanam yang dilakukan
saat ini adalah sebanyak 2 kali setahun.Artinya,
produksi yang dihasilkan pertahunnya adalah
sebesar 335 ton per tahun.
2) Semangka
Potensi pertanian semangka terdapat di

Jorong Subang-Subang Dan Labuhan.Produksi
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semangka umumnya dilakukan secara musiman
dan pola tanam yang dilakukan secara bergiliran
dengan komoditas lainnya yaitu kedelai dan
jagung.Meskipun demikia terdapat tantangan
yaitu pemasaran yang kurang luas, untuk panen
satu bulan panen semangka mencapai 150 ton.
Dalam proses pemasaran petani semangka pada
umumnya memasarkan hasil panennya kepada
penadah (toke) masing-masing untuk menjual
hasil panen. Sehingga, proses negoisasi harga
menjadi sangat lemah dam hasil yang didapatkan
petani menjadi sedikit. Selain itu, tantangan yang
dihadapi adalah cuaca yang berpengaruh terhadap
proses pertumbuhan semangka.
3) Jagung dan Kedelai

Potensi pertanian lain yang dapat
dikembangkan adalah tanaman jagung dan
kedelai. Penanaman jagung dan kedelai ini
merupakan arahan dari Pemerintah Kabupaten
Agam dengan program pajale (Padi, Jagung,
Kedelai).Tantangan penanaman jagung dan
kedelai ini adalah ketersediaan lahan yang masih
berada pada lahan plasma kebun sawit dimana

status penggunaan lahannya merupakan HGU
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bagi perusahaan Kebun Sawit PT. Mutiara
Agam.Potensi tanaman jagung dan kedelai ini
dapat dikembangakn di Jorong Masang Timur.
4) Jeruk
Kemudian potensi buah-buahan yang
dapat dikembangkan di Nagari Tiku V Jorong ini
adalah tanaman buah jeruk dengan potensi lahan
yang tersedia adalah sebesar 50 Ha.
5) Eceng Gondok
Selanjutnya potensi yang terdapat di
Nagari Tiku V Jorong adalah berupa tanaman
enceng gondok. Tanaman ini merupakan bahan
baku utama yang dapat dimanfaatkan sebagai
produk kerajinan rumah tangga seperti anyaman
tas, tikar, keranjang, dll. Potensi tanaman enceng
gondok yang dapat dikembangkan ini terdapat di
Jorong Subang-subang.
e. Potensi Hutan Lindung
Potensi hutan lindung yang ada di Nagari
Tiku V Jorong adalah berupa hutan bakau yang
terletak di Jorong Ujuang Labuang dengan luas 25
Ha. Selain itu, potensi hutan lindung yang ada di
Nagari Tiku V Jorong adalah terdapatnya beberapa
bukit yang masih terjaga dengan baik yaitu Bukit
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Panji, Bukit Masang, Bukit Labuhan, Bukit
Antokan. Pengelolaan hutan lindung (hutan bakau)
saat ini masih dikelola untuk mengurangi dampak
abrasi.Sedangkan potensi bukit dapat dimanfaatkan
sebagai lokasi evakuasi tsunami.Meskipun demikian
kondisi jalan tersebut masih perlu dilakukan
peningkatan atau perbaikan sesuai standar jalan

evakuasi bencana yang telah ditetapkan.

. Potensi Peternakan

Selanjutnya potensi peternakan yang dapat
dikembangkan di Nagari Tiku V Jorong adalah
ternak besar yang berupa sapi dan kerbau.Kondisi
peternakan tersebut saat ini masih dimiliki oleh
individu atau skala rumah tangga.Tantangan
pengembangan peternakan ini saat ini masih belum
optimal, dimana masyarakat cenderung melakukan
budidaya ternak ini dengan dilepas begitu saja di
lahan perkebunan sawit.Hal ini merupakan
tantangan peternakan yang masih belum dikelola
secara profesional.Tantangan lainnya adalah lokasi
penggembalaan ternak ini berada daerah kebun
plasma yang Dberstatus Hak Guna Usaha
(HGU)Perkebunan Sawit PT. Mutiara

Agam.Meskipun demikian, sektor peternakan ini
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sangat potensial untuk dikembangkan.Berdasarkan
penelitiankolaborasi  antara  peternakan  dan
perkebunan sawit sebenarnya merupakan simbiosis
mutualismeatau  saling memberikan  manfaat
sehingga perlu dijajaki untuk pengembangannya
secara lebih lanjut.] CITATION Kas20 \p 24-28 \l
1033 ]

4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Wali Nagari Tiku V
Jorong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Nagari

Bentuk-bentuk kebijakan yang di lakukan Wali
Nagari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Nagari
untuk mencapai agenda Pembangunan yang telah
ditetapkan perlu disusun kebijakan untuk Pembangunan
Nagari Tiku V Jorong. Adapun arah kebijakan tersebut
disusun berdasarkan Agenda Pembangunan
Pemerintahan Nagari Tiku V Jorong tahun 2019-2025
sebagai berikut:

a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih, dan transparan
Dalam mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, bersih dan transparan, agar
penyelenggara Pemerintahan Nagari  lebih

berwibawa, dan professional dalam pelaksanaan
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tugas-tugas pemerintahan ditetapkan kebijakan yang

diarahkan kepada:

1) Peningkatan kemampuan perangkat pemerintahan
nagari.

2) Menciptakan sistem penyelenggaraan

pemerintahan nagari yang baik, bersih dan
transparan mulai dari perangkat ditingkat nagari
sampai ketingkat jorong.

3) Melakukan efektivitas pengawasan melalui cara
berkoordinasi dengan masyarakat.

4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan
administrasi Nagari dalam menjalankan program
pembangunan.

5) Memberikan pembinaan bimbingan dan pelatihan
berkelanjutan terhadap tugas-tugas perangkat
Pemerintahan Nagari.

6) Membuat Peraturan Nagari untuk mengayomi
masyarakat yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Mengelola keuangan Nagari secara transparan,
tertib, disiplin yang dapat dipertanggung
jawabkan.

8) Membuat dan menyusun data base nagari secara

lengkap.
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9) Peningkatan keamanan dan ketertiban
masyarakat.

10) Memberikan fasilitas penyaluran aspirasi
masyarakat.

. Menggerakan perekenomian masyarakat berbasis

ekonomi kerakyatan

Kebijakan yang ditempuh dari Agenda

Pengembangan Perekonomian Masyarakat berbasis

Ekonomi Kerakyatan adalah:

1) Membangun sistem ekonomi kerakyatan dengan
pola pembinaan secara berkelanjutan.

2) Peningkatan manajemen pengelolaan pelaku
ekonomi baik dari aspek sarana prasarana
produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran.

3) Peningkatan akses terhadap pasar dan sumber
modal.

4) Peningkatan kelembagaan pelaku ekonomi dan
Sumber daya.

5) Peningkatan jumlah dan kualitas kelembagaan
koperasi, Industri kecil dan menengah.

6) Peningkatan ketersediaan modal bagi usaha kecil
dan keluarga miskin produktif.

7) Peningkatanperan masyarakat dan dunia usaha

dalam pengembangan kepariwisataan.
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8) Peningkatan produksi hasil pertanian dengan
penentuan produk unggulan.

9) Pemberdayaan dan pengembangan industry
kerajinan.

10) Pembinaan industry rumah tangga dan
pedagang kecil.

11) Pengembangan pengelolaan pariwisata yang
bernuansa islami dan budaya.

. Penguatan dan pembentukan lembaga ekonomi

Lembaga ekonomi nagari merupakan salah
satu  lembaga untuk  mewujudkan  proses
pembanguan nagari untuk mewujudkan Nagari Tiku

V Jorong sebagai nagari mandiri adapun kebijakan

dalam penguatan lembaga ekonomi nagari diarahkan

pada:

1) Meningkatkan peran perantau agar dapat
menanamkan sahamnya dengan memberi modal
usaha pada lembaga ekonomi yang ada di Nagari.

2) Membentuk lembaga keuangan nagari.

. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan

prasarana fasilitas umum nagari

Kebijakan yang akan dilakukan dalam agenda
peningkatan pembenahan sarana dan prasarana

fasilitas umum nagari adalah:
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1) Penyedian data yang akurat tentang pembangunan
sarana dan prasarana di Nagari untuk
mengalokasi bantuan dari Pemerintahan Pusat,
Propinsi, Daerah, dan Swadaya masyarakat agar
tidak tumpang tindih.

2) Mengusahakan masyarakat dan anak nagari baik
yang berada dikampung maupun yang
diperantauan memberi bantuan untuk
pembangunan melalui swadaya (gotong royong).

3) Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh
masyarakat agar dapat memahami dan membantu
penyelesaian masalah tanah yang dibutuhkan
untuk pembangunan.

4) Membuat perencanaan dan desain gambar setiap
kegiatan pembangunan yang akan dilakukan
Menyusun dan membuat tata ruang nagari.

. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan

adat istiadat

Kebijakan yang akan dilakukan  untuk
terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam
pemahaman pengamalan norma-norma agama dan
adat istiadat yang berlaku dinagari adalah sebagai

berikut:
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1) Menciptakan suasana kondusif dalam proses
belajar mengajar di semua lembaga pendidikan
dan di lingkungan masyarakat.

2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif
seluruh masyarakat dalam proses
penyelenggaraan pendidikan.

3) Peningkatan kualitas dan mutu lulusan SD, SMP.

4) Pembinaan MDA untuk tulis baca Al-Quran
diberbagai jenjang pendidikan dalam rangka
penerapan nilai-nilai Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah.

5) Peningkatan partisipasi masyarakat pada jenjang
wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun.

6) Pemberian kesempatan kepada anak-anak dari
keluarga miskin yang berprestasi untuk
melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi.

7) Mendorong peran aktif masyarakat dalam bidang
pendidikan, baik pendidikan umum maupun
pendidikan agama.

8) Memfasilitasi dan berkoordinasi aktif dengan
tokoh masyarakat dan memberikan pembinaan

tentang adat istiadat kepada generasi muda.
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f. Menjalin kerjasama yang Dberkelanjutan dan
bermanfaat dengan masyarakat perantau

Arah kebijakan yang akan dilakukan dalam

agenda peningkatan peran perantau dalam

pembangunan nagari Tiku V Jorong sebagai berikut:

1) Melibatkan tokoh perantau melalui organisasi
dalam merumuskan rencana pembangunan nagari
baik jangka pendek maupun jangka menengah.

2) Memberikan informasi secara berkala tentang
hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan.

3) Mengajak para perantau merubah pola bantuan
berupa sumbangan menjadi penanaman investasi
atau modal untuk menggerakkan perekonomian
masyarakat.[ CITATION Kas20 \p 30-33 \l 1033
]

5. Usaha-Usaha Dan Kendala Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Nagari

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan

dengan Kasi Pemerintahan Wali Nagari Tiku V Jorong

terdapat beberapa kebijakan khusus yang di lakukan

beserta dengan factor penghambatnya. Kebijakan yang

di lakukakan Wali Nagari dalam meningkatkan Sumber

Pendapatan Asli Nagari adalah saat ini Wali nagari

sedang membuat rancangan Perna Pad atau Pan, dengan
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di buatnya rancangan ini hingga nanti bisa di terbitkan
dan bisa di jalankan diharapkan dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Nagari.

Saat ini potensi yang bisa diambil dan di
jadikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Nagari itu
banyak namun hal itu belum bisa di laksanakan karna
tidak adanya perna, sehingga Wali Nagari Saat ini
membuat Rancangan Perna dan draft tersebut juga
sudah di berikan kepada Bamus. Namun untuk sumber
pendapatan yang lain seperti ADN, ADD, dan dana
pajak retribusi ini sudah di keluarkan oleh pemerintah
secara keseluruhan. Jika suatu nagari tersebut masih
berkembang maka dana yang di keluarkan pemerintah
tersebut secara bertahap. Karna Nagari Tiku V Jorong
masih nagari berkembang maka dana yang masuk
secara bertahap. Sebelum-sebelumnya belum pernah
dana ADN masuk tahap tiga, namun pada tahun 2021
kemarin dana ADN ini sudah masuk tahap tiga, hal ini
merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi
nagari. Karna hal itu tidak lepas dari kinerja Wali
Nagari dan perangkatnya.

Dan hal ini merupakan kebijakan yang di
lakukan oleh Wali Nagari. Yang mana sebelumnya

dana ADN hanya masuk dua tahap sekarang sudah
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masuk tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 40%, tahap
kedua 40%, tahap ketiga 20%. Kemudian kebijakan
yang dilakukan Wali Nagari dalam meningkatkan
Sumber Pendapatan Asli Nagari adalah meningkatkan
kinerja perangkat agar semua dana dapat di serap dan di
manfaatkan.

Untuk saat ini Pendapatan Asli Nagari masih
berasal dari APBN, ADD, Dana Pajak dan Retribusi.
Dana pajak ini merupakan pajak daerah, jika suatu
daerah mendapatkan dana pajak sebanyak 1M maka
dana tersebut dibagi sebanyak nagari yang ada. Jika
daerah Agam memiliki 82 Nagari maka setiap nagari
bisa mendapatkan 10 juta lebih pernagaritergantung
besaran pajak. Dana Pajak dan Retribusi ini tidak tetap
bisa naik bisa juga turun.

Sumber Pendapatan Asli Nagari di Tiku V
Jorong saat ini belum ada, karna Perna PAD/PAN
tersebut masih dalam bentuk rancangan. Untuk
mengambil segala bentuk potensi yang ada di Nagari
Tiku V Jorong tentu saja membutuhkan Perna agar
tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Nagari
Tiku V Jorong hanya mengandalkan APBN, ADD,
Dana Pajak dan Retribusi saja sebagai pendapatan

tetap.
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Kebijakan ini apakah dilakukan dengan baik
atau tidak ? untuk kinerja Wali Nagari saat bisa di
katakan sangan baik dibuktikan pada tahun 2021 bahwa
seluruh dana bisa masuk ke rekening Nagari yang
sebelumnya dana hanya masuk dua tahap sekarang
masuk seluruhnya. Untuk kebijakan Perna PAD/PAN
sendiri belum bisa dikatakan baik atau buruk karna
Perna PAD atau PAN itu belum ada.

Kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan ini adalah kurang sepahamnya
antara tokoh-tokoh di Nagari, lembaga-lembaga di
Nagari untuk mengambil atau meningkatkan
Pendapatan Asli Nagari. Intinyakendala yang terjadi
saat ini adalah kurang harmonisnya hubungan antara
Wali Nagari, BAMUS, dan KAN. Sehingga hal ini
mempersulit terlaksananya kebijakan-kebijakan dan
proses pembangunan di Nagari Tiku V Jorong secara
tidak langsung.

Kendala-kendala dalam pengelolaan pendapatan
asli nagari yaitu belum adanya peraturan nagari yang
mengatur tentang pengelolaan pendapatan asli nagari,
kurangnya kerja sama pemerintah nagari dengan
lembaga nagari lainya, kurangnya partisipasi

masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia yang
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handal dalam mengelola dan menyumbang pemikiran
dalam pengelolaan sumber pendapatan asli nagari dan
pemerintah nagari.

Cara mengatasi kendala tersebut adalah harus
banyak melakukan sosialisasi kembali. Contohnya
sosialisasi tentang Perna PAD/PAN ini. Bagaimana
cara mendapatkan PAD/PAN ini ? Apa hasil PAD/PAN
ini ? Apa kegunaan dari Perna PAD/PAN ? maka hal
ini harus di sosialisasikan kembali kepada tokoh
masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Intinya Wali
Nagari harus memberitahukan kepada masyarakat
Nagari Tiku V Jorong tentang Perna PAD tersebut.

Dan upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam
pengelolaan pendapatan asli nagari adalah membuat
peraturan nagari, melakukan kerja sama yang lebih baik
lagi dengan lembaga-lembaga nagari lainnya.
Pendapatan Nagari yang bersumber dari Pemerintahan
bisa dikatakan belum cukup. Karna mengacu pada
jumlah penduduk dan Wilayah Nagari Tiku V Jorong
yang luas belum bisa menutupi semuanya. Dana dari
pusat ini terbagi-bagi ada yang untuk pangan,
pembangunan, pelatihan, dan sebagainya. Misalnya
dana untuk pembangunan ini seharusnya bisa turun

karna keterbatasan dana jadinya tidak bisa turun.

31



Langkah yang dilakukan Wali Nagari dalam
mengatasi minimnya Sumber Pendapatan Nagari adalah
memilah mana yang harus di dahulukan untuk
melakukan pembangunan, memprioritaskan yang
darurat, melakukan koordinasi dan konsultasi lintas
sector. Hal ini bertujuan agar dana yang di dapatkan
dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar
kebijakan mengenai Perna PAD/PAN ini dapat
dilaksanakan harus ada diskusi mengenai perna
PAD/PAN ini bersama Wali Nagari, BAMUS, KAN
agar bertemu dengan jalan tengahnya. Tidak saling
mementingkan ego masing-masing, harus selalu
memikirkan tentang kemajuan Nagari Tiku V Jorong
ini bersama-sama, konsultasi dengan dinas-dinas, studi
tiru ke daerah lain yang sudah melaksanakan kebijakan
terkait Pendapatan Asli Nagari ini.

Kelebihan terhadap kebijakan yang di lakukan
oleh Wali Nagari terhadap Perna PAD/PAN ini belum
bisa dikataka ada kelebihannya karna Perna itu sendiri
belum ada. Namun jika kita melihat pada kebijakan
yang lain yaitu dengan di tingkatkannya kinerja Wali
Nagari beserta Perangkatnya adalah dari kebijakan ini

pada tahun 2021 seluruh dana secara tiga tahap sudah
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berhasil masuk kerekening nagari dan itu merupakan
pencapaian yang luar biasa bagi Wali Nagari.
Kekurangan nya adalah dari sikap Wali Nagari,
BAMUS, KAN yang belum bisa menurunkan ego
masing-masing untuk mendapatkan jalan tengah
terhadap permasalahan Perna PAD/PAN ini. Belum
adanya kesungguhan dan ketegasan dari pihak yang
bertanggung jawab. Belum ada kekompakan dari
tokoh-tokoh masyarakat terhadap Perna PAD/PAN ini.
(Wawancara dengan Kasi Pemerintahan, 12 Agustus
2022)
C. Kesimpulan
Kebijakan Wali Nagari Di Nagari Tiku V Jorong
dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari
adalah suatu pengambilan keputusan yang di lakukann
atau di ambil oleh Wali Nagari Jorong Muaro Putuih
untuk menaikan Sumber Pendapatan asli Nagari. Focus
kajian ini adalah bagaimana cara Wali Nagari dalam
meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari di
karenakan Sumber PendapatanAsli Nagari hanya
bersumber dari APBN dan APBD saja padahal sangat
banyak sekali lahan yang bisa diambil dan dijadikan

sebagai Sumber dari Pendapatan Asli Nagari.
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Kebijakan yang dilakukan agar Pendapatan Asli
Nagari ini dapat diambil dan dimanfaatkan untuk
pembangunan Nagari Tiku V Jorong sampai saat ini belum
bisa dimaksimalkan karna belum ada tanggapan dari
BAMUS, hal itu mengakibatkan sedikit terhambatnya
pembangunan yang di lakukan di Nagari Tiku V Jorong.
Karna sumber pendapatan hanya terpaku pada APBN,
ADD, Dana Pajak dan Retribusi saja. Yang bisa dilakukan
Wali Nagari saat ini adalah meningkatkan kinerja Wali
Nagari dan perangkatnya serta memaksimalkan
pengelolaan dana agar selalu ada pembangunan setiap
tahunnya.

Faktor penghambat terhadap kebijakan Wali Nagari
mengenai Perna PAD atau PAN ini adalah kurang baiknya
hubungan antara Wali Nagari, BAMUS, KAN sehingga
kebijakan ini tidak bisa terealisasikan, akibatnya segala
bentuk potensi yang bisa di jadikan sebagai lahan untuk
Sumber Pendapatan Asli Nagari saat ini tidak bisa diambil

dan di manfaatkan.
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LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT TIDAK
MAMPU

Vadilla Islami
Fakultas Syari’ah, Hukum Tata Negara, UIN Syech M.
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Abstrak

Tingkat kemiskinan di masyarakat selalu meningkat, dengan
memberikan bantuan ini diharapkan dapat meredakan
tingkat kemiskinan tersebut. Kemiskinan selalu menjadi
konflik dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu
pemerintah membuat suatu kebijakan atau program dalam
rangka dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang
terus melanda masyarakat. Penelitian ini menggunakan
bentuk penelitian kualitatif. Tujuan dari Penelitian ini agar
dapat mengetahui kebijakan pemerintahan kelurahan Pasar
Pandan Airmati (PPA) terkait pemberian Bantuan Langsung
Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu. Hasil
penelitian terbukti dengan adanya pemberian bantuan
langsung tunai mempunyai banyak kendala.

Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Langsung Tunali,
Masyarakat

A. Pendahuluan
Kemiskinan ialah salah satu masalah utama pada
setiap Negara, terutama pada Negara berkembang seperti

Negara Indonesia. Untuk mengurangi  masalah
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kemiskinan, pemerintah Kota Solok khususnya Kelurahan
Pasar Pandan Airmati (PPA) mengeluarkan suatu
kebijakan yaitu berupa program bantuan tunai. Sudah
banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk
membasmi masalah kemiskinan ini yang tiada kunjung
habis. Indonesia adalah termasuk Negara yang
menyelenggarakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Demi  mengurangi  kenaikan  kemiskinan,
pemerintah Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA)
mengeluarkan  Bantuan Langsung Tunai. Dalam
melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai ini
dianggap sudah tercapai oleh beberapa masyarakat atau
warga sekitar, meskipun timbul permasalahan dan
beberapa sanggahan. Selain program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) tak bersyarat, pemerintah juga mengeluarkan
kebijakan berupa program Bantuan Langsung Tunai
(BLT) bersyarat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
Banyak cara atau tindakan dari kebijakan pemerintah
dalam mengubah atau meningkatkan perekonomian
masyarakat, khususnya di Kelurahan Pasar Pandan
Airmati (PPA) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
sehingga masyarakat yang tidak mampu mendapatkan
kehidupan yang layak. Namun kebijakan dan kemauan

pemerintah ini harus diikuti dengan kesadaran dan
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pemahaman dari masyarakat itu sendiri akan selalu
mengubah diri baik dari pola pikir maupun perilaku
masyarakat. Karena berapapun bantuan yang diberikan
oleh pemerintah kepada masyarakat jika dari masyarakat
itu sendiri tidak ada kesadaran berarti sama saja sesuatu
yang sia-sia.

Kelurahan Pasar Pandan Airmati atau disingkat
PPA adalah suatu kelurahan yang terletak di Kecamatan
Tanjung Harapan Kota Solok yang termasuk kelurahan
sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari
pemerintah. Berdasarkan dengan keluarnya peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Untuk
Rumah Tangga Sasaran yang dimana tujuannya agar dapat
memberikan  bantuan  untuk  masyarakat  yang
berkekurangan agar tetap mendapatkan dan terpenuhinya
kebutuhan = pokoknya, = menanggulangi = penurunan
masyarakat miskin yang disebabkan karena kemerosotan
ekonomi, juga memberikan dan terpenuhinya kewajiban
sosial didalam masyarakat. Dengan dikeluarkannya
program ini, diharapkan kebutuhan ekonomi warga tetap
aman dan kemiskinan pada warga tersebut akan menurun.

Setelah diteliti, ternyata kebijakan yang dikeluarkan oleh
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pemerintah belum semuanya terjalankan (Eddy, 2009, hal.
23).

Penulis mendapatkan data langsung dari lapangan
untuk dianalisis agar terciptanya suatu kesimpulan
terhadap penelitian ini. Walaupun penelitian ini memakai
penelitian lapangan, penulis = menggunakan sumber-
sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-
buku, hasil penelitian, jurnal, serta skripsi yang dipakai
untuk menelaah segala sesuatu yang berkaitan dengan
analisis terhadap kebijakan pemerintahan Kelurahan Pasar
Pandan Airmati (PPA) Kecamatan Tanjung Harapan Kota
Solok tentang pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada
masyarakat tidak mampu.

Penulis menggunakan informan, yang terdiri dari
penduduk asli yang lahir dan menetap di Kelurahan Pasar
Pandan Airmati (PPA) Kota Solok. Diantaranya Sekretaris
Kelurahan dan masyarakat setempat. Informan ialah
masyarakat yang memberikan setiap informasi baik terkait
dirinya maupun orang lain atau suatu peristiwa bahkan
sesuatu kepada peneliti secara mengakar. Ciri-ciri
informan dalam penelitian ini, antara lain: Masyarakat asli
Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) dan Sekretaris
Kelurahan. Penelitian ini menggunakan 7 orang informan

penelitian yang dimana masing-masing mereka
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memberikan informasi untuk mendeskripsikan yang
berhubungan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Terkait dengan masalah di atas maka penulis
tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul
“Analisis Terhadap KebijakanPemerintahan Kelurahan
PPA Tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada
Masyarakat Tidak Mampu”.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan ( Field
Research ), dimana peneliti melakukan wawancara kepada
sekretaris kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) dan
masyarakat khususnya di daerah kelurahan tersebut baik
yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun
yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode
pengumpulan data dalam bentuk metode kualitatif dimana
penelitian mengamati dan terlibat secara langsung dalam
penelitian ini, yang tidak harus mempunyai pengetahuan
mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan

tertentu dari pihak peneliti.
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B. Pembahasan
1. Kemiskinan
a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat dimaksudkan sebagai
suatu kondisi dimana masyarakat tidak terpenuhinya
kebutuhan sehari-harinya. ~ Menurut  Kuncoro,
kemiskinan diartikan sebagai kelemahan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan
Kartasasmita, mengartikan kemiskinan adalah
konflik dalam terciptanya masyarakat yang dikenali
dengan pengangguran dan masalah ketimpangan.
(Bambang, 2015, hal. 2)

b. Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Soeharto, ciri-ciri kemiskinan,
adalah :
1) Kurang terpenuhinya kebutuhan dasar.
2) Tidak bisa melakukan usaha karena sakit dan

cacat fisik.
3) Tidak bisa berinteraksi dengan sesama
masyarakat dengan baik.

4) kurangnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM).
5) Tidak adanya jalan untuk lapangan pekerjaan.
6) Tidak adanya jaminan masa depan bagi

masyarakat.
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2. Kebijakan
a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan ialah suatu rangkaian tindakan dan
perilaku dalam memenuhi kualitas kebaikan dan
suatu fondasi agar terciptanya patokan dalam
melaksanakan pekerjaan dan patokan untuk
bertindak agar dapat menyelesaikan suatu
permasalahan tertentu. Kebijakan pada dasarnya
merupakan keputusan untuk mengatasi suatu
permasalahan-permasalahan,  terciptanya  suatu
kegiatan tertentu, agar dapat mencapai suatu
kebutuhan tertentu yang dijalankan oleh lembaga
pemerintahan yang berfungsi dalam rangka
menyelenggarakan fungsi dari pemerintahan Negara
dan dalam membangun bangsa agar menjadi lebih

baik.

b. Ciri-ciri Kebijakan
Ciri-ciri kebijakan, antara lain :
1) Suatu cara yang dijalankan oleh pemerintah agar
tercapainya suatu kesejahteraab masyarakat.

2) Kebijakan dibuat berdasarkan langkah-langkah
yang dibuat secara sistematis agar dapat dengan

mudah memecahkan suatu permasalahan tertentu.
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3) Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan oleh
anggota pelaksana, agar kebijakan tersebut
terjalankan dengan baik.

4) Kebijakan harus dilakukan penilaian, agar dapat
diketahui berhasil atau tidaknya kebijakan
tersebut dalam menyelesaikan suatu
permasalahan tertentu.

¢. Unsur-unsur Kebijakan
Dalam suatu kebijakan terdapat beberapa
unsur, antara lain :

1) Tujuan Kebijakan

Kebijakan merupakan unsur pertama
dalam suatu kebijakan. Namun, tidak semua
kebijakan yang hasil uraiannya sama terkait
dengan pencapaian suatu tujuan. Dalam membuat
suatu kebijakan ada beberapa kriteria tujuan yang
baik, antara lain :

a) Keinginan untuk dicapai.
b) Jelas atau transparan.
c) Nyata
d) Bertujuan ke masa depan.
2) Masalah
Masalah ialah suatu unsur yang sangat

penting dalam kebijakan. Kegagalan dalam
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menentukan  masalah  yang tepat akan
mengakibatkan  kehancuran  suatu  proses
kebijakan.
3) Tuntutan
Tuntutan ini dapat bersifat mendasar.
Tuntutan dapat terlihat yang dikarenakan ada dua
sebab, yakni diabaikannya keperluan suatu
kelompok dalam proses membuat kebijakan dan
timbulnya keperluan baru yang timbul setelah
masalah atau tujuan yang sebelumnya sudah
dipecahkan.
4) Dampak
Dampak ialah suatu tujuan lanjutan yang
timbul karena pengaruh dari tercapainya suatu
tujuan tertentu. Contohnya dalam kebijakan
ekonomi yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan itu dapat mempengaruhi bertambah
dan berkurangnya akan pemasukan masyarakat
secara bersamaan.
5) Sarana (Alat Kebijakan)
Sarana dalam membuat suatu kebijakan
ialah antara lain kekuasaan, peningkatan
kemampuan, dan perubahan dari kebijakan itu

sendiri. Contohnya ialah kebijakan agar dapat
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meniadakan kendaraan becak didaerah sekitar.
Pemerintah memakai kebijakan tersebut sebagai

alat kekuasaan dengan mentiadakan atau
menjauhkan transportasi becak didaerah tersebut.

3. Kelurahan
a. Pengertian Kelurahan

Kelurahan ialah suatu tempat kerja lurah

sebagai bagian dari daerah kabupaten atau kota
dalam kawasan kerja kecamatan. Kelurahan
dikepalai oleh seorang Lurah yang berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan dapat
dikatakan sebagai ujung tombak didalam suatu
struktur pemerintahan terbawah yang berhubungan
langsung dengan masyarakat sekitar yang tinggal di
daerah perkotaan. Wilayah kelurahan ini termasuk
dalam bagian wilayah kecamatan yaitu sebagai
perangkat kecamatan yang di dalamnya terdapat
beberapa tugas salah satunya, yakni memberikan
pelayanan terhadap masyarakat, dengan terjalannya
tugas tersebut dapat memberikan peningkatan

pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.
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b. Sejarah kantor Lurah PPA (Pasar Pandan
Airmati)

Jika dilihat dari sejarah kelurahan pasar
pandan airmati, maka kita akan terbawa dan
membahas ke suatu masa dimana setelah
kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, kelurahan
pasar pandan airmati berbentuk pemerintahan jorong
yang terbagi menjadi dua, yaitu jorong pandan dan
orang pasar yang dipimpin oleh seorang wali jorong.
Setelah itu, istilah jorong diganti dengan nama
kampong. Pada tahun 1970, Nagari Solok berubah
menjadi Kota madya Solok dan istilah nama
kampong pun diganti dengan istilah resort.

Istilah resort sama artinya dengan desa, maka
setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5
pada Tahun 1974  Tentang  Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah maka istilah resort dialihkan
menjadi kelurahan sampai dikeluarkannya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti lagi
dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah yang sampai sekarang

masih disebut dengan sebutan kelurahan.
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Disini saya mencoba memaparkan letak
kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) yang
memiliki luas 0,69 km®, yang berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Paku dan
Kampung Jawa
Sebelah Selatan : Kelurahan Aro I'V Korong
Sebelah Barat : Kelurahan Koto Panjang
Sebelah Timur : Desa Saok Laweh Kabupaten
Solok

Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA)
terbagi atas 5 RW dan 14 RT dengan jumlah
kapasitas penduduk 5.705 orang dan sebagian besar
penduduk kelurahan tersebut menganut agama
Islam, hanya sebagian kecil penduduk yang
menganut agama non-muslim yaitu sebesar 0,09%.
Yang nama kecamatannya Tanjung Harapan Kota
Solok Provinsi Sumatera Barat.

Di Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA)
terdapat 14 orang aparat kelurahan, 5 orang ketua
RW (Rukun Warga), 14 orang ketua RT (Rukun
Tetangga), 38 orang pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), 47
orang pengurus Bundo Kanduang, 36 orang

pengurus  Pemberdayaan dan  Kesejahteraan
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Keluarga (PKK), 27 orang pengurus pemuda, dan 24
orang pengurus Karang Taruna.

Pada daerah kelurahan Pasar Pandan Airmati
(PPA) ini terdapat sebuah pasar raya solok yang
sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai
pedagang, buruh, PNS dan sebagian kecil petani.

. Visi dan Misi Kantor Lurah PPA (Pasar Pandan
Airmati)

Kelurahan Pasar Pandan Airmati atau
disingkat dengan PPA memiliki visi dan misi agar
tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan sesuai
dengan kinerja yang ada yang mengacu pada visi
dan misi pemerintahan Kota Solok, yaitu :

1) Visi:
“ Mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good
Local Government) dan masyarakat yang
sejahtera agar tercapainya kota perdagangan dan
jasa yang maju dan modern “.
2) Misi
Untuk mencapai visi tersebut, maka sangat
diperlukan beberapa misi sebagai penunjang dari

visi tersebut, yakni :
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a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur di Kelurahan Pasar Pandan Airmati
(PPA).
b) Meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat.
c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan kelurahan.
d) Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi
kemasyarakatan kelurahan.
e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pelestarian adat dan budaya.
f) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
masyarakat kelurahan.
d. Tugas dan Wewenang para penyelenggara

pemerintahan Kelurahan

1) Lurah

Lurah ialah memimpin kelurahan yang
berkedudukan di bawah camat dan bertanggung
jawab kepada camat. Lurah sendiri diangkat oleh
bupati atas persetujuan camat dari pegawai negeri
sipil. Lurah sendiri memiliki beberapa tugas dan
fungsi  dalam  melaksanakan  tugas-tugas
pemerintahan yang diturunkan oleh camat yang

dilihat dari kesesuaian karakter pada wilayah dan

49



keperluan = daerah  tertentu = dan  dapat
terjalankannya tugas pemerintahan lainnya yang
mengikuti kaidah dari peraturan perundang-
perundangan (Amin, 2018, hal. 33).

Lurah memiliki beberapa fungsi, yakni:

a) Melaksanakan seluruh pekerjaan pemerintahan
kelurahan.

b) Memperkuat kelembagaan masyarakat.

c) Memberikan bantuan pada masyarakat.

d) Menyelenggarakan keamanan bagi masyarakat
dan terciptanya ketertiban pada masyarakat.

e) Meningkatkan sarana dan meningkatkan
ketertiban pada masyarakat.

f) Melakukan  penegakan lembaga  pada
masyarakat setempat.

Lurah sendiri terdiri atas beberapa tugas
dalam  melaksanakan tugas pemerintahan,
pembangunan dan dalam kemasyarakatan. Lurah
juga berkewajiban dalam menjalankan tugas
pemerintahan yang ditugaskan oleh bupati
kepadanya. Ada syarat-syarat yang diperlukan
untuk bisa dipilih menjadi lurah, antara lain :

a) Golongannya minimal Penata (IIIc).

b) Kurun waktu kerjanya minimum 10 tahun.

50



c) Memiliki skill pada bidang tata kelola
pemerintahan dan dapat mendalami sosial
kebudayaan masyarakat sekitar.

2) Perangkat Lurah
Perangkat kelurahan ini terbagi dari
sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak empat
seksi serta jabatan fungsional (jabatan yang
menjalankan fungsi tertentu dalam suatu
pemerintahan Indonesia). Dalam menjalankan
tugas-tugasnya,  perangkat  kelurahan  ini

berkewajiban atas lurah (Amin, 2018, hal. 34).

a) Sekretaris Kelurahan

Sekretaris kelurahan terdapat beberapa
tugas di dalamnya yang cakupannya
membantu lurah dalam menjalankan tugas dari
pengurusan pemerintahan dan melakukan
pelayanan adnimistrasi terhadap semua
perangkat kelurahan. Dalam menjalankan
tugas diatas, sekretaris kelurahan memiliki
beberapa fungsi, antara lain :
¢ Mengatur rencana, mengendalikan laporan

serta melakukan penilaian  terhadap

terlaksananya program di tingkat kelurahan.
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®* Menyelenggarakan pekerjaan tata kelola
keuangan yakni  mengatur  rencana
anggaran.

®* Melaksanakan kegiatan umum yang terdiri
atas pembuatan surat, kepegawaian,
persiapan dan rumah tangga kelurahan.

¢ Menyelenggarakan tugas lain  yang
ditujukan oleh lurah kepadanya.

b) Seksi Pemerintahan
Seksi pemerintahan terdapat beberapa

tugas di dalamnya yang cakupannya

membantu  lurah  dalam  menguraikan

kebijakan, melaksanakan penilaian, dan

menjalankan pemberitahuan pekerjaan dari

pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya,

seksi pemerintahan ini terdapat beberapa

fungsi didalamnya, antara lain :

e Menyelenggarakan kegiatan dari
pemerintahan umum di tingkatan kelurahan.

* Menyelenggarakan tata kelola pertanahan.

* Menyelenggarakan tata kelola
kependudukan dan pencatatan sipil.

® Menyiapkan acara pemilihan umum,

pemilihan kepala daerah sesuai dengan

52



peraturan  perundang-undangan  yang
beralaku.
c) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
terdapat beberapa tugas di dalamnya yang
cakupannya membantu lurah dalam
mempersiapkan bahan-bahan dalam
merumuskan kebijakan, melaksanakan,
penilaian, dan pemberitahuan dalam kegiatan
ketenteraman dan ketertiban umum. Agar
terjalankan tugasnya, seksi ini ada beberapa
fungsi didalamnya, yakni:
®* Melaksanakan penegakan ketertiban serta
ketenteraman dalam masyarakat.
¢ Melakukan penjagaan kepada setiap
perwujudan  dari  peraturan  daerah,
peraturan bupati, dan keputusan bupati.
e Menjalankan tugas lain yang ditujukan oleh
lurah kepadanya.
d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
terdapat beberapa tugas di dalamnya yang
cakupannya membantu lurah dalam

melaksanakan perumusan kebijakan,
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melaksanakan, serta penilaian dan pemberitaan
terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan.
Didalam menjalankan tugasnya, seksi ini
terdapat beberapa fungsi didalamnya, yakni :
¢ Melakukan perencanaan, pengawasan
terlaksananya pembangunan di wilayah
kelurahan.
® Menjalankan perwujudan dari fasilitas
pembangunan prasarana dan pengembangan
ekonomi kelurahan.
e Meningkatkan perwujudan pembangunan
swadaya masyarakat.
e Menjalankan tugas lain yang ditujukan oleh
lurah kepadanya.
e) Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan
Pelayanan Umum
Seksi Kesra dan Pelayanan Umum
terdapat beberapa tugas di dalamnya yang
cakupannya membantu lurah dalam
menyiapkan bahan-bahan dalam merumuskan
suatu kebijakan, melaksanakan, penilaian, dan
pemberitahuan kegiatan kesra dan pelayanan

umum. Didalam menjalankan tugasnya, seksi
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ini terdapat beberapa fungsi di dalamnya,

antara lain :

e Mendata setiap anak usia sekolah, fasilitas
sebagai penyokong terhadap kegiatan
pendidikannya.

e Membina dan mengawasi setiap generasi
muda.

¢ Menjalankan tugas-tugas lain  yang
diberikan oleh lurah kepadanya.

3) Dewan Kelurahan
Dewan kelurahan dibentuk dengan
maksud tujuan agar dapat membantu lurah dalam
menjalankan semua pemerintahan yang berkaitan
dengan kelurahan. Anggota Dewan Kelurahan
dipilih oleh ketua RW dari tokoh masyarakat
kelurahan yang anggotanya berjumlah sama
dengan jumlah RW yang terdapat dalam
kelurahan. Dewan kelurahan sendiri terdapat

beberapa tugas di dalamnya :

a) Mendengarkan dan menampung aspirasi dari

warga kelurahan.
b) Menjelaskan kebijakan dari pemerintahan

kelurahan kepada warga kelurahan.
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c) Membantu lurah dalam menjalankan kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
4) Lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan ialah suatu
lembaga yang terbentuk karena masyarakat sesuai
dengan kebutuhannya dan merupakan suatu mitra
lurah dalam menjalankan suatu pemberdayaan
masyarakat. Lembaga ini khususnya di kelurahan
terbentuk berdasarkan gagasan atau pikiran
masyarakat melalui perundingan.

Lembaga ini memiliki beberapa tugas
untuk membantu lurah dalam menjalankan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, terkait
kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat
setempat. Kegiatan lembaga ini, antara lain
meningkatkan pelayanan masyarakat,
meningkatkan ~ fungsi  masyarakat  dalam
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat
dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Dan juga
meningkatkan kegiatan lainnya sesuai dengan
kebutuhan serta keadaan masyarakat sekitar
(Amin, 2018, hal. 34).

Contoh lembaga kemasyarakatan ini,

antara lain :
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a) Rukun Tetangga (RT)

b) Rukun Warga (RW)

c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK)

d) Karang Taruna

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga
kemasyarakatan ini mempunyai beberapa fungsi,
yakni :

a) Pengumpulan dan pembagian terhadap
keinginan masyarakat.

b) Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan
sesama warga dalam rangka memperkuat
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Meningkatkan mutu dan mempercepat
pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat.

d) Menyusun kegiatan, melaksanakan dan
mengelola  suatu = pembangunan  serta

melestarikan dan mengembangkan hasil

pembangunan secara partisipatif
(keikutsertaan).
e) Menumbuhkembangkan upaya dan

keikutsertaan, serta swadaya gotong royong

sesama warga.
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f) Menggali dan mengembangkan kemampuan
sumber daya, serta keharmonisan lingkungan
hidup.

g) Mengembangkan  kreativitas, = mencegah
pemakaian terhadap penyalahgunaan obat
terlarang bagi kaum remaja.

e. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan

R

Ini adalah gambaran dari struktur Organisasi
Kelurahan. Struktur organisasi kelurahan ini
ditetapkan oleh peraturan daerah (Amin, 2018, hal.
35).
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
a. Gambaran Umum Bantuan Langsung Tunai
(BLT)
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
ini mempunyai maksud yang jelas yakni untuk
memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat tidak

mampu yang menghadapi kenaikan harga terutama
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kenaikan harga BBM. Bantuan Langsung Tunai ini
diperuntukkan kepada masyarakat atau rumah
tangga yang tidak mampu. Program kebijakan ini,
sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya
masyarakat tidak mampu. Dengan adanya bantuan
dari kebijakan ini akan membuat masyarakat
menjadi sejahtera.

. Sejarah Singkat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai ini
pertama kali dibentuk di Negara Brazil pada tahun
1990-an dengan nama Bolsa Escola dan diubah
menjadi nama Bolsa Familia. kebijakan ini bersifat
bantuan langsung tunai yang bersyarat. Bolsa
Familia ini mempunyai dua tujuan penting, yaitu
agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang
sering melanda masyarakat dan membuat keluarga
semakin dekat dengan anak-anak mereka, sehingga
dapat meningkatkan kebutuhan akan bahan pangan
dan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun program kebijakan ini bersifat
sederhana tapi jika dibandingkan dengan program
sosial Brazil lainnya seperti Jaminan Sosial, program
Bolsa Familia ini merupakan salah satu kebijakan

program yang mempunyai pengaruh besar dalam
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kehidupan = masyarakat yang  berpenghasilan
menengah ke bawah. Hingga sampai sekarang
program dari Bolsa Familia ini masih dipakai.
Kesuksesan program kebijakan ini telah menarik
perhatian hampir dari 20 negara, yakni Indonesia,
Turki, Maroko, dan Afrika Selatan.
. Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia

Indonesia ialah Negara yang menerapkan
kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan
memberikan kepada warga berupa uang tunai,
pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan.
Bantuan langsung tunai ini menargetkan tiga
kategori masyarakat, antara lain masyarakat hampir
miskin, miskin, dan sangat miskin. Bantuan
Langsung Tunai (BLT) ini diterapkan pertama kali
pada tahun 2005 pada masa jabatan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), program BLT ini ialah
ide yang dikemukakan oleh Wakil Presiden kala itu
yakni Bapak Jusuf Kalla lalu berlanjut pada tahun
2009 sampai sekarang.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dilakukan
agar bisa menjadi solusi dari kenaikan Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan ini bertujuan agar dapat

terbantunya masyarakat yang tidak mampu dan
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terpenuhinya kebutuhan sehari-harinya. Didalam
menjalankan program ini, BLT dianggap sukses oleh
beberapa kalangan, walaupun menimbulkan konflik
dan kritik dari masyarakat.

. Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai
(BLT)

Dasar dari pelaksanaan program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) ini adalah Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14
Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan
Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS).
RTS ialah rumah tangga yang termasuk ke dalam
ciri-ciri warga sangat miskin, miskin, hampir miskin
sesuai dengan pendataan.

. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung
Tunai (BLT)

Calon masyarakat penerima dana BLT ialah
keluarga tidak mampu, yang mempunyai ketentuan
syarat, antara lain : (Razi, 2021, hal. 20).

1) Warga yang tidak mendapatkan bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH).
2) Masyarakat atau warga yang kehilangan

pekerjaannya.
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3) Masyarakat atau warga yang mempunyai anggota

keluarga yang mudah terkena penyakit.
Bantuan Langsung Tunai ini ditujukan

kepada :

1) warga tidak mampu.

2) Masyarakat sudah lanjut usia.

3) Wanita yang sudah janda.

4) Masyarakat yang sudah lemah fisik atau uzur.

5) Pekerjaan yang beresiko tinggi, antara lain :

a) Pedagang keliling.

b) Sopir.

c) Ojek.

d) Tukang bangunan.

e) Pembantu rumah tangga.

f) Nelayan.

g) Tukang urut.

h) Tukang sayur keliling.

i) Pekerja harian lepas atau pekerjaan yang
menerima upahnya berdasarkan hasil dari
pekerjaan orang tersebut.

6) Masyarakat yang dipecat dari pekerjaannya,
antara lain :

a) Karyawan swasta.

b) Tenaga kerja yang bekerja dipabrik.
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f. Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi
Penerima
Manfaat pembagian dana BLT yang diterima
oleh masyarakat, yaitu digunakan untuk kebutuhan
pangan dan keperluan masyarakat lainnya. Agar
masyarakat tidak mampu mendapatkan kehidupan
yang layak dan sejahtera. Dengan dikeluarkannya
program kebijakan ini, semoga angka kemiskinan
menurun dan kualitas kehidupan masyarakat
menjadi meningkat. Karena merupakan suatu
kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan
masyarakatnya.
5. Kebijakan-Kebijakan yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA)

Dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
ini, Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA)
mengeluarkan suatu kebijakan terkait program tersebut,
antara lain :

Pertama, Melakukan pendataan pada kalangan
masyarakat. Kebijakan ini sangat diperlukan pada
setiap dana atau bantuan yang keluar dari pemerintah,
agar yang mendapatkan dana ini adalah masyarakat
yang benar-benar membutuhkan. Pendataan ini dimulai

dari pihak kelurahan datang langsung ke rumah
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masyarakat sampai mensurvei langsung tempat mereka
berdagang agar data yang didapatkan valid.

Kedua, = Memberikan = pelayanan  dalam
pembuatan surat keterangan kurang mampu. Sama-
sama kita ketahui pada dasarnya setiap bantuan dari
pemerintah ini biasanya diperlukan surat keterangan
kurang mampu, maka dari itu Kelurahan Pasar Pandan
Airmati (PPA) memberikan berupa pelayanan terhadap
pembuatan kartu tersebut (Riza, 2022).

Ketiga, Memberikan fasilitas perwujudan dari
program kegiatan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) terkait dengan
bantuan langsung tunai. Dalam melaksanakan program
bantuan langsung tunai ini diperlukan fasilitas yang
memadai agar program ini bisa berjalan dengan
semestinya. Contohnya, mesin yang digunakan pada
saat membuat surat keterangan kurang mampu.

. Mekanisme Tentang Syarat-Syarat Masyarakat
Yang Mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Kelurahan Pasar Pandan Airmati
mengeluarkan  beberapa syarat dalam Bantuan
Langsung Tunai (BLT) ini mempunyai beberapa
persyaratan dalam pembagiannya, antara lain : calon

penerima bantuan ini ialah masyarakat yang termasuk
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ke dalam pendataan Kelurahan Pasar Pandan Airmati
(PPA), calon penerima ialah mereka yang kehilangan
pekerjaannya dan calon penerima bantuan ini tidak
terdaftar sebagai masyarakat penerima bantuan sosial.

Dengan ditetapkannya syarat-syarat diatas akan

menjadikan program yang adil dan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dan yang mendapatkan dana
bantuan tersebut benar-benar masyarakat yang kurang
mampu. Pemerintah selalu memberikan fasilitas terbaik
agar masyarakatnya tentram, aman dan damai. Dan
agar masyarakat Kelurahan Pasar Pandan Airmati
selalu mendapatkan kesejahteraan, tidak kekurangan
apapun terutama pada bahan pangan.
. Analisis Kebijakan Pemerintahan Kelurahan Pasar
Pandan Airmati (PPA) Tentang Pemberian Bantuan
Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat Tidak
Mampu.

Salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah
khususnya pemerintah Kota Solok di Kelurahan Pasar
Pandan Airmati (PPA) agar dapat mengurangi tingkat
kemiskinan atau dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat ialah dengan memberikan Bantuan
Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai

(BLT) ini terlaksana atas Instruksi Presiden Nomor 12
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Tahun 2005 tentang “ Pelaksanaan Bantuan Langsung
Tunai kepada rumah tangga miskin “ dan Instruksi
Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang
“ Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah

[

tangga sasaran “. keinginan yang diinginkan dalam
pelaksanaan kebijakan ini ialah agar bisa menjawab
persoalan-persoalan di Negara Indonesia ini. Sebagai
suatu kebijakan nasional, program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) ini memiliki kerangka pelaksanaan yang
baik.

Selepas pemerintah menetapkan melakukan
kenaikan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) ini merupakan suatu kebijakan turunan dari
kebijakan kenaikan BBM khususnya pada masyarakat
tidak mampu.

Keadaan seperti ini memilih pemerintah untuk
menindaklanjuti akan pendekatan subsidi secara
langsung yang terdapat dalam Bantuan Langsung Tunai
(BLT). Namun, kebijakan program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu sebagai
ganti rugi akan pengurangan subsidi BBM banyak
memunculkan perdebatan. Jika kita lihat dari waktu
keluarnya perangkat hukum sampai perwujudannya

yang dilakukan dalam waktu singkat ini, sangat terasa

66



kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sangat
tergesa-gesa dan dipaksakan, jadi tidak heran, suatu
saat akan muncul berbagai permasalahan yang
diantaranya tidak adanya persamaan pemahaman antara
berbagai instansi pemerintah, media, maupun
masyarakat setempat. Ini dapat kita lihat dari
penggunaan istilah yang yang tidak sama. Ada yang
mengatakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi
(PKPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini
merupakan sebuah fakta bahwa kurangnya pengarahan
dari pemerintah dalam kebijakan ini. Dilihat dari
terlaksananya program ini tidak selalu berjalan dengan
mulus, akan ada faktor penghambatnya, sama halnya
dengan penerapan dan pelaksanaan dari bantuan di
Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung
Harapan ini, sebagian terdapat warga yang tidak
mampu yang tidak mendapatkan bantuan yang
dikarenakan tidak terdaftar sebagai warga penerima
bantuan tersebut sedangkan yang terdapat pada
kejadian dilapangan yang saya wawancarai warga yang
mampu mereka mendapatkan dana dari pemerintah.
Persoalan-persoalan terkait dengan pendataan
akan selalu menjadi persoalan utama dalam program

ini. Banyak masyarakat tidak tahu waktu pendataan
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tersebut. Masyarakat juga tidak tahu pasti ciri-ciri atau
syarat-syarat rumah tangga kurang mampu yang berhak
menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ada
sebagian masyarakat bekerja di luar daerah domisili
berdasarkan dalam data dari penduduk, sehingga
menyebabkan tidak terdaftarnya atau terdata secara dua
kali di tempat domisili dan di tempat mereka bekerja.
Akibat dari lemahnya pengambilan data ini, sebagian
masyarakat yang memang kenyataannya tidak mampu
malah tidak terdaftar. Agar masalah dan persoalan ini
dapat diatasi, penggunaan metode Bantuan Langsung
Tunai (BLT) ini sangat menuntut data yang benar dan
terpercaya, perkembangan sistem informasi di Negara
Indonesia ini dianggap masih kurang. Ketidaktepatan
dan ketidaksesuaian dalam pengambilan data RTS
(Rumah Tangga Sasaran) yang disebabkan oleh petugas
pendata, tidak memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan.
Pendataan pada masyarakat sangat perlu dilakukan
setiap periode, tujuannya agar ketika Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan, petugas pendata
mendapatkan data yang benar dan terpercaya terkait
jumlah masyarakat yang tidak mampu yang berhak
menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di

Kelurahan Pasar Pandan Airmati.
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Hasil dari penelitian di lapangan terdapat 15
kepala keluarga tidak mampu yang tidak mendapat
Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Ada beberapa
keluarga ini menolak tidak mau wuntuk saya
wawancarai. Jadi, ada 3 kepala keluarga yang saya
wawancarai terkait yang tidak mendapatkan dana
Bantuan Langsung Tunai (BLT), antara lain Bapak
Asril, Bapak Junaidi, dan Bapak Joni. Dan kepala
keluarga yang mendapat dana bantuan tersebut ada
beberapa yang saya wawancarai yaitu sebanyak 3
kepala keluarga, antara lain yakni Bapak Sahirman,
Bapak Ujang, dan Bapak Zainal. Hasil ini juga saya
ketahui dengan mewawancarai Sekretaris Kelurahan
Pasar Pandan Airmati (PPA) yaitu Ibuk Riza Ulfah
yang bersedia memberikan segala informasi terkait
dengan pendataan itu dan dianggap tahu mengenai
pendataan penerima dana Bantuan Langsung Tunai
(BLT) tersebut (Riza, 2022).

Selain itu, kebijakan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) ini berdampak terkait dengan kesejahteraan
masyarakat yang terlihat dalam prioritas masyarakat
tidak mampu, dimana penggunaan dana Bantuan
Langsung Tunai (BLT) yang paling diutamakan ialah

sembako. Ini terlihat bahwa dana BLT belum bisa
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dikatakan sebagai program yang efisien jika dikaitkan

dengan kebutuhan masyarakat tidak mampu karena

tujuan dari dana BLT ini masih untuk kebutuhan dasar.

Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dan

permasalahan yang ditimbulkan oleh kebijakan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, yaitu :

a. Kebijakan bantuan ini bukan suatu kebijakan yang
baik dan ampuh dalam mengurus masalah
kemiskinan yang sering melanda Negara kita ini,
karena kebijakan ini tidak bisa terciptanya
peningkatan kualitas dan mutu dari kesejahteraan
warga yang tidak mampu.

b. Kebijakan BLT cenderung memiliki penyebab dari
permasalahan sosial di masyarakat.

c. Data masyarakat miskin yang tidak valid, yang
menyebabkan ketidaktepatan dalam pemberian dana
BLT kepada masyarakat khususnya masyarakat
tidak mampu.

d. Peran masyarakat yang masih kurang.

Agar program kebijakan BLT ini menjadi solusi
dalam permasalahan dalam masyarakat, maka
dibutuhkan langkah-langkah, antara lain :

a. Melakukan perencanaan yang baik dan terstruktur.
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b. Mengedepankan pemeriksaan terhadap pembagian
dana Bantuan Langsung Tunai.

c. Mensurvei masyarakat agar data yang didapatkan
valid dan terpercaya dan yang mendapatkan dana
tersebut benar-benar warga yang tidak mampu.

Memberikan bantuan kepada warga tidak
mampu ialah suatu hal yang benar-benar harus
dilakukan pemerintah agar dapat menuntaskan masalah
kemiskinan yang selalu melanda Negara kita ini.

Dengan memberikan bantuan tersebut akan terciptanya

kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi kenyataannya

yang terjadi di masyarakat Bantuan Langsung Tunai

(BLT) itu bukan menjadi solusi dari permasalahan

kemiskinan di Indonesia. Karena dampak yang timbul

dari program kebijakan Bantuan Langsung Tunai

(BLT) ini bukan hanya dari sisi positif saja melainkan

juga ada sisi negatifnya, sehingga dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat belum terjalan maksimal.

Dalam menuntaskan kemiskinan bukan tugas dari

pemerintah semata, akan tetapi peran dari masyarakat

juga sangat diperlukan. Masyarakat juga harus mampu
memanfaatkan dana bantuan yang diberikan oleh

pemerintah agar dapat terciptanya peningkatan
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kesejahteraan masyarakat untuk hidup yang lebih baik
dan lebih layak.
C. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar atau
kebutuhan pokoknya. Ada banyak masyarakat yang
tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya,
dikarenakan banyak faktor diantaranya faktor sumber
daya manusia yang masih rendah. Dan masyarakat yang
tidak mampu akan sulit mencukupi kebutuhan mereka.
Bahkan sampai ada yang diantaranya yang tidak
makan. Tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya di
Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) Kkian
meresahkan.

Kelurahan ialah suatu pembagian wilayah tata
kelola di Indonesia yang kedudukannya berada di
bawah kecamatan. Kelurahan disebut sebagai wilayah
kerja lurah dan sebagai bagian dari daerah kota.
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan
merupakan unit terkecil dalam pemerintahan yang

setingkat dengan desa.

72



Bantuan Langsung Tunai (BLT) ialah suatu
program kebijakan dari pemerintah dan merupakan
sebuah respon dari pemerintah untuk mengurangi
masalah  kemiskinan serta untuk meningkatkan
kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat tidak
mampu. Terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai
(BLT) tersebut, pemerintahan Kelurahan Pasar Pandan
Airmati (PPA) melakukan kebijakan dengan mendata
masyarakat setempat. Agar data yang didapatkan jelas
dan terpercaya, anggota kelurahan melakukan survey
terlebih dahulu dan memaksimalkan pengawasan dalam
mengumpulkan data, agar data yang didapatkan valid
dan pembagian dana bantuan tersebut merata.

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di
kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) Kota Solok
dikeluarkan oleh pemerintah karena meningkatnya
harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu membuat
masyarakat resah, sehingga pemerintah kelurahan
memberikan bantuan langsung tunai agar kebutuhan
akan masyarakat tidak  berkurang khususnya
masyarakat tidak mampu. Pemberian dana bantuan
langsung tunai ini dapat mewujudkan kesejahteraan
masyarakat karena ~membantu mereka dalam

mencukupi kebutuhan hariannya. Sangat banyak
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manfaat dari program bantuan langsung tunai ini, karna
sama-sama Kkita lihat masyarakat sekarang banyak yang
mengalami pengangguran dan harga pangan yang
meningkat.

Terkait dengan kebijakan yang diberikan
kelurahan, pihak kelurahan itu sendiri memberikan
pelayanan terhadap masyarakat yang ingin membuat
surat keterangan kurang mampu dan memfasilitasi
terhadap pelayanan tersebut, agar masyarakat dapat
dengan mudah mengurus administrasi dalam proses
program bantuan tersebut. Syarat-syarat masyarakat
yang menjadi penerima bantuan langsung tunai ini ialah
penerima yang termasuk masyarakat Kelurahan Pasar
Pandan Airmati (PPA), masyarakat yang kehilangan
pekerjaannya, dan masyarakat yang tidak menerima
bantuan sosial. Ini ditetapkan agar masyarakat
kelurahan tersebut bisa sama rata dalam mendapatkan
bantuan dari pemerintah. Pihak kelurahan akan
mendata dan mensurvei rumah dan dagangan mereka
agar data yang didapatkan benar adanya. Terkadang,
masih banyak masyarakat yang tidak jujur akan
pemberian dana bantuan ini, salah satunya mereka yang
mampu masih meminta dana bantuan ini, itulah

fungsinya dari pendataan ini.
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2. Saran

Untuk meningkatkan kebutuhan dari masyarakat
khususnya masyarakat tidak mampu, pemerintah
mengeluarkan suatu program kebijakan yakni program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan mendata
masyarakat setempat. Sudah seharusnya menjadi
kewajiban pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan diharapkan bagi
masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap
kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil
penelitian ini dipergunakan untuk bahan kajian di

bidang pemerintahan.
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EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI NAGARI
SUNGAYANG (TINJAUAN TERHADAP PERDA
SUMBAR NOMOR 16 TENTANG HAK ULAYAT)

Nisa Afrilia Putri
Fakultas Syariah, Hukum Tatanegara.
Email : nisaafriliaputril4@gmail.com

Abstrak

Tanah ialah faktor terpenting kehidupan suatu kaum atau
masyarakat di Indonesia, terlebih lagi pada masyarakat
Minangkabau. Tanah sangat berarti bagi masyarakat untuk
menghasilkan produsi apa saja yang dijadikan sebagai
sumber kehidupan, dan disitulah diketahui dengan
keberadaan tanah ulayat Nagari. Tidak tanah ulayat Nagari
saja tetapi ada juga tanah ulayat Rajo, suku, kaum. Menurut
Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008,fungsi
KAN guna menyelesaikan sengketa adat istiadat, termasuk
salah satunya menyelesaikan perkara atau sengketa tanah
ulayat.

Kata kunci : Masyarakat, Hukum Adat, Peran Pemerintah,
Harta Pusako Tinggi.

A. Pendahuluan
Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang
disebut juga dengan (UUPA), yang berisi tentang hak
ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah yang apabila

telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
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Dibentuknya peraturan UUPA ini bertujuan supaya
mengakhiri peraturan-peraturan peninggalan pemerintah
pada zaman terdahulu atau pada zaman belanda yang
sifatnya diskriminatif. Kehadiran harta ulayat nan sangat
esensial Ketika mempunyai hubungan atau korespondensi
mulai warga hukum, cairan, pokok kayu maupun hewan
yang terdapat menurut Kawasan atau tempat bagi
pencahariannya.

Negara berperan terhadap masyarakat hukum adat
tercantum didalam UUD RI 1945 sudah detail disebukan
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan wuntuk memajukan
kesejahteraan umum. Tetapi permasalahan masyarakat dan
negara bukan sebanding ketika terpenuhinya kekuasaan
serta keharusannya, bisa saja terjadi kapan saja saat
wewenang memegang wilayah dan mengundang sesekali
terjadinya pertanyaan - pertanyaan dan bentrokan terhadap
kewenangan akan pengelolaan serta memanfaatkan
sumber daya alam nasional (Ilyas Ismail, 2010, hlm.50).

Hak warga hukum adat adalah “ kewenangan
berwatak pribadi ataupun hak yang berwatak komunal,
diantaranya yaitu didalam Undang- Undang Pokok
Agraria yaitu hak ulayat (wilayah) tertuju pada tanah atau

hak yang berupa daerah rakyat hukum adatnya. Penetapan
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hukum tentang hak warga hukum adat bertujuan bakal
menyusun diri sendiri yang dibuat di undang - undang,
penetapan hak warga hukum adat berjiwa hukum yang
diutarakan didalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945.

Kali ini saya akan melakukan penelitian di daerah
Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, menurut
Muchsin mengartikan hak sebagai yang dipegang oleh si
warga dalam adat berkenaan di tempat spesifik yang
termasuk alam semesta dan masyarakatnya memegang
keuntungan hidup sejak itu atau manfaat dari sumber daya
alamnya, tercatat wilayah-wilayah atau tanah bagi
kelangsungan hidup dan kehidupannya (Muchsin,2006,
hlm.35). Berkaitan hak ulayat, didalam Peraturan
Perundangan nama lain hak ulayat ini diketahui dengan
atau didalam warga adat Minangkabau, dan merujuklah
kepada “Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun
2008” perihal tanah daerah ulayat juga penggunaannya
yang menerangkan alkisah ada beragam jenis tanah ulayat,
yakni tanah ulayat Nagari, tanah ulayat Suku, tanah ulayat
Kaum, dan tanah ulayat Rajo. Dalam pengelolaan dan
manfaatnya akan keperluan subyek hukum serta pribadi
dan bisa juga sanggup digunakan bagi pemodal yang mana
kekuasaan pengelolanya bersama pemimpin kaum dan

diperuntukkan untuk penduduk hukum tetap yang
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berkaitan walaupun warga asing. Penanganan tanah ulayat
dilaksanakan oleh imam adat dan penggunaannya
diberikan pada warga hukum adat yang berkaitan atau
investor-investor maupun orang luar dapat menggunakan
tanah ulayat dengan cara ikut serta menjadi penguasa dan
pemilik tanah ulayat dengan ketentuan atau kesepakatan
masyarakat adat yang menjadi pemegang saham (Pasal
18B ayat (2) Undang — Undang Dasar 1945).

Tanah adat merupakan tanah yang dikuasai
masyarakat adat tertentu pada daerah yang tersebar
diseluruh dunia, PMNA No. 5 di Tahun 1999 bahwa tanah
ulayat ialah tanah yang diatasnya banyak terdapat hak
ulayatnya dari masyarakat hukum adat tertentu. ( PMNA
No. 5 Tahun 1999 Ps.1). Adapun sebelum berlakunya
UUPA, hak ulayat tertunduk kepada hukum adat setempat.
Dan setelah berlakunya UUPA pada hak ulayat yang
dibahas sepanjang eksistensinya masih hidup dan selama
tidak bertentangan pada kepentingan Nasional maupun
terhadap kepentingan Negara, yang berarti hak ulayat yang
telah mati tidak boleh dihidupkan kembali atau yang tidak
ada tidak bisa diada-adakan keberadaannya. Tertera pada
pasal 3 UUPA telah ditentukan bahwa “Pelaksanaan hak
ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut keadaannya
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masih ada, harus sedemikian rupanya supaya sesuai
dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang
didasarkan atas persatuan bangsa juga tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang serta peraturan-
peraturan yang lain lebih tinggi. Dan berdasarkan pasal 3
UUPA hak ulayat hanya diakui oleh dua syarat yaitu
terhadap eksistensi atau keberadaannya dan persoalan
pelaksanaannya. Manakala bagi sebenarnya dilingkungan
anggota warga hukum adat kategori yang bertaut masih
tinggal dan disitulah tanah ulayat diakui eksistensinya.

Metode penelitian saya, untuk mendapatkan data-
data yang terkait dengan permasalahan Eksistensi tanah
ulayat di Nagari Kecamatan Sungayang ini, saya
melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara
serta penelitian beberapa dari jurnal dan artikel yang saya
himpun dari internet.

Metode pertama saya melakukan wawancara
dengan Bapak Arlen yang bergelar Datuak Indo
Mangkuto, bekerja langsung di KAN sebagai jabatan
bidang sako jo pusako. Tujuan saya memilih metode ini
adalah supaya data yang saya himpun dan saya sampaikan
ini valid dan tidak hanya bualan belaka. Dan saya juga
mewawancarai beberapa warga di Kecamatan Sungayang

yang saya rasa bisa memberikan informasi-informasi yang
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valid mengenai tanah ulayat ini sehingga dapat membantu

saya dalam penulisan artikel saya, saya juga mengambil

beberapa referensi dari jurnal dan artikel karena adanya

keterbatasan atau terbatasnya ilmu saya tentang hak ulayat

tersebut.

. Pembahasan

1. Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat adalah penguasaan tertinggi pada

masyarakat hukum adat yang mencakup seluruh tanah
dan mencakup didalam lingkungan wilayah tertentu.
Pelaksanaan hak ulayat diakui disepanjang menurut
kenyataannya masih ada yakni Ketika masih mencakup
sekelompok orang yang terikat pada susunan hukum
adatnya. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka
beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan
didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan
hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat
(Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008, Ps. 1 ayat (7).
Hak penguasaannya terdapat pada penghulu - penghulu
Kerapatan Adat Nagari (KAN) dipergunakan sebesar-
besarnya oleh penduduk Nagari, dan penguasa bertugas
apabila bidang yang Menyusun untuk kegunaannya
(Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008,
Ps. 1 ayat (8).
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Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu
hukum konkret yang biasanya disebut dengan “hak”
dan setelah dihubungkan dengan tanah sebagai
obyeknya dan subyeknya adalah orang atau badan
hukum atau pemegang haknya. Sebelum berlakunya
UUPA, hak ulayat masyarakatnya terdiri dari harta
pusaka tinggi yang telah ditinggali atau tanah pada
daerah kaum adat tersebut, yang terdiri dari tanah-tanah
hak ataupun tanah-tanah ulayat, yakni tanah tersebut
yang belum dikuasai atau digunakan oleh masyarakat
setempat ( Arie Sukanti, 2008, hal.26). Terdapat yang
telah disebutkan di Peraturan Mentri Negara Agraria
pasal 2 ayat 2 No 5 1999 mengenai tata cara atau
langkah — langkah untuk menyelesaikan konflik yang
berada pada wilayah hukum adat tersebut, kewenangan
kaumnya terhadap tanah ulayatnya masih ada apabila
masih terdapat sebagai berikut :

a. Masih ada sekelompok anggota yang merasa masih
disangkut pautkan oleh penetapan hukum adatnya
didalamnya yang dinamai kelompok bersama atau
persekutuan pada hukum — hukum tertentu.

b. Bagi warga atau kelompok persekutuan tersebut

menjadikan hak wulayat atau harta yang telah

83



ditinggalkan menjadi tempat kebutuhan yang mereka
butuhkan untuk kelangsunan hidupnya kedepan ;

c. Adanya Lembaga hukum adat yang didalamnya
terdapat bidang pengurusan, penguasaan dan juga
penggunaan hak — hak ulayat serta dipatuhi oleh
warga hukum adat.

Tanah ulayat kaum dan suku yaitu dimiliki oleh
persekutuan, penting untuk dikaji apakah suatu
persekutuan itu adalah sebuah badan hukum yang
sebagai subyek atas tanah tersebut. Yang
dimakhsudkan dengan Nagari adalah suatu persekutuan
yang disusun berdasarkan factor territorial dan factor
geneologi, dan yang dinamakan dengan nagari di
dalamnya terdapat minimal empat suku. Syarat untuk
menjadi sebuah nagari adalah memiliki tapian, kuburan,
pasar serta masjid, nagari sebenarnya termasuk
penguasa hak public semacam bentuk dusun - dusun
pada daerah seberang, tetapi hak ulayat nagari tidaklah
milik nagari, melainkan dimiliki atas semua yang
dikelolai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Begitu juga dengan tanah ulayat suku yang
kepunyaan anggota suku tertentu, berbeda dengan tanah

ulayat nagari, tanah ulayat suku tidak mempunyai
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daerah territorial tetapi hanya berbentuk persekutuan
yang mempunyai ikatan geneologis.
. Azaz — azaz Tanah Ulayat di Nagari Sungayang.
Pada umumnya azaz tanah ulayat di Nagari
Sungayang dibedakan atas 2, yaitu azaz secara umum
dan secara khusus,;
a. Azaz tanah ulayat secara umum
Yang pertama azaz terpisah horizontal adalah
diantara segala yang melekan dan tanah padanya
terpisah, dan pada saat itu tanah ulayat tidak
dibolehkan dipindah alihkan kepada yang lain, dan
masyarakat adatnya hanya akan menikmati hasil dari
hak mendirikan bangunan yang disebut dengan hak
ulayat. Azaz melekat menurut Djuhaendah Hasan
adalah diantara tanah serta yang ada pada atasnya
adalah sebuah kesatuan, yang pemilik bangunannya
bisa menjual bangunan serta tanahnya juga, sebab
tanahnya dan bangunannya adalah milik pribadi. Di
Minangkabau tanah ulayatnya menganut asas
terpisah, fatwa ini berarti tanah ulayat tersebut tidak
bisa atau tidak boleh dilepaskan kepada orang lain,
dan anggota kaumnya hanya mempunyai hak untuk
memakai serta memanfaatkan sebagai barang yang

telah dipinjamkan oleh kaum ataupun sukunya.
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b. Azaz tanah ulayat secara khusus.

Menurut hukum adat di Minangkabau, tanah
ulayat juga mempunyai azaz yang menganut secara
khusus, beda dengan yang lainnya, tanah ulayat di
Nagari Sungayang atau di Minangkabau tidak
diwarisi ke anak melainkan kepada kemenakan.

. Pemanfaat dan Kegunaan Hak Ulayat

Sumatera Barat memiliki lahan seluas 42.297,30
km2. Menurut pemanfaatanya dominan dalam
berbentuk hutan (60,38%) , serta distribusi menurut
peruntukannya yang lebih dari 45% merupakan
Kawasan lindung. Kondisi ini berhubungan dengan
keadaan atau bentuk topografis alam Sumatera Barat
sebagai Kawasan yang berbukit dan bergelombang.
Kondisi ini sulit dalam pengembangan investasi
dikarenakan potensi sumber daya alam seperti bahan
tambang, menjadi sulit di eksplorasi karna tepat pada
Kawasan lindung dan mendapat tantangan dari
kelompok pro kelestarian alam.

Didalam yang tercantum pada Peraturan Daerah
Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 menelah menyusun
bagaimana pendayagunaan dan pemakaian hak ulayat

yang terdapat pada akidah berikut:
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1. Azaz pendayagunaan tanah ulayat adalah faedah
yang sebesar — besarnya untuk kepentingan
masyarakat adat ,berkeadilan dan bertanggung jawab
sesuai dengan falsafah adat.

2. Bakal menumbuhkan kemakmuran dan
kesejahteraan warga adat’.

3. Kegunaan tanah ulayat bagi warga dilaksanakan
atas izin pemerintah ulayat Adapun yang terkancing
atau bertaut (Peraturan Daerah Sumatera Barat No.
16 Tahun 2008, Ps.2 ayat 2, Ps.3 ayat 1, Ps, 9 ayat 1.

Didalam buku hukum tanah, jaminan UUPA
bagi keberhasilan pendayagunaan tanah, menyatakan
bahwa hak ulayat ialah hak tertinggi atas tanah yang
dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, untuk
menjamin ket ertiban pemanfaatan atau pendayagunaan

tanah. (AG. Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, hal 88).

Fungsi tanah wulayat sama halnya dengan
umumnya, tanah ulayat juga mempunyai fungsi social

di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, tidak seharusnya

menghalangi proses pembangunan dalam arti seluas-

luasnya dan menjadi banyak manfaat untuk
kemakmuran rakyat. Sebagai yang tercantum pada
pasal 4 (ayat 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nomor 5 Tahun 1999 yang berbicara tentang Pedoman
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Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat yang menyatakan Penglepasan tanah ulayat
sebagaimana dimakhsud pada ayat (1) huruf b untuk
keperluan pertanian dan keperluan lainnya yang
memerlukan hak guna usaha atau hak pakai dan dapat
dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan
penyerahan penggunaan untuk jangka waktu tertentu,
dan setelah tanah tersebut sudah tidak dipergunakan
lagi atau yang telah dicampakkan sehingga hak guna
usaha yang berkaitan hapus maka manfaat selanjutnya
harus berdasarkan proses persetujuan baru dari
masyarakatnya yang bersangkutan sepanjang hak ulayat
hukum adat itu masih ada dan sesuai dengan ketentuan
pasal 2.

Tercantum didalam Peraturan Daerah Sumatera
Barat Nomor 16 pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang
menerangkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat itu
sebagai kemakmuran serta mensejahterakan
masyarakatnya, dan pendayagunaan hak ulayat oleh
warga asing yang tidak termasuk masyarakat hukum
tetap didalamnya diproses melalui proses untung
menguntungkan serta saling membagi risiko melalui
makna “adat diisi limbago dituang” lewat kesepakatan

mufakatnya. Dan pada ayat terakhir menrangkan bahwa
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jika tanah ulayat itu tidak lagi dipergunakan oleh si
pengelola baik badan hukum atau perorangan, maka
tanah itu Kembali kepada penguasa atau pemiliknya
semula, tetap memperhatikan hak keperdataan yang
bersangkutan dengan tanah ulayat tersebut.

Di daerah Nagari Sungayang pemanfaatan tanah
ulayat yang dilakukan yang bukan termasuk warga
masyarakat hukumnya atau yang dilakukan oleh pihak
asing, dilakukan dengan cara saling menguntungkan
serta berbagi risiko yang disebut juga dengan kaedah
“adat diisi limbago dituang”’. Pemanfaatan tanah di
Nagari Sungayang juga bisa guna pemanfaatan
organisasi hukum maupun individu yang dilaksanakan
dengan adanya perjanjian pihak - pihak pengelolaan
antara pemilik juga pejabat yang didasarkan oleh
kesepakatan adatnya, dan pemanfaatan ini juga tepat
disebut pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor
16 Tahun 2008 pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 9 ayat 3.

Hak atau tanah kepemilikan adat banyak
dimanfaatkan bagi masyararakat adat digunakan dalam
berbagai bentuknya, antara lain tujuan social dan
ekonomi, dipergunakan antara lain untuk membangun
fasilitas — fasiltas seperti perumahan, persawahan dan

perkebunan. Sedangkan sisanya terdapat dalam bentuk
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hutan belantara. Di Minangkabau, terkait dengan
pemanfaatan tanah wulayat, pemanfaatannya lebih
dominan berkembang untuk kegiatan perekonomian
dalam sector primer pertanian mencakup juga di
dalamnya sub sector peternakan. Untuk sector tambang
dan penggalian hanya Sebagian kecil yang terdapat
pemanfaatan tanah ulayatnya.

. Objek dan Subjek Hak Ulayat

Wilayah  persekutuan adalah  perbentukan
kepemilikan persekutuan namun sifat ketetapannya
permanen dan terdapat ada pengecualian -
pengecualian terhadap kenyataannya. Yang di
kecualikan tersebut berhubungan pada kepenguasaan
atas hak ulayat yang sifatnya terdapat berlaku ke luar.
Harta pusaka tinggi yang telah ditinggalkan ini
mencakup seluruh bidang tanah pusaka diantaranya
yang terdapat pada daerah — daerah era masyarakat
kaumnya nan saling berkaitan, termasuk telah di haki
ataupun belum.

Batas wilayah hak ulayat hukum adat territorial
tidak bisa dipastikan dengan tepat, dan masyarakat
hukum adatnya lah sebagai contoh dari semua
anggotanya. Apabila seorang individu warga

persekutuan dan atas izin kepala desanya membuka
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tanah persekutuan maka jika menggarap tanah
terjadilah  hubungan  hukum  serta  hubungan
religiusmagis antrara individu sekutu dengan tanah
yang dimakhsud. Hak ulayat merupakan hubungan atau
keterkaitan hukum antara masyarakat hukum (subyek
hukum) dan wilayah tertentu (objek hak). (Maria
S.W.Sumardjono,2001, hal 56).

“Menurut bapak Arlen yang bergelar Datuak
Indo Mangkuto Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang
berjasa pada bidang jaso jo pusako Kecamatan Nagari
Sungayang yang telah saya wawancarai”,( Pokok dari
hak yang dimiliki oleh masyarakat adat hak yang
meliputi kaum adat yang berada atau menetap di
wilayah tertentu. Yang merupakan jurusan dari hak
ulayatnya mencakup ;

a. Daratan (tanah)

b. Tumbuh — tumbuhan
c. Binatang liar

d. Dan air)

Hak ulayat di Nagari Sungayang juga memiliki
subyek  yaitu masyarakat hukum adatnya, yang
mencakup territorial maupun genealogic pertanda
sebagai bentuk bersama, makhsudnya tanah ulayat

adalah tanah bersama bagi warga hukum adat yang ada.
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Berdasarkan uraian diatas, terdapat adanya hubungan
subyek dan tanah dengan berupa hubungan
pengelolaan, pemanfaatan tanah ulayat serta
penggunaannya. Tanah ulayat iti dimaknai dengan
benda bergerak atau benda tidak tetap, dan secara
umumya dinamai dengan benda — benda lain yang ada
pada atas tanah tersebut.

. Sistem Kepemilikan Tanah Ulayat

Pusaka tinggi di Minangkabau dominannya
berbentuk tanah, warga Minangkabau menganggap
pusaka tinggi itu sangat utama dikarenakan berupa
factor keterkaitan dengan kelompok untuk keutuhan
anggota kaum itu sendiri. Tercantum pada Peraturan
Daerah pasal 1 ayat 6 & 7 , hak ulayat merupakan
penguasaan dan hak milik dan juga sumber kekayaan
dari alam pada bagian atas serta bagian dalam secara
beramai — ramai bagi kehidupan dan warga di daerah
Sumatera Barat ( Peraturan Daerah Sumatera Barat, No.
16 Tahun 2008, Ps. 1 ayat 6 dan 7).

Aturan kekuasaan peninggalan hak di Nagari
Sungayang adalah di dalam arti luas pada lingkungan
Nagari merupakan apabila pemegang kewenangan
politik, adat, kebiasaan, kaum, kepercayaan, area serta

harta kekayaan, dan pada kepemilikan dalam arti
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sempit hampir sama dengan asset yang besar. Pada arti
keluasannya harta kekayaan termasuk dalam arti harta
pasukan atau harta yang terwujud atau terbentuk,
contohnya seumpama sebidang tanah, termasuk arti
dari harta dalam pengertian yang kecil atau sempit,
yaitu merupakan benda atau sesuatu yang kaya adalah
tanah. (Cara mendapatkan hak milik termasuk juga
dikonsepsikan kepada tanah ulayat dengan cara
occupation atau pendudukan, perolehan dibawah
system social, ekonomi, penciptaan, dan hukum yaitu
pembelian, penukaran, pemberian dan warisan (Bapak

Rismardi, 2022)).

Kepemilikan hak ulayat dapat ditinjau dari
kekuatan berlakunya, dalam arti :

1. Anggota dapat bergotong royong — menarik usaha
atau memproduksi sesuatu dari tanaman, tanah, atau
binatang — binatang yang terdapat pada wilayah itu
dengan tidak terpeliharanya.

2. Kebebasan anggotanya atas tanah untuk kepentingan
sendiri.

3. Anggota dapat memiliki hasil hutan dan juga dapat

berburu, mempunyai hak milik yang ia peroleh.
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4. Anggota dapat mengambil hasil pepohonan yang
pohon itu tumbuh sendiri tidak dipunyai siapa pun
tetapi dengan memberi tanda.

5. Bisa mempedomani tanah mana yang dapat
digunakan secara bersama - sama Sseumpamanya
digunakan untuk pengembala, mencari makan dan
lainnya (Muhammad Bakri, 2007).

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, selain korelasi
hukum masyarakat dengan hak tanah ulayat, dengan
terminology yang bersifat berlaku ke dalam serta yang
berlaku ke luar, dapat diartikan sebagai berikut :

“Selain dari masyarakat hukum adat yang dapat
memungut hasil dari pemanfaatan tanah, pepohonan,
tumbuh — tumbuhan, perairan , binatang yang hidupnya
secara liar diatasnya diisi dengan secara perundang —
undangan, yang dapat diberikan kepada orang asing di
luar dari warga masyarakat hukum adat yang berkaitan
dengan syarat diberi izin oleh pemimpin adat atau si
penguasa adat” (Lilik Mulyadi,hal138 — 139).

Harta pusaka tinggi seperti tanah ulayat
sebenarnya telah dilarang atau telah ada aturan tidak
diperbolehkan diberikan hak wuntuk warga selain
ditempat hukum adat tersebut terkecuali diberi hanya

dalam waktu sebentar atau sementara, diwajibkan ada
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ganti rugi pembayaran bea cukai atas hasil nan sudah
tidak diketahui lagi karna pemisahan hasil atau tanah
tersebut (Ibuk Yeli Netri, 2022)). Hak ulayat
dimasyarakat Nagari Sungayang mempunyai beberapa
unsur yaitu:
1. Kepunyaan hak Bersama atas tanah.
2. Hak atau kewajiban untuk mengelola, mempimpin
perusahaan, yang termasuk pada hukum public.
Tanah ulayat di Nagari Sungayang terdiri dari
tanah ulayat nagari, tanah ulayat kamu dan tanah ulayat
suku. Dalam berbagai tanah ulayat tersebut terdapat
adanya unsur kebersamaan dalam mengelola atau
menggunakan tanah dan satiap masyarakatnya pun
berhak untuk menggunakan tanah sebagai penghidupan
dan sumber kehidupannya di dalam penguasaan yang
mengandung unsur kepemilikan secara perorangan.
Apabila ada tanah yang sedang dikuasai secara
perorangan, maka dalam hal ini kelompok
masyarakatnya tidak dibenarkan penguasaannya hanya
untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota masyarakat
yang sedang menggunakan tanah tersebut harus
memikirkan anggota kelompok lainnya juga agar

penguasaan tanah tersebut dapat terus — terusan
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berlanjut guna untuk generasi yang akan dating pada
masanya.

Secara komunal — nya, system penguasaan
pemilikan tanah pada kehidupan secara geneologis
dimiliki secara bersama — sama yang menganut pada
garis keturunan perempuan yang system ini telah
berlanjut secara turun — temurun tidak dibagi — bagi dan
dalam keadaan utuh, dan kepemilikan tanah itu disebut
berada pada tingkatan se — kaum, se — suku serta ber —
nagari.

Apakah hak ulayat di dakam masyarakat hukum
adat saat ini masih ada? Ya, hal ini telah tergambar di
dalam pendapat bahwa hak ulayat eksistensinya bagi
masyarakat hukum adat tertentu tetapi dengan syarat
sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dan untuk
mencapai agar hak ulayat itu dapat diakui keberadaanya
oleh pemerintah dengan memenuhu 3 syarat , yaitu
dengan syarat pertama yakni sejauh otentik anggota
kaum hukum kebudayaan itu tetap terjaga, yang kedua
adalah cocok dengan kepentingan nasional, dan negara,
dan yang terakhir, tidak bertolak belakang pada undang
— undangdan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.

Pada saat ini pengakuan negara terhadap tanah

ulayat tertera pada ketetapan Negara Republik
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Indonesia yang tercantum dalam pembahasan pasal 18
point B (UUD) pada tahun 1945 sebagaimana di
dalamnya berisi bahwasanya republik menyatakan serta
memikirkan juga menyegani keutuhan — keutuhan
warga hukum adatnya dan termasuk pada wewenang —
wewenang tradisi konvensional sejauh keberadaannya
ada atau masih hidup dan sangat cocok untuk kemajuan
anggota masyarakatnya.

Disamping itu untuk mendapatkan pengakuan
dari pemerintah secara yuridis formal sudah ada, yang
pada awalnya hak ulayat dianggap sebagai hak privat
negara, yakni adanya domain dinas bebas negara
. Keberadaan Tanah Ulayat Di Nagari Sungayang.

Terdapat salah 1 dari banyak suku di Nagari
Sungayang yang masyarakat adatnya bercorak dengan
masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau menganut
kekerabatan matrilineal yaitu menurut garis keturunan
ibu. Yang merupakan harta pusaka tinggi salah satunya
adalah tanah, bagi masyarakat Minangkabau khususnya
Nagari Sungayang tanah merupakan hal terpenting
dalam kehidupan, apalagi yang ada keterkaitannya
dengan kaum. Dan karna keterkaitan tersebutlah AA
Navis mengatakan bahwa tanah itu adalah tempat lahir,

tempat hidup, serta tempat untuk mati. Seperti yang
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tercantum pada PERDA Sumbar mengenai tanah ulayat
serta pemanfaatannya, terdapat pada pasal 1 di angka 7
yang mengartikan tanah ulayat tersebut adalah sebagai
tanah pusaka yang beserta dengan sumber daya alam
yang berada diatasnya.

Hak wulayat atau tanah wulayat di Nagari
Sungayang banyak sekali ditemui, apalagi umumnya di
Nagari Sungayang ini masyarakat hukum adatnya
memakai tanah ulayat. Tanah ulayat sampai sekarang
masih banyak dan sering digunakan oleh masyarakat
hukum adat didalamnya guna untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, dimulai dari membuat tempat
berlindung (rumah), berkebun dan berladang, serta
untuk memproduksi apa saja yang bisa di garap oleh
hasil dari tanah ulayat yang dimulai dari berkebun tadi.
Jadi, eksistensi tanah ulayat di Nagari Sungayang ini
masih ada, karena masyarakat Minangkabau ini
memiliki selogan basako bapusako yang berarti yang
setiap kaumnya memiliki kekayaan atau harta
immaterial sebagai corak Minangkabau. Namun seiring
berkembangnya zaman keberadaan tanah ulayat itu
sedikit memudar, dikatakan hilang tidak, akan tetapi
keberadaannya dekat dengan masyarakat tetapi tidak

terlalu di perhatikan keberadaannya.
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Kebijakan dari Kerapatan Adat Nagari terhadap
tanah ulayat di Nagari Sungayang dapat dipahami
dengan tanah ulayat nagari yang merupakan tanah
ulayat yang beserta sumber daya alamnya dan hak
penguasaannya juga berada pada ninik mamak
Kerapatan Adat Nagari (KAN), selanjutnya akan
dimanfaatkan atau dipergunakan oleh masyarakat
hukum adat di dalamnya dengan sebaik — baiknya.
Tugas pemerintah Nagari yaitu bertindak sebagai yang
mengatur guna pemanfaatannya, tanah ulayat nagari
berpegang penguasaannya oleh penghulu — penghulu
yang berada di dalamnya yang memegang ketentuan —
ketentuan kepada system kekerabatan yang berlaku di
dalam nagari tersebut.

. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari
Sungayang.

Sengketa  atau  konflik  adalah  suatu
permasalahan, pertengkaran, perbedaan pendapat,
perselisihan dan banyak lagi lainnya antara pihak ynag
berkepentingan, dalam kepustakaan banyak bentuk cara
penyelesaian sengketa menurut karakternya tersendiri
( Takdir Rahmadi, 2001). Di Nagari Sungayang banyak
sekali terjadi pertengkaran atau sengketa dikarenakan

perebutan hak atau tanah ulayat.
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Sengketa pada Nagari Sungayang berada di
dalam kaum yang akibat pembagiannya “ganggam
bauntuak” kepada pembagian anggota kaumnya tidak
merata yang telah dibagikan oleh mamak kepala waris
di suatu kaum tersebut. Selain dari pada itu, sengketa
yang terjadi pada kenagarian Sungayang ini juga
terdapat karena batas — batas tanah yang tidak jelas
sehingga terdapat kaum satu mengambil milik kaum
yang lainnya, dengan cara kaum yang pertama
memindahkan batas tanah kaum yang kedua yang
sudah ditetapkan sebelumnya oleh kepala kaum.

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat pada
Nagari Sungayang adalah ‘bajanjang naiak batanggo
turun”, yang dimakhsud dengan bajanjang naiak
batanggo turun adalah setiap permasalahan akan
diproses atau diselesaikan oleh Lembaga adat yang
dimulai pada tingkat yang paling rendah, dimana yang
dimakhsud adalah tingkat mamak kaum. Dan jika tidak
mendapat kesimpulan atau tidak bisa memecahkan
masalahnya, maka penyelesaian selanjutnya akan
diteruskan kepada tingkat kampung yaitu penyelesaian
oleh mamak yang berada di dalam kampung dan jika
tidak juga mendapat kesepakatan atau penyelesaian

masalahmya akan naik kepada tingkat yang lebih tinggi
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yaitu oleh kepala suku dan penghulu atau datuk — datuk
yang berada di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Selanjutnya yang dimakhsud dengan “Batanggo
Turun” adalah hasil kesepakatan atau musyawarah yang
telah diselesaikan niniak mamak di dalam adat yang
hasilnya diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang
bersengketa. Proses penyelesaian sengketa di Nagari
Sungayang ini dimulai pada Lembaga yang paling
rendah sampai kepada Lembaga yang tertinggi yakni
penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Sungayang yang dilakukan secara mufakat dan juga
mengutamakan rasa keadilan. Karena proses
penyelesaian sengketa oleh Lembaga adat ini sekiranya
lebih efektif dari pada diselesaikan oleh pengadilan
Negri.
. Fungsi Tanah Ulayat di Nagari Sungayang

Tanah ulayat umunya seperti yang telah
diketahui, besar manfaatnya untuk masyarakat hukum
adat itu sendiri, tanah ulayat di Minangkabau juga
dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat hukum
adatnya, begitu juga dengan masyarakat hukum adat di
Nagari Sungayang, yang mempergunakan fungsi tanah
ulayat tersebut dengan sebaik — baiknya, tanah tersebut

dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran
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bagi anak kemenakannya yang kedepannya akan
semakin bertambah. Mereka bisa mempergunakan hak
ulayat tersebut untuk membangun rumah, atau tempat
berdagang dan lainnya. Prof. Van Vollenhoven berkata,
terdapat dua fungsi dari tanah ulayat yang pertama
fungsi kedalam daerah — daerah persekutuan yang
mencakup :
1. Hak atas tanah
2. Hak atas air
3. Hak atas hutan

Kedua, fungsi dari keluar daerah persekutuan,
yaitu melarang untuk membeli ataupun menerima atas
gadai tanah.(Van Vollenhoven, (PPIM),2000). Menurut
hukum ulayat, fungsi masyarakat hukum adat adalah
menjadi badan yang menguasai serta mengatur
penyediaan, penggunaan, peruntukan tanah agar adanya
kesejahteraan anggota masyarakat. Berdasarkan yang
dimakhsud diatas , maka ajaran adat Minangkabau
menetapkan bahwa tanah ulayat itu tidak bisa atau tidak
dapat di perjualbelikan ataupun misalnya di gadaikan
pada orang lain.

Tetapi terdapat beberapa hal yang membolehkan
tanah ulayat itu di perjualbelikan atau digadaikan

sepanjang tidak melenceng dari “pusako salingka
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suku”. Disini makhsudnya tanah ulayat di perbolehkan
untuk di gadai pada anggota suku dengan ketentuan
persyaratan tertentu. Yang pertama “ gadih gadang
indak balaki” atau gadis yang sudah dewasa tetapi
belum mempunyai suami, yang kedua “rumah gadang
katirisan” makhsudnya adalah rumah besar yang sudah
rusak, bocor atau memang sudah tidak layak untuk di
huni lagi, ketiga “mambangkik batang tarandam”
adalah menghidupkan Kembali nama penghuluy,
keempat “mayik tabuju di tangah rumah” adalah mayit
yang masih terbujur atau belum dimakamkan dan masih
berada dirumah gadang.

Tanah merupakan wujud dari ikatan lahir dan
batin suatu kemasyarakatan atau komunitas masyarakat
hukum adat dan sebagai suatu asset bagi bersama suatu
masyarakat hukum adat di daerah tersebut. Apabila
suatu kaum terdapat tidak mempunyai tanah ulayat,
maka bisa disebut hilanglah keutuhannya, karna tanah
itu bersifat sebagai pengikat batin antar masyarakat
hukum adatnya. Maka dari itu tanah ulayat itu
dipertahankan  oleh = masyarakat hukum  adat
Minangkabau termasuk pada Nagari Sungayang tidak
lain di dasari pada hubungan yang relegio — magis —

kosmis , karena itu penguasaan tanah ulayat harus di
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pertahankan supaya tetap ada marwah — nya. (Narullah
yang dimakhsud dengan Marwah).
. Pendaftaran Hak Ulayat di Nagari Sungayang

Pendaftaran tanah adalah suatu sarana untuk
masyarakat oleh pemerintah guna untuk mengadakan
inventarisasi penguasaan tanah pada kepentingan -
kepentingan yang dikenal dengan kegiatan — kegiatan
pendaftran tanah ( Niswanyenti, 2022)). Undang
undang telah berbicara bahwa hanya WNI yang
mempunyai keterkaitan sepenuhnya dengan air, bumi,
dan angkasa tanpa adanya perbedaan antara laki — laki
dan perempuan, makhsudnya adalah Undang — undang
pokok agrarian bermakna bahwa orang lain dilarang
mempunyai ha katas tanah hak milik.

Yang menjadi objek dari pendaftran tanah
tertera pada pasal 9 ayat (1) dan (2) PP No 24 Tahun
1997 diantaranya;

1. Objek pendaftaran tanah
Bidang tanah yang dipunyai hak milik.

o &

Tanah yang ada hak pengelolaannya.

O

Hak milik yang merupakan satuan rumah susun.

o

Tanah wakaf.

e. Hak tanggungan.

)

Dan hak Negara.
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2. Yang dimaksud pada ayat 1 huruf f pendaftarannya
dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah
yang merupakan tanah Negara .
Dasar hukum adanya pelaksanaan
pendaftaran tanah yang ada di Indonesia antara lain :
a. Undang — undang No. 5 Tahun 1960 yang
mencakup ketentuan dasar pokok — pokok
agrarian.

b. Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961.

c. PerMen kepala badan pertanahan nasional No. 3
Tahun 1997.

d. Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2002.

Azaz - azaz pendaftaran tanah di Indonesia
terdapat yang tercantum di dalam PP Nomor 24 Tahun
1997 pada pasal 2 yang di dalamnya antara lain azaz
sederhana, azaz aman, azaz terjangkau, azaz mutakhir
dan azaz terbuka.(AP, Parlindungan, 1990) yang
dimakhsud dengan azaz — azaz tersebut adalah :

a. Azaz sederhana merupakan ketentuan pokok dan
prosedur pendaftaran tanahnya dapat dengan mudah
dilaksanakan.

b. Azaz aman merupakan proses pendaftaran tanah

harus dilaksanakan dengan teliti serta akurat.
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c. Azaz  terjangkau  merupakan  terjangkaunya
pelayanan di dalam pendaftaran oleh pihak yang
memerlukan.

d. Azaz mutakhir merupakan bahwa data yang tersedia
harus dalam keadaan yang mutakhir.

e. Terakhir, azaz terbuka merupakan orang yang
berkepentingan  mendapatkan  informasi  atau
keterangan terkait data yang jelas dan benar pada
setiap saat.

C. Kesimpulan

Hak ulayat adalah penguasaan tertinggi pada
masyarakat hukum adat yang meliputi seluruh tanah dan
didalam lingkungan wilayah tertentu, pelaksanaan hak
ulayat ini diakui disepanjang menurut kenyataannya masih
ada dan Ketika masih mencakup sekelompok orang yang
terikat pasa susunan hukum adatnya, tanah ulayat
merupakan bidang tanah pusaka serta sumber daya alam
yang ada diatasnya serta didalamnya diperoleh secara
turun — temurun.

Pada umumnya azaz — azaz tanah ulayat dibagi
menjadi 2 yaitu azaz secara umum Yyaitu azaz terpisah atau
azaz horizontal yang diantaranya segala yang melekat dan
tanah padanya terpisah, selanjutnya azaz tanah ulayat

bagian khusus yaitu berbeda dengan yang lainnya, tanah
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ulayat di Nagari Sungayang atau di Minangkabau tidak
diwarisi ke anak melainkan kepada kemenakan.

Didalam yang tertera pada Peraturan Daerah
Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 telah mengatur
bagaimana  pemanfaatan @ dan  penggunaan  hak
ulayat,pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat
dilakukan seizin penguasa ulayat yang
bersangkutan.pemanfaatan hak ulayat ini digunakan untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
adat,selain dari pemanfaatannya, fungsi tanah ulayat sama
halnya dengan umumnya, yakni tanah ulayat mempunyai
fungsi social di Sumatera Barat, maka dari itu kita tidak
dibolehkan menghalangi proses pembangunan dalam arti
luas serta menjadi banyak manfaat untuk kemakmuran
rakyat.

Di daerah Nagari Sungayang pemanfaatan tanah
ulayat yang dilakukan yang tidak termasuk warga
masyarakat hukumnya atau yang dilakukan oleh pihak
asing, dilakukan dengan cara saling menguntungkan dan
juga berbagi risiko yang disebut dengan kaedah adat diisi
limbago dituang. Pemanfaatan tanah ulayat di Nagari
Sungayang juga dapat buat keperluan penguasa hukum
maupun individu yang diproses dengan adanya bukti janji

atau kesepakatan antara pihak — pihak yang berkaitan
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(surat perjanjian) pengelolaan antara pemilik juga
penguasa yang didasari oleh kesepakatan adatnya, dan
pemanfaatan ini juga disebutkan tepat pada Peraturan.
Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 pada pasal 3
ayat 2 dan pasal 9 ayat 3.

Batas wilayah hak ulayat hukum adat territorial
tidak dapat dipastikan dnegan tepat dan masyarakat
hukum adatnya lah sebagai contoh dari semua anggotanya,
dan jika seorang individu warga persekutuan dan atas izin
pemimpin desanya membuka tanah persekutuan maka jika
menggarap tanah terjadilah hubungan hukum serta
hubungan religiusmagis antara individu sekut dengan
tanah yang dimakhsud. Menurut Datuak Indo Mangkuto
yang saya wawancarai yang berjasa di Lembaga
Kerapatan Adat Nagari subjek dan objek hak ulayat
mencakup warga yang terdapat di dalam hukum adaatnya
yang berada atau menghuni di daerah atau tempat yang
tertent. Objek harta atau hak bersama meliputi daratan
atau tanah, tumbuh — tumbuhan, binatang liar dan air.
Konsep kepemilikan tanah ulayat di Nagari Sungayang
adalah dalam arti luas pada lingkungan Nagari merupakan
sebagai kepemilikan kekuasaan politik, adat, budaya dan

lainya.
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Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di
Nagari sungayang adalah bajanjang naiak batanggo turun,
yang dimakhsud dengan itu adalah setiap permasalahan
akan diproses ke Lembaga adat yang dimulai dari
Lembaga terendah atau mamak kaum sampai ke yang
tertinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan yang
dimakhsud dengan batanggo turun adalah hasil kesepakatn
yang telah diselesaikan niniak mamak dan hasilnya
diharapkan akan dipatuhi oleh semua pihak yang
bersengketa.

Azaz pendaftaran tanah di Indonesia tercantum
pada pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang didalamnya
terdapat azaz sederhana, azaz aman, azaz terjangkau, azaz

mutakhir dan yang terakhir azaz terbuka.
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ABSTRAK

Sudah menjadi tugas pemerintah Nagari untuk meningkatkan
kesejahteraan = masyarakat petani. Karena pertanian
merupakan tumpuan utama mata pencaharian masyarakat
Indonesia, maka pertanian merupakan sektor yang dominan.
Salah satu penghasil pertanian terbesar di Kabupaten Tanah
Datar adalah Nagari Batu Bulek. Dengan upaya Nagari,
para petani di Nagari Batu Bulek Daerah telah memenuhi
kebutuhan sehari-hari mereka dan memiliki akses ke
pekerjaan yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup
mereka, memungkinkan mereka untuk menikmati status
sosial yang sama dengan warga negara lainnya. seperti
komunitas lainnya. Fokus penelitian ini adalah pada upaya
yang dilakukan oleh wilayah Nagari untuk meningkatkan
kesejahteraan petani di desa Batu Bulek dari sudut pandang
keadilan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membangun  sebuah  nagari yang  mengedepankan
kesejahteraan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah
kualitatif dan termasuk analisis deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah metode penyelidikan yang mengumpulkan
data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara,
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dan dokumentasi untuk menggambarkan bidang dan bidang
yang diteliti sebagaimana adanya. Temuan utama studi ini
adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup
petani di Nagari Batu Bulek terus dilakukan karena praktik
yang ada saat ini masih dalam tahap awal dan belum
sepenuhnya dilaksanakan dalam hal pendidikan atau
dukungan. Figh siyasah memandang bahwa pemerintah
Nagari bisa mengayomi masyarakat dan mensejahterakan
petani sehingga pemerintah Nagari yang baik maka sudah
seharusnya untuk memberikan  kemaslahatan  bagi
masyarakatnya.

Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Kesejahteraan Petani,
Figh Siyasah.

A. PENDAHULUAN

Tujuan umum masyarakat adalah kemakmuran.
Kemampuan suatu masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan setiap anggota akan kehidupan yang utuh, sehat
dan produktif disebut sebagai tingkat kesejahteraannya.
Agama sempurna yang diciptakan Allah adalah Islam
dimana mengajarkan para pengikutnya untuk berjuang
demi kehidupan yang sejahtera dan bahagia setiap saat.

Menurut pendapat Sudarsono mengatakan bahwa,
Studi kesejahteraan ini merupakan salah satu kegiatan
ekonomi selama siklus ekonominya benar, seperti halnya
korban dari sektor ekonomi tang tidak menguntungkan
yang dimaksud kesejahteraan. ( Fiermansyah Yudi, 2016)

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang

digunakan untuk mengukur kebahagiaan kesejahteraan
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adalah pendapatan, konsumsi, pengeluaran keluarga,
kondisi hidup, kesehatan anggota keluarga, kemudahan
akses kesehatan, dan kemudahan pendaftaran anak untuk
pendidikan. (Sodig Amirus, 2015)

Kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk
memperoleh kebahagian manusia. Indonesia merupakan
negara yang dinamis dalam sektor pertanian. Secara
umum, tujuan utama pertanian adalah untuk meningkatkan
pendapatan pemilik tanah guna menafkahi seluruh
keluarganya. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan pemilik tanah sehingga mereka dapat
melakukan hal yang sama, yang akan meningkatkan
kemampuan pemilik tanah untuk menghidupi seluruh
keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya sendiri.

Petani adalah orang yang mengelola pertanian
dengan mengelolah tanah untuk menghasilkan tanaman
(sepertigandum, pohon buah-buahan, sayuran, dan jenis
biji-bijian lainnya) dan untuk memanfaatkan atau menjual
produk dari tanaman tersebut. Dengan menggunakan
berbagai strategi, kesejahteraan pemilik tanah ditingkatkan
dan kegiatan terkait tanah dipertahankan sebagai sumber

pendapatan bagi masyarakat.
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Untuk  pembangunan  ekonomi  Indonesia,
pertumbuhan sektor pertanian sangat penting. Sejarah
menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tanah
merupakan prasyarat untuk kemajuan dalam tahap
perkembangan  selanjutnya. = Mengingat  pertanian
Indonesia mencakup berbagai kegiatan ekonomi,
pembanguan ekonomi lahan merupakan komponen
penting dari pertumbuhan ekonomi negara, khusunya
Nagari Batu Bulek.

Islam mengiginkan kemakmuran akan menyebar ke
seluruh ciptaaan Allah SWT di planet ini. Untuk mencapai
tujuan ini, salah satu tugas pemerintah Islam adalah
memerangi  kejahatan dan  memeastikan  bahwa
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dasarnya. Untuk itu, negara setidaknya harus mampu
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk

pemenuhan kebutuhannya. Dalam Surat An-Nisa’/4: 58 :

S1glalal sl 1688551 p5151 alll &I

Beialll I *gssll |§,&53jJUJJLu| 51 afaaa
|_j_LD..I ugla clJ_IILJI é”cl_ljo.ﬁ_losu

Artinya: ”Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu
untuk memberi perintah kepada orang-orang yang layak

dan ketika kamu membuat hukum di antara manusia (dia
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memerintahkan kamu) untuk perilaku yang adil.
Sesungguhnya Allah memberi kamu instruksi yang
terbaik. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Al-
Qur’anSuratAn-Nisa/4: 58)

Ayat dalam Tafsir Imam Tabari ini, ayat ini
merujuk pada pemimpin yang menjalankan tugas yang
diberikan kepadanya, terutama yang menyangkut hal-hal
yang menyangkut rakyat. Didalam Islam sendiri,
pemimpin dianggap penting untuk menjamin terpenuhinya
kebutuhan penduduk akan tempat tinggal, pangan, dan
sandang.

Ungkapan di atas juga menggarisbawahi perlunya
pemerintah menjaga kekuasaan yang diberikan oleh
rakyat. Gaya ekspresi ini, di mata politik, tidak
menciptakan kelas sosial dalam masyarakat. Instansi
pemerintah Nagari yang memiliki kewenangan untuk
menjalankan dan menggunakan syariat menegakkan
ketertiban dalam hal-hal yang bersifat internasional dan
keagamaan serta memperhatikan kepentingan manusia.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani.
Maka, salah satu upaya pemerintah Nagari Batu Bulek
yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan

beton menuju ke kebun yang akan memudahkan para
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petani dalam menunjang mata pencahariannya sebagai
petani dan adanya bantuan obat-obat pertanian secara
gratis untuk jalan usaha tani. Artikel ini akan menbahas
tentang upaya pemerintah Nagari dalam meningkatkan
kesejahteraan petani di Nagari Batu Bulek dalam perspekif
figh siyasah.

Metodologi penelitian adalah sarana atau potensi
untuk membuat penyelesaian masalah apa pun dapat
dibalik. Data yang dapat memberikan fakta diperlukan
untuk penelitian suatu ilmu pengetahuan. Dengan
demikian, pencarian pengetahuan melalui metode ilmiah,
mengembangkannya, dan mengevalusi keakuratannya
dapat didefinisikan sebagai penelitian. (Sutrisno Hadi,
1989, dal 4). Jenis penelitian yang digunakan adalah
kualitatif. Strategi penelitian diklasifikasikan sebagai
“Pekerjaan Lapangan”, atau penelitian yang dilakukan
langsung di lapangan. Data dan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian
upaya pemerintah nagari dalam  meningkatkan
kesejahteraan petani di Nagari Batu Bulek dalam
perspektif figh siyasah untuk memperoleh Data. Data
primer dan data sekunder merupakan sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data

dilakukan  melalui  Observasi, @ Wawancara, dan
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Dokumentasi. Teknik analisis data oleh penulis yaitu

dengan cara  deskriptif, = merupakan  Penelitian

menggambarkan dan menafsirkan data yang tersedia

sebelum menarik kesimpulan, yang dimana bertujuan

untuk memberi suatu gambaran terhadap bagaimana upaya

pemerintahan Nagari dalam mensejahterakan petani di

Nagari Batu Bulekdalam perspektif figh siyasah.

. PEMBAHASAN

1. Kesejahteraan Petani

Kemakmuran atau Kesejahteraan Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indonesia adalah
negara yang aman, tentram, dan sejahtera (Muhadijir
Effendi, KBBI, 2016). Badan Koordinasi Kesejahteraan
Rakyat mengakui bahwa kemampuan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya merupakan syarat
kebahagian. Kebutuhan dasar mencakup hal-hal seperti
makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, tingkat
keterampilan, dan kualitas kerja, serta kebutuhan
penting lainnya seperti lingkungan yang aman dan
bersih. Terwujudnya Hak Asasi Manusia dan
partisipasi, serta terwujudnya keyakinan dan ikatan
agama kepada Allah SWT, dan Masyarakat tagwa. (A.
Fahruddin. 2012. hal. 40).
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Defenisi Kesejahteraan di dunia modern,
kebahagian adalah keadaan dimana kebutuhan dasar
seperti pangan, sandang, papan, air minum bersih dan
kesempatan untuk melanjutkan sekolah terpenuhi dan
terdapat cukup pekerjaan yang dapat menunjang
kualitas hidup memiliki status sosial yang tinggi.
Menghasilkan status sosial yang sama bagi warga
negara lainnya.

Pengertian Kesejahteraan Menurut Undang-
Undang No.6 Tahun 1979 Ayat 1 Pasal 2, kesejahteraan
diartikan sebagai suatu kehidupan sosial material dan
spiritual dan penghidupan yang dijiwai oleh rasa aman,
kesusilaan, ketentraman lahir dan batin. Setiap warga
negara berusaha untuk memenuhi hak ini dan
kebutuhan material, spiritual dan sosial yang terbaik
untuk dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat.
Pemenuhan kewajiban dan Hak Asasi Manusia yang
diamanatkan oleh Pancasila. Kesejahteraan merupakan
faktor penting dalam memelihara dan mengembangkan
stabilitas sosial dan ekonomi, dan hal ini perlu terjadi
agar tekanan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat
ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, setiap

individu harus berada dalam situasi yang aman secara
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finansial untuk menciptakan suasana harmoni dalam
masyarakat baik pada tingkat material maupun mental.

Dalam istilah “Kesejahteraan” berasal dari kata
“Kata”, yang dapat berarti baik keamanan dan
kekayaan serta kebebasan dari penipuan. Hal ini
dimungkinkan untuk dipahami sebagai keadaan atau
keadaan sejahtera, kemakmuran, keamanan,
kedermawanan, dan kedamaian. Definisi Menurut
pemahaman dunia modern saat ini, kebahagiaan adalah
suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya, antara lain kebutuhan sandang,
pangan, papan, air bersih, dan kemungkinan pendidikan
yang lebih tinggi, serta memiliki pekerjaan yang cukup.
Sehingga mereka dapat mendukung kualitas hidup
mereka dan memiliki status sosial yang menempatkan
mereka pada posisi sosial yang sama dengan anggota
masyarakat lainnya (Ikhwan Abidin Basri, 2005, hal.
24).

Pertanian adalah kegiatan manusia mengolah
tanah untuk produksi tanaman atau produk hewani
sambil melestarikan kemampuan tanah untuk
menghasilkan produk tersebut. Menurut Soerjono
Soekanto, petani adalah orang yang tanggung jawab

utamanya adalah memenuhi kebutuhannya sendiri atau
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kebutuhankeluarganya. Dalam Kamus umum oertanian,
istilah “Petani” juga mengacu pada orang yang
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan industri
pertanian. Kegiatan ini menggapnya sebagai sumber
pendapatan utama mereka. (Soerjono Soekanto, 1993,
hal 363).

Dapat disimpulkan kesejahteraan petani ini
adalah di mana kebutuhan dasar petani, seperti
makanan, pakaian, perumahan, air bersih, dan
kemampuan untuk melanjutkan pendidikan mereka dan
mengejar pekerjaan penuh waktu untuk meningkatkan
kualitas hidup mereka, dapat terpenuhi.

. Faktor-faktor Yang Berdampak Pada
Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi
oleh beberapa berbagai faktor yaitu pendapatan,
pengeluaran, kebiasaan konsumsi, pendidikan, lokasi
dan kesehatan. (A.T. Mosher, 2013, hal 63). Adapun
dari Faktor-faktor berdampak pada kesejahteraan
petani, yaitu:

a. Pendapatan
Pendapatan merupakan salah satu aspek
kesejahteraan rumah tangga yang bergantung pada

pendapannya. Kemampuan memenuhi kebutuhan
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terkendala oleh pendapatan rumah tangga, terutama
bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Proporsi
pendapatan makanan menurun seiring dengan tidak
meningkatnya pendapatan rumah tangga. Dengan
kata lain, rumah tangga menderita ketika
peningkatan ini terjadi dan pola konsumsi tidak
berubah.

. Pengeluaran

Pendapatan  tinggi  suatu  masyarakat
menentukan, pertama dan terutama, berapa banyak
yang dibelanjakannya untuk konsumsi. Orang tidak
akan mengurangi konsumsi mereka secara signifikan
ketika pendapatan mereka turun. Mengurangi
tabungan sangat penting jika konsumsi ingin tetap
tinggi. Jika pendapatan mereka meningkat, konsumsi
mereka juga akan meningkat. Sebenarnya, Kkita
melalui ini sampai kita kembali mencapai tingkat
pendapatan tertinggi.

Dalam hal itu bisa dikatakan apabila dilihat
dari tingkat pengeluarannya para petani bisa yang
dimaksud dengan sejahtera adalah memiliki
penghasilan yang cukup untuk menutupi semua

pengeluaran saat ini, dan dalam hal ini pengeluaran
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tersebut meliputi pengeluaran untuk keluarga,
kesehatan, dan pendidikan.
. Kebiasaan Konsumsi

Salah satu faktor terpenting dalam
kesejahteraan adalah kebiasaan konsumsi seseorang.
Gagasan keberhasilan rumah tangga secara
keseluruhan  dapat  dipengaruhi oleh rasio
pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap
semua pengeluaran lainnya. Perilaku konsumsi
adalah sejauh mana kebutuhan seseorang atau
rumah tangga dipertahankan selama periode waktu
tertentu dengan pendapatan petani. Pada umumnya
masyarakat lebih mengutamakan dasar, sehingga
masyarakat yang berpendapatan rendah memiliki
pilihan konsumsi yang berbeda dengan yang
berpendapatan lebih tinggi.
. Pendidikan

Kedudukan akademik adalah salah satu
variabel terpenting untuk menentukan seberapa
sejahtera seseorang. Tapi apa yang diamati tidak
hanya penting untuk kelas tetapi juga untuk kualitas.
Pendidikan adalah upaya sadar dan disengaja untuk
menciptakan lingkungan belajar yang

memungkinkan peserta didik mengembangkan
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potensinya secara efektif untuk kekuatan agama dan
spiritual, kesadaran diri, karakter, kebijaksanaan,
dan keterampilan penting lainnya. Hasil penelitian
semua anggota keluarga masyarakat Nagari Batu
Bulek terutama pada para petani bisa baca tulis,
memiliki pendidikan yang relatif tinggi dan tidak
megalami kesulitan dalam pemenuhan administrasi
sekolah.

. Kesehatan

Mirip dengan  pendidikan, kesehatan
dipandang sebagai faktor penting dalam mengukur
kesejahteraan. Dimensi kesehatan memiliki dua
komponen penting yang dapat diukur. Yang pertama
adalah  ketersediaan layanan kesehatan yang
memadai, yang dapat diukur, misalnya, dengan
persentase penduduk yang memiliki akses ke
layanan kesehatan berkualitas tinggi. Status
kesehatan rata-rata penduduk merupakan komponen
kedua.

Mengenai kondisi kesehatan masyarakat di
Nagari Batu Bulek dipengaruhi oleh faktor
lingkungan dan pelayanan kesehatan. Mengenai
pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari Batu

Bulek bisa dibilang kurang memadai, karena di
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Nagari Batu Bulek sendiri hanya ada posyandu,
sedangkan puskesmas hanya ada 1 di setiap
Kecamatan yang dimana terletak di Nagari Batu
Bulek yang berjarak 4 Km.
3. Perspektif Figh Siyasah dalam Kesejahteraan
Petani

Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari
kehidupan bermasyarakat dengan tujuan membimbing
manusia ke arah kemaslahatan bukan mara bahaya
(Muhamammad Igbal, 2007, hal 4).

Kesejahteraan menurut al-Qur’an keamanan,
kedamaian, kesejahteraan, kebebasan dari semua
penyakit, kesulitan, kesusahan, dan kegembiraan hidup,
dll. Kesejahteraan adalah kebebasan seseorang dalam
semua cara yang dapat dibayangkan dan menjadi beban
baginya. (Budi Astika, 2010, hal 10)

Kesejahteraan digambarkan dalam Al-Qur’an
dengan berbagai cara, termasuk intelektual, fifik, dan
sosial. Secara umum aspek kesejahteraan ini bersifat
interaktif, sehingga jika salah satu syaratnya tidak
terpenuhi maka tidak mungkin dapat meningkatkan
kesejahteraan seseorang.

Konsep kesejahteraan yang ditawarka dalam

islam yang dijanjikan kepada umat Islam memiliki dua
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segi, harmoni dan serasi, yang merupakan prinsip dasar
kehidupan bagi mereka yang menganut Al-Qur’an.
Kedua aspek ini adalah dimensi luar dan dalam, dan
yang terakhir adalah ukurannya. Implementasinya
merupakan salah satu dari beberapa pilar yang
membentuk kesejahteraan yang dibangun oleh islam,
Yaitu:
a. Tuntutan kebutuhan fisik dan biologis
Tuntutan kebutuhan fisik seperti makanan,
pakaian, dan perumahan disebut sebagai kebutuhan
tubuh. Tuntutan kebutuhan biologis berhubungan
tuntutan kebutuhan primer manusia yang selalu
menuntut untuk pemenuhan dirinya.
b. Kebutuhan Intelektual
Kebutuhan yang berhubungan dengan
kecerdasannya dalam kegiatan sehari-hari atau
disebut juga dengan cendikiawan.
c. Kebutuhan Emosional
Suatu kebutuhan seseorang agar dapat
meraskan kebahagiaaan dan kedamaian
dikehidupannya.
d. Kebutuhan Spritual
Dasar kebutuhan seseorang untuk

mendapatkan tujuan hidup, harapan masa depan,
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kebutuhan memberi atau menerima, cinta, dan
pengembangan hubungan kepercayaan dengan Allah
SWT semuanya diperlukan untuk mendapatkan iman
dan menjalankan kewajiban agama seseorang.
. Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan yang dimaksud adalah dimensi
eksternal dan internal. Ia adalah seseorang petani di
sini dan sekarang, dimulai dari realitas kehidupan,
tetapi kehidupan material, berdiri dalam dimensi
ruang dan waktu, terus-menerus memenuhi
kebutuhan  material-biologis, adalah  dasar
kehidupan, dasar motivasi dan perjuangan untuk
peningkatan kualitas. Kehidupan di dunia. (Asepn
Usman Ismail, 2008, hal 2)

Sebagai manusia beriman yang dengan tulus

niat bekerja dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan

dan kualitas hidup. Oleh karena itu, peran pemerintah

juga diperlukan untuk memsejahterakan keluarga

petani, terlebih lagi ketika pemerintah terlibat dalam

pembinaan dan dukungan infrastruktur saran dan

prasarana bagi masyarakat, khususnya Nagari Batu

Bulek.

. Upaya Pemerintah Nagari Batu Bulek dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Petani.
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Pemerintah, yang sering disebut sebagai kepala
negara, bertanggung jawab untuk menegakkan dan
mempertahankan ideologi negara, dan memainkan
peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan.
Ideologi negara Indonesia didasarkan pada penciptaan
negara kesejahteraan dalam kaitannya dengan tujuan
negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam
pembukuan UUD 1945, Yaitu : “Memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia”.

Pemerintah Wilayah Nagari memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan
kesejahteraan =~ masyarakat dengan  menerapkan
kebijakan kesejahteraan. Struktur politik yang sehat dan
pembangunan yang tertib, tepat, dan jujur diperlukan
untuk mewujudkan tingkat kemakmuran yang
diinginkan. secara adil, efisien, efektif, terbuka, dan
memikat. Masyarakat berpartisipasi aktif.

Menurut Neong Muhadjir, Kebijakan adalah
upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial untuk
kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip

keadilan dan kebaikan bersama. Aturan harus memiliki
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setidaknya empat item signifikan: (Neong Muhadijir,

2000, hal. 123)

a. Standar hidup manusia meningkat.

b. Keadilan tercapai.

c. Menawarkan  masyarakat kesempatan  untuk
berpartisipasi secara aktif (dalam diskusi masalah,
perencanaan, pengambilan  keputusan,  dan
implementasi); dan

d. Mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah
dan masyarakat sangat penting untuk mencapai
keselarasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
sosial. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, = pemerintahan  yang baik  akan
mengutamakan dan mengutamakan kepentingan
masyarakat. Lain halnya dengan pemerintahan yang
hanya  mencari  status dan  mementingkan
kepentingannya sendiri; seorang pemimpin dalam
pemerintahan seperti itu akan melakukan kebijakan
independen yang melebihi kekuasaannya.

Dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan
petani di Nagari Batu Bulek, pemerintah Nagari
berupaya melakukan segala sesuatu untuk terpenuhinya

kebutuhan dan ekonomi masyarakat yang berprofesi
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sebagai petani. Maka disinilah peran pemerintah Nagari

melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan

para petani yang berada di Nagari Batu Bulek. Menurut
ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian
nasional dan perlindungan sosial, Yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara
dan yang menguasai hajat hidup orang bayak
dikuasaai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk
sebesar besar kemakmuran rakyat.

Di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo
Utara, sebagian besar mata pencaharian masyarakat
adalah pertanian, dan mereka tetap menggunakan
teknik tradisional yang telah diadopsi oleh nenek
moyang mereka. Beberapa pemilik tanah telah mulai
menerapkan teknologi baru sebagai hasil dari
penampilan mereka, meskipun mereka masih
bergantung pada teknik tradisional yang mereka
gunakan.

Tujuan dari pembangunan ekonomi tanah adalah

untuk meningkatkan produksi berbasis tanah sekaligus
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meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pemilik
tanah. Selain untuk menyediakan bahan baku bagi
industri dalam negeri yang terus berkembang,
peningkatan produksi pertanian ini dimaksudkan untuk
mendongkrak pendapatan dari ekspor hasil pertanian.
Produksi tanaman merupakan salah satu tindakan yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor
ekonomi ini (Soekanda, 2001).

Permasalahan ataupun kendala yang banyak
dialami oleh beberapa petani yang berada di Nagari
Batu Bulek yaitu, jalur transportasi yang kurang
memungkinkan menuju ke perkebunan mereka.
Sehingga kebanyakan dari petani sulit untuk membawa
hasil panen mereka ke Tengkulak dikarenakan jalanan
yang kurang memadai. Sedangkan jarak yang harus
ditempuh para petani di Nagari Batu Bulek cukup jauh
dari jalan utama menuju ke perkebunan.Batu Bulek
cukup jauh dari jalan utama menuju ke perkebunan.

Dalam hal inilah pemerintah Nagari Batu Bulek
memprioritaskan untuk membuat infrastruktur bagi
para petani yang ada di Nagari. Dan bukan hanya
infrastruktur yang dibuat, pemerintah juga telah

membuat 3 item pembangunan yang bakal dilaksanakan
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dari penggunaan Dana Nagari pada tahun 2022
diantaranya, yaitu :

a. Pembuatan jalan beton untuk usaha tani.

b. Bantuan usaha tani.

c. Jaminan hasil taniyang gagal.

Demi memudahkannya para petani Nagari Batu
Bulek untuk pergi ke kebun, pemerintah Nagari Batu
Bulek melakukan segala upaya agar memudahkan para
petani menuju kekebun dengan cara membuat
infrastruktur seperti jalan. Hal ini dapat memperlancar
para petani berangkat ke kebun dan tidak terjadinya
kendala saat membawa hasil panennya. Sebelum
dibuatnya infrastruktur pemerintah Nagari dan
masyarakat bermusyarah terlebih dahulu, atas hasil dari
musyawarah dan  mufakat tersebut akhirnya
pembangunan dapat dilaksanakan dengan skala
prioritas. Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2022,
pemerintah Nagari Batu Bulek dan Tim Pelaksana
Kegiatan kembali melaksanakan pembangunan ketitik
nol tanda dimulainya pembangunan.

Pada titik nol sendiri tahap pembuatan dihadiri
oleh beberapa pejabat daerah, seperti Camat Lintau Buo
Utara (Arief Gani S.STP), bapak Nagari Batu Bulek
(Andi Musdar), Perangkat Nagari, BPD, Tim
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Pendamping, tokoh masyarakat dan Anggota Polsek
Lintau Buo Utara.

Adapun mengenai kendala yang dialami
pemerintah sendiri yaitu kurangnya tenaga kerja, tetapi
karena adanya musyawarah antara kepala Nagari dan
masyarakat setempat sehingga kendala tersebut
terselesaikan dengan adanya bantuan dari pemuda di
Nagari tersebut yang ikut membantu dalam
pengerjaannya.

C. Kesimpulan

Kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, air bersih, serta
kemampuan untuk melanjutkan pendidikan dan mencari
pekerjaan yang akan meningkatkan kualitas hidupnya dan
membantu mereka bangkit di masyarakat, adalah disebut
sebagai kesejahteraan. Hal ini menyebabkan status sosial.
Hal yang sama berlaku untuk warga negara lainnya.

Tingkat pendapatan dapat dipengaruhi oleh
berbagai unsur seperti pengeluaran, pola konsumsi,
pendidikan, kondisi kehidupan, dan kesehatan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Pengertian kesejahteraan yang dijanjikan kepada
umat Islam memiliki dua segi, harmoni dan serasi, yang

merupakan prinsip dasar kehidupan bagi mereka yang
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menganut Al-Qur'an. Kedua aspek ini adalah dimensi luar
dan dalam, dan yang terakhir adalah ukurannya. Beberapa
komponen yang membentuk kesejahteraan termasuk ke
dalam Islam.

Upaya pemerintah Nagari Batu Bulek dalam
meningkatkan kesejahteraan petaniadalah
memprioritaskan untuk membuat infrastruktur bagi para
petani yang ada di Nagari. Dan bukan hanya infrastruktur
yang dibuat, pemerintah juga telah membuat 3 item
pembangunan yang bakal dilaksanakan dari penggunaan
Dana Nagari pada tahun 2022 diantaranya Pembuatan
jalan beton untuk usaha tani, Bantuan usaha tani dan

Jaminan hasil tani yang gagal.
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Kharisma Diatri
Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN Sjech
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Abstrak

Artikel yang berjudul tentang Implementasi Visi
dan Misi Wali Nagari di Kenagarian Simpang
Kapuak ini dilatar belakangi karena pada
pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Simpang
Kapuak, Kecamatan Mungka dimenangkan lagi
oleh kandidat yang telah menang di periode
sebelumnya. Apa yang menyebabkan
masyarakat tetap menaruh  kepercayaan
terhadap kandidat ini. Apakah visi misi yang
dijalankan sebelumnya sudah tercapai atau
faktor apa yang menjadi alasan utama
masyarakat tetap memilih. Bagaimana beliau
dalam menjalankan pemerintahan dalam waktu
6 tahun ini. Visi merupakan suatu tujuan yang
dijadikan alasan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Sedangkan misi ini sendiri adalah jalan
untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan
demikian yang menjadi penelitian yaitu
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pelaksanaan visi misi dari Wali Nagari di
Simpang Kapuak yang berdasarkan respon dari
masyarakat. Apakah visi misi itu sudah
terpenuhi atau hanya sekedar janji untuk
menarik simpati masyarakat saja.

Kata kunci : Implementasi, Visi dan Misi, Wali

Nagari
A.Pendahuluan

Nagari merupakan suatu sebutan untuk
Desa di wilayah Provinsi Sumatera Barat,
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang menyatakan bahwa
Penyebutan Desa/ Desa Adat vyang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penyebutannya disesuaikan dengan
penyebutan yang berlaku di Daerah setempat.
Di Sumatera Barat, Nagari dapat
diumpamakan sebagai sebuah pemerintahan
kecil yang dimana di dalamnya terdapat alat-
alat perlengkapan Nagari yang di sebut
dengan Pemerintahan Nagari. Seperti yang
dikatakan Chairul Anwar ( 1997 : 24) bahwa di
sini  tugasnya adalah mengatur serta
mengurus urusan kenagarian juga termasuk
urusan adat yang merupakan masalah kental
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dalam masyarakat Sumatera Barat atau
Minangkabau. Nagari pada sejarah dan
perkembangannya merupakan sebuah wilayah
Pemerintahan terendah. Pengakuan suatu
Nagari ini sebagai kesatuan masyarakat
hukum adat terdapat dalam Pasal 18 B ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 vyang berbunyi: *
Negara mengakui dan menghormati hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang di atur dalam Undang-Undang”.

Agar terciptanya suatu pemerintahan
Nagari yang berkualitas, diperlukan adanya
visi dan misi agar tercapainya suatu tujuan
tertentu. Tujuan dari visi dan misi inilah yang
akan membentuk atau mengarahkan jalannya
pemerintahan agar terciptanya kehidupan
yang diinginkan secara bersama. Menurut
Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun
2000 tentang Pemerintahan Nagari disebut
Nagari mempunyai pengertian yaitu: “ Nagari
adalah kesatuan hukum adat daerah Provinsi
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Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan
beberapa wilayah yang mempunyai batas
tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri,
berhak mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri dan memilih pimpinan
pemerintahannya sendiri”.( Perda sumbar,
2000).

Dalam suatu pemerintahan Nagari, Wali
Nagari lah yang menjadi pemimpin dalam
menjalankan sistem pemerintahan. Selama
menjabat, tentu seorang Wali Nagari
mempunyai suatu visi dan misi demi
terciptanya Nagari sesuai apa Yyang
dikehendaki bersama serta untuk mencapai
kesejahteran masyarakat. Tentu visi dan misi
yang terdapat pada suatu Nagari sesuai
dengan keadaan yang ada di lingkungan
masyarakat. Pada dasarnya politik itu
merupakan upaya untuk mencapai
masyarakat yang baik seperti kekuasaan,
membuat kebijakan, pembuatan kekuasaan
dan banyak hal lainnya. Artinya, bahwa politik
menciptakan cita-cita agar terciptanya suatu
tatanan sosial yang baik. Dalam pemilihan
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Wali Nagari masyarakat memilih seorang Wali
Nagari yang sekiranya bisa membawa Nagari
ke arah yang lebih baik, maju dan kompeten
dalam segala hal.

Dalam pemilihan wali nagari (Pilwana)
periode 2022-2028 terpilihlah Bapak Feliadi
sebagai Wali Nagari di Kenagarian Simpang
Kapuak, dimana beliau juga pernah terpilih di
periode sebelumnya yakni periode 2016-2022.
Apa yang menyebabkan masyarakat tetap
memberikan amanah tersebut kepada beliau.
Apakah beliau menjalankan visi dan misi yang
direncanakan dengan baik dan bagaimanakah
beliau dalam menjalankan roda
pemerintahannya.

Untuk mendapatkan data-data yang
terkait dengan permasalahan implementasi
visi misi wali nagari ini, penulis menggunakan
dua metode penelitian. Yang pertama yaitu
penelitian lapangan dengan melakukan
wawancara bersama masyarakat dan yang
kedua dengan penelitian kepustakaan yang
mana sumbernya saya pinjam dari

perpustakaan Nagari dan beberapa artikel
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maupun jurnal yang penulis akses dari
internet.

Metode yang pertama yakni wawancara
dengan tokoh masyarakat yakni Ibuk Nisrawati
selaku sekretaris Badan Musyawarah
( BAMUS) Nagari Simpang Kapuak, serta
beberapa masyarakat yang ikut memberikan
suaranya terhadap Pilwana. Saya melakukan
wawancara dengan masyarakat dengn tujuan
untuk mengetahui sejauh mana masyarakat
masih mempercayakan posisi Wali Nagari
kepada Bapak Feliadi kembali. Apakah
menurut masyarakat Wali Nagari sudah
melaksanakan visi dan misinya dengan baik.

Disamping itu selain melakukan
wawancara tentang materi ini, penulis juga
mempunyai beberapa referensi buku dan
jurnal yang di akses melalui internet. Hal ini
penulis lakukan dikarenakan keterbatasan
ilmu yang penulis punya serta minimnya buku
yang penulis temukan terkait permasalahan
ini. Jadi, penulis menggunakan jurnal yang di
akses melalui internet ini untuk menunjang

penilitian yang sedang di kerjakan.
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B.Pembahasan

1.Tugas dan Fungsi Wali Nagari

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima

Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintahan Nagari, pasal 6 tentang

tugas dan fungsi wali nagari poin :

Wali nagari berkedudukan sebagai kepala
Pemerintahan Nagari yang memimpin

penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

.Wali Nagari bertugas menyelenggarakan

Pemerintahan  Nagari, ¥ melaksanakan
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayan
masyarakat.

. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan Pemerintahan
Nagari, meliputi tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di
nagari, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman

dan ketertiban, melakukan upaya
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perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.

2) Melaksanakan pembangunan, meliputi
pembangunan sarana dan prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan.

3)Pembinaan kemasyarakatan, meliputi
pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat,
sosial budaya masyarakat, kerukunan
umat beragama, dan ketenagakerjaan.

4) Pemberdayaan masyarakat, meliputi
tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

5)Menjaga hubungan kemitraan dengan
lembaga masyarakt dan lembaga
lainnya.

2.Sejarah Wali Nagari
Nagari Simpang Kapuak terletak pada
ketinggian 730 diatas permukaan laut,
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dihuni oleh 4230 jiwa dimana data itu
didambil pada tahun 2017. Nagari simpang
kapuak terbagi menjadi 8 jorong yaitu:
a. Jorong Dusun Nan Duo
b.Jorong Simpang Abu
C. Jorong Sopan
d. Jorong Simpang Goduang
e. Jorong Lobuah Tunggang
f. Jorong Balai Tampuak Pinang
g. Jorong Koto Tinggi
h. Jorong Kubang Balambak

Wali nagari merupakan sebuah
jabatan politik yang memimpin suatu nagari
di provinsi Sumatera Barat. Dimana, jabatan
yang dimiliki oleh wali nagari ini setara
dengan kepala desa hanya saja dalam
penamaan yang Dberbeda. Di Nagari
Simpang Kapuak telah banyak di pimpin
olenh beberapa wali nagari yang awalnya
bermula dari Datuak Seribu Garang. Beliau
adalah sosok yang sangat disegani pada
masa penjajahan Belanda. Dalam
mengembangkan ilmunya, Datuak Seribu
Garang mendirikan sebuah surau yang
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berlokasi di Kapuak, hingga sekarang surau
tersebut masih ada yang disebut dengan
Surau Datuak Kapuak. Berikut diantaranya
diketahui posisi wali nagari dari tahun 1933
sampai dengan sekarang:

NA T
o) MA / AHUN
GELAR MENJA
BAT
J.D 1
T. 933 -
TANDIKO 1943
KH 1
ATIB 943 -
TAMIN 1948
A. 1
DT. BIJO 948 -
1955
M. 1
DT.BANG 955 -
SO 1958
DIRAJO
KH 1
ATIB 958 -
SU’AN 1960
R. 1
DT.PDK. 960 -
MALANO 1964
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RA 1

MALI 964 -
1968

H. 1

SYARKA 968 -
W1 ZAINI 2002

SA 2

HIRMAN 002 -
2007

KH 2

0 AIRI 007 -
2008

SA 2

1 HIRMAN. 008 -
R.DT. 2014

GADIANG

Drs 2

2 . IRWAN 014 -
2016

FE 2

3 LLIADI 0l6 -
2022

Dalam beberapa tahun yang telah
berlalu banyak yang sudah menjabat
menjadi wali nagari di nagari Simpang

Kapuak. Tentu setiap wali nagari yang

148



menjabat memperhatikan bagaimana
kondisi masyarakat yang ada seperti
kualitas masyarakat, permasalahan
pembangunan, pengelolaan potensi nagari,
pelayanan terhadap publik.

3.Visi dan Misi Wali Nagari Simpang

Kapuak

a.Visi
Visi ialah suatu cara pandang
kedepan yang harus dicapai dengan
mmpertimbagkan berbagai permasalahan
yang ada pada suatu wilayah yang akan
menjadi komitmen bersama semua pihak
termasuk masyarakat. Dalam
menjalankan pemerintahan yang akan
dilakukan selama 6 (enam) tahun
kedepan, Nagari Simpang Kapuak
mempunyai visi “Terwujudnya Nagari
Simpang Kapuak yang amanah
( Aman, Maju, Agamis, Nyaman, Asri,
Harmonis) berdasarkan Iman dan
taqwa”. Dalam visi yang ada ini,

terdapat macam-macam tujuannya yaitu:
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Aman yaitu terwujudnya
masyarakat nagari yang aman dan
tentram dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat, baik secara
individu maupun secara kelompok.

Maju vyaitu terwujudnya nagari
Simpang Kapuak yang maju dan mampu
untuk bersaing dengan nagari-nagari lain.

Agamis vyaitu untuk terciptanya
masyarakat yang beriman dan berakhlak
mulia, saling menghormati antara
masyarakat  dan tidak  membeda-
bedakan.

Nyaman vyaitu untuk terciptanya
lingkungan yang nyaman dan sejuk, enak
dipandang dengan melakukan gotong
royong bersama-sama paling sedikit 1
kali dalam sebulan.

Asri yaitu untuk terciptanya nagari
yang indah dan Dbersih sehingga
masyarakat merasa senang berada di
lingungannya.

Harmonis yaitu bersatunya seluruh

elemen atau lapisan masyarakat mulai
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dari tingkat anak-anak hingga orang
dewasa tanpa memandang faktor sosial
ekonomi antara si kaya dan si miskin
supaya saling bahu membahu dalam
membangun nagari Simpang Kapuak di
masa yang akan datang dengan tidak
mementingkan kepentingan pribadi demi
terciptanya nagari yang kompak antara
sesame masyarakat maupun dengan
pemerintahan nagari.

Berdasarkan iman dan taqwa,
merupakan persyaratan mutlak demi
terwujudnya kehidupan yang agamis,
serta untuk menjadikan pribadi yang
mengenal Allah sesuai dengan ajaran
yang telah di tetapkan. Suatu
pembangunan dapat tidak menjadi tak
bermakna tampa dilandasi kehidupan
masyarakat yang penuh berkah dan
ampunan dari Allah.

. Misi
1) Melanjutkan pembangunan
infrastruktur baik jalan, jembatan,
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irigasi jalan usaha tani dan jalan

produksi.

Bertujuan untuk :

a) Terwujudnya kelancaran ekonomi
masyarakat yang mobiltasnya tidak
terganggu dengan keadaan
infrastruktur/ jalan yang rusak, baik
jalan usaha tani maupun jalan raya,
sehingga aktifitas masyarakat tetap
terjaga.Arah kebijkan yang dilakukan
yaitu peningkatan kualitas jalan raya
dan jalan usaha tani.

b) Terwujudnya ruang terbuka hijau,
sehingga nagari Ramah Anak bisa
tercapai.Arah kebijakan yang
dilkukan  adalah mengupayakan
pengendalian dampak lingkungan
bagi anak-anak nagari, menyiapkan
regulasi yang mengatur tentang
perlindungan anak.

Misi yang digunakan :

a) Pembukaan, pembangunan, rehab
jalan kabupaten, jalan lingkung dan

jalan usaha tani.
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b) Pemasangan DAM Drainase, parit
dan irigasi.

c) Pemetaan tata ruang nagari.

d) Pengendalian dampak lingkungan
bagi anak nagari.

e) Menyiapkan regulasi yang mengatur
tentang perlindungan anak.

2) Merangkul masyarakat yang sebagian
petani dan pekebun, untuk menggarap
kembali lahannya baik yang kosong
atau yang telah ada dan menghadirkan
tenga ahli bidang tersebut. Bagaimana
cara mengelola, memelihara,
memanen dan menjual hasil tani dan
kebunnya yang baik hingga mencapai
hasil yang maksimal baik itu gambir,
padi dan sayur-sayuran.

Bertujuan untuk:

a) Mengasah dan merobah pola pikir
masyarakat untuk lebih maju dengan
memberikan semacam motifasi serta

pelatihan-pelatihan guna

153



menumbuhkan semangat baru untuk
bersaing secara nasional ataupun
internasional tanpa
mengeyampingkan adat istiadat dan
norma yang ada.Arahkebijakan yang
dilkukan yaitu peningkatan kapasitas
SDM dibidang pertanian, perikanan,
perkebunan, dan peternakan,
perbaikan dan pembangunan serta
pengembangan sarana dan
prasarana dalam bidang tersebut
dan mencegah penyakit yang akan
muncul pada tanaman padi, ternak
dan ikan, serta pengembangan
komoditi baru dalam mendukung
ketahanan pangan dan emiliki daya
saing.

b) Membantu mencarikan solusi
terhadap individu supaya tidak
ketergantungan dengan lapangan
kerja, sehingga masyarakat dapat
menciptakan lapangan kerja sendiri.

Program untuk mendukung misi ini

yaitu :
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Bidang teknologi tepat guna

a) Pelatihan pembuatan biogas.

b) Pelatihan agen hayati dan nabati.

c) Pelatihan pembuatan pakan ternak
dan pakan ikan.

Bidang pembangunan sarana dan

prasarana :

a) Ekspansi pemasaran hasil pertanian,
peternakan, perkebunan melalui
BUMNAG.

b) Pelatihan pengelolaan hasil
pertanian.
c) Pengadaan bibit unggul

(holtikultura ).

d) Pembagunan/ rehab irigasi.

e) Pembukaan jalan usaha tani.

f) Peningkatan jalan sarana dan
prasarana pertanian.

Bidang peningkatan kapasitas

masyarakat ( menubuhkan jiwa

entrepreneur/ wirausaha ) :

a) Pelatihan plus pembentukan
BUMNAG.
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b) Peningkatan  kapasitas lembaga
pemberdayaan masyarakat.

c) Pembinaan kelompok tani.

d) Pelatihan manajemen usaha.

e) Pelatihan usaha bagi pemuda dan
pemudi.

Bidang peningkatan kpasitas

masyarakat di bidang

perekonomian:

a) Pelatihan industri rumah tangga.

b) Pelatihan budidaya ikan.

C

d

e) Pelatihan budidaya ternak.

)

) Pelatihan budidaya jamur tiram.

) Pelatihan fermentasi coklat.

)

f) Pelatihan menjahit.

3) Mengaktifkan masjid, surau mushalla
untuk dapat sholat berjamaah setiap
lima waktu setiap hari dan
mengaktifkan TPA disetiap jorong dan
juga mengadakan wirid pengajian rutin
serta mempertahankan pengajian yasin
ibu-ibu dari rumah ke rumah serta
sholawat bagi laki-laki/ bapak-bapak.

Bertujuan untuk :
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a) Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang ajaran agama
dalam kehidupan sehari-hari.Arah
kebijakannya yaitu peningkatan SDM
yang cerdas dan juga

berpengalaman agama pelestarian

adat dan budaya serta
permberdayaan lembaga
keagamaan.

b) Meningkatkan peran dan kualitas
lembaga keagamaan dalam tata
kehidupan masyarakat.Arah
kebijakannya vyaitu meningkatkan
peran lembaga adat dan
pemberdayaaan lembaga agama.

Program unuk mendukung misi ini :

a) Pembinaan MDA/TPQ dan pengadaan
rebana.

b) Pembinaan kelembagaan dan
pemangku adat nagari.

c) Pembinaan khatib masjid.

4) Mendorong pemuda untuk dapat
mengatifkan kegiata olahraga disetiap
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jorong seperti lapangan bola kaki, volly,

takraw, badminton, dll sekaligus untuk

menekan dan menghindari kenakalan
remaja seperti narkoba.

Bertujuan :

a) Tercapainya kesetaraan gender di
nagari yang selama ini masih
terkontaminasi dalam perbedaan
gender.Arah kebijakan yang
dlakukan yaitu meningkatkan
pembangunan dan pemberdayaan
gender.

b) Terwujudnya nagari yang
mempunyai prestasi di bidang olah
raga dan supaya anak nagari tidak
terlibat dalam kenakalan remaja.

Program untuk menukung misi ini :

a) Pengadaan sarana dan prasarana
olahraga.

b) Pengadaan sosialisasi bahaya
narkoba.

5) Merangkul niniak mamak, alim ulama,
cadiak pandai, pemuda/l dan bundo
kanduang untuk mengembangkan adat
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dan budaya Minangkabau dengan cara

mengadakan kagiatan Ba alua, silat

islam dan adat Minangkabau sebagai
terwujudnya filosofi “ adat basandi
syarak, syarak basandi kitabullah ”.

Bertujuan untuk :

a) Penguatan peran lembaga adat dan
pemangku adat dalam kehidupan
masyarakat dengan cara
meningkatkan pemahaman dan nilai
nilai adat dalam kehidupan
bermasyarakat. Arah kebijakan yang
dilakukan ialah peningatan kapasitas
kualitas lembaga adat, pemangku
adat dalam kehidupan masyarakat
serta revitalisasi nagari  yang
beradat.

b) Pengembangan pelestarian budaya
dan seni tradisional yang ada di
nagari.

Program untuk mendukung misi ini

yaitu :
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a) Mengadakan penyuluhan tentang
adat istiadat kepada niniak mamak
yang ada di nagari.

b) Mengadakan pelatihan tentang
bagaimana cara ba alua, serlawat
serta silat islam.

6) Mengapresiasi dan memberikan
award/penghargaan kepada anak-anak
berprestasi dari keluarga  miskin
dengan cara memberikan bantuan
langsung mulai dari SD, SMP, SMA.
Bertujuan untuk :

a) Tercapainya program nasional wajib
belajar 9 tahun dengan memberikan
semangat untuk belajar  dan
memberikan  penghargaan pada
pelajar agar terus bersekolah.

Peningkatan ketersediaan
sarana dan prasarana pendidikan
pada seluruh jenjang pendidikan
( PAUD, TK dan SD), meningkatkan
minat baca di kalangan pelajar,
mahasiswa dan masyarakat,

menyelenggarakan khursus seluruh
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mata pelajaran melalui potensi yang
ada, peningkatan SDM yang cerdas,
sehat, beriman dan berkualitas tinggi
dalam menumbuhkan minat, serta
penyelenggaraan pendidikan paket
a, b, ¢ bagi masyarakat yang putus
sekolah.

b) Terwujudnya nagari yang
mempunyai regenerasi kedepan
dengan memberikan beasiswa penuh
terhadap anak yang berprestasi tapa
memandang status sosial.

Program pendukung misi ini yaitu :

Bidang pembangunan sarana dan

prasarana pendidikan dan

kebudayaan :

a) Pengadaan buku pustaka untuk
taman bacaan masyarakat.

b) Beasiswa bagi anak berprestasi.

c) Pengadaan tenda untuk kelompok
yasin.

d) Peningkatan mutu dan kualitas guru.
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e) Rehab gedung TK/ PAUD.

f) Pembinaan shalawat bagi generasi
muda.

g) Pelatihan dan pembinaan kesenian
tradisional ( talempong, randai,
rebana )

Bidang kesehatan :

a) Pengadaan air bersih berskala desa.

b) Pengadaan motor sampah/ bak
sampah.

c) Pembuatan jembatan warga.

d) Insentif kader yandu.

e) Pengadaan ambulance nagari.

f) Pelatihan bagi kader yandu/ lansia.

g) Pengadaan PMT balita, ibu hamil dan
lansia.

h) Posyandu remaja.

7) Meningkatkan peayanan publik kepada
masyarakat yang mengurus surat
menyurat dan perizinan dengan mudah
di kantor wali nagari dengan motto
“kalau bisa dipermudah, mengapa
dipersuli”.

Bertujuan untuk :
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a) Terwujudnya nagari yang di idam-
idamkan masyarakat, yaitu nagari
yang bisa di awasi dan dibangun
secara bersama-sama.

b) Terwujudnya pelayanan terhadap
masyarakat yang biasa dikenal
dengan sebutan 3S ( Senyum, Sapa,
Salam), professional dan efektif,
serta tepat waktu dalam
pelayanannya.

Arah kebijakan yang dilakukan
adalah dengan meningatkan SDM
perangkat yang cerdas, berkarakter
dengan semangat kerja yang tinggi
serta meningkatkan pendapatan
perangkat nagari.

Program untuk mendukung misi ini

adalah :
a) Monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pembangunan
nagari.

b) Pelatihan aparatur nagari.
Bidang pendukung :
a) Pengadaan computer.
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b) Pengadaan laptop.

c) Sosialisasi pernag.

8) Melakukan penghijauan disepanjang
jalan raya dan bukit-bukit yang gundul
yang ada disekitar perkampungan
penduduk, dengan cara ditanami
pohon pelindung dan bunga yang
bermanfaat seperti : mahoni, bonsai,
dan lain-lain  untuk memperindah
nagari guna mengantisipasi terjadinya
longsor dimusim hujan.

Bertujuan untuk :

a) Untuk mencegah terjadinnya
bencana alam di nagari Simpang
Kapuak seperti banker dan tanah
longsor.Arah  kebijakannya  yaitu
penurunan tingkat pencemaran dan
kerusakan lingkungan.

Program yang dilakuka untuk misi ini :

a) Mengadakan kegiatan penghijauan di
sepanjang jalan nagari bersama
masyarakat secara gotong royong.

b) Mengadakan penyuluhan tentang
bahaya hutan gundul.
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c) Melakukan reboisasi ( penanaman
hutan kembali bagi hutan yang
gundul ).

9) Merangkul perantau untuk dapat
mengembangkan tempat wisata yang
ada seperti air terjun, sungai dan
lainnya dengan konsep “wisata syariah
supaya bisa juga membuka lapangan
kerja bagi anak-anak nagari dan
menghasilkan pendapatan nagari.
Bertujuan untuk :

a) Meningkatkkan pendapatan nagari
serta memperbaiki perekonomian
masyarakat.

b) Mengelola hasil hasil kerajinan
dengan BUM Nagari sehingga para
pengrajin tidak merasa dirugikan laqgi
oleh para tengkulak.

Program yang dilakukan untuk misi ini

adalah :

Bidang peningkatan kapasitas

masyarakat (menumbuhkan jiwa

enterpeneur/ wirausaha )

a) Pelatihan manajemen usaha.
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b) Pelatihan usaha bagi pemuda dan
pemudi.
4.Implementasi Visi Misi Wali Nagari

Implementasi berasal dari bahasa
Inggris yaitu to implement yang berarti
mengimplementasikan. Implementasi
adalah penyediaan sarana untuk
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan
dampak atau akibat terhadap sesuatu.
Istilah implementasi juga dikemukakan oleh
Van Meter dan Van Hon dalam Wahab
(2004) yang menyatakan bahwa
implementasi merupakan tindakan-tindakan
yang dikerjakan baik oleh individu-individu
atau para pejabat serta kelompok
pemerintahan maupun  swasta  yang
diarahkan supaya tercapainya tujuan-tujuan
yang telah di gariskan dalam keputusan
kebijakan. Dalam pelaksanan visi dan misi
yang dilakukan oleh Wali Nagari di
Kenagarian Simpang Kapuak, apakah
berhasil dijalankan dengan baik
dikarenakan dalam dua periode pemilihan

wali nagari beliau tetap terpilih.

166



Bapak Feliadi mengawali karirnya
dengan seorang kepala jorong di nagari
Simpang Abu. Kemudian beliau maju untuk
mengikuti pemilihan Wali Nagari sehingga
terpilihlah Bapak Feliadi untuk menjadi Wali
Nagari di Kenagarian Simpang Kapuak,
periode 2016-2022. Kemenangan beliau
pada masa itu mengalahkan beberapa
kandidat. Dan pada PILWANAG (Pemilihan
Wali Nagari) periode 2022-2028, beliau
kembali maju sebagai calon Wali Nagari
yang diselenggarakan lagi pada tanggal 25
Mei 2022, beliau kembali memenangkan
suara dengan mengalahkan 4 kandidat
lainnya dengan perolehan suara mutlak
dengan 1277 suara. Sebagaimana sesuai
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima
Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, anggota
pemilihan berjumlah lima orang. Dimana 5
kandidat yang terpilih melalui beberapa tes
adalah:

a. Nomor urut 1 dipegang oleh Feliadi.
b. Nomor urut 2 dipegang oleh Yulfida K.
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c. Nomor urut 3 dipegang oleh Syafrial.

d. Nomor wurut 4 dipegang oleh Ibed
Gusmedi.

e. Nomor urut 5 dipegang oleh Ardi Putra.

Penerapan visi dan misi yang
dilakukan Wali Nagari selama masa periode
2016- 2022 bisa dilihat dari penilaian
masyarakat terhadap kinerja wali nagari
dalam masa kepemimpinannya. Dari hasil
penelitian ditemukan bahwa masing-masing
masyarakat mempunyai alasannya
tersendiri untuk tetap menaruh
kepercayaan terhadap Bapak Feliadi,
diantaranya :

Pertama, Bapak Feliadi dikenal
dengan seseorang Yyang sangat dekat
dengan masyarakat yang artinya tak ada
pembatas antara warga dengan beliau yang
seorang Wali Nagari. Ini dibuktikan dengan
beliau sering terlihat di tempat tempat
perkumpulan warga. Berbaur dengan
semua golongan, mulai dari anak-anak,
remaja, orang tua hingga bahkan yang
sudah renta tak asing dengan nama beliau.
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Selalu memenuhi undangan yang diberikan
oleh setiap masyarakat. Yang mana
penilaian ini sesuai dengan visi beliau yaitu
“Harmonis” yang bertujuan untuk
bersatunya seluruh elemen atau lapisan
masyarakat mulai dari tingkat anak-anak
hingga orang dewasa tampa memandang
faktor sosial ekonomis antara si kaya dan si
miskin untuk bisa saling membantu satu
sama lain dalam membangun Nagari
Simpang Kapuak di masa yang akan datang
(Mismar,2022).

Kedua, dalam masa jabatannya
beliau sangat mengapresiasi setiap anak
nagari yang sukses membawa nagari
simpang kapuak di tingkat manapun,
hingga anak nagari yang sukses hingga ke
kancah Internasional. Bisa dinilai dsini
beliau menerapkan visinya yaitu “Maju”
yang bertujuan untuk mewujudkan Nagari
Simpang Kapuak yang maju dan mampu
untuk bersaing dengan nagari-nagari lain.
Selanjutnya pelaksanaan wirid pengajian
yang selalu aktif di tiap Jorong dan masing-
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masing Jorong mendapat giliran untuk
pelaksanaan wirid yang dimana para
masyarakat membawa makanan dan makan
bersama. Ini merupakan salah satu bentuk
cara untuk tetap menjaga keharmonisan
antar sesama warga.

Ketiga, menurut masyarakat sistem
pembangunan selama Bapak Feliadi
menjabat selalu meningkat, mulai dari
perbaikan jalan di setiap jorong yang sudah
rusak. Terutama di daerah Jorong Kubang
Balambak yang dulunya sangat susah di
akses karena jalan yang sangat jelek
apalagi jika ditambah dengan kondisi
musim hujan maka tidak ada yang bisa
diharapkan. Tetapi saat sekarang jalan
disana sudah sangat baik, bahkan dahulu
kita tidak melihat mobil melewati jalan itu
tetapi sekarang mobil-mobil mewah pun
sudah banyak melintas. Ini juga sesuai
dengan misinya vyaitu “ Melanjutkan
pembangunan infrastruktur baik jalan,
jembatan, irigasi jalan Usaha Tani dan

Jalan Produksi” yaitu misinya :
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a. Pembukaan, pembangunan, rehab jalan
kabupaten, jalan lingung dan jalan usaha
tani.

b. Pemasangan DAM Drainase, parit dan
irigasi.

c. Pengadaan TOWER.

d. Pemetaan tata ruang nagari.

e. Pengendalian dampak lingkungan bagi
anak nagari.

f. Menyiapkan regulasi yang mengatur
tentang perlindungan anak.

Dari beberapa poin yang ada,
masyarakat menganggap pemerintahan
nagari sudah melakanakannya dengan baik
(Afrizon, 2022)

Keempat, merangkul Niniak Mamak,
Alim Ulama, Cadiak Pandai, Para pemuda
serta Bundo Kanduang untuk membangun
adat dan budaya di Minangkabau. Ini juga
berhasil dijalankan sebagai bukti vyaitu
Jorong Simpang Goduang yang mempunyai
kelompok randai yang bernama “Randai
Magek Manandin” dan Jorong Simpang Abu

mempunyai kelompok randai yang bernama
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“Randai Salendang Dunia” kemudian di
Jorong Simpang Abu juga mempunyai
perguruan silek yang bernama “Silek
Pandeka Guntur”. Dua kelompok randai ini
pernah digelar di lapangan Kantor Wali
Nagari Simpang Kapuak yang bertepat di
Simpang Abu, tujuannya untuk
memperkenalkan tradisi serta budaya yang
ada kepada para penerus nagari. Dan acara
ini pun mendapat antusias dari masyarakat
Simpang Kapuak hingga tempat Randai itu
digelar dipenuhi hingga tumpah ke jalan.
Kemudian juga di adakannya penyuluhan
tentang adat istiadat kepada niniak mamak
yang ada di nagari serta mengadakan
pelatihan tentang bagaimna cara ba alua
dalam setiap bulan atau jadwal yang di
tetapkan agar budaya dan adat ini tetap
terjaga dan diteruskan hingga anak cucu
kelak (Nisrawati 2022).

Kelima, kualitas pelayanan publik
bisa dilihat dari sejauh mana ketepatan,
kecepatan pelayanan, ketertiban yang
dilakukan terhadap pihak yang
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membutuhkan masyarakat mengakui
bahwa dalam setiap pengurusan apapun,
baik itu berkas atau kepentingan lainnya di
Kantor Wali Nagari tu sudah cukup baik dari
yang dulu. Masyarakat bisa dengan mudah
menyampaikan keluh kesahnya terhadap
perangkat nagari. Bahkan tak jarang juga
para perangkat nagari yang
merekomendasikan suatu kemudahan atau
keuntungan yang akan didapat oleh
masyarakat. Ini tak terlepas dari peran
seorang Wali Nagari kepada para
perangkatnya ( Netrawati, 2022).

Keenam, dari wawancara vyang
dilakukan pada remaja yang rata-rata
pelajar dan mahasiswa, hal yang sangat
membuat mereka senang yaitu
diwujudkannya keinginan mereka yang
sejak lama yaitu dengan di adakannya
Tower. Ini fakta bahwa semenjak Nagari ini
ada, sampai tahun 2019 Nagari Simpang
Kapuak tidak diakses oleh jaringan internet
bahkan untuk sekedar komunikasi via
telepon biasa saja juga tidak bisa. Namun
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pada pertengahan tahun 2022 barulah
terealisasikan berdirinya Tower Telkomsel di
Jorong Dusun Nan Duo sehingga para
pelajar dan mahasiswa yang kla itu
melakukan pembelajaran via online, tidak
perlu lagi ke Nagari tetangga untuk
mendapatkan sinyal. Bahkah pada saat
jaringan internet sudah bisa diakses, tak
sedikit para ibu-ibu rumah tangga
menggunakannya untuk lading uang. Renti
(2022) menyebutkan banyak dari
masyarakat yang melakukan bisnis jualan
online dan ini menambah ragam pencarian
masyarakat yang sebelumnya hanya
berfokus pada hasil gambir dan pertanian
lainnya. Meskipun sinyal yang sudah ada
sekarang sudah ada, tapi ini belum
menjangkau hingga seluruh nagari yang
ada di kenagarian Simpang Kapuak tetapi
masyarakat tak berkecil hati, setidaknya di
Nagari ini sudah tak susah lagi untuk
melakukan aktivitas via online.

Dari hasil wawancara yang dilakukan,

sistem pemerintahan nagari dalam masa 6
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tahun ini ( periode 2016- 2022) sudah baik
dibandingkan dengan pemerintahan yang
sebelumnya. Contohnya saja dari data yang
di dapat tentang kinerja keuangan masa
lalu yaitu peneglolaan keuangan nagari
dilaksanakan dalam sistem terintegrasi
yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggung jawaban dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
(APBN), vyang langsung maupun tidak
lansung mencerminkan kemempuan
pemerintahan nagari dalam membiayai
pelaksanaan  tugas-tugas pemerintaha,
pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan
nagari dilaksanakan mentaati azas-azas
pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib,
taat peraturan perundang- undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat.

Berdasarkan ketentuan  tersebut,

kinerja keuangan pemerintah nagari sangat
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terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan
APBN. Kinerja pelaksanaan APBN tidak
terlepas dari struktur dan akurasi belanja.
Kinerja APBN Nagari Simpang Kapuak sejak
tahun 2013 hingga tahun 2015, digunakan
sebagai dasar penyusunan RPJM Nagari
Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka,
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-
2021. Kemudian pendapatan nagari ini
tentu saja hak pemerintah nagari yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih. Dengan kata lain pendapatan nagari
ini meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum nagari yang terdiri dari
beberapa komponen yakni Pendapatan Asli
Nagari (PAN), dana transfer dari APBN,
bantuan keuangan propinsi dan dana
bantuan dari keuangan Kabupaten Lima
Puluh Kota, dan lainnya dari pendapatan
nagari yang sah. Realisasi Pendapatan Asli
Nagari (PAN) dari tahun 2013 sampai
dengan 2015 berkisar  antara Rp.
62.325.000 yang terjadi penurunan di tahun
2014 sekitar 31% jika dibandingkan pada
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tahun 2015. Namun dari tahun 2017 sampai

tahun 2022, grafiknya terus naik. Maka

disimpulkan keuangan nagari pada masa ini
bisa dikatakan bagus dari yang
sebelumnya.

Dalam pelaksanaan visi dan misi yang
sudah ada ketika dilaksanakan selama
masa periode 2016- 2022, memang visi dan
misi itu lebih banyak terlaksanakan
dibandingkan yang tidaknya. Ada beberapa
poin yang belum terlaksana antara lain :

a) Pengadaan buku pustaka untuk taman
bacaan masyarakat.

b) Pengadaan motor sampah/ bak sampah.

c) Pengadaan ambulance nagari.

d) Posyandu remaja.

e) Belum maksimalnya jaringan internet.

f) Masih belum mengoptimalkan potensi
wisata yang ada di Nagari Simpang
Kapuak. Dikarenakan di Simpang Kapuak
sangat banyak air terjun. Seperti yang
paling terkenal yaitu Air Terjun Lubuak

Bulan yang banyak di datangi oleh para
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wisatawan tetapi akses kesana masih
kurang memadai.

Belum terlaksananya beberapa poin
ini disebabkan oleh beberapa faaktor yang
menghambat. pada poin b yaitu pengadaan
motor sampah atau bak sampah, itu
memang belum ada. Saat ini masih banyak
masyarakat mengelolah limbah rumah
tangga dengan cara dibakar, bahkan
terkadang masih banyak juga masyarakat
membuang sampah rumah tangganya ke
sungai yang tentu itu bisa mencemarkan
kondisi sungai. Kemudian dalam
penyediaan layanan internet seperti
pengadaan TOWER masih belum maksimal,
dikarenakan akses sinyal ini belum merata
ke seluruh bagian Nagari Simpang Kapuak
seperti Jorong Sopan, Jorong Labuah
Tunggang, Jorong Balai Tampuak Pinang,
Jorong Koto Tinggi dan Jorong Kubang

Balambak.
Alhasil setelah selesainya PILWANAG
( Pemilihan Wali Nagari) yang

diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2022
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yang menyatakan Bapak Feliadi kembali

mengemban amanah dengan perolehan

suara mutlak 1277 suara. Beliau bertekad
untuk melanjutkan kembali pembangunan
nagari selanjutnya seperti :

a) Makin memperlancar akses jalan yang
ada di Balai Kapuak menuju ke Jorong
Koto Tingqgi.

b) Memperbaiki akses jalan dari Landai ke
Kubang Balambak yang masih tersisa 2
km lagi.

c) Melanjutkan jalan dari Tanjuang Durian ke
Jorong Balai Tampuak Pinang yang tersisa
1 km lagi.

d) Menambah pemasangan internet yang
saat ini masih belum bisa di akses oleh
seluruh lapisan masyarakat, terutama di
Jorong Labuah Tunggang, Jorong Balai
Tampuak Pinang, Jorong Sopan, Jorong
Kubang Balambak, serta Jorong Koto
Tingqi.

e) Terus membenahi objek wisata yang ada
di Nagari Simpang Kapuak yang tentunya
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banyak sekali destinasi air terjun di
nagari ini.

f) Mendirikan rumah tahfidz, tetap
mengaktifkan wirid pengajian (dalam
bidang keagamaan) dan membangun
sarana olahraga untuk menciptakan
aktivitas anak nagari yang bermanfaat.

C.Kesimpulan dan Saaran
1.Kesimpulan

Implementasi ialah tindakan-tindakan
yang dikerjakan baik oleh individu-individu
atau para pejabat serta kelompok
pemerintahan  maupun swasta yang
diarahkan supaya tercapainya tujuan-tujuan
yang telah di gariskan dalam keputusan
kebijakan. Implementasi berhubungan
dengan penyelesaian suatu pekerjaan yang
sudah direncanakan dengan menggunakan
sarana atau alat untuk mendapatkan hasil
atas apa yang diinginkan. Visi ialah suatu
pandangan kedepan yang harus dicapai
dengan mmpertimbagkan berbagai
permasalahan yang ada pada suatu wilayah

yang akan menjadi komitmen bersama
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semua pihak termasuk  masyarakat.
Sedangkan misi ialah suatu strategi, cara
dan serangkaian hal yang diupayakan agar
terciptanya suatu ViSi tadi. Jadi
implementasi visi dan misi adalah
pennyelesaian, penerapan suatu hal yang
harus dicapai dengan mempertimbangkan
strategi agar terwujudnya suatu visi.

Wali nagari merupakan sebuah
jabatan politik yang memimpin suatu nagari
di provinsi Sumatera Barat. Dimana, jabatan
yang dimiliki oleh wali nagari ini stara
dengan kepala desa hanya saja dalam
penamaan vyang berbeda. Di nagari
Simpang Kapuak sebelumnya sudah banyak
di pimpin oleh para orang-orang hebat yang
bermula dari seorang yang terpandang dan
ditakuti pada zaman penjajahan Belanda
yang bernama Datuak Saribu Garang yang
pada saat itu dipercaya Dbeliau yang
memimpin Nagari Simpang Kapuak. Pada
periode tahun 2016-2022 Nagari Simpang
Kapuak dipimpin oleh Wali Nagari yang
bernama Feliadi. Dalam masa jabatannya

181



beliau telah banyak menjalankan program

pemerintahan nagari guna untuk

kesejahteraan bersama. Namun di pemilihn

wali nagari selanjutnya beliau kembali

terpilih. Alasan beliau kembali diamanahkan

keercayaan itu beragam, yaitu :

1)Sangat dekat dengan masyarakat,
apapun bisa dibicarakan dengan beliau
baik saat jam kerja ataupun di luar jam
kerja mulai dari anak-anak, remaja, dan
lanjut usia merasa tak ada batas dengan
beliau.

2)Sangat mengapresiasi apapun yang
dikerjakan oleh masyarakat selagi itu
dalam hal positif.

3)Pelayanan oleh perangkat nagari cukup
bagus, dimana itu tidak terlepas dari
peran seorang wali nagari.

4)Mampu melaksanakan visi dan misi yang
telah beliau rencanakan dimana hasil
kerja beliau bisa dilihat secara nyata.

5)Masyarakat menganggap “jika kita sudah
melihat secara nyata kerjannya, kenapa
tidak untuk memilih beliau kembali”.
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6)Masyarakat dimudahkan dalam mengurus
berkas ataupun kepentingan lainnya ke
kantor wali nagari bahkan perangkat
nagari menawarkan sekirannya ada yang
sangat penting. Contohnya menawarkan
pengurusan beasiswa apabila ada anak
yang sekirannya sedang menempuh
pendidikan dan orang tuannya belum tau
program terebut, maka perangkat nagari
member tau.

Dari wawancara yang dilakukan
disertai data dilapangan, penulis
menyimpulkan bahwa Wali Nagari
menjalankan visi dan misinya dengan baik,
bukan sekedar omongan atau janji belaka.
Meskipun ada beberapa program yang
belum tercapai yang disebabkan oleh
bebrapa faktor, tapi tidak menghambat
kepercayaan masyarakat untuk tetap
kembali memilih Bapak Feliadi.

.Saran

Dalam rangka kembali mengemban

amanah yang diberikan  masyarakat,

menjalankan program visi dan misi harus
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dilakukan karena dari sanalah masyarakat
bisa menilai kualitas kepemipinan kita
dalam  pemerintahan. Ada beberapa
program yang belum tercapai sebelumnya
seperti pengadaan motor sampah atau bak
sampah. Ini harus direalisasikan mengingat
kebiasaan masyarakat yang cendrung tidak
mempedulikan sampah rumah tangganya
dan juga membuang sampah ke sungai
yang pastinya akan menyebabkan
pencemaran. Kemudian mengembangkan
potensi wisata yang dimiliki Nagari Simpang
Kapuak agar bisa lebih dikenal lagi oleh
masyarakat luar.
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STUDI TERHADAP PERAN PARIK PAGA NAGARI
DALAM PEMERINTAHAN DI NAGARI KAMANG
MUDIAK

Anwar Sya’ban.
Fakultas Syari’ah, Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek

Abstrak
Artikel ini berjudul Studi Terhadap Peran Parik Paga
Nagari Dalam Pemerintahan Di Nagari Kamang
Mudiak,Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sistem
pemerintahan nagari, bagaimana penerapannya, dan
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hambatan = yang  mempengaruhinya.  Penelitian  ini
menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam penelitian
deskriptif deskripsi atau fenomena dalam realitas sosial yang
kompleks dapat diberikan secara lebih spesifik atau rinci.
Dalam melakukan penelitian ini, informan yang digunakan
sebagai sumber informasi adalah warga desa Kamang
Mudiak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja peran
parik paga masih belum optimal karena belum melaksanakan
sosialisasi secara langsung kepada masyarakat,dan adanya
hambatan-hambatan yang ditemui parik paga sepanjang
melakukan kedudukannya melindungi kedisiplinan serta
keamanan Nagari Kamang Mudiak. Untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut maka pemecahan yang
ditawarkan ialah sosialisasi yang dicoba dengan dua tata
cara yaitu sosialisasi secara langsung serta tidak langsung.
Sosialisasi langsung dapat dilakukan dengan cara membuat
pertemuan langsung warga dan aparatur nagari terkait
kedudukan parik paga. Selanjutnya sosilisasi secara tidak
langsung bisa dicoba dengan metode mengaitkan parik paga
setiap terdapat aktivitas nagari.

Katakunci: Parik Paga, Nagari, Kamang Mudiak

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri
dari berbagai wilayah. Salah satunya adalah sumatera
barat. Sumatera barat merupakan wilayah yang terkenal
dengan system pemerintahannya yang memiliki
karakteristik tersendiri. Wilayah sumatera barat terdiri dari
kota, kabupaten dan beberapa nagari. Nagari merupakan
wilayah  administrative  terendah  pada  system
pemerintahan di Minangkabau.

Nagari adalah suatu wilayah atau kelompok desa
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yang diperintah oleh seorang penghulu burung seprang.
Nagari di Minangkabau memiliki sistem pemerintahan
sendiri. Sistem pemerintahan nagari adalah sistem
pemerintahan yang penyelenggaraan urusan
pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan
badan penasehat nagari berdasarkan rakyat nagari provinsi
sumatera barat, sebagai bagian dari sistem pemerintahan
negara kesatuan. Republik Indonesia. Nagari adalah
sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh
Belanda) dengan pemerintahan dan komunitas otonomnya
sendiri (komunitas otonom). Sebagai negara republik
kecil, Nagari memiliki aparatur pemerintahan yang
demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Secara antropologis, Nagari merupakan suatu kesatuan
yang mengatur berbagai sosial budaya. Hubungan nagari
di Minangkabau pada zaman dahulu bersifat kekerabatan
dan dominan darah, sehingga suasana kesukuan dan
kekerabatan saat itu sangat kental. (Afdal, 201 )

Sistem pemerintahan sendiri kekerabatan dan garis
keturunan ini telah menjadikan sistem pemerintahan
Nagari salah satu yang terkuat dan ditakuti oleh Belanda
pada waktu itu. Selanjutnya, pengambilan keputusan
dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan

kepada musyawarah dan mufakat.
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Salah satu inagari di Sumatera Barat adalah nagari
kamang mudiak. Kamang mudiak ialah daerah yang
terletak di kabupaten Agam tepatnya di kecamatan
Kamang Magek. nagari mudiak terletak didekat bukit
barisan serta berjarak kurang lebih 19 kilometer dari kota
bukittinggi. Nagari kamng mudiak mempunyai sejarah
yang panjang serta terus menjadi diketahui semenjak
perang kamang yang terjalin pada tahun 1908. Latar balik
perang kamang merupakan warga yang menentang
belanda akibat kebijakan Belanda dalam pelaksanaan
pajak (Blasting) ( Uun, 2020 ). Tidak hanya diketahui
akibat perang kamang, Kamang mudiak pula diketahui
akibat terbentuknya agresi militer belanda II yang
berdapak kepada dipindahkannya bunda kota pemerinthan
ke Bukittinggi dalam peristiwa pemerintahan daruruar
republic Indonesia( PDRI).

Nagari kamang mudiak merupakan salah satu
nagari yang masih kental dengan adat istiadat Minang.
Kamang mudianhg masih  menerapkan  system
pemerintahan nagari yang terdiri Penghulu, Manti,
Dubalang/Parik Paga, dan Malin. Penghulu merupakan
petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk
menikahkan kedua mempelai untuk mengambil alih wali

dari pihak keluarga. Manti merupakan pembantu penghulu
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dibidang tatalaksana pemerintahan, hal-hal yang
berhubungan dengan pemerinttahan bagin adat diurus oleh
manti. Dubalang atau parik paga ialah salah satu lembaga
gambaran dari terdapatnya otonomi wilayah hingga ke
tingkat desa atau nagari serta melindungi keamanan
ketentraman warga ( Septri, 2018 ). Sedangkan malin
memiliki pengertian sebagai pembantu pangulu dibidang
agama, serta seluruh urus agama menjadi tanggung
jawabnya ( Azizah, 2004: 4)

Peran dubalang atau parik paga di nagari kamang
mudiak menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk
diteliti. Hal ini disebabkan karena struktur pemerintahan
minang lainnya di wilayah kamang mudiak berjalan
dengan sistematis terkecuali parik paga. Parik paga hanya
menjadi status yang melekat disebagian orang tapi
fungsinya tidak berjalan bahkan sebagian masyarakat
nagari kamang tidak mengetahui adanya struktur
pemerintahan minang yang dikenal dengan parik paga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif, yang bertujuan untuk dapat mengungkap apa itu
sistem pemerintahan nagari, bagaimana pelaksanaannya,
dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Strategi dalam penelitian ini menggunakan teknik yang

dikenal dengan istilah snow-throwing atau snow-throwing.
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Teknik Snowball adalah teknik pengambilan sampel yang
awalnya dengan jumlah kecil, kemudian sampel ini
memilih teman-temannya sebagai sampel dan seterusnya
sampel menjadi besar. Ini seperti bola salju yang
menggelinding, semakin besar dan semakin besar. Dalam
melakukan penelitian ini, informan yang dijadikan sebagai
sumber informasi merupakan pembuka adat dan warga
dari nagari kamang mudiak tepatnya berasal dari beberapa
jorong seperti bansa, babukik dan pakan sinayan.
B. Pembahasan
1. Pengertian Nagari
Nagari adalah unit silsilah dan teritorial yang
otonom dan bebas dari campur tangan kerajaan dalam
pengelolaan rumah tangganya. Nagari-nagari di
wilayah luhak memiliki lebih dari 3 "republik" dari
kesatuan kerajaan Pagarruyung. Setiap nagari dipandu
oleh seorang Nagari Penghulu. Antara satu nagari
dengan nagari lainnya, tidak ada hubungan struktural.
Meskipun  nagari  mengakui  kekuasaan raja
Pagarruyung, secara politik raja hampir tidak memiliki
kekuasaan atas nagari di luhak nan tigo (daerah inti),
sedangkan luhak sendiri bukanlah wunit utama.
menampilkan penjelasan silsilah sederhana. Warga kota

luhak percaya bahwa mereka berasal dari nenek
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moyang yang sama (Mochtar Naim, 1979: 17).

Kalau tidak daerah itu disebut rantau,
kekuasaannya dipegang oleh raja-raja kecil (raja muda)
yang mengalihkan kekuasaan dari Raja Pagaruyung.
Perbandingan kekuasaan Luhak dan wilayah ini
dijelaskan dalam pepatah: Luhak bapangulu, rantau
barajo (luhak berpenghulu, wilayah beraja/memiliki
raja).

Harmoni kehidupan warga nagari- nagari di
Minangkabau diatur oleh peraturan- peraturan serta
undang- undang adat yang diwarisi secara turun
temurun. Peraturan- peraturan serta undang- undang
adat yang jadi norma- norma kehidupan warga itu lebih
banyak dipelihara dalam maxims semacam pepatah
serta petitih dan mamang adat(Amati David Berry
1995: 50- 51).

Pepatah  normatif di  golongan warga
Minangkabau sangat berfungsi selaku konsensus buat
mengintegrasikan warga dalam sesuatu tatanan yang
harmoni. Dia jadi semacam peraturan tidak tertulis
yang diberlakukan oleh pemuka- pemuka adat
(penghulu) di tiap nagari.

2. Tingkatan Nagari (Urang Ampek Jinih)

Minangkabau terdiri dari kesatuan-kesatuan

192



sosial yang bersifat genealogis, tetapi secara politis
merupakan organisasi pemerintahan teritorial dengan
struktur ~ kepemimpinan  berdasarkan  kesatuan
genealogis tersebut. Kepemimpinan ini disuarakan oleh
Mamak dan Penghulu. Arah Mamak yang terletak di
bagian bawah struktur otomatis terikat pada induk
jantan tertua. Sebaliknya, dalam satuan yang lebih
besar seperti suku dan nagari disebut Penghulu. Pepatah
tradisional mengatakan: “Kamanakan barajo ka
Mamak, Mamak barajo ka Pangulu, Pangulu barajo ka
Mufakat, Mufakat barajo ka nan Bana badiri sandirinyo
"( kemenakan dipandu oleh mamak, mamak dipandu
oleh penghulu,penghulu dipandu oleh mufakat, mufakat
dipandu oleh kebenaran, kebenaran merupakan berdiri
sendiri). Tingkatan nagari dibagi dalam apa yang
diucap dengan urang ampek jinih( orang yang 4 tipe),
ialah: penghulu( pemimpin adat), manti( juru tulis
adat), dubalang( parik paga), serta malin( pegawai-
pegawai agama).(Taufik Abdullah, dalam, Claire Holt,
1972: 198).

Sebagaimana penelitian dari Prasetyo (2014)
menjelaskan bahwa masyarakat harus paham dengan
apa tugas dan wewenangnya agar pelaksana peran

tersebut karena komunikasi sangat menentukan
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keberhasilan dari pelaksanaan peran tersebut, dengan
demikian untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
peran Parik Pagadapat dikomunikasikan atau
disosialisasikansecara langsung kepada masyarakat
baik mengenai tugas dan wewenang maupun peraturan-
peraturan yang ada agar masyarakat mengetahui
kemana harus mengadukan permasalahan yang
berkaitan dengan ketertiban dan keamanan dan sejauh
mana permasalahan masyarakat yang dihadapi
dilaporkan kepadaParik Paga.
a. Penghulu
Penghulu merupakan petugas representasi
dari pemerintah yang bertugas buat menikahkan
kedua mempelai buat mengambil alih wali dari
pihak keluarga. Dia pula sekalian mencatat
perkawinan tersebut ke dalam catatan pemerintah.
Pada asalnya akad nikah dilaksanakan oleh
mempelai laki- laki dengan wali dari mempelai
perempuan semacam bapak, kerabat pria, ataupun
wali yang legal yang lain.
Kadang disebabkan sesuatu perihal semacam
pihak wali berhalangan muncul, mempelai
perempuan sebatang kara, orang tua mempelai

perempuan tidak menyetujui perkawinan dengan
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alibi yang tidak dibenarkan agama, wali tidak siap

ataupun malu, hingga pihak wali bisa memasrahkan

letaknya kepada penghulu buat mewakili wali dalam
melakukan akad nikah.

Tugas Penghulu merupakan melaksanakan
perencanaan aktivitas kepenghuluan, pengawasan
pencatatan nikah/ rujuk, penerapan pelayanan nikah/
rujuk, penasihatan serta konsultasi nikah/ rujuk,
pemantauan pelanggaran syarat nikah/ rujuk,
pelayanan fatwa hukum munakahat, serta tutorial
muamalah, pembinaan keluarga sakinah, dan
pemantauan serta penilaian aktivitas kepenghuluan
serta pengembangan kepenghuluan. (Peraturan
MENPAN No: PER/ 62/ Meter. PAN/ 6/ 2005)

Ada pula Kewajiban tentang Penghulu ialah:
1) Bertanggung jawab keluar dan kedalam suku dan

atau kampuang dalam memimpin anak
kemenakan.

2) Karano kato pengulu kato pusako tagak dipintu
bana, maka pangulu bertugas menghukum adia
bakato bana.

3) Berfungsi mengkondisikan dan
mengkonsultasikan segala hal yang akan diambil

keputusan kepada seluruh perangkat suku dan
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atau kampuang.

4) Berwenang menunjuk perangkatnya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

5) Manuruik labuah nan luruih, maikuik kato nan
bana, mamaliharo anak kamanakan, dan manjago
harato pusako.

. Manti

Tiap- tiap Pangulu suku dibantu oleh
seseorang Menti, Dubalang serta seseorang
Malin( Alim Ulama). Tiap- tiap pembantu tersebut
bekerja dalam bidangnya sendiri- sendiri. Pangulu
dengan ketiga pembantunya itu diucap dengan‘
urang nan ampek jinih”( orang 4 tipe).(Salim Asri,
2012: xxxiii).

Menti  merupakan pembantu  Pangulu
dibidang tata laksana pemerintahan, hal- hal yang
berhubungan dengan pemerintahan bagi adat di urus
oleh Menti.(Azizah, 2004: 4).

Gelar Menti disetiap persukuan yakni:

1) Menti Balang pada persukuan Paliang.

2) Datuk Lipati pada persukuan Melayu.

3) Menti Marajo pada persukuan Camin(kaca).

4) Datuk Mangkuto pada persukuan Mandahiliang.
(Mohd Said, 1990: 47)
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Ada pula Kewajiban tentang Manti ialah:

1) Bertanggung jawab menolong penghulu dibidang
kesekretariatan serta administrasi adat secara
internal kampuang serta ataupun suku cocok titah
penghulu.

2) Karano kato manti kato mufakat ataupun kato
penghubung tagak dipintu sulit, hingga manti
bertugas mengkomunikasikan serta
menginformasikan seluruh keputusan ataupun
seluruh konvensi yang sudah diambil kepada
anak kemenakan secara bertanggo turun.

3) Berperan mencatat segala anak kemenakan baik
yang dikampung ataupun yang dirantau pada
novel induk suku(Bus). Dipercaya memungut
PBB terhadap anak serta kemenakan.

4) Membuat ranji paruik dalam kampung secara
benar serta jujur, disetujui mamak kepala waris
serta mamak kepala kalangan serta dikenal oleh
KAN.

. Dubalang/ Parik paga

Parik Paga atau dubalang ini ialah salah satu
lembaga gambaran dari terdapatnya otonomi
wilayah hingga ketingkat desa ataupun nigari. Parik

Paga atau dubalang difungsikan selaku sesuatu
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faktor ataupun lembaga yang bertugas melindungi

kedisiplinan warga nigari.

Parik paga atau dubalang merupakan
pembantu Pangulu dalam bidang keagamaan, dia
bertugas memelihara serta melindungi keamanan
serta ketentraman warga, dengan keberadaan
Dubalang masyarakar jadi nyaman serta tentram.
(Azizah, 2004: 4). Gelar Dubalang yang menolong
kerja Pangulu antara lain:

1) Dubalang Rantau buat persukuan Paliang.

2) Malontung sati buat persukuan Melayu.

3) Godang Jolelo/ Mangkoto Marajo buat persukuan
Camin( kaca).

4) Dubalang Batu buat persukuan Mandahiliang.
(Mohd Said, 1990: 48)

Ada pula Kewajiban Dubalang/ Parik Paga
ialah:

1) Bertanggung jawab kepada bidang penghulu di
bidang keamanan serta kedisiplinan yang
diresmikan oleh penghulu.

2) Sebab kato dubalang kato mandareh tagak dipintu
mati, hingga dubalang berperan menghasilkan
kedisiplinan, kedamaian serta keamanan dalam

kampuang.
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3) Meski dubalang mengenakan prinsip nan kareh
ditakiak nan lunak disudu, namun senantiasa
mengenakan pronsip santun dalam berbahasa
serta sopan dalam bertindak.

4) Membuat pertimbangan alternatif ~ buat
mengangkut serta ataupun memperhentikan fitur
kampuang lewat urang tuo buat diputuskan oleh
penghulu kampuang.

. Malin

Malin yakni pembantu Pangulu di bidang
agama, seluruh urusan agama jadi tanggung
jawabnya dia berperan bagi ajaran Islam serta Al-

quran serta Hadist.(Azizah, 2004: 4)

Dalam bidang agama gelarnya yakni:
1) Imam dalam persukuan Paliang.
2) Maulana dalam persukuan Melayu.
3) Bilal dalam persukuan Camin( kaca).
4) Khatib( Majo Khatib) dalam persukuan
Mandailing.
Ada pula Kewajiban dari Malin yiatu:
1) Bertanggung jawab kepada penghulu dibidang
keagamaan serta kesejahteraan anak kemenakan

cocok dengan dirman allah serta sunnah rasul.
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2) Malin bertanggung jawab dunia akhirat, hingga
dia bertugas merancang aktivitas anak kemenakan
supaya pandai shalat jo managaji, pandaisekolah
jo babudi.

3) Berperan malin mengkoordinir serta mencatat
anak kemenakan yang membayar zakat, infak
serta sedekah cocok dengan syarat yang berlaku.

4) Malin berperan menegakkan serta mengamalkan
ajaran adat ba sandi syarak, syarak basandi
kitabullah, syara’ mangato adat mamakai alam
takambang jadi guru buat diamalkan oleh anak
serta kemenakan

3. Monografi Nagari Kamang Mudiak

Kanagarian Kamang Mudiak meliputi dataran
besar dengan ketinggian 900 derajat di atas permukaan
laut, lebih atmosferik dengan curah hujan 2500
mm/tahun, banyak curah hujan dari bulan September
sampai Januari, suhu udara 320C. Tanah ini tergolong
sangat produktif dan subur. Oleh karena itu sangat
cocok untuk pertanian.

Secara geografis, wilayah Nagari Kamang
Mudiak 6. 26 Ha berada di orbit Nagari Kamang
Mudiak ke ibu kota Kabupaten Agam sejauh 70 km,

dengan jarak tempuh + jam, dan ke ibu kota Provinsi
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Sumatera Barat sejauh 95 km, dengan jarak tempuh 5
jam.Ditinjau dari segi letak Nagari Kamang Mudiak
Kecamatan Kamang Magek berbatas dengan:
a. Sebelah Utara: berbatas dengan Nagari Pasia Laweh
b. Sebelah Selatan: berbatas dengan Nagari Koto
Tangah
c. Sebelah Timur : berbatas dengan Nagari Koto
Rantang
d. Sebelah Barat : berbatas dengan Nagari Kamang
Hilir
Dilihat dari segi Topografi, Nagari Kamang
Mudiak terletak pada ketinggian 900 M dari permukaan
laut. Temperatur hawa sejuk dengan kelembaan relatif
rendah. Nagari Kamang Mudiak tercipta pada
bertepatan pada 11 November 2001 yang ialah realisasi
dari Peraturan Wilayah Kabupaten Agam No 31 Tahun
2001 tentang Pemerintahan Nagari. Dengan terjadinya
Nagari Kamang Mudiak yang ialah gabungan dari 6
Desa ialah Pauah, Durian, Aia Tabik, Pakan Sinayan,
Babukik, Halalang Padang Kunyik, hingga dalam
perpanjangan tangan Pemerintahan Nagari Kamang
Mudiak dibantu oleh 8 Jorong ialah:
a. Jorong Pauh

b. Jorong Durian
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Jorong Aia Tabik

a0

Jorong Pakan Sinayan

®

Jorong Bansa

Jorong Babukik

=

Jorong Halalang

P q

Jorong Padang Kunyik
Letak tiap Jorong ini lumayan berjauhan
dimana, jarak antara Jorong lebih kurang 2
Kilometer.Bagi warga Kanagarian Kamang Mudiak,
tidak dikenal dengan tentu tentang kapan Daerah
Kamang itu tercipta serta siapa yang membagikan nama
Kamang itu. Tetapi demikian, bisa jadi terdapat
kaitannya dengan Tambo Alam Minangkabau yang
menginformasikan tentang perpindahan nenek moyang
orang Minangkabau dari Pariangan- Padang Panjang
mengarah Salimpaung, Baso serta Biaro.
Dari mari terus bergerak masa demi masa kearah
Barat hingga kesimpulannya di kawasan Daerah yang
diberi nama” Kamang”. Masa demi masa Daerah
Kamang kerap hadapi pergantian, baik dalam perihal
perannya selaku Daerah pemerintahan ataupun dalam
perihal jumlah Nagari. Saat sebelum terbentuknya
Perang Paderi, jumlah Nagari dalam Daerah Kamang

terdapat belasan banyaknya.
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Nagari- Nagari tersebut dibangun bersumber
pada ketentuan- ketentuan adat ialah: Undang- Undang
Nagari serta Undang- Undang Dalam Nagari. Sehabis
perang Paderi usai, Pemerintahan Kolonial Hindia
Belanda menatanya jadi 4 Nagari, ialah: Nagari Pauh
serta Nagari Ilalang dibagian Barat, sebaliknya
dibagian timurnya merupakan Nagari Tangah serta
Nagari Hilir. Pada masa dasawarsa abad kedua, abad
duapuluh, Nagari yang 4 tata tadi ditata jadi 2 ialah:
Nagari Surau Koto Samik di bagian Barat serta Nagari
Aur dibagian Timur.

Di era merdeka juga terjalin lagi pergantian
nama Nagari jadi Kamang Mudiak serta Kamang Hilir,
yang setelah itu ditata pula dengan UU Nomor. 5 tahun
1979 tentang pemerintahan desa. Dengan penyusunan
ini, Nagari tidak lagi berkiprah dalam perihal
pemerintahan melainkan mengurus soal adat saja.
Perihal ini diatur dengan PERDA Dati I Sumatera Barat
Nomor. 13 tahun 1983 tentang Nagari selaku kesatuan
warga hukum adat.

. Parik paga nagari kamang mudiak dan Perannya
dalam Masyarakat

Pembahasan mengenai pelaksanaan peran Parik

Paga dalam menjaga ketertiban dan keamanan
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masyarakat Nagari Kamang Mudiak penting dan
menarik dikarenakan beberapa alasan. Pertama, Parik
Paga merupakan suatu kebutuhan masyarakat terutama
masyarakat nagari dalam menjaga ketertiban dan
keamanan karena nagari memiliki otonomi sendiri
menciptakan lembaga kemasyarakatan nagari. Kedua,
Parik Paga kebutuhan nasional dimana di berbagai
daerah, juga peran Parik Paga hanya saja dalam nama
yang berbeda seperti pecalang pada daerah Bali
(Sanjaya, 2017).

Parik Paga ini merupakan salah satu lembaga
cerminan dari adanya otonomi daerah sampai ketingkat
desa atau nagari. Parik Paga difungsikan sebagai suatu
unsur atau lembaga yang bertugas menjaga ketertiban
masyarakat nagari.

Pembahasan ini atas masih  memiliki
keterbatasan pasalnya belum ada penelitian secara lebih
mendalam terkait dengan pelaksanaan dari peran
pelaksana yang menjaga ketertiban dan keamanan desa
atau nagari tersebut. Beberapa penelitian diatas hanya
menjelaskan atau mengidentifikasi apa saja tugas dan
wewenang dari pelaksana peran bukan bagaimana
pelaksanaannya dan juga penelitian diatas ada beberapa

yang masih tidak memberikan solusi terhadap
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hambatan atau faktor penghambat pelaksana peran.

Sedangkan permasalahan dari tidak berjalannya
peran Parik Paga tersebut terletak sarana fasilitas serta
prasarana, anggaran dana serta regulasi ataupun
ketentuan.

Solusi yang peneliti tawarkan adalah adanya
anggaran dana yang cukup dan fasilitas sarana
prasarana yang lengkap yang diperoleh melalui
pembuatan regulasi atau aturan, dalam aturan tersebut
nantinya dijelaskan anggaran dana dan fasilitas sarana
dan prasarana tersebut di dapatkan darimana, kapan,
untuk siapa dan apa saja. Jika hal tersebut sudah
terpenuhi maka sosialisasi dan peningkatan kapasitas
dan kapabilitas Parik Paga baru dapat dilakukan.

Kedudukan parik paga dalam melindungi
kedisiplinan serta keamanan di nagari Kamang Mudiak
belum berjalan dengan semestinya. Pemerintahan
nagari serta Parik Paga belum melaksanakan aktivitas
sosilisasi kepada warga secara langsung serta spesial,
komunikasi yang dicoba pemerintahan nagari serta
Parik Paga yang bertabiat tidak langsung menyebabkan
warga tidak begitu mengatahui serta sadar hendak
terdapatnya Parik Paga, sehingga buat wvariable

komunikasi belum terlaksana dengan optimal.
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Fungsi parik paga nagari kamang mudiak pada
saat ini belum optimal sebab dalam perekrutan jadi
anggota, orang yang terpilih jadi anggota parik paga
tidak lewat pilih yang mempunyai kriteria- Kkriteria
seperti seseorang parik paga. Kriteria seorang parik
paga haruslah orang yang berpendidikan tinggi supaya
bisa menjalanjalankan tugas dan wewenangnya secara
baik sesuai dengan tugas dan fungsi parik paga itu
sendiri. Tetapi parik paga direkrut cuma berdasarkan
perwakilan jorong yang diseleksi oleh walinagari
sebagai penanggung jawab parik paga tersebut.

Warga Nagari Kamang Mudiak sangat sepakat
dengan terdapatnya parik paga di tengah area mereka
meski warga belum mengatahui parik paga secara
mendalam. Perihal ini terlihat dari seluruh
permasalahan yang dialami oleh warga sangat terbantu
dengan terdapatnya parik paga selaku pihak yang bisa
menuntaskan persoalan- persoalan yang berkaitan
dengan kedisiplinan serta keamanan. Permasalahan
yang harusnya telah mengaitkan kepolisian dengan
terdapatnya parik paga permasalahan tersebut dapat
terselesaikan ditangan parik paga. Masayrakat merasa
nagarinya dapat nyaman serta tentram sebab

terdapatnya parik paga. Kesadaran masyarakat akan
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menjadi factor pendukung pelaksanaan apabila semua
masyarakat mendukung adanya pelaksanaan dalam
menjalankan perannya.

Pemahaman warga hendak pengaruhi gimana
kedudukan dilaksanakan. Pemahaman warga hendak
jadi aspek pendukung penerapan apabila semua warga
menunjang terdapatnya pelaksana dalam melaksanakan
kedudukan. Sebaliknya pemahaman warga hendak jadi
aspek penghambat apabila tingkatan kesadaran warga
rendah sebab warga ialah wadah dari penerapan
kedudukan tersebut.

Dari segi struktur birokrasi yang terdapat pada
Parik Paga telah bisa melambangkan kedudukan, guna,
tugas serta wewenangnya. Maksudnya struktur Parik
Paga ini telah bisa dikatakan baik nampak dari
terdapatnya seksi- seksi dari struktur Parik Paga yang
melambangkan tugas serta gunanya selaku Parik Paga.
Untuk Parik Paga sendiri bisa mengenali tanggung
jawabnya dibidang apa serta mengenali dengan siapa
mereka wajib berkoordinasi. Pengawasan parik paga itu
sendiri dilakukan oleh walinagari sendiri sebagai
penanggung jawab.

Adapun Struktur-struktur dari Parik Paga Nagari
Kamang Mudiak yaitu :

207



a. Ketua : M. Natsir
b. Wakil : Hendri Armandika
c. Sekretaris : Ade Cahyadi
d. Bendahara : Adri

Sejauh ini kontribusi yang diberikan oleh parik
paga nagari kamang mudiak menjaga kemanan hanya
dalam acara-acara nagari seperti, batagak penghulu,
batagak rumah gadang, sunah rasul dan khatam qur’an.
Dalam batagak penghulu yang dilakukan pada tanggal
16 Januari 2022 parik paga bertugas mengamankan
wilayah daerah kamang mudiak serta menjadi
pengaman rombongan penghulu ketika diarak dari
persimpangan kapecong hingga muhalla baitul
mukarramah jorong halalang kamang mudiak. Parik
paga mengamankan mobil serta motor yang lewat.
Tidak hanya itu disekitar wilayah kamang mudiak parik
paga juga bertgas menjaga wilayah jorong halalang
sebagai wilayah alek gadang batagak penghulu.

Batagak rumah gadang kamang dilakukan pada
tahun 2018. Di wilayah bansa nagari kamang mudiak.
Dalam batagak rumah gadang parik paga bertugas
sebagai tokoh yang memberikan informasi pada
masyarakat dari awal perencanaan sampai tahap

perayaan sebagai wujud syukur masyarakat suku
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sikumbang dalam pendirian rumah gadang suku
sikumbang, tidak hanya itu dalam proses pelaksanaan
parik paga beserta masyarakat nagari kamng mudiak
jorong bansa berganti-gantian menjaga material rumah
gadang setiap hari sampai rumah gadang bisa ditempati
dan sampai perayaan.

Perayaan sunah rasul dan khatam quran yang
menjadi agenda rutin ( dua tahun sekali ) nagari
kamang mudiak masih terlaksana sampai sekarang.
Pelaksanaan dapat dilakukan karena kerjasama semua
pihak. Termasuk parik paga. Parik paga menjalankan
tugasnya sebagai penjaga keamanan serta mencari dana
bersama pemuda kamang mudiak. Bersama pemuda
kamang mudiak parik paga secara rurin berjalan
keliling kampong, pasar-pasar tradisional serta meminta
sumbangan di jalan-jalan. Tidak hanya itu dalam
pelaksanaan acara parik paga beserta pemuda menjaga
keamanan, ketertiban dan kebersihan di lokasi acara
tepatnya di jorong pakan sinayan kamang mudiak pada
tanggal 7 Mei 2022.

Peran parik paga nagari kamang mudiak
sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam
masyarakat. Hanya saja peran tersebut hanya berjalan

dalam acara-cara nagari. Sedangkan menurut fungsinya
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parik paga harus berjalan setiap hari sebagai
masyarakat yang ditunjuk dan diangkat sebagai
pengaman wilayah nagari kamang mudiak.

Sesuai dengan fungsinya parik paha hendaknya
menjadi perpanjangan tangan dari penghulu untuk
mengamankan nagari kamang mudiak. Tidak
berjalannya peran dari parik paga dapat dijadikan
sebagai salah satu dasar dari ketidak-amanan wilayah
kamang mudiak. Nagari kamang mudiak masih dapat
dikatakan sebagai daerah yang rawan kriminalitas.
Seperti Selasa 30 November 2021 dalam berita Antara
Sumbar terjadi aksi pembegalan di jorong pakan
sinayan. Tidak hanya itu pencurian ternak warga serta
hasil ladang menjadi masalah yang masih sering terjadi
saat sekarang.

. Hambatan- Hambatan Parik Paga dalam
Melindungi Kedisiplinan serta Keamanan di Nagari
Kamang Mudiak

Terdapat 3 hambatan yang ditemui Parik Paga
sepanjang melakukan kedudukannya melindungi
kedisiplinan serta keamanan Nagari Kamang Mudiak.
Hambatan itu merupakan permasalahan sarana fasilitas
serta prasarana, anggaran dana serta regulasi ataupun

ketentuan.
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Dilihat dari sarana fasilitas serta prasarana masih
sedikit nampak dari perlengkapan komunikasi serta
trasportasi tidak dipunyai Parik Paga. Sarana fasilitas
serta prasrana dari Parik Paga malah memakai sarana
fasilitas serta prasarana dari individu tiap- tiap
semacam kendaraan roda 2 yang digunakan Parik Paga
buat berpatroli keliling kampung merupakan kepunyaan
individu. Karna untuk bisa lancer dan mudah
pelaksanaan dalam menjalnkan perannya pelaksanaan
butuh fasilitas sarana dan prasaranayang memadai.
Dengan adanya sarana dan prsarana kurang memadai
pasti akan menghambat pelaksanaan peran, namun
untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana ini
sangat sulit. Untuk sarana dan prasarana dianggarkan
kepada pemerintah yang membutuhkan waktu yang
lama agar terealisasikan.

Berikutnya anggaran dana buat mereka
beroperasi semacam turun ke lapangan, melaksanakan
sosialisasi, ataupun menanggulangi permasalahan yang
berkaitan dengan kedisiplinan serta keamanan malah
memakai anggaran saku sendiri sebab Parik Paga yang
ialah organisasi sosial kemasyarakatan yang cuma
bersifat sosial bukan pemerintahan yang bergerak sebab

kecintaan terhadap nagari. Pendapatan buat Parik Paga
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sama sekali tidak terdapat, apalagi untuk melakukan
tugas sedikitpun mereka tidak memperoleh dana
operasionalnya. Sementara itu tanggung jawab atas
tugasnya yang berat tidak sebanding dengan dana yang
tidak mereka peroleh sedikitpun menjadikan tanggung
jawab atas tugasnya terus menjadi berat serta susah
buat dilaksanakan.

Terdapatnya ketidak sesuaian regulasi yang
terdapat dikala ini tentang tugas serta wewenang Parik
Paga dengan hukum adat yang terdapat Minangkabau.
Perihal ini nampak dari terdapatnya pertikaian antara
Parik Paga dengan kalangan adat dalam mengambil
aksi terhadap warga yang melaksanakan pelanggaran.
Regulasi yang belum diatur membuat Parik Paga dalam
melindungi kedisiplinan serta keamanan jadi tidak
berjalan semacam Kerutinan warga yang berjudi pada
dikala malam adat. Parik Paga cuma dapat menegaskan
warga sebab Kerutinan tersebut dalam regulasinya tidak
terdapat mengatur tentang perihal itu.

Regulasi menimpa anggaran dana Parik Paga
juga tidak terdapat di atur dalam peraturan apapun
sehingga tidak terdapat wewenang pelaksana dalam
menindak tiap wujud pelanggaran yang dicoba warga.

Bawah hukum yang masih lawas sebaliknya konsepsi
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serta filosofi tentang pelaksana telah berbeda hingga
pelaksana hendak susah melaksanakan tugas pokok
serta gunanya secara utuh.

Sedangkan kesadaran masyarakat akan menjadi
faktor = penghambat apabila tingkat kesadaran
masyarakat rendah karena masyarakat merupakan
wadah dari pelaksanaan peran tersebut. Sesuai dengan
pendapat Edward III (Subarsono, 2011: 90) bahwa
ketika masyarakat memiliki disposisi yang baik, maka
kebijakan akan berjalan baik seperti yang diinginkan
oleh pembuat peran. Ketika masyarakat memiliki
pandangan atau sikap yang  berbedadengan
pelaksanaan, maka proses pelaksanaan peran juga akan
menjadi tidak efektif.

Terakhir dari segi struktur birokrasi yang ada
pada Parik Paga sudah dapat melambangkan peran,
fungsi, tugas dan wewenangnya. Artinya struktur Parik
Paga ini sudah dapat dikatakan baik terlihat dari adanya
seksi-seksi  dari  struktur  Parik Paga yang
imelambangkan tugas dan fungsinya sebagai Parik
Paga. Bagi Parik Paga sendiri dapat mengetahui
tanggung jawabnya dibidang apa dan mengetahui
dengan siapa mereka harus berkoordinasi.

Hal ini Sesuai dengan ( Meliala, 2013) supaya
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dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal,
perlu adanya Standar Operasional Prosedur yang tetap
bagi pelaksana dalam melaksanakan tugas. Pengawasan
dilakukan oleh walinagari sendiri sebagai penanggung
jawab Parik Paga.

. Upaya Serta Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan Parik Paga Nagai Kamang Mudiak

Dalam melakukan tugasnya terdapat sebagian
hambatan yang ditemui semacam sarana fasilitas serta
prasarana, anggaran ataupun regulasi. Untuk mengatasi
tersebut maka pemecahan yang ditawarkan ialah
sosialisasi yang dicoba dengan dua tata cara ialah
sosialisasi secara langsung serta tidak langsung.
Sosialisasi langsung bisa dicoba dengan metode
membuat pertemuan langsung ataupun khusus kepada
warga menimpa kedudukan Parik Paga dalam
melindungi kedisiplinan serta keamanan, pertemuan
tersebut bisa berupa tanya jawab ataupun dapat berupa
seminar.

Selanjutnya sosilisasi secara tidak langsung bisa
dicoba dengan metode mengaitkan Parik Paga tiap
terdapat aktivitas nagari, membuat selebaran menimpa
Parik Paga ataupun menghadiri warga buat

menanggulangi permasalahan yang dialami. Sosialisasi
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butuh di jalani demi tingkatkan pemahaman warga
dengan cara menyosialisasikan kedudukan kepada
warga di tiap peluang.

Pemerintahan nagari, Parik Paga serta warga
sepakat mengupayakan anggaran dana ataupun sarana
fasilitas serta prasarana yang lengkap lewat regulasi-
regulasi yang harus dirancang serta dilahirkan supaya
dana yang didapatkan baik itu dari dana nagari, APBD
ataupun dana dari pusat bisa dianggarkan buat dana
operasional ataupun pendapatan Parik Paga dalam
melakukan tugasnya.

Dan pula bisa dianggarkan demi lengkapnya
sarana fasilitas serta prasaran Parik Paga. Pembuatan
regulasi tentang pelanggaran- pelanggaran yang belum
diatur pada regulasi dikala ini butuh diciptakan supaya
pelanggaran- pelanggaran tidak terjalin lagi.Pemecahan
berikuthya merupakan butuh terdapatnya sesuatu
peraturan yang dituangkan pada peraturan- peraturan
yang terdapat supaya menguatkan kedudukan dan
warga dalam melindungi area sendir. terus menjadi baik
sesuatu peraturan hukum hendak terus menjadi
memungkinkan penegakannya. Kebalikannya, terus
menjadi tidak baik sesuatu peraturan hukum hendak

terus menjadi sukarlah menegakkannya.
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Upaya terakhir merupakan Parik Paga butuh
diberikan pelatihan buat tingkatkan kecerdasan
emosional dan kenaikan keahlian, kemampuan serta
karakter ke arah yang lebih baik. Sebab yang
melindungi kedisiplinan serta keamanan supaya
ditingkatkan  pengetahuan serta keterampilannya
dengan menjajaki pelatihan- pelatihan yang terdapat
baik yang diadakan oleh pihak kepolisian maupun
pihak pemerintah.

Pelatihan tidak cuma bertabiat psikis saja tetapi
buat raga pula dibutuhkan semacam bela diri serta yang
yang lain mengingat dari kedudukan Parik Paga yang
mewajibkan Parik Paga buat turun ke lapangan
menuntaskan secara langsung perkara yang sudah
terdapat tidak menutup mungkin Parik Paga hendak
memperoleh tekanan ataupun perlawanan dari pihak
yang bersengketa. Upaya ini dicoba diperuntukan biar
gerak dan langkah pelaksana kedudukan semaksimal
bebas dari tindakan- tindakan yang menyimpang.

C. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan

dapat disimpulkanperan Parik Pagabahwa pelaksanaan

peran Parik Pagajika dilihat dari metode penelitian
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diatas bahwa pemerintahan Nagari Kamang Mudiak
dan Parik Pagadalam melakukan sosilisasi ikepada
masyarakat dan kualitas sumber daya manusia Parik
Pagamasih kurang optimal.

Sikap masyarakat terhadap adanya Parik
Pagadan struktur parik pagaSudahdapat dikatakan baik
tapi tidak berjalan dengan sesuai strukturnya.
Berdasarkan pelaksanaan peran tersebut maka akan
mempengaruhi pelaksaan peran yang dilakukan oleh
Parik Pagaseperti sarana fasilitas serta prasarana,
anggaran dana serta regulasi ataupun ketentuan yang
lebih dominan adalah anggaran dana. Anggaran dana
mendominasi karena anggaran dana yang dianggarkan
untukParik Pagatidak ada sama sekali. Jadi ketika
anggaran dana itu ada maka kehadiran atau keaktifan
dari anggota Parik Pagatersebut akan tinggi namun
sebaliknya jika tidak ada anggaran dana maka akan
mengakibatkan Parik Pagayang pasif dalam Parik Paga.

Kemudian dengan adanya hambatan-hambatan
yang ditemui olehParik Paga dalam melaksanakan
perannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan
maka diperlukan sebuah upaya dalam mengatasi hal
tersebut yaitu menyosialisasikan Parik Pagakepada

masyarakat Nagari Kamang Mudiak, membuat regulasi
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atau aturan, dan mengadakan pelatihan untuk Parik
Paga. Implikasi penulisan artikel ini terhadap penelitian
lainnya adalah dapat membantu penelitian dalam
memahami apa sebenarnya yang melatarbelakangi
kurangnya pelaksanaan dari suatu organisasi keamanan
dan ketertiban yang ada di Nagari Kamang Mudiak.
Serta penelitian ini memberikan bantuan kepada
peneliti  lain  dalam  mengetahui = hambatan
dalammelaksanakan peran pada suatu organisasi serta
upaya dalam mengatasi hal tersebut.

Selain itu, seharusnya hambatan-hambatan parik
paga di Nagari Kamang Mudiak ditangani secara
bersama-sama dengan baik dari masyarakat maupun
pihak parik paga Nagari Kamang Mudiak.

. Saran

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan
dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada
kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu
penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya
pengetahuan penulis.

Oleh karena itu krittk dan saran yang
membangun dari para pembaca sangat diharapkan
sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Sehingga

bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang
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bermanfaat bagi banyak orang.Dan saran yang bisa
penulis berikan perlu adanya metode penilitian lebih
lanjut akan upaya peningkatan diskusi terhadap parik
paga Nagari Kamang Mudiak dengan masyarakat
sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi
terstrukturnya kegiatan parik paga Nagari Kamang

Mudiak dalam terjalannya kegiatan parik paga tersebut.
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Studi Analisis Terhadap Tanggungjawab Pemerintah
Nagari Malampah Pasca Bencana Gempa

Rika Putri
(Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh
M.Djamil Djambek) Bukittinggi, E-
Mail:putryrika?75@gmail.com)

Abstrak

Tanggungjawab itu kewajiban pemerintah yang harus di
laksanakan untuk masyarakat apakah sebelum bencana
terjadi maupun setelah pasca bencana itu terjadi. Peran
pemerintah daerah dalam tanggungjawab bencana alam
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adalah kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu
sistem yang di perlukan setiap daerah sebagai person yang
menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang.
Namun, saya berharap semua ini terlalu jauh,
mengakibatkan kerugian materi dan bahkan hilangnya
nyawa manusia sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak
dini sangat penting untuk lebih di tingkatkan lagi. Selain
pemerintah daerah, masyarakat juga berperan penting
dalam  ikut serta  memberdayakan  kehidupannya.
Mempengaruhi rasa aman dan harapan masyarakat yang
rentan terhadap risiko bencana. Kewenangan merupakan
ruh dari pelaksanaan otonomi daerah, tanpa kewenangan
yang di berikan oleh pemerintah pusat, otonomi daerah tidak
ada artinya, tidak ada yang bias di perbuat. Namun
kewenangan yang di berikan kepada daerah baik propinsi
maupun kabupaten/kota dalam perjalanan pelakanaan
otonomi daerah selalu berubah tidak semakin meningkat,
tetapi mengalami degradasi pemberian kewenangan. Artikel
ini di maksudkan untuk mencoba mengungkap tentang
kewenangan secara teoritis  di bandingkan  dengan
kewenangan yang di atur oleh Undang-undang Nomor 23
Thun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian
penulis ini menunjukan bahwa prilaku pemerintah dalam
tanggungjawab terhadap bencana alam Kabupaten Pasaman
Nagari Malampah setelah terjadi pasca bencana gempa.
Kata Kunci:Tanggungjawab Pemerintah Pasca Bencana
Gempa

A. Pendahuluan
Nagari adalah sebuah pemekaran dari Sumatera Bar
at, Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat
hukum vyang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
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, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dan d
ihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rep
ublik Indonesia. Nagari merupakan kumpulan dari beberap

a Jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang

sama. Nagari di pimpin oleh seorang Wali Nagari. Wali
Nagari ini di pilih dengan cara pemilihan umum dari
berbagai kumpulan orang dan masyarakat melalui
pemilihan wali nagari (Pilwana). Nagari merupakan unit
pemungkiman yang paling sempurna yang di akui oleh
adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan
mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri,
selain itu beberapa kelengkapan yang mesti di penuhi oleh
suatu pemungkiman untuk menjadi nagari di antaranya

adanya balai _adat, masjid serta di tunjang oleh areal

persawahan. Lima Komponen utama aliran adalah
berlebuh (jalan), bertapian (mandi), berlebuh (mandi),
(ruang pertemuan), masjid, ayunan (alun-alun).

Sebagai seorang pemimpin pemerintahan nagari,
Wali Nagari itu memiliki fungsi sebagai pengelola dari
setiap aktivitas dalam organisasi harus benar-benar tepat
agar tujuan organisasi yang telah di rencanakan dapat
tercapai secara maksimal. Karena semua aktivitas
organisasi tidak dapat di pisahkan dari kekuasaan untuk

tenaga manusia atau karyawan. Peranan pimpinan sangat
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penting untuk mengembangkan berbagai potensi sumber
daya manusia dengan organisasi agar mampu di
integrasikan secara efektif dan efisien dan jangan sampai
menyalahgunakan kewenangan. Di dalam nagari memiliki
perangkat nagari yang nantinya akan membantu wali
nagari tersebut untuk kemajuan maupun mengembangkan
masyarakat di daerah sana. Nah maka adanya di sebut
yaitu perangkat nagari, perangkat nagari ini secara garis
besarnya Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat Nagari, b. Kepala
Jorong, dan c. Pelaksana Teknis. Itu merupakan salah satu
dari perangkat nagari. Jadi di sini saya membahas
mengenai permasalahan kepala jorong karena kepala
jorong merupakan bawahan dari jabatan kepala nagari di
sisni saya menemukan sebuah permasalah yang tidak bisa
di biarkan begitu saja saya fikir bahwa kepala jorong atau
ada juga menyebut dengan nama wali jorong, kepala
jorong ini tidak bertanggung jawab atas amanah yang di
embannya dalam jabatan tersebut.Dalam pembentukan
suatu nagari sejak dahulunya telah di kenal dalam istilah
pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri
yaitu Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi
Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu.

Oleh karena itu, sistem pengelolaan pemerintahan daerah

224



Minang dimulai dari struktur yang terendah disebut
Taratak, berkembang menjadi Dusun, kemudian
berkembang menjadi. Apa yang menjadi
koto dan berevolusi menjadi nagari, yang di pimpin secara
bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan
biasanya di setiap nagari yang di bentuk itu minimal telah
terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut.
(Staf Ahli Bidang Dampak Sosial. 2008)

Kantor desa di jadikan pusat dari segala kegiatan
yang berada di desa seperti pada bidang pemberdayaan
terhadap masyarakat, pembangunan di lingkungan desa,
pemerintahan desa, ataupun pembinaan terhadap
masyarakat yang di adakan oleh kantor desa.
Keadaankantor dan Bahkan desa dan perangkat desa yang
layak, Dengan melayani masyarakat, setiap warga yang in
gin bertanyalayanandan mengurus surat menyurat menjadi
nyaman. Pembahasan pada artikel saya mengenai
bagaimana tanggung jawab jorong pemerintah nagari
malampah dalam melakukan pelayanan publik di Desa
malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman,
apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi
efektivitas kinerja jorong  pemerintah desa dalam
melakukan pelayanan terhadap masyarakat, serta upaya

apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
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Dan fokus dalam pembahasan yaitu mengenai efektivitas
kinerja jorong pemerintah dalam kesederhanaan, keadilan,
keamanan, kejelasan dan kepastian, keterbukaan, dan
ketepatan waktu. Serta mengetahui hambatan yang
mempengaruhi efektivitas kinerja jorong pemerintah desa
dan upaya yang di lakukan agar nagari pemerintah desa
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
maksimal. (Pramono, R. 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapa efektif  kinerja jorong nagari malampah
pemerintah desa delam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, mengetahui faktor-faktor penghambat yang
mempengaruhi  kurangnya efektivitas kinerja jorong
pemeritah desa sehingga masyarakat belum mendapatkan
pelayanan yang maksimal, dan upaya yang di lakukan
untuk meningkatkan efektivitas nagari pemerintah desa
agar masyarakat juga mendapatkan peningkatan
pelayanan. Kewenangan sering di samakan dengan
kekuasaan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan
istilah  kewenangan, demikian pula sebaliknya.
Kewenangan bahkan sering juga disamakan dengan
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan
dalam arti "pesta". Untuk memerintah dandi

perintah”(penguasadanpenguasa) Berdasarkan pemahaman
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dalam hal ini, mungkin ada kekuasaan yang tidak ada
hubungannya dengan hukum. Tidak ada kekuatan di sebut
"pencocokan noda" mengacu pada hukum Henc van
Maarseven, Max Weber menyebut kekuasaan yang
berkaitan dengan hukum otoritas rasional atau otoritas
rasional. Hukum,, yakni wewenang yang berdasarkan
suatu sistem hukum ini di pahami sebagai suatu kaidah-
kaidah yang telah di akui serta di patuhi oleh masyarakat
dan bahkan yang di perkuat oleh negara. pemerintahan
yang ada di nagari malampah itu pemerintahannya kurang
efektivitas seperti semestinya di karenakan masyarakat
beranggapan bahwa departemen ataupun staf dari wali
nagari tersebut tidak menjalankan amanah atau tanggung
jawab mereka dengan baik salah satu dari hal mencolok
dari permasalahan ini yaitu jorong yang ada di salah satu
nagari pemerintahan wali nagari malampah. Bahwasanya
jorong ini tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
sebagai  jorong, dengan semena-menanya  Ssaja
meninggalkan tanggung jawab yang telah di embannya
dengan berbagai syarat maupun konsekuensi dalam
menerima jabatan tersebut.

. Metode Penelitian

Selanjutnya sumber data yang di gunakan adalah

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.
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Sumber data primer merupakan sumber datayang di
temukan secara langsung dengan melakukan wawancara
juga memakai data sekunder, sumber data sekunder
merupakan asal data yang langsung. Data sumber data
sekunder ini terdapat melalui buku literature (Sugiyono,
2011)

Setelah itu metode pengumpulan data di gunakan
adalah observasi yang berarti metode pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap fakta yang tampak
objek penelitian (Abu Ahmad, 1997). Kemudian metode
wawancara dengan informan-informan yang dapat
memberikan informasi mengenai penelitian.

Sesudah seluruh data terkumpul. Di lakukan
analisis data secara kualitatif dengan menggunakan
metode deduktif. Sejak dari dasar yang bersifat umum
untuk dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil
suatu kesimpulan yang khusus dari penelitian (Bambang
Sunggono, 1993).

. Pembahasan

Setelah pasca bencana gempa terjadi masyarakat
kabupaten pasaman nagari malampah sangat terpukul
dengan keadaan yang menimpa, sebab sebulan kurang
lebihnya akan menempuh hari raya id fitri, di mana hari

tersebut merupakan hari besar bagi kita semua hari kita
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akan senang dalam menantikannya, namun berbeda
dengan nagari yang telah terjadi bencana pada tahun ini
terjadinya bencana gempa ini masyarakat sangat down
apalagi di beberapa kampung ada yang terkena dampak
lumpur yang membuat warga di sekitar sana ada yang
tertimbun dan ada yang luka-luka. Akibat pasca bencana
gempa di Kabupaten Pasaman Kecamatan Tigo Nagari,
Nagari Malampah mengalami keparahan yang sangat
buruk juga dan memiliki banyak korban luka-luka ringan
sekitar kurang lebih 76 orang dan yang luka berat 10 orang
dan yang meninggal ada sekitar 8 orang dan ada jenazah
tidak di temukan karena tertimbun lumpur setelah pasca

bencana gempa. (Ateng Syafrudin, 2000).

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Nagari

Tugas dan fungsi dari Wali Nagari sendiri yaitu;
Menyelamatkan = pemerintah  Nagari  berdasarkan
kebijakan yang di tetapkan bersama Badan
Musyawarah, Mengajukan rancangan peraturan Nagari,
Menetapkan peraturan-peraturan yang telah
mendapatkan persetujuan bersama Badan Musyawarah,
Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari
mengenai APB Nagari untuk di bahas dan di tetapkan
bersama BAMUS, Membina kehidupan masyarakat

229



Nagri, Membina ekonomi Nagari, Mengordinasikan
pembangunan Nagari secara partisipatif, Mewakili
Nagarinya di dalam dan luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dan
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (Website resmi  Kenagarian
Malampah).

Adapun tugas dan fungsi Sekretaris Nagari;
Tugas Pokok: Membantu Wali Nagari dalam
mempersiapkan dan melaksanakan administrasi Nagari,
mempersiapkan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari.  Fungsi:
Dokumen. Naskah, Manajemen Korespondensi, Arsip,
Ekspedisi. berurusan dengan hal-hal umum seperti,
pengelolaan peralatan desa, penyediaan peralatan desa
dan prasarana kantor, Persiapan rapat, pengelolaan aset,
inventaris, perjalanan dan pelayanan publik. Menangani
masalah keuangan seperti mengelola manajemen
keuangan dan mengelola sumber daya. Tinjauan neraca
dan manajemen keuangan Pendapatan Wali Nagari,
Nagari Aparatas, Bams dan Lembaga Negara Nagari
lainnya. Melaksankan urusan perencanaan seperti

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
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desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusun laporan.

Seterusnya tugas dan fungsi dari Kepala Urusan
Umum dan Perencanaan; Tugas Pokok: Membantu
Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi
umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris
kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan dan
laporan. Fungsi: Tata Naskah, Administrasi Surat
Menyurat, Arsip, Ekspedisi, Penataan Administrasi
Perangkat Nagari, Penyediaan Prasarana Perangkat dan
Kantor, Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset,
Inventarisasi, Perjalanan Dinas, Pelayanan Umum,
Menyusun Apb Nagari, Inventarisir Data-Data
Pembanguna, Monitoring dan FEvaluasi Program,
Penyusunan Laporan.

Adapun KAUR Keungan pemerintah nagari;
Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Nagari dalam
melaksanakan pengelolaan sumber pendaptan Nagari,
pengelolaan administrasi keuangan Nagari dan
mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari.
Fungsi: Administrasi Keuangan, Administrasi Sumber
Pendapatan dan Pengeluaran, Verifikasi Administrasi

Keuangan, Administrasi Keuangan Pengahasilan
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Nagari, Bamus dan Lembaga Pemerintahan Nagari
Lainnya (Website resmi Kenagarian Malampah).

Jadi ini ialah tugas dang fungsi dari pada KAUR
Pemerintahan yaitu; Tugas Pokok: Membantu Wali
Nagari dalam melaksanakan pengelolaan administrasi
kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari,
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan,
kebijakan dalam penyusunan produk hukum Nagari.
Fungsi: Tatapraja Pemerintahan, Menyusun Rencana
Regulasi Nagari, Pembinaan Masalah Pertahanan,
Pembinaan Masalah Ketentraman dan Ketertiban,
Upaya Perlindungan Masyarakat, Kependudukan,
Penataan dan Pengelolaan Wilayah, Pendataan dan
Pengelolaan Profil Nagari, Melaksanakan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagara,
Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan,
Sosialisasi serta Motivasi Masyarakat di Bidang
Budaya, Ekonomi, Politik , Lingkungan Hidup,
Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga dan
Karang Taruna. Melaksanakan Penyuluhan dan
Motivasi terhadap hak dan Kewajiban masyarakat,

Pelestarian  Nilai  Sosial Budaya Masyarakat,
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Keagamaan, dan Ketenaga Kerjaan (Website resmi
Kenagarian Malampah).

Seterusnya Administrasi Pemerintahan Nagari
yaitu; Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembuatan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Nagari
yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar
mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalnya
menghentikan atau mengurangi beban biaya rumah
sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, di
gratiskan bagi warga Nagari yang memerlukan. Dalam
perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu
Multiguna, Kartu ini dapat di gunakan oleh satu
keluarga yang di wakili oleh Wali keluarga sebagai
Lalu Lintas, Surat Keterangan Lalu Lintas, Surat
Keterangan NTCR, Surat Pengantar Pernikahan, Surat
Keterangan Naik Haji, Surat Keterangan Domisili,
Surat Keterangan Pengantar Kepolisian, Surat
Keterangan Pindah, Surat Keterangan Lahir/Mati, Surat
Keterangan ke Bank dan lain-lain, Surat Keterangan
Pengiriman Wasel, Surat Keterangan Jual Beli Hewan,
Surat Keterangan Izin Keramaian, Pengenaan Pungutan
atas Transaksi Jual beli Jual beli tanah rumah di

kenakan dari harga transaksi jual beli dan di kenakan
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kepada pembeli atau penjual, Pengenaan pungutan atas
transaksi jula beli tanah rumah di kenakan dari harga
transaksi jual beli dan di kenakan pembeli atau penjual,
Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu, Tarip
pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana
dan BUMdes; dan, Perusahaan PY/CV atau pemborong
tanah rumah di kenakan dari harga transaksi jual beli
dan di kenakan kepada pembeli atau penjual,
Pengenaan pungutan atas transaksi jula beli tanah
rumah di kenakan dari harga transaksi jual beli dan di
kenakan pembeli atau penjual, Surat Keterangan
Tebang Kayu/Bambu, Tarip pengenaan pungutan
pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan,
Perusahaan PY/CV atau pemborong dan sejenisnya dari
jumlah anggaran.

Adapun tugas dari fungsi Wali Jorong di
pemerintah Nagari yaitu; Tugas Pokok: Membantu
pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam wilayah
kerjanya, Melakukan pembinaan dalam rangka
meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat,
Melakukan kegiatan penerangan tentang program
pemerintah kepada masyarakat, Membantu Wali Nagari
dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di

wilayah kerjanya, dan Melaksanakan tugas lain yang di

234



berikan oleh Wali Nagari. Fungsi: Melakukan
koordinasi terhadap Nagari, pelaksanaan pembangunan
dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun,
Melakukan tugas di bidang pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan yang menjadi
tanggungjawabnya, Melakukan usaha dalam rangka
meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong
masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian,
Melakukan fungsi-fungsi lain yang di limpahkan oleh
Wali Nagari (Website resmi Kenagarian Malampah).
Selanjutnya ini yang terakhir yaitu Badan
Musyawarah Nagari, yang mempunyai tugas dan fungsi
menklemkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari,
menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakta, yaitu;
tugasnya: Memeriksa rancangan peraturan Nagari
bersama Wali Nagari, Melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan peraturan
Wali Nagari, Mengusulkan, pengangkatan dan
pemberhentian Wali Nagari, Membentuk panitia
pemilihan Wali Nagari, Menggali, menampung,
menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, Menyusun tata tertib BAMUS. Fungsinya:
Memastikan keterangan pada pemerintah Nagari,

Menyatakan pendapat Kewajiban, Mengamalkan
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pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala
peraturan perundang-undangan, Melaksanakan
kehidupan  demokrasi dalam  penyelenggaraan
pemerintah Nagari, Mempertahankan dan memelihara
hukum nasional serta keutuhan NKRI, Menyerap,
menampung, menghimpun dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat, Memproses pemilihan Wali
Nagari, Mendahulukan kepentingan umum di atas
kepentingan sendiri, Organisasi, Menghormati nilai
sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat,
Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga kemasyarakatan (Website resmi

Kenagarian Malampah).

. Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Nagari
Malampah Pasca Bencana Gempa

Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana aja
atas kehendak Tuhan (bencana alam) Hal yang sama
berlaku untuk bencana buatan manusia yang di buat
oleh tindakan yang tak bertanggungjawab. Indonesia
Ini termasuk negara-negara yang masih berjuang untuk
mengatasi hal-hal seperti itu. Indonesia mempunyai
Sumber Daya Alam yang beraneka ragam dengan

iklim Tropis. bencana umum banyak hal yang terjadi di
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Indonesia seperti musim hujan, banjir dan musim
kemarau kebakaran lahan, gempa bumi, tsunami dan
bencana lainnya akan datang. terlepas dari kehendak
Tuhan salah satu penyebab bencana tersebut adalah
kesiapsiagaan bencana yang buruk. Anda harus secara
aktif terlibat dengan komunitas. Oleh karena itu,
masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dengan
manajemen bencana untuk mengurangi risiksebuah
bencana yang akan datang. Sebenarnya, mitigasi bisa
dimulai dari individu anda mulai dengan seorang
individu, dan itu menjadi lebih karena Anda dapat
memindahkan massa. Hal ini sangat penting karena
kesadaran adalah yang paling penting. tanpa itu
Pemerintah tidak dapat berfungsi dengan lancar tanpa
kepercayaan untuk menjaga kesejahteraan lakukan
pencegahan bencana. BNPB adalah di temukan
menunjukkan  beberapa pengetahuan  tentang
masyarakat dan bahwa itu ada kesadaran yang tinggi di
perkotaan. tapi tidak di pinggiran kota warga sekitar
belum siap. (Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang)
Ada beberapa pendapat dan isu tentang
pencegahan bencana yang terjadi di Indonesia
Propaganda. Dan situasinya berbeda di setiap wilayah,

dan kasus yang berbeda terjadi juga berbeda. Di satu
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sisi, beberapa orang sekarang memiliki rasa kesiapan
bencana, tetapi pemerintah tidak memiliki cukup
anggaran kesediaan. Karena bencana memang dapat
ditanggulangi baik melalui fasilitas maupun mentalis
individunya, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa
beberapa bencana alam yang tidak dapat di acuhkan
karna itu adalah kehendak Tuhan. Lalu, Jika Anda tidak
memiliki cukup anggaran, bagaimana keadaan
masyarakat setelah gempa? Sementara itu, pemerintah
berusaha membantu masyarakat menjadi masyarakat
yang tahan bencana dengan menghimbau Bahkan
Pengetahuan Tahun 2018 BNPB juga menerbitkan
panduan kesiapsiagaan bencana Ramah keluarga
dengan akses online melalui serangkaian program
untuk meminimalkan risiko bencana. Panduan ini tidak
hanya memberi tahu Anda kapan Anda harus
melakukannya sebelumnya dan standar minimum
peralatan untuk perlindungan sipil serta setelah bencana
mereka perlu mempersiapkan. Peralatan ini akan
membantu Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda
sendiri. Sebuah keluarga yang terisolasi oleh bencana.
Usaha pemerintah tersebut akan sia-sia jika masyarakat
tak mau bekerja sama dan acuh terhadap mitigasi

bencana ini Persepsi dan Isu tersebut tidak boleh di
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abaikan, tapi harus menjadi motivasi kita menjadi
masyarakat yang Itu menjadi lebih baik pada awalnya.
Masyarakat tidak bisa menyerahkan segalanya dengan
mudah kepada pemerintah. Pola pikir ini harus diubah
menjadi komunitas, bergandengan tangan. Bekerja
berdampingan untuk menciptakan masyarakat yang
tangguh terhadap bencana. Tidak hanya itu saja,
masyarakat harus mampu mulai berusaha mengurangi
dampak bencana dengan mengedukasi diri sendiri dan
orang terdekat terlebih dahulu tanpa bergantung terus
kepada pemerintah. Ketika sudah selesai Masyarakat
sekitar juga perlu dilibatkan secara aktif dalam
penanggulangan bencana dan ini memegang peranan
yang sangat penting penting karena mampu mengatasi
bencana secara bersama-sama dan telah terbukti
menjadi bagian integral dari masyarakat Jepang negara
mana rawan terhadap bencana. Oleh karena itu,
masyarakat dan pemerintah perlu saling mendukung
Bergandengan tangan menghadapi bencana. dalam
kerjasama ini Kesiapsiagaan lebih siap untuk
membantu masyarakat bersiap menghadapi bencana.
Bampak bencana di masa depan. Komunitas tahan
bencana adalah fondasi dari upaya kami bencana

memang tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa
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diminimalisir. (Staf Ahli Mentri Bidang Dampak
Sosial. 2008)

Bencana gempa merupakan faktor yang dapat
mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Bencana
gempa bila di lihat dari penyebabnya, dapat di bedakan
sedikitnya menjadi tiga jenis, yaitu geologis,
klimatologis, dan ekstra-terestial. Jadi ini ialah bencana
gempa yang terjadi di Nagari Malampah, salah satunya
gempa bumi. Pencegahan bencana ini dengan
kumpulan kegiatan di implementasikan untuk
mengurangi atau menghadari risiko bencana melalui
pengurangan ancaman bencana dan kerentanan
masyarakat berisiko bencana. persiapan adalah
Serangkaian kegiatan yang di lakukan untuk
memprediksi bencana melalui organisasi dan organisasi
dengan cara yang tepat dan efisien. Akumulasi upaya
pencegahan bencana mengurangi risiko bencana
melalui  pembangunan  fisik dan  kesadaran
meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman
bencana. brainstorming atau diskusi di arahkan secara
individual kepada peserta pelatihan yang sesuai oleh
perwakilan sumber daya atau fasilitator pengalaman
atau pengetahuan tentang bahan yang di terapkan pada

lingkungan propaganda. Pemerintahan
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bertanggungjawab atas keselamatan warga atau
maupun masyarakat sekitar dengan cara kerja sama
karena masyarakat tersebut di karenakan, masyarakat
merupakan orang yang sangat berperan aktif untuk
penananggulangan bencana gempa yang telah terjadi
maupun waspada untuk bencana yang akan mendatang.
(Salim HS. dan Erlis Septiana Nurbani, 2014).
. Analisis Tentang Implementasi Peran
Tanggungjawab Pemerintah Nagari Malampah
Pasca Bencana Gempa

Bertanggungjawab terhadap pemerintahan itu
merupaka hal yang sangat siknifikan dan harus di
perhatikan selama seseorang dalam masa jabatan, apa
yang memebuat kurangnya tanggungjawab pemimpin
terhadap pasca gempa atau bencana alam. Yang di
temui di lapangan penyebab dari berkurangnya
tanggungjawab pemerintah terhadab pasca gempa atau
bencana alam ini yaitu pemerintahan yang telah
mengeluarkan dana sebelum terjadinya gempa telah
banyak melakukan perbaikan lingkungan bisa juga di
katakan dengan pelestarian lingkungan, mengambil
dana dari pemerintahan untuk hal yang tidak menjamin
akan kebaikan dari pemerintahan tersebut itu

merupakan salah satu faktor bahwa akan menyebabkan
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terhadap paska gempa atau bencana yang terjadi
membuat pemerintahan tidak tanggap terhadap
masyarakat yang terkena bencana tersebut sehingga
dari hal tersebut masyarakat akan beranggapan bahwa
pemerintahan tidak peduli dengan masyarakat yang
terdampak bencana itu sendiri. Pemerintahan nagari
malampah mengatakan bahwa bencana itu hal tidak
bisa di hentikan bahwa itu adalah takdir yang harus di
terima oleh kita semua meskipun dengan keadaan siap
atau tidak siap sekalipun, pemerintahan di dalam
perspektif pemikirannya pemerintahan terkadang hanya
mementingkan kepentingan sendiri saja, sebagai
perangkat nagari di karenakan memiliki faktor
penyebab  tidak  bertanggungjawabnya  kepada
pemerintahan masyarakat nagari malampah maka akan
terbengkalailah hak yang harus di dapatrkan oleh
masyarakat tersebut supaya lebih efektivitas dan
efisiensi maka pemerintahan masyarakat nagari
malampah harus bertanggungjawab dengan semestinya
dalam memerintah baik itu dari awal sampai adanya
sesuatu yang terjadi seperti hal yang telah terjadi pada
hari Jum’at 22 Februari 2022. Dari penjelasan di atas
mengakibatkan kondisi geologis daerah terdampak

gempa bumi, kejadian gempa bumi tersebut telah
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mengakibatkan bencana di kabupaten pasaman yang
secara umum di susun oleh kuarter yaitu endapan
gunung api dan avualium yang telah mengalami
pelapukan, karena pada dasarnya batuan-batuan
tersebut bersifat lepas, lunak, urai, dan belum
terkonsolidasi ~ (unconsolidated)  sehingga rawan
terhadap guncangan gempa bumi. (Perka BNPB 04/08).

Penyebab bahwa dalam pemerintahan tersebut
terjadi kurangnya tanggungjawab pada masyarakat bisa
di lihat dari hal-hal yang sangat penting untuk syarat
seseorang dalam meminpin jika dari hal ini tidak
terlaksanakan maka  untuk  kemajuan dan
tanggungjawab dalam memerintah akan berdampak
buruk bagi masyarakat seperti yang terjadi di masa
pasca bencana yang terjadi di kabupaten pasaman, di
karenakan tanggungjawab merupakan pondasi untuk
sebuah kemajuan untuk yang mendatang jika kepala
dalam pemerintahan saja goyah maka masyarakat akan
berantakan dalam pengemabangan. Di bawah ini ialah
ialah faktor yang sangat penting dalam pemerintah
daerah tanpa terkecuali untuk siapa pun yang
meminpin, kepemimpinan merupakan salah satu faktor
yang sangat penting dalam suatu Karena sebagian besar

kesuksesan adalah organisasi Kegagalan suatu

243



organisasi ditentukan oleh pemimpin organisasi dan
karakter pemimpinnya kalimat teratas memiliki
pengertian yang meliputi kalimat-kalimat berikut:
Membangun, mengarahkan, atau mengatur,
mengarahkan, menunjukkan, atau mempengaruhi.
Menjadi pemimpin itu tidak mudah dan setiap
pemimpin masing-masing tidak akan mempunyai
kesamaan, baik karakter pemimpin yang dimiliki,
ataupun cara pemimpin dalam menjalankan ke-
pemimpinannya. Berikut ialah Karakter yang harus
dimiliki seorang pemimpin. apakah kamu punya stan?
Sikap tegas sebagai pemimpin. Mudah terpengaruh
oleh perkataan orang lain. Seorang pemimpin dengan
posisi yang kuat Menjadi pemimpin yang bertindak
sesuai dengan visi dan tujuan Anda tanpa dipengaruhi
oleh siapa pun orang-orang di sekitarnya. Sebagai
manajer, Anda harus membuat keputusan. Tindakan
saat menggunakan karakter itu pada dirimu sendiri
Bawahan/karyawan Anda bertanggung jawab penuh
yang Anda berikan. Kejujuran Karakter kepemimpinan
yang jujur sangat penting dalam kepemimpinan.
Karakter pemimpin yang baik harus selalu jujur dengan
anggota tim dan pelanggan, apa pun risikonya. apa

yang telah dialami pemimpin, apakah itu kerugian atau
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keuntungan yang dia alami pemimpin. Sebagai
pemimpin harus bisa memiliki sikap yang terbuka
dalam setiap kondisi yang dialami, justru dengan Anda
bersikap seperti itu, justru akan mempererat relasi
Anda, dan dengan begitu Anda dapat Dapatkan
pendapat yang mungkin membantu Anda keluar dari
situasi Anda saat ini. Keadilan: Sebagai seorang
manajer, keadilan sangat penting di butuhkan untuk
kepemimpinan Anda. Karakter pemimpin yang tidak
memihak membuat semua perbedaan karyawan Anda
merasakan keadilan yang Anda tunjukkan kepada
mereka. Jangan disana Kecemburuan sosial di antara
karyawan yang dapat menyebabkan kelancaran bisnis
yang sedang berjalan kamu hidup Seorang pemimpin
yang tidak memihak memahami dan mengetahui jenis
pekerjaan apa yang sesuai sesuai dengan kemampuan
masing-masing karyawan. Dengan karakter pemimpin
yang adil, pemimpin dihargai dan lebih di hargai
Menghormati karyawan. Intelektual; sebagai seorang
pemimpin, Anda harus memiliki Pengetahuan yang
luas, karakter pemimpin seperti itu adalah suatu
keharusan. karena, Manajer, Anda harus
menyampaikan pengetahuan Anda kepada setiap

karyawan. Dan ajari mereka pengetahuan yang
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mungkin belum mereka pahami. Bisa Tetap tenang
dalam situasi apapun. Tentu saja, di dunia bisnis, semua
pemimpin melakukannya Saya merasakan saat-saat
ketika saya mengalami pasang surut dalam membangun
bisnis. Dalam situasi seperti itu, kepribadian pemimpin
tenang tentang situasi seperti itu Penting. Komunikasi
yang baik; membangun komunikasi yang baik adalah
karakter kepemimpinan yang harus berlaku bagi
seluruh karyawan. Dengan Anda sering berkomunikasi
dengan karyawan Anda, maka akan lebih
mempermudah karyawan Anda untuk mengerti akan
maksud dan tujuan yang Anda berikan. Orang yang
Bertanggung Jawab; Manajer yang Bertanggung Jawab
Dan mentalitas adalah sesuatu yang harus diterapkan
pada setiap karakter dalam diri seorang pemimpin.
Sebagai Eksekutif harus bersedia menerima risiko yang
mungkin timbul dalam bisnis saat ini lari. Dan dalam
situasi seperti itu sikap tanggung jawab ini di perlukan
dengan pemimpin. Inspirasi: Sebagai seorang
pemimpin, Anda juga harus menginspirasi Kepribadian
manajer yang merangsang memiliki dampak positif
pada setiap karyawan Anda dapat langsung memotivasi
bawahan anda seperti orang lain yang mendengarnya,

ini adalah praktik bisnis yang sukses harus meniru.
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Kepercayaan; Kualitas Kepemimpinan Diperlukan
untuk Menjadi Pemimpin yang Efektif cukup percaya
diri untuk diikuti oleh orang lain dan rekan Kkerja
memesan. Kirim sendiri jika Anda tidak yakin dengan
keputusan dan kualitas Anda Empati Anda Tidak
Pernah Mengikuti Diri Sendiri; Berempati dengan
Bawahan Anda Semua karyawan adalah pemimpin
yang peduli karyawannya. Manajer harus memiliki
tingkat kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan kerja
mereka lingkungan. Perhatian khusus harus diberikan
pada kondisi karyawan masalah yang dialami karyawan
merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Mencoba
memahami  kondisi bawahan adalah semacam
kepedulian pemimpin melawan mereka. (Staf Ahli
Mentri Bidang Dampak Sosial. 2008).

Dari penjelasan faktor dari karakter atau syarat
sebagai pemimpin di atas merupakan hal yang harus
ada pada diri pemimpin jika hal tersebut tidak ada maka
pemerintahannya akan hancur sendiri, dan jikalau
faktor itu tak terlaksanakan maka di situlah akan terjadi
kurangnya tanggungjawab seorang pemimpin pada
rakyatnya sendiri, dan pasca gempa ini nampaknya dari
pemimpin tidak terlalu melek terhadap bencana yang

telah terjadi pada masyarakat tersebut, contohnya saja
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ketika terjadinya bencana jorong seseorang yang yang
jangkaun tamgan wali nagari malampah sendiri tidak
ada kabar maupun ceritanya setelah terjadi bencana
gempa dan sebelum terjadinya gempa pun jorong orang
di percaya kan wali nagari dan masyarakat pun tidak
ada kabarnya sampai-sampai waktu pun berlalu sama
tidak ada kabarnya, itu merupakan hal yang sangat
buruk melarikan diri tanpa ada kabar dan penjelasan
untuk warga yang hiruk pikuk mengenai hal tersebut itu
adalah perbuatan yang sangat tidak patut untuk di
lakukan karena keteladana adalah kunci untuk
kesuksesan.

Jika di lihat dari kinerja pemerintahan nagari
malampah setelah gempa dan di bandingkan saja
dengan pemerintaha sebelum bencana gempa terjadi
maka itu bisa di katakan berbanding balik mengapa
begitu di karenakan bahwa sebelum terjadi bencana di
nagari pemerintahan malampah ini tudas dari
pemerintahan itu ada seperti penataan penduduk, dan
pembangunan untuk masyarakat ada banyak lagi yang
lainnya. Sebelum terjadi ada banyak kegiatan yang di
lakukan pemerintahan untuk warga masyarakat namun
setelah terjadinya bencana gempa atau pasca gempa itu

tidak lagi di lakukan pada masyarakat, di mungkinkan
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ada hal-hal yang harus di lakukan entah pemerintahan
yang kurang tahu dengan rakyat yang ada di seluruh
kepemimpinan mereka ini. Terjadinya gempa pada hari
jum’at tanggal 22 februari 2022 ini sangat membuat
masyarakat kabupaten pasaman sangat syok dengan
keadaan yang telah menimpa mereka, dari bencana
pasca gempa tersebut mereka sangat kwatir dan was-
was dengan kehidupan yang akan di jalani kedepannya,
dari pasca gempa itu saya juga ada bercerita dengan
masyarakat dan berbincang-bincang dengan warga di
sekitar lingkungan saya yang dekat bahwa mereka
merasakan hal yang sangat membuat mereka ini terus
waspada dengan keadaan yang telah menimpa mereka
itu, mereka juga mengatakan bahwa dunia ini tidak
akan lama lagi ini sangking takut dengan keadaan yang
telah menimpa masyarakat kabupaten pasaman. (Rusadi
Kantaprawira,1998)

Dari kejadian tersebut dari salah satu kampung
yang ada terjadi gempa sekaligus adanya lumpur
lapindo yang mengakibatkan korban yang terbawa
lumpur tersebut ada yang tidak di temukan dari
keajadian itu, ada beberapa rumah yang tertimbun oleh
lumpur lapindo tersebut mengakibatkan para warga

pengungsi untuk menyelamatkan diri mereka masing-
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masing. Ada yang pergi mengungsi di ke kantor camat
dan mengunjungi tempat tang tinggi supaya tidak
terbawa lumpur padahal sedang gempa itu merupakan
hal bisa di katakan sangat berbahaya untuk para warga,
namun dari pengungsian yang di lakuakan masyarakat
ada yang mendapatkan ketidak nyamanan yang di
terima dari pemerintah dan dari warga dekat yang
tinggal di sana bahwa mereka mengatakan pada warga
yang mengungsi itu hanya cara warga saja dan
mengatakan itu tidak terlalu serius hanya saja orang
yang berbicara sepertinya tidak merasakan apa yang
para warga pengungsi rasakan astaghfirullah rega sekali
namun dari pemerintahan pun diam saja dengan
keadaan warga yang sangat membutuhkan bantuan
tersebut. Selama pengungsian para warga ada yang
bertengkar gara-gara tidak mendapatkan bantuan dan
pembagian sembako dari bantuan instansi laen
pemerintah tidak mengatur untuk pembagian tersebut
seharusnya jajaran dari pemerintah membantu
masyarakat untuk membagi sembako supaya terbagi
sama rata dan tidak ada terjadinya pertengkaran yang

tidak di inginkan pada para warga.
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Untuk  memperoleh  kebenaran  penulis
melakukan wawancara dengan beberapa narasumber
yaitu:

Narasumber pertama, saya menanyakan kepada
Tokoh Agama, dengan pertanyaan “bapak bagaimana
pandangan bapak terhadap pemimpin (Jorong 04
Nagari Malampah) kita yang sekarang pak? “Tokoh
Agama menjawab”, kalau dari pandangan saya Kkita
sebagai umat manusia harus selalu mengingat dari
mana kita berasal dan untuk siapa kita akan kembali
untuk bencana ini kita harus sabar dengan segala
cobaan. Di karenakan pun manusia tidak lupiut dari
sifat salah dan dosa gagal dalam memerintah tidak
amanah dengan tanggung jawab itu semua merupaka
sifat yang manusia miliki kita sebagai umatnya ini
hanya tinggal menjalankan dan kemana arah jalan yang
kan kita bawa apakah itu jalan yang benar atau pun
jalan yang sesuai kita kebaikan menurut Kkita saja,
pemerintahan nagari malampah pun seperti itu dalam
suatu kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang
memang tidak bisa di tinggalkan dan tidak bisa di
biarkan begitu saja karena seorang pemimpin itu
mempunyai tanggungjawab yang pada masyarakat

baim itu yang telah terkena dampak pada pasca gempa
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atau pun yang tidak terkena dampak pada pasca gempa
ini itu adalah hal patut dan sewajarnya di lakukan oleh
pemerintahan, seperti saja adanya bantuan dari BNBP
Dan dari berbagai Universitas yang ini melalui
mahasiswa itu merupaka bahwa kita tidak sendiri dan
juga jangan merasa sendiri karena Kkita itu satu, selain
dari itu kita jangan pernah untuk meinggalkan sholat
apa lagi sholat lima waktu. “Lalu saya bertanya lagi
pada Tokoh Agama dengan pertanyaan apakah saran
bapak untuk pemerintah kedepannya pak”, “Tokoh
Agama menjawab” jadilah seorang pemimpin yang bisa
di percaya dan masyarakat beranggapan bahwa kamu
pantas untuk di perjuangkan selama pemerintahan yang
bisa makmur dan memiliki kemajuan yang baik dalam
pemerintahan, saya tidak banyak kata cuman berikanlah
yang terbaik untuk desa mu karena itu sebuah penantian
yang di tunggu warga ini, itu hal yang penting kita
sebagaimana di simpulkan dengan kata adat basandi
syara’ syara’ basandi kitabullah itu hal harus di ketahui
dan bukan sebatas untuk di ketahui saja. Terimakasih
banyak bapak telah bersedia wawancara dengan saya.
(Tokoh Agama Implementasi kerja pemerintah pasca

gempa, 2022).
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Wawancara yang kedua, Ketua Pemuda; saya
menanyakan “bagaimana tanggapan abang terhadap
pemerintahan pasca gempa ini bang? “Lalu Ketua
Pemuda menjawab” menurut sudut pandang kami
sebagai ketua pemuda di salaha tempat nagari
malampah ini, bahwa pemerintahan gercep dengan
kinerja dan tanggungjawab mereka namun dari itu
kinerja dari pemerintahan ini tidak sampai kepada
orang yang lebih membutuhkan kak. Dan saya bertanya
lagi dari tanggapan ketua pemuda ini. “Saudara,
bagaimana Anda bisa mengatakan mereka sudah tidak
memiliki siapa pun untuk membantu mereka? “lalu
ketua pemuda menjawab pertanyaan” memang mereka
yang di pemerintahan sudah membantu tetapi mereka
tidak melihat warga yang sangat membutuhkan
pertolongan dari pemerintahan ini tidak tanggap
terhadap hal tersebut bisa di katakan bahwa di
pemerintahan tersebut ada yang tugas yang tidak
terlaksanakan dan pemerintahan ini tidak semua tahu
kampung-kampung yang ada di wilayahnya. Kami dari
para pemuda berharap untuk kedepannya ini bahwa
pemerintahan harus kompeten dengan dengan tugasnya
gempa ini sangat meprihatinkan sebagian warga di

kampung sini kak, saya ini juga merasakan apa yang
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warga laen rasakan. “Jadi saya sebagai pewawancara
berkata” terus semangat bang, nanti abang bisa sama-
sama bangkit dengan warga di sini tegakkan kebenaran
bersama kami, terimakasih ya bang telah bersedia
menjadi  narasumber  saya. (Ketua  Pemuda
Implementasi kerja pemerintah pasca gempa, 2022)
Narasumber ketiga, saya mewawancarai Ibu
Deti, buk saya rika dari mahasiswa ingin bertanya-
tanya dan bisa di katakan wawancara bersama ibuk
mengenai bencana pasca gempa ini buk apakah ibuk
bersedia buk? “Lalu ibuk Deti menjawab iya boleh
nak” saya mengajukan pertanyaan yaitu “ menurut ibuk
deti apa pendapat itu terhadap pemerintah setelah
bencana pasca gempa pasaman ini buk”? “lalu ibuk deti
menjawab”, kalau pendapat ibuk ini nak kadang kita
sebagai bawahan ya harus menerima saja bisanya nak
meski bersuara namun tidak ada yang bertindak rasanya
tidak yang perduli dengan suara kita yang tidak di
anggap pedoman ibuk ini hanya orang biasa jadi siapa
lah yang akan mendengarkan orang seperti ibuk ini,
untuk pemerintah layanilah masyarakat dengan adil
berikan janji yang telah di di uacapkan sebelum di
angkat menjadi jabatan dalam pemerintahan itu jika

memang tidak bisa berlaku adil maka berikan hak
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kepada yang benar bahwa kami hanya ingin pemimpin
yang yang bertanggungjawab kepada warganya sendiri
bukan yang peduli dengan diri sendiri, begitu terjadi
bencana kepanikan yang kami rasakan di sini nak kami
merasa tidak akan ada yang baik-baik lagi, tapi
alhamdulillah masih ada yang baik. “lalu saya jawab
Percakapan kami adalah kata-kata kami tidak sendirian,
mengapa lebih banyak orang di luar sana jaga kami,
sepertinya kami melakukannya terjadi bencana mereka
pasti akan ada yang peduli sama kita kok buk”, ibuk
deti langsung menjawab iya nak kamu benar semoga
kedepannya kami di berikan selalu ketabahan dalam
menghadapi cobaannya ini nak, lalu saya menjawab
amiin buk semoga kita semua dalam lindungannya,
ibuk akan kembali bekerja ya buk, “lalu ibuk deti
menjawab iya nak“ lalu saya menjawab kalau begitu
ibuk silahkan lanjutkan pekerjaannya terimakasih untuk
waktunya ibuk ya”, iya nak sama-sama ibuk senang

4

bisa melepas perbincangan yang seperti ini. “ iya buk
sekali lagi terima kasih banyak buk, saya pamit dulu ya
buk assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
buk. (Ibu Deti Implementasi kerja pemerintah pasca

gempa, 2022)
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Dari wawancara penulis di atas dapat di ambil
kesimpulannya bahwa masyarakat atau para warga dan
orang yang berpengaruh di masyarakat pun di
simpulkan bahwa mereka ~mengatakan dalam
pemerintahan ini tidak mementingkan warga tetapi
pemerintah mementingkan kepada orang yang orang
pemerintah kenal dan dekat dengan mereka seperti
kerabat dekat mereka, bencana pasca gempa pun
pemerintah tidak melek dengan warga sehingga ada
pertengkaran di antara warga itu karena pembagian
sembako yang tidak merata itu menurut penulis sendiri
di karenakan kepala pemerintah yang tidak tegas
terhadap anggota maupun aparaturnya untuk datang
kepada warga dan bisa menbagi-bagi supaya rata itu
adalah tugas mereka yang sangat mulia juga kenapa
begitu di karenakan jika ada suatu keumunan pasti
butuh pencerahan maka seperti itulah pertimbangan
maka tidak ada lagi pertengkaran yang tidak doi
inginkan bagi kita masyarakat, karena dalam nagari ada
ada jorongnya maka fungsikan dengan sesuai
tempatnya jorong bisa di katakan orang yang lebih
dekat lagi dengan warga di sekeliling mereka karena
setiap beberapa kampung memiliki jorong yang

mewakili masyarakat untuk efektivitas masyarakat.
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D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Hubungan adalah suatu kesatuan masyarakat
hukum dengan batas-batas wilayah yang diakui.
Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat adat istiadat
setempat di akui dan di hormati sistem pemerintahan
NKRI. Pemerintah nagari adalah kepala nagari dan
perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan nagari. Begitu juag Jabatan dan
kekuasaan adalah dua media yang saling terkait.
Hubungan adalah suatu kesatuan masyarakat hukum
dengan batas-batas wilayah yang diakui. Mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat adat istiadat setempat diakui dan
di hormati. Kewenangan (authority) merupakan
seseorang yang memilki wewenang ataupun orang yang
menjalankan kekuasaan dan tentunya memiliki arti
penting dalam peran tersebut, salah satunya itu
menerapkan dan menegakkan hukum untuk ketaatan
yang pasti, untuk pemerintah untuk memutuskan dan
bahkan dalam segala aspek kewenagan adalah tindakan
dari kata yang bisa di  sebut sebagai

kekuasaan.Kewenangan itu satu hal kebanggaan yang
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di berikan untuk pemimpin bisa memerintah yang
dalam ranahnya. Bukan berarti bisa melakukan apa saja
yang pemimpin inginkan tetapi dalam suatu jabatan
maupun pemerintahan pasti ada aturan yang harus di
taati dan tentunya tidak boleh di langgar dan sebagai
pemimpin yang memiliki kewenangan maka itu adalah
hal yang istimewa bisa membawa masyarakat yang
lebih maju dan mengembangkan masyarakat itu sendiri
supaya warga atau masyarakat tersebut menstabilkan
perekonomian dan hal-hal yang belom terealisasi maka
bisa di laksanakan bersama-sama. Supaya jabatan
tersebut ada dampak kemajuan yang membuat warga
dan masyarakat berkemajuan yang akan membawa
perubahan dalam masa jabatan Kita.

Banyak pengalaman yang penulis ambil dari
permasalahan ini, bahwa di suatu pemerintahan itu
harus adil dan bijaksana karena apa di karenakan kita
itu adalah panutan untuk pemeritahan kedepannya
untuk masyarakat kita ini itulah keharusan untuk
berlaku adil dan mengayomi bagi warga kalau memang
tidak bisa berlaku adil maka jangan untuk mengambil
kebijakan yang berat itu akan membuat masyarakat
salah persepsi dalam pemerintahan tersebut. Korban

dari bencana gempa di kabupaten pasaman ini yang
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memiliki korban setiap bencana itu pasti di nagari
malampah korban luka-luka 49 orang dan yang tewas
tenggelam lumpur 7 orang 3 orang di temukan
sedangkan 4 orang sampai sekarang belom di temukan
itu terletak di kampung Durian Gampak pemerintahan
Nagari Malampah kabupaten pasaman, selama satu
minggu warga merasa tidak aman tinggal di kampung
sendiri di karenakan akan ada lagi gempa susulan yang
kita tidak tahu gempa susulan akan lebih besar dari
yang telah terjadi ini. Dan banyak rumah warga yang
ambruk di sebabkan gempa dan tidak memiliki tempat
tinggal lagi. Sebagai pemerintahkan berikanlah yang
terbaik untuk masyarakat yang yang telah terkena
dampak maupun yang tidak karena itu kewajiban

pemerintah untuk melayani.

. Saran
Dengan melihat kepada permasalah yang ada
maka penulis memberi saran sebagai berikut:

a. Kegiatan penelitian artikel penulis ini semoga bisa
sebagai referensi tambahan dan batu loncatan untuk
penelitian penulis yang selanjutnya, karena masih
banyak hal yang perlu di kaji dan di teliti untuk

kesempurnaan dan kebaikan.
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b.

Penulis melihat sarana dan prasarana yang ada saat
berada di Desa Nagari Malampah untuk memenuhi
kebutuhan Masyarakat di sekitaran setempat yang

cukup layak dan baik, setelah terjadi pasca gempa.

. Nagari Malampah itu terletak angat strategis patahan

kaki gunung yang ada 2 berdekat dengan gunung
talamau Kabupaten Pasaman Barat, dan bisa bisa
kapan saja akan terjadi lagi pergerakan gempa bumi
jadi, dengan demikian masyarakat Nagari Malampah
di harapkan lanjut mencari tambahan pengetahuan
tentang gempa buni. Agar masyarakat memiliki

kesipsiagaan yang lebih ketika terjadi gempa bumi.
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Abstrak
Artikel ini berjudul Eksistensi Bundo Kanduang di Nagari
Sitanang. Kajian ini berfokus pada bagaimana kehadiran
bundo kanduang tidak hanya sebagai ibu di rumah gadang
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tetapi juga ikut serta dalam lembaga pemerintahan nagari.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana kehadiran bundo kanduang dalam sistem
pemerintahan nagari. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data didapatkan dari
wawancara dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini
adalah bundo kanduang di Nagari Sitanang ini tidak eksis
dan aktif dalam pemerintahan nagari.

Kata kunci:Bundo kanduang, Peranan, Lembaga

A. Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau mempunyai satu tuntutan
hidup yang dikenal sebagai Adat. Adat merupakan suatu
aturan cara hidup yang disampaikan secara lisan dari
generasi ke generasi yang harus dipatuhi oleh seluruh
masyarakat dengan sanksi pelanggaran berupa sanksi
sosial dan denda sesuai tingkatan kesalahan yang
dilakukan. Aturan-aturan adat ini mengatur seluruh aspek
kehidupan, mulai dari aturan dalam lingkungan keluarga,
hubungan antara individu, perkawinan, harta warisan,
bermasyarakat dan pemerintahan. [ CITATION Sja02 \p
34 \I 1033 ] Berbicara tentang pemerintahan, di
Minangkabau memiliki sistem pemerintahan yang unik,
yakni sistem pemerintahan nagari. Dalam sistem
pemerintahan Nagari selain di pimpin oleh Wali Nagari
juga adanya suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan

pemerintahan seperti Bundo Kanduang. [ CITATION

263



Bundo Kanduang secara harfiah diartikan sebagai
Ibu Kandung, akan tetapi sebutan itu bukan hanya sekedar
sebutan saja. Bundo Kanduang di Minangkabau
dilambangkan sebagai limpapeh rumah nan gadang,
sumarak anjuang nan tinggi (rama-rama penghias rumah
gadang, semarak didalam kampung). [ CITATION
Pen86 \p 100\l 1033 ] Bundo Kanduang merupakan suatu
lembaga yang ikut serta berperan dalam nagari yang akan
menjadikan nagari menjadi maju dengan ilmu yang
dimilikinya, menjadikan perempuan Minang seorang yang
bermatabat, berilmu, dan berbudi tinggi.

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan
penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu
penelitian kualitatif deskriptif atau memberi gambaran
terhadap bagaimana bentuk eksistensi yang dilakukan
Bundo Kanduang terkait dengan pemerintah dalam
memajukan nagari Sitanang. Data dikumpulkan melalui
proses wawancara dan observasi lapangan.

. Pembahasan
1. Peranan Bundo Kanduang di Minangkabau
Bundo kanduang merupakan sosok yang mampu

membedakan yang baik dan yang buruk, termasuk yang
halal dan yang haram. Dengan kata lain, bundo

kanduang merujuk kepada perempuan yang sudah
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menjalankan perannya sebagai seorang ibu dalam
konteks adat dan budaya. Justru itu, bundo kanduang
haruslah berilmu danmempunyai sifat-sifat yang dapat
ditauladani dari perbuatan perbuatan lahiriah lainnya.
[ CITATION Hak78 \p 32\1 1033 ]

Sehubungan dengan itu, terlihat bahwa dalam
sistem matrilineal, bundo kanduang memiliki posisi
sentral. Hal ini sesuai dengan ungkapan pepatah
“umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak aluang
bunian”,[ CITATION Hak78 \p 1\l 1033 ]Pandangan
ini mengisyaratkan bahwa selain sebagai penerus garis
keturunan dan pembentukan kelompok keturunan,
bundo kanduang juga mempunyai kedudukan yang
sangat penting di rumah gadang, di antaranya memiliki
kuasa atas pengurusan harta pusaka keluarga dan kaum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh
pandangan[ CITATION Sya06 \p 54-56 \I 1033 ] yang
menyebutkan bahwa  perempuan  Minangkabau
memiliki kekuasaan. Selain dari itu, bundo kanduang
juga merupakan figur yang sangat menentukan dalam
kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau
kaum. Hal ini sejalan dengan pernyataan[ CITATION
Sya06 \p 54-56 \l 1033 ]bahwa sebagai perantara

keturunan, bundo kandung juga memiliki tugas pokok
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dalam membentuk dan menentukan watak anak yang
merupakan keturunannya.

Secara harfiah, bundo kanduang diartikan
sebagai “ibu sejati”,[ CITATION Hak78 \p 41 \l
1033 ]. Sebagai ibu sejati, bundo kanduang harus
memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan. Pengertian
ini sesuai dengan pandangan Sukmawati dalam Emelia
[ CITATION Suk96 \p 50 \l 1033 ] yang menyebutkan
bahwa bundo kanduang secara fungsional mengacu
kepada perempuan senior atau ibu utama dalam suatu
keluaga matrilineal Minangkabau, yang memiliki
kepribadian yang kuat, bijak dan adil, serta secara
mental maupun fisik mampu untuk membuat
keputusan-keputusan yang benar dan adil. Justru itu,
bundo kanduang merupakan figur yang sangat
menentukan dalam kehidupan moral dan martabat
sebuah keluarga atau kaum.

Menurut adat Minangkabau, bundo kanduang
memiliki posisi dan kedudukan sosial yang sangat
penting, yaitu: sebagai penerus keturunan, pewaris sako
dan pusako, penyimpan hasil ekonomi, pemilik rumah
(tempat  kediaman), dan penentu  keputusan
dalammusyawarah[ CITATION Hak78 \p 42 \l 1033 ]

Selain itu, bundo kanduang juga mempunyai beberapa
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tugas, yaitu:

a. Manuruik alue nan luruih.

b. Manampue jalan nan pasa.

c. Mamaliharo harato pusako.

d. Mamaliharo anak kemenakan.[ CITATION Hak78 \p
89\1 1033 ]

Dalam adat Minangkabau, bundo kanduang
diibaratkan sebagai “Limpapeh rumah nan gadang,
umbun puruak pegangan kunci, pusek jalo kumpulan
tali, hiasan dalam nagari, nan gadang basah batuah, kok
hiduik tampek banasa, kok mati tampek baniyaik,
kaunduang- unduang ka Madinah, ka payuang panji ka
sarugo”. Gurindam ini mengandung arti bahwa adat
Minangkabau memberikan beberapa keutamaan dan
pengecualian terhadap perempuan, sebagai bukti dari
kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada
bundo kanduang dan untuk menjaga kemuliaan dari
segala kemungkinan yang akan menjatuhkan
martabatnya. Ini berarti bahwa bundo kanduang
mempunyai kedudukan yang khas dalam adat
Minangkabau. Pepatah tersebut merupakan ungkapan
tentang keutamaankedudukan bundo kanduang.

Dalam masyarakat Minangkabau serorang ibu

mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat
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menentukan, Lambang “limpapeh rumah nan gadang”
merupakan lambang dari kedudukan seorang ibu yang
sangat penting. limpapeh artinya tunggaktuo dari
sebuah rumah gadang. Hal ini tercermin dari
penguasaan harta benda, sawah, ladang tanah dan lain
terletak di tangan ibu. [ CITATION Bas00 \p 60 \l 1033

] Hal ini sama dengan apa yang diungkapkan
oleh[ CITATION Pen861 \p 100 \l 1033 ] bahwa
limpapeh artinya tiang tengah dalam sebuah bangunan
tempat memusatkan segala kekuatan tiang-tiang lainnya
yang dihubungkan oleh alat-alat bangunan lainnya.
Apabila tiang tengah ini telah ambruk, maka tiang-tiang
lainnya akan ikut jatuh berantakan.

Mengenai hal tersebut dari jurnal yang saya
temui limpapeh menurut adat Minangkabau adalah
seorang Bundo Kanduang yang telah meningkat
sebagai ibu. Ibu adalah tempat meniru menauladan,
“kasuri tuladan kain, kacupak tuladan batuang, satitiak
namuah jadi lawuik, sakapa buliah jadi gunuang”.
Artinya bahwa ibu mempunyai tugas yang sangat berat
dalam membimbing anak-anaknya agar menjadi anak
yang berakhlak budi pekerti luhur. Sosok ibu adalah
cerminan bagi anak-anaknya seperti bunyi pepatah

berikut: “Kalau karuah aie di hulu, sampai ka muaro
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karuah juo, kalau kuriak induaknyo, rintiak anaknyo,
tuturan atok jatuah ka palimbahan”. Justru itu,
keturunan diambil dari keturunan ibu. Sistem keturunan
ibu ini mempengaruhi ruang lingkup yang lebih luas
dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya yang
senantiasa menghayati mustika yang terkandung di
dalam ajaran adat Minangkabau.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kaum ibu
( bundo kanduang ) adalah tiang kokoh dalam suatu
rumah-tangga dan tiang nagari, yang menentukan buruk
baiknya arah kehidupan suatu rumah tangga dan
masyarakat. Selain itu, kaum ibu adalah pendidik utama
dalam penghayatan budi luhur dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat.

Apabila disimak secara lebih mendalam, bundo
kanduang sebagai limpapeh rumah nan gadang
merupakan seorang ibu yang selalu mendidik anak-
anaknya secara baik dan harus menjadikan rumah
tangga dan keluarganya sebagai suatu lembaga
pendidikan pertama. Hal ini disebabkan oleh
pendidikan pertama kali diberikan oleh ibu. Bundo
kanduang dalam hal ini sangat menentukan corak dan
warna generasi yang akan dilahirkan di dalam rumah

tangga dan keluarga. Oleh sebab itu, seorang bundo

269



kanduang haruslah menjadi contah tauladan dan
memelihara sifat-sifat yang baik, antara lain:jujur,
cerdik, pandai berbicara, ramah tamah, sopan, santun ,
berbudi baik, dan malu.

Bundo kanduang sebagai umbun puruak
pegangan kunci menunjukan makna yang arif
bijaksana, hormat, khidmat, capek kaki ringan tangan
(tidak pemalas), memiliki sifat mulia, dan menjauhi
larangan terutama dalam memegang  kendali
perekonomian rumah tangga dan keluarganya.

Bundo kanduang sebagai pusek jalo kumpulan
tali memiliki makna bahwa sosok ibu memiliki posisi
sentral yang sangat menentukan keberhasilan anak di
masa yang akan. Oleh sebab itu, bundo kanduang harus
mempunyai ilmu pengetahuan. Penyataan ini sejalan
dengan pendapat [ CITATION Gay0O1 \p 6 \l 1033 ]
yang menyebutkan bahwa baik buruknya arah
kehidupan suatu rumah tangga dan masyarakat
ditunjukkan oleh seorang perempuan, yang dalam hal
ini adalah ibu. Menurutnya, kaum ibu adalah pokok
utama dalam penghayatan budi luhur dalam setiap
aspek kehidupan masyarakat, seperti: dalam bidang
pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.

Bundo kanduang sebagai sumarak dalam nagari,
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hiasan dalam kampuang mengandung makna bahwa
kehadiran wanita yaitu simbol dari keindahan, tidak
semata-mata dalam pengertian lahiriyah saja. Hal ini
sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa
“Kaum wanita adalah tiang rumah tangga dan negara,
kalau baik kaum ibu, baiklah rumah tangga, dan
negara” ( al- Hadits).

Bundo kanduang sebagai nan gadang basa
batuah memiliki makna bahwa sebagai lambang
kebanggaan dan kemuliaan suatu kaum. Dengan
demikian, bundo kanduang haruslah memahami dan
mengamalkan ajaran adat dan Islam.Salah satu ciri
yang dilekatkan pada masyarakat Minangkabau adalah
ciri masyarakatnya yang dinamis, yang memandang
suatu perubahan sebagai peristiwa biasa dan wajar-
wajar saja. [ CITATION Sai02 \p 184\l 1033 ] Hal ini
sesuai dengan ungkapan pepatahnya “sakali aie gadang
sakali tapian barubah” (sekali banjir, sekali tepian
mandi berpindah,sekali musim betukar, sekali cara
berganti). Artinya, orang Minangkabau menyadari
bahwa setiap pola yang berkembang dan dikembangkan
dalam kehidupan masyarakat memiliki daya lentur
terhadap perubahan. Ungkapan tersebut

mengisyaratkan bahwa sebenarnya perubahan pada
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kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial
yang wajar, karena setiap manusia mempunyai
kepentingan yang tak terbatas.

Adapun tiga golongan wanita menurut adat
adalah sebagai berikut: Begitu pentingnya peranan
wanita menurut adat, maka golongan wanita di
klasifikasikan menjadi tiga yaitu:

a. Simarewan

Oleh adat wanita simarewan ini digambarkan
sebagai berikut:“Bapaham bagai gatah caia, iko elok
sinan katuju, bak cando pimpiang di lereng nan bak
santano pucuak aru, kama angin inyo kakian, alun
dijujainyo lah galak, alun diimbau inyo lah datang,
nan bak balam talampau jinak sifat bak lipeh
tapanggang, umpamo caciang kapanasan. Nan
pancaliak bayang-bayang, nan panagak ditapi
labuah, lain geleang panokok asiang kacundang
sapiak. Tagisia labiah bak kanai, tasingguang labiah
bak jadi.”

“Elok baso tak manantu, kecek bak caro
mambaka bulua, suko bakato-kato cabua, mamakai
sifat sio-sio, tabiat caba di pakaian, duduak jo tagak
tak nan sopan, katonyo banyak kanan bukan,

rundiang banyak bakucikak, galak bak ibarat
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gunuang runtuah, tapuang jo sadah tak babeda, baiak
dimuko sanak family, indak barundiang jo
timbangan.”

Artinya wanita ini jauh dari tata sopan santun
dalam bertingkah laku.

b. Wanita mambang tali awan

“Wanita iko iyolah tinggi hati. Kalau
mangecek samo gadang,atau barundiang kek nan
rami sagalo labiah dari urang, tasambia juo bapak
sibuyuang basabuik juo bapak siupiak, nan sagalo
labiah dari urang baiak tantang pambalian nyo atau
tantang kasiah sayangnyo.”

“Malu jo sopan jauah sakali, duduak tagak
karajo sumbang baik di dalam tingkah laku atau
dalam parangai, suko bagaduah tangah rumah suko
bacakak jo urang kampuang, aduang siasah lah
pakaian dangki khianat lah parangai, aka buruak
pikiran salah gilo dimabuak angan-angan.”

“Raso pareso tak tapakai malu jo simpan
jauah sakali, tasingguang urang kanai
miyangnyo,baik ibarat baolok-olok bagai kancah
laweh arang, paham bak tabuang saruweh, capek
kaki tapi panaruang, ringan tangan tapi pamacah.”

c. Parampuan
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Wanita ini memiliki sifat terpuji menurut adat
memiliki kecakapan dalam pengetahuan. Kata adat:

“Adapun nan disabuik parampuan, tapakai
taratik dengan sopan mamakai baso jo basi, tahu di
ereang dengan gendeang, mamakai raso jo pareso,
manaruah malu dengan sopan, manjauahi sumbang
jo salah. Muluik manih baso katuju muluik manih
kucindan murah, baso baiak gulo di bibia.”

“Pandai bagaua samo gadang hormat kapado
ibu bapak, khidmat kapado urang tuo mamakai
dimaki samo gadang, takuik kapado Allah mamakai
parintah rasul.”

“Buliah ditiru dituladan kasurituladan kain,
ka cupak tuladan batuang meleleh buliah dipalik,
manitiak buliah ditampuang, satitiak buliah
dilawikkan sakapa dapek digunuangkan, iyo dek
urang nagari.”

Pribadi, perilaku bundo kanduang harus dapat
bermanfaat bagi orang lain, apa yang
disampaikannya, apa yang yang ia katakan bolehlah
diterima. Jika hanya meleleh boleh diambil dengan
telunjuk (dipalik), bila menitik boleh ditampung,
yang setetes itu boleh menjadi laut. Jika hanya

sekepal (segenggam) boleh dijadikan gunung,
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artinya manfaatnya akan besar sekali. Wanita
semacam inilah yang mendapat julukan “Bundo
Kanduang”.

Oleh sebab itu, sebagai orang Minang harus
menjaga bersama perilaku masyarakat, terutama
generasi mudanya membentengi akidah dan moral.
“Elok nagari dek penghulu, elok tapian dek nan
mudo, elok musajik dek tuangku, elok kampuang
dek bundo kanduang”. Bundo Kanduang ditinjau
dari pandangan agama maupun adat Minangkabau
dipandang mulia dan memegang fungsi yang penting
di dalam kehidupan masyarakat. [ CITATION
Pen861 \p 11 \l 1033 ] Selanjutnya, ada 6 macam
martabat Bundo Kanduang yang harus dijaga, yakni
sebagai berikut :

1) Ingek dan jago pado adat

Artinya adalah ingek di adat nan karusak,
jago di limbago nan ka sumbiang. Seorang Bundo
Kanduang haruslah selalu menjaga dirinya,
terutama dalam pergaulan antara perempuan
sesama perempuan, apalagi dengan laki-laki baik
famili maupun orang lain. Selalu hati-hati dalam
tingkah laku dan perbuatan umpama didalam

perjalanan, perkataan berpakaian, makan, minum,
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tempat diam, penglihatan dan sebagainya. Dalam
pergaulan harus berhati-hati jangan sampai
bergaul secara bebas, menjauhi sesuatu yang
bersifat sumbang sehingga dipandang salah
menurut adat dan agama sebagaimana bunyi
pepatah adat dalam pergaulan: Habih sandiang
dek bageso,habih miang dek bagisie, habih bisa
dek biaso, habih gali dek galitiak. Bila seorang
perempuan telah berbuat salah  menurut
pandangan adat dan agama, akan merusak nama
baik perempuan secara keseluruhan, karena adat
mengatakan: Sikua kabau bakubang, sado kanai
luLuaknyo, surang makan cubadak, sado kanai
gatahnyo.

2) Berilmu, bermakrifat, berfaham, ujud yakin
tawakkal pada Allah, artinya bahwa seortang
perempuan itu haruslah berilmu pengetahuan
terutama dalam bidang keperempuanan, taat
menyembah Allah, pandai bergaul, tidak
menyinggung perasan orang dan pandai
menyimpan reahasia.

3) Murah dan maha dalam laku dan perangai yang
berpatutan, artinya dalam pergaulan sehari-hari

perempuan itu harus ramah, rendah hati, tidak
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angkuh dan sombong baik sesama perempuan
maupun dengan laki-laki. Tetapi ada waktu mahal
yakni tidak suka dipermainkan oleh laki-laki
dibujuk dengan segala bentuk rayuan dan tipuan.
Selalu menjaga kehormatannya yang dibenteng
oleh sifat malu, sopan dan budi pekerti yang
mulia.

4) Kayo dan miskin pado hati dan kebenaran,
artinya kaya dan miskin hati bagi perempuan
menurut adat diukur dengan mungkin dan patut di
dalam pergaulan sehari-hari, hormat dan khidmat
kepada orang tua dan suami. Berbudi tinggi dan
mulia serta berwibawa terhadap kaum laki-laki
dan senantiasa dibentengi oleh sifat malu di
dalam dirinya. Miskin hati, seorang perempuan
akan berlaku tegas terhadap orang lain kalau tidak
di atas yang wajar dan benar, apalagi terhadap
laki-laki yang ingin mempermainkannya.

5) Sabar dan ridha, artinya seorang Bundo
Kanduang harus senantiasa bersifat sabar
terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungkan
rumah tangga dan keluarganya. Harus sabar dan
ridha atas segala cobaan yang terjadi dan jauhi

sifat pemarah.
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6) Imek dan jimek lunak lambuik bakato-kato,
artinya seorang Bundo Kanduang harus hemat
dan cermat, dikana laba dan rugi, dipikir mudarat
dan mufaat dalam awal membayang akhir, ingat
paham katagadai, ingat budi katajua, mamakai
malu dan sopan.

Bila keenam martabat Bundo Kanduang
tersebut di atas mampu dijalankan dengan baik,
maka bertemulah kata adat “Nak elok salendang
dunia, nak ulam pucuak manjulai, nak aie pincuran
tabik, sumuah dikali aie datang, pucuak dicinto ulam
tibo, nak cincin galang labuliah, dek halui kilek lah
tibo, dek kilek cahayo lah datang, kajadi sasi bungo
jo daun, adat bajalan sandirinyo”. Keenam martabat
Bundo Kanduang tersebut adalah acuan yang akan
jadi pedoman bagi para Bundo Kanduang khususnya
dan kaum perempuan umumnya. Acuan itu bukan
hanya untuk diri pribadi Bundo Kanduang saja,
melainkan untuk disosialisasikan kepada anak-
kemenakan dalam lingkup keluarga-kaum dan
masyarakat sekitarnya. Sosialisasi hendaknya
berlangsung secara terus- menerus dari satu generasi
kegenerasi berikutnya.

5) Lembaga-lembaga Pemerintahan di  Nagari
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Sitanang
Lembaga lembaga pemerintahan yang ada di
nagari Sitanang adalah sebagai berikut :

a. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.

Tugas dari Wali Nagari adalah
menyelenggarakan pemerintahan nagari,
melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan
masyarakat nagari, dan pemberdayaan masyarakat
nagari. Menurut Perda Kabupaten Agam Nomor 31
Tahun 2001 tentang Pemerintah Nagari pada pasal
13 ayat (1) Wali Nagari mempunyai tugas dan
kewajiban : memipin penyelenggaraan pemerintah
nagari, menjalankan urusan rumah tangga nagari,
membina kehidupan masyarakat nagari, memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari,
menggerakkan potensi perantau sebagai sumber
daya pembangunan nagari, membina perekonomian
nagari, mewakili nagari didalam dan diluar
pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya,

mengajukan rancangan peraturan nagari dan
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bersama BPRN menetapkannya sebagai peraturan
nagari. (Perda, 2011, hal. 8)

Menurut pasal 14 ayat (1) disamping
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Wali Nagari juga
mempunyai  tugas : melaksanakan  urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Nagari
dan tugas Pembatuan baik dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah;
menumbuhkan dan menggerakkan serta
mengembangkan semangat gotong royong atau
partisipasi masyarakat, (Perda, 2011, hal.11)

. Jorong Nagari adalah bagian dari lembaga nagari
yang berkedudukan dibawah nagari.

Menurut Perda Kab. Agam Nomor 31 tahun
2011 pada pasal 18 menyebutkan bahwa pada ayat
(1) Kepala jorong berkedudukan sebagai unsur
pelaksana wali nagari diwilayah kerjanya. Pada ayat
(2) Kepala jorong mempunyai tugas melaksanakan
tugas wali nagari diwilayah kerjanya. Pada ayat (3)
Untuk melekasanakan tugas sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) Kepala jorong mempunyai

fungsi: melaksanakan kegiatan pemerintahan,
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pembangunan dan pembinaan serta ketentraman dan
ketertiban diwilayah  kerjanya, melaksanakan
kebujakan wali nagari diwilayah kerjanya. (Perda,
2011, hal. 9)
. Bamus Nagari (Badan Musyawarah) adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari.
Menurut Perda Kab. Agam Nomor 5 Tahun
2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari
Bamus mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang
terdapat pada pasal bamus nagari mempunyai tugas :
menggali, menampung, mengelola, menyalurkan
aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah
bamus nagari, menyelenggarakan musyawarah
nagari, membentuk panitia pemilihan walinagari,
menyelenmggrakan musyawarah nagari khusus
untuk pemilihan walinagari antar waktu; membahas
dan menyepakati rancangan peeratyrannagari
bersama walinagari, melaksankan pengawasan
terhadap kinerja walinagari, melakukan laporan
keterangan penyelenggaraan pemrintahan nagari,
menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
pemerintah nagari dan lembaga lainnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diatur dalam
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ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 10 tentang penyelenggaraan
musyawarah nagari pada ayat (1) musyawarah
nagari diselenggarakan oleh bamus nagari yang
difasilitasi oleh wali nagari. Pada ayat (2)
musyawarah nagari merupakan forum
permusyawaratan yang diikuti oleh bamus nagari,
pemerintah nagari, dan unsur masyarakat nagari
untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pada
ayat (3) hal yang bersifat strategis sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan
musyawarah nagari, meliputi : penataan nagari,
perencanaan nagari, kerjasama nagari, rencana
investasi yang masuk ke nagari, pembentukan badan
usaha nagari, penambahan dan pelepasan aset
nagari. Pada ayat (4) unsur masyarakay sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : niniak
mamak, alim wulama, cadiak pandai, bundo
kanduang, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan,
perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok
pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan
kelembagaan nagari. (Perda, 2019, hal. 5)

d. KAN (Kerapatan Adat Nagari) merupakan suatu
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lembaga di dalam nagari yang mengurus dan
menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di
Minangkabau.

Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pada pasal 5
kelembagaan nagari terdiri atas : kerapatan adat
nagari, pemerintah nagari; dan peradilan adat nagari.

Menurut pasal 6 tentang nagari ayat (1) pada
setiap nagari dibentuk Kerapatan adat nagari sebagai
lembaga  permusyawaratan  tertinggi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ayat (2)
kerapatan adat nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan
niniak mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur
cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur
parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai
dengan adat salingka nagari. Ayat (3) kerapatan adat
nagari dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu
oleh dua orang wakil ketua yang diangkat atau
dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan adat
salingka nagari. Ayat (4) pembentukan, pemilihan
atau pengangkatan anggota, ketua dan wakil ketua
kerapatan adat nagari sesuai dengan adat salingka

nagari.
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Menurut pasal 7 ayat (1) tentang nagari,
kerapatan adat nagari mempunyai tugas sebagai
berikut : mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
nagari oleh kapalo nagari; membahas dan
menyepakati rancangan peraturan nagari tentang
anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Pada ayat (2) kerapatan adat nagari
mempunyai wewenangsebagai berikut : memilih dan
mengangkat kapalo nagari secara musyawarah dan
mufakat; menyalurkan aspirasi masyarakat nagari;
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat
istiadat dan budaya nagari; meminta
pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah nagari
kepada kapalo nagari; dan melestarikan nilai-nilai
adat dan budaya sesuai adat salingka nagari. (Perda,
2018, hal. 7-8)

e. Bundo Kanduang merupakan perempuan yang
memimpin keluarga di minangkabau dan suatu
lembaga yang menjalankan peran sebagai sumarak
dalam nagari.

6) Eksitensi Bundo Kanduang dalam Sistem

Pemerintahan Nagari

Berdasarkan hasil wawacara penulis dengan

Bundo Kanduang Rosmiati di Nagari Sitanang sejak
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Januari tahun 2014 Bundo Kanduang di nagari ini tidak
begitu berperan aktif, tidak ada semangat yang tinggi
terhadap perannya sebagai Bundo Kanduang.Bundo
Kanduang disini hanya sebagai lambang saja bahwa
adanya bundo kanduang. Bundo Kanduang yang
seharusnya berperan aktif dinagari sebagai sumarak
dalam nagari tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang
di adakan di nagari. Tidak jarang kita temukan di suatu
nagari hanya sedikit bundo kanduang yang ikut
berpartisipasi dalam acara-acara kenegarian maupun
acara adat. (Wawancara dengan Bundo Kanduang, 26
Agustus 2022)

Sekarang juga jarang ditemukan tidak adanya
penggunaan Keenam martabat Bundo Kanduang yang
tidak bisa di ambil contoh untuk kaum muda dari bundo
kanduang tersebut, diantara Bundo Kanduang yang ada
di Nagari Sitanang tersebut juga ada yang tidak
menjaga martabat sebagai kaum perempuan, kemuadia
tidak bisa manjaga lisan dan perilakunya sehingga oleh
karena itulah banyaknya kaum anak muda tepatnya
kaum perempuan sekarang juga banyak yang tidak bisa
menjaga sikap, lisan perilaku dan tidak bisa manjaga
keenam martabat tersebut. Dan itu sangat berdampak

bagi suku-suku maupun kaum yang ada di minang
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kabau, bias kita ibaratkan “Jika akarnya sudah
membusuk maka susah daunnya untuk menghijau”
yang artinya jika Bundo Kanduang nya yang sudah
tidak lagi menunjukan martabatnya sebagai bundo
kanduang maka akan susah untuk membentuk
kepribadian dan karakter anak-anak di salah satu kaum
tersebut, karena apa, karena bundo kanduang adalah
tempat pendidikan pertama yang di lakukan oleh
seorang anak. Pada saat sekarang ini peran bundo
kanduang dalam pembangunan terhadap nagari
semakin berkurang, bundo kanduang hanya sebagai
pelengkap adat saja.

Dari wawancara yang penulis lakukan dari
bundo kanduang di nagari Sitanang ini memiliki
banyak kekurangan seperti:

a. Tidak aktif di lapangan.

b. Tidak menjalankan perannya sebagai seorang Bundo
Kanduang.

c. Tidak ikut serta dalam Pemerintah.

d. Tidak mengembangkan karya serta bakat sebagai
seorang Bundo Kanduang kepada generasi
berikutnya.

e. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bundo

Kanduang Upaya yang telah dilakukan Bundo
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Kanduang terhadap Pemerintah pun juga tidak ada
dalam pemerintahan di nagari ini.

f. Bundo Kanduang dulunya pernah ikut rapat dalam
pemerintah tapi sekarang tidak lagi. Dan juga
kegiatan-kegiatan yang telah Bundo Kanduang
lakukan terhadap pemerintah juga tidak ada.
(Wawancara dengan Sekretaris Nagari 26 Agustus
2022)

Karna kurangnya semangat dari pimpinan yang
ada di nagari sitanang ini dalam mengembangkan
kembali keaktifan bundo kanduang sebagaimana
mestinya tugas bundo kanduang yang telah penulis
jelaskan di atas tadi maka bundo kanduang seharusnya
harus terlibat dalam sistem pemerintahan dan
membangkitkan  kembali = semangatnya  sebagai
pemimpin bagaimana yang seharusnya dilakukannya
dalam bentuk memajukan nagari.

Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang,
Amban puruak pagangan kunci, Pusek jalo kumpulan
tali, Kapai tampek batanyo, Kapulang tampek babarito.
Gurindam diatas menjelaskan mengenai bundo
kanduang yang merupakan sosok yang disegani dalam
kehidupan masyarakat Minangkabau. Posisi dan

keberadaannya merupakan salah satu keunikan yang
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dimiliki perempuan minangkabau, sehingga mereka
digambarkan sebagai "Hiasan Kampuang" yang
memiliki arti bahwa bundo kanduang memiliki sikap
yang mawas diri, tanggung jawab, jujur, tenggangrasa
dan rendah hati serta memiliki peran yang cukup besar
didalam pengambilan keputusan.

Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang".
Pepatah tersebut menjelaskan bahwasanya perempuan
minangkabau memiliki kekuasaan dalam mengatur
harta pusaka, perkawinan dan juga menjaga serta
mengurus rumah gadang. Implementasi peran Bundo
Kanduang di dalam kehidupan sehari --hari adalah
sebagai tempat bertanya, menjadi teladan dan harus
memiliki jiwa kepemimpinan, selain itu perempuan di
minangkabau dianggap memiliki kecantikan dan
keindahan dalam sikap dan bertingkah laku.

Didalam adat minangkabau, bundo kanduang
mempunyai posisi serta kedudukan social yang sangat
penting, diantaranya sebagai pewaris keturunan, sako
dan pusako serta pemeliharaan terhadap harta dan juga
pendapatnya juga menjadi bahan pertimbangan untuk
membuat keputusan dalam sebuah musyawarah. Nah
fakta fakta ini menjelaskan bahwasanya bundo

kanduang merupakan tiang didalam rumah tangga serta
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nagari yang juga memiliki peran dalam menentukan
baik buruknya arah kehidupan dari suatu rumah tangga.
Hal ini tidak lepas dari penanaman ajaran adat basandi
syarak, sarak basandi kitabullah.

Dimana dalam mengayomi serta memimbing
anak dan cucu seorang perempuan minang selalu
berpatokan terhadap ajaran agama dan adat, hal ini
menunjukkan bentuk kecerdasan dan pengetahuannya
dalam adat dan agama yang tercermin dalam sikap,
menghayati dan mengerti permasalahan  dan
memberikan solusi atau pemecahan atas suatu
permasalahan. Dengan begitu kita harus tetap
mempertahankan  eksistensi  keberadaan = Bundo
Kanduang di Minangkabau, karena hal tersebut
merupakan salah satu bentuk upaya dalam menjaga
kelestarian adat dan alam Minangkabau. Bundo
kanduang yang ada disitanang harus meningkat kan
kapasitas nya sebagai ibu sejati untuk seluruh anak
anak yang ada di nagarinya,

Melihat dari nagari sebelah kota solok
menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun
Bundo Kanduang Kota Solok ke-47 bertempat di
Gedung Kubuang Tigo Baleh, Senin (29/11). Ketua
Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Solok
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sangat mengapresiasi Bundo Kanduang Kota Solok
yang mana mereka semua telah bergerak aktif dan juga
banyak melukan hal yang bermanfaat untuk
melestarikan adat budaya minangkabau dan nagarinya.
HUT yang bertema "Dengan festival kuliner dan lomba
masakan tradisional kita lestarikan aneka ragam
makanan nagari Solok". Seharusnya kegiatan yang
dilakukan oleh bundo kanduang bisa mejadi motivasi
bagi bundo kanduang di nagari Sitanang sebagai bentuk
upaya memajukan nagari Sitanang sehingga bisa
mengasilkan generasi yang baik dan tangguh untuk
seterusnya. Seorang bundo kanduang seharusnya ikut
terlibat dalam pembentukan nagari karena sangat besar
manfaatnya dalam pembangunan dan kemajuan nagari
Sitanang, Karena kemajuan suatu nagari tidak lepas
peranannya yakni “bundo kanduang”.

Jadi dengan adanyacontoh dari nagari sebelah
kami sebagai muda mudi nagari sitanang berniat ingin
meningkat kan kembali eksistensi bundo kanduang di
nagari kami, dengan mengadakan beberapa pertemuan
serta melakukan kegiatan kegiatan bermanfaat yang
akan melibatkan kan bundo kanduang untuk
kedepannya, peran bundo kanduang ini sangat penting

untuk meningkat kan etika dalam diri anak anak muda,
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karna itu semua berdasarkan didikan dari bundo
kanduang yang ada dalam nagari, bundo kanduang
yang ada di dalam nagari bersama sama memperhatikan
setiap anak yang ada dalam nagari tersebut bersama
sama mendidik anak anak dalam nagari terbut,
memeriahkan kan setiap acara yang ada dalam nagari
tersebut biar adanya kekompakan dan kehangatan
antara pemerintahan dan bundo kanduang yang ada

dalam nagari tersebut.

C. Kesimpulan

Bundo Kanduang merupakan perempuan yang
memimpin keluarga di minangkabau dan suatu lembaga
yang menjalankan peran sebagai sumarak dalam nagari.
Secara harfiah,bundo kanduang diartikan sebagai bu
sehati. bundo kanduang secara fungsional mengacu
kepada perempuan senior atau ibu utama dalam suatu
keluaga matrilineal Minangkabau, yang memiliki
kepribadian yang kuat, bijak dan adil, serta secara mental
maupun fisik mampu untuk membuat Kkeputusan-
keputusan yang benar dan adil. Justru itu, bundo kanduang
merupakan figur yang sangat menentukan dalam
kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau kaum.
Bundo kanduang memiliki peran yang sangat penting

yaitu Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang,
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Amban puruak pagangan kunci, Pusek jalo kumpulan tali,
Kapai tampek batanyo, Kapulang tampek babarito.
Lembaga- lembaga yang terdapat di pemerintahan
nagari Sitanang yaitu Wali Nagari, Jorong Nagari, Bamus,
KAN, dan Bundo Kanduang, yang mana memiliki fungsi
dan wewenangnya masing-masing. Bundo kanduang di
dalam pemerintah nagari Sitanang ternyta tidak berperan
aktif karena tidak menjalankan tugasnya sebagai bundo
kanduang. Upaya yang dilakukan terhadapa nagari pun
juga tidak ada terlihat bahwasanya tidak ada kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh bundo kanduang. Bundo

kanduang disini juga banyak memiliki kekurangan.
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Muhammad Danil
Fakultas Syari’ah, UIN Syech M. Djamil Djambek Bukitting
gi, jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Badan permusyawaratan Nagari menurut peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 37 Tahun 20211 Bahwa dalam penyele
nggaraan urusan pemerintah nagari, bahwa pemerintah nag
ari merupakan Instansi nagari menjalankan fungsi pemerinta
han nagari,bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dal
am Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusya
waratan Desa dan menekankan peran Badan Penasihat Nag
ari Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang badan permus
yawaratan Nagari,bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga
imana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan peratu
ran bupati tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Peran
Badan Permusyawaratan Nagari merupakan bentuk demokra
si di tingkat nagari, Bamus berfungsi untuk menetapkan pera
turan nagari bersama dengan pemerintah Nagari, menampu
ng dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari serta meng
awasi pengelolaan keuangan Nagari.

Kata kunci:peran, pengawasan, bamus, pemerintah nagari

A. Pendahuluan
Badan Musyawarah Nagari atau dengan nama lain
yakni Bamus Nagari adalah organisasi yang mewujudkan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari se
bagai bagian dari organisasi pemerintahan nagari yang ang

gotanya dapat mencerminkan keterwakilan daerah dan/ata
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u terdiri dari unsur masyarakat. yaitu ninik mamak, alim ul
ama, cadiak pintar, bundo kanduang dan pemuda yang me
nyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Dengan ha
dirnya badan permusyawaratan nagari tentunya memberik
an berbagai dampak dan efek terhadap kelangsungan jalan
nya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan terha
dap daerahnya sendiri atau bisa kita sebut sebagai otonomi
daerah khususnya di kab. Dharmasraya adalah dapat mem
berikan gambaran dan value kinerja pemerintahan kepada
masyarakat bagaimana proses dan hasil dari kinerja dari st
ruktur kepemerintahan yang telah ditentukan oleh badan p
emerintah itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan harapan
dan permintaan dari masyarakat dan juga tidak bertentang
an dengan budaya masyarakat yang telah ada sebelum stru
ktur pemerintahan daerah ditetapkan atau diisi kembali ket
ika masa jabatan atau periode aktif dari pemerintah itu sud
ah habis dan layak diganti berdasarkan peraturan perundan
g-undangan yang telah ditetapkan,(Tiara, 2019).

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum dengan
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarak
at setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak ada
t, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sis

tem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, se
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bagai diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang. Undan
g-Undang Nomor 6 Tahun 201

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan dan
kepentingan pemerintahan. masyarakat setempat dalam sis
tem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 20
14. Karena pengelola desa merupakan subsistem penyelen
ggaraan pemerintahan, maka nagari memiliki kekuasaan u
ntuk mengatur dan mengendalikan kepentingan masyaraka
t.Dengan berdirinya nagari dapat memberikan kemudahan
yang lebih leluasa kepada masyarakat untuk menyampaika
n aspirasi, harapan, maupun permintaan yang bertujuan un
tuk membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera di
kalangan nagari yang berada dibawah naungan kepemerint
ahan daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Nagari send
iri adalah sebagai bentuk simbol hak tradisional yang diak
ui dan dihormati oleh sistem kepemerintahan dan undang-
undang yang berarti ada sebuah kepercayaan dari pemerint
ah kepada masyarakat menentukan bagaimana proses dan
kelangsungan kepemerintahan itu dapat berjalan secara bai
k sejalan dengan hak tradisional dikalangan masyarakat itu
sendiri. Terkhususnya di nagari sitiung, nagari sebagai wa
dah untuk mengatur kepentingan masyarakat yang berpega

ng pada filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kit
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abullah”. berpegangan pada filosofi tersebut dapat menjadi
bukti bahwa kepemerintahaan daerah hadir ditengah masy
arakat tanpa mengganggu ataupun menghilangkan hukum
adat yang telah ada sejak dulunya.

Pemerintah Nagari dan Badan Pertimbangan Nagar
i merupakan dua instansi pemerintah yang tidak dapat dipi
sahkan satu sama lain dalam ruang yang terbatas. Kedua in
stitusi ini dihubungkan dengan memegang kemudi pemeri
ntahan. Kedudukan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS
Nagari) di Nagari Sitiung adalah sebagai pendamping Wal
i Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pela
ksanaan penerapan tugas dan wewenangnya.Pada dasarnya
Wali Nagari beserta Badan Musyawarah Nagari (BAMUS
Nagari) sebagai pejabat pemerintahan di nagari harus dapa
t menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan
memakmurkan masyarakat yang berada di bawah kepemi
mpinannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah disa
mpaikan maka Penulis tertarik untuk membahas penelitian
tesis tentang.” Peran Badan Musyawarah Nagari Sitiung D
alam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerinta
h Nagari(Studi di Nagari Sitiung).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitia

n deskriptif kualitatif. adalah metode menggambarkan sua
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tu peristiwa, objek, dan situasi sejelas mungkin tanpa mem
pengaruhi subjek yang diselidiki. Data kualitatif yaitu data
yang berupa fakta-fakta, hasil wawancara, membaca dan p
engamatan.

Menurut Bogdan dan Biklen, kehadiran peneliti dal
am penelitian ini, Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa
dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti (mutlak)
sangat penting, karena penelitian Studi kualitatif seperti st
udi kasus, jadi semuanya akan tergantung di lokasi. dari pe
ncari. Jadi peneliti diposisikan sebagai alat pertama.

Penulis menggunakan informan yaitu penduduk asl
i yang lahir dan menetap di nagari sitiung kabupaten dhar
masraya dan para perangkat nagari. Diantaranya bapak Jul
isman, Hariadi, Nofriadi sumri, cundra. Informan seseoran
g yang memberikan informasi tentang dirinya atau orang I
ain atau suatu peristiwa atau bahkan sesuatu kepada peneli
ti atau pewawancara secara mendalam. Kriteria untuk me
mberikan informasi dalam penelitian yakni : Wali Nagari,
Ketua dan badan bamus dan Masyarakat asli nagari sitiung
kabupaten Dharmasraya. Dapat dilihat dari penelitian ini
menggunakan lima orang informan penelitian yang diman
a masing-masing mereka memberikan informasi untuk dija
dikan sumber penelitian. Dalam penelitian ini penulis men

ggunakan metode dalam pengumpulan data yaitu metode
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wawancara dan metode observasi Melalui penelitian deskr
iptif, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa dan perk
embangan yang menjadi fokus perhatian tanpa memberika
n perhatian khusus pada peristiwa tersebut. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan dat
a sekunder. Kemudian teknis Analisis data yang digunaka
n adalah teknik yang dikemukakan oleh Milles dan Huber
man yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data, (sug
iono, 2011:15).

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang yang tela
h disampaikan Bagaimana Peran Bamus dalam mengawasi
pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Nagari Sitiung Keca
matan Sitiung dan Apa kendala yang dihadapi Bamus dala
m pengawasan Pemerintah Nagari dan upaya yang dilakuk
an di Nagari Kecamatan Sitiung. Dan kendala yang dialam
i oleh BAMUS Nagari Sitiung adalah kekurangan pemaha
mannya aparatur dari BAMUS terkhususnya di bidang huk
um dan pengawasan. Namun, Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode wawancara dan penelitian kualitatif,
dimana kita menanyakan secara langsung kepada pihak ter
kait untuk mendapatkan data informasi dan menggambar s
ituasi keadaan sejelas-jelasnya.

B. Pembahasan
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1. Fungsi dan Tugas Badan Musyawarah (Bamus) Nag
ari
Berfungsinya suatu organisasi atau pelaksanaan
suatu program tidak lepas dari komunikasi yang baik an
tara pembuat kebijakan dengan pihak yang menerimany
a. Komunikasi memainkan peran penting dalam penge
mbangan program atau kebijakan apa pun. Masalah yan
g sering ditemui adalah masalah implementasi kebijaka
n, salah satunya adalah faktor komunikasi. Kebijakan d
an program yang baik perlu dilaksanakan dengan baik a
gar dapat diimplementasikan dengan baik. Apa yang ter
jadi dalam komunikasi seringkali terjadi salah paham
(miskonsepsi). Selain komunikasi yang baik, ada aktor
yang sama pentingnya dalam menentukan keberhasilan
suatu program.sumber daya seperti sumber daya manus
ia, anggaran, sarana dan prasarana pendukung. Disebut
juga Karyawan atau penyelenggara program yang berka
itan dengan keterampilan dan kompetensi sumber daya
manusia yang dimiliki anggota Bamus dalam menjalan
kan tugas dan fungsinya. Tentang kelayakan anggota B
amus, penulis mewawancarai Bapak Maswardi SE, ketu
a Bamus. Datuak Lauik mengatakan, setiap anggota Ba
mus dipilih secara musyawarah melalui musyawarah de

ngan tokoh masyarakat, sehingga ada lima unsur: Ninia
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k Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandua
ng dan Rang Mudo.

Keberadaan badan musyawarah masyarakat sem
akindikuatkansebagai lembagapermusyawaratan di ting
kat desa yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 te
ntang Desa. Badan musyawarah nagari atau yang diseb
ut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungs
i pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa atau nagari berdasarkan keterwakilan wi
layah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaa
n di tingkat desa atau nagari, memperkuat kebersamaan

melakukan pengawasan terhadap pemerintah nagari Se
lain meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masya
rakat, Pemerintah Nagari dan badan musyawarah nagari
memfasilitasi penyelenggara badan musyawarah nagari.
BAMUS Nagari mempunyai beberapa berfungsi dalam
menetapkan peraturan nagari dengan nagari wali, meng
atur dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pelaksa
naan fungsi diatur dengan peraturan bamus nagari. Fun
gsi BAMUS adalah fungsi legislatif yang mirip dengan
dewan lokal. Selain itu, BAMUS memiliki mandat fung
sional berupa pembahasan dan penyusunan peraturan d

aerah dengan Nagari Wali. Bamus Rumuskan Peraturan
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Nagari bersama Wali Nagari, dalam rumusan ini BAM
US melibatkan faktor masyarakat dalam pembentukan
peraturan Nagari, agar nantinya peraturan Nagari tidak
bertentangan dengan kehendak masyarakat dan tidak be
rtentangan dengan unsur demokrasi.Dalam Dalam menj]
alankan fungsi pengawasan tersebut, BAMUS berhak
meminta pertanggungjawaban Nagari Wali dan memint
a keterangan kepada Pemerintah Nagari. Dalam menjal
ankan fungsi pengawasannya, BAMUS memantau sega
la tindakan yang dilakukan oleh para penegak Perda (da
lam hal ini Pemerintah Nagari) dengan meminta ketera
ngan langsung kepada Nagari Wali dan Aparat Nagari.
Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BAMUS ju
ga meminta masukan dari anggota lembaga nagari lainn
ya, seperti KAN, LPMN dan Parik paga nagari. Dalam
melakukan pengawasan, BAMUS juga meminta masuk
an dari masyarakat tentang masalah pemerintahdan apa
saja yang diinginkan masyarakat dalam nagari. Sehingg
a bamus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya deng
an baik dan sesuai peruntukannya ada, (Faisal, 2019).
Selain melaksanakan fungsi di atas, badan musy
awarah nagari juga memiliki banyak fungsi sebagai beri

kut :

303



a. Menggali aspirasi masyarakat dan mengkaji aspirasi
masyarakat,mendengarkan aspirasi masyarakat dan
salurkan aspirasi masyarakat.

b. Menyelenggarakan musyawarah tentang BPD dan m
enyelenggarakan musyawarah desa.

c. Dengan kata lain, pembentukan panitia pemilihan w
alikota desa.

d. Menyelenggarakan dewan khusus desa untuk pemili
han walikota desa sementara.

e. Membahas dan menyepakati dengan kepala desa tent
ang usulan peraturan desa.

f. Pelaksanaan pemantauan aktivitas kepala desa

g. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan des
a

i. Saya menjalin hubungan kerjasama yang harmonis
dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya s
erta pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh un
dang-undang;

. Pemerintahan Nagari

a. Pengertian Pemerintahan Nagari

Nagari ialah Sebuah republik kecil (julukan y

ang diberikan oleh Belanda) dengan otonomi otono
m dan komunalnya sendiri (self-governing communi

ty). Sebagai republik kecil, Nagari memiliki sistem
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pemerintahan yang demokratis. Unsur legislatif, eks
ekutif dan yudikatif. Secara antropologis, nagari mer
upakan kesatuan dari berbagai tatanan budaya. Ikata
n Bernagari Minangkabau sangat dominan kekerabat
an dan ikatan darah pada zaman dahulu, dan suasana
kesukuan dan kekerabatan pada masa itu tampak ke
ntal.

Keuletan dan sistem pemerintahan yang oton
om berdasarkan kerabat dan ikatan darah menjadika
n sistem Ryusei salah satu sistem pemerintahan terk
uat, dan ditakuti oleh banyak orang Belanda pada sa
at itu. Selanjutnya pengambilan keputusan sistem pe
merintahan nagari didasarkan pada musyawarah dan
mufakat, seperti dalam salah satu Pepatah putitih, “b
ulek aia dek pambuluah, bulek kato dek musyawara
h,” mengisyaratkan bahwa sistem pemerintahan ini t
erbagi sulit.

Keputusan itu diambil dalam suasana keruku
nan dan toleransi yang tinggi, namun cerita-cerita na
gari perlahan memudar. Ketika kerajaan Pagaruyung
yang dianggap sebagai pusat kerajaan Nagari dan sis
tem pemerintahan di Sumatera Barat mulai menuru
n dan dominasi politik Aceh yang memonopoli kegi

atan ekonomi di wilayah tersebut menjadi terlalu ku
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at, penduduk Sumatera Barat menerima kedatangan
Belanda. Hal ini dilakukan sebagai rasa ketidakpuas
an terhadap politik Aceh. Namun, kedatangan Belan
da benar-benar mendorong orang Minang ke era kol
onialisme, mengubah dan meruntuhkan sistem peme
rintahan Nagari yang telah lama mereka perjuangka
n. Pada saat itu, sistem pemerintahan di Nagari terga
nggu oleh sistem birokrasi pemerintahan yang diba
wa oleh Belanda (Tika, 2020).

Tidak berhenti di situ. Intervensi dalam siste
m pemerintahan Nagari berlanjut hingga masa pasc
a-kemerdekaan orde baru. Selama tahun 1970-an, pe
merintah Indonesia mulai menormalkan pluralisme
hukum, memperkuat regulasi terpusat, dan menorma
lkan perbedaan dalam pemerintahan lokal dan regio
nal. Model desa sebagai unit pemerintah daerah tere
ndah telah menjadi norma bagi seluruh Indonesia be
rdasarkan UU No. 5/1979 saat itu dan diubah menja
di PP No. 72 Tahun 2005 terkait desa saat ini. (prim
a, 2014).

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum a
dat Sumatera Barat, terdiri dari beberapa suku ban
gsa dengan batas-batas yang jelas, milik dan hak. u

ntuk mengatur dan mengurus rumahnyatangganya se
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ndiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Se
buah nagari juga merupakan unit keluarga yang lebi
h besar daripada sebuah suku, dan sebuah nagari bia
sanya terdiri dari sekitar empat sukugaris keturunan
ibu (Afdhal Prima, 2014). Secara historis pemerinta
han nagari merupakan pemerintahan tradisional yan
g diperintah oleh kepala suku dengan kekuasaan yan
g sama yang merupakan anggota dari kepadatan adat.
Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para mant
i (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), mali
n (alim ulama), dan dubalang (hulubalang atau keam
anan). (Amir MS, 2001)

Pemerintah Nagari merupakan pemerintahan
tingkat terendah yang menggantikan pemerintahan d
esa dan merupakan kesatuan masyarakat hukum ada
t wilayah Sumatera Barat. Terdiri dari beberapa kon
glomerat suku dengan hak untuk mengatur dan men
guasai wilayah memiliki batas yang berbeda, kekaya
an mereka sendiri, rumah tangga, dan pemimpin pe
merintahan terpilih (Rianda Prima Putri, 2021). Dala
m otonomi daerah, unsur-unsur yang menjalankan p
emerintahan Nagari adalah Niniak Mamak, ulama y
ang taat, para resi, dan Bund Kanduan. Unsur-unsur

tersebut disatukan dalam lembaga Nagari seperti Ba
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dan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Kepab
eanan dan Penasihat Syariah (BMAS) sebagai badan
yang memberi nasehat dan nasehat kepada Nagari
Wali. BMAS menerima sumbangan dari dua lembag
a, Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Naga
ri Sharak (LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretar
is dan beberapa staf yaitu Kaur Nagari Bidang Peme
rintahan, dan Kaur Nagari Bidang Pembangunan (Is
kandar Kemal, 2008).

Untuk memahami makna holistik dari admini
strasi rantai secara keseluruhan, termasuk semua org
anisasinya, semua bagiannya, dan semua pejabat dal
am rantai. Contoh: Wali Nagari, BPAN, Wali Joron
g, Badan Permusyawaratan Adat Nagar (BMASN),
LAN. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan na
gari berarti suatu badan pimpinan yang terdiri dari s
eorang atau beberapa orang yang mempunyai perana
n pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tug
as nagari seperti Wali Nagari dan perangkat nagari,
kepala urusan dan Kepala Jorong (desa) (Gokma To
ni Parlindungan S, 2019).

Jadi, pemerintah Nagari adalah badan yang m

enyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentin
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gan rakyat Nagari dalam sistem pemerintahan negar
a kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Nagar
i adalah Kepala Nagari atau nama lain yang dibantu
oleh aparatur Nagari atau pemerintah.
b. Fasilitas Daerah Nagari

Wari Nagari, Wari Nagari, adalah penguasa
Nagari dipilih langsung oleh rakyat Nagari. Hal ini
dikarenakan adanya Perda No. 01 Tahun 2001 tenta
ng Pemerintahan Nagari. Bab III Ayat 3 Pasal 3

Mengatur bahwa pemerintahan Nagari dipim
pin oleh Wali Nagari dan didukung oleh Aparatur N
agari yang terdiri dari Sekretariat Nagari, staf lainn
ya, dan Joron Wali. Tugas-tugas tersebut dilaksanak
an berdasarkan konsep Ordonansi Nagari yang dike
mbangkan bekerja sama dengan Badan Anak Nagar
i (BPAN).

Tugas Nagari Wali adalah:

1) Memimpinpenyelenggaraan Pemerintahan Nagari

2) Memajukan kehidupan masyarakat Nagari.

3) Memajukan perekonomian Nagari.

4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarak
at Nagari.

5) Mediasi konflik masyarakat di nagari.
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6) Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan
dan dapat menunjuk perwakilan hukumnya.

7) Usulan rancangan peraturan Nagari (RANPERN
A) dan untuk BPAN, peraturan itu sebagai peratu
ran Nagari (PERNA).

8) Melestarikan adat dan syara' yang hidup dan berk
embang di desa yang bersangkutan.

9) Menyerahkan rancangan anggaran pendapatan da

n belanja nagari serta peraturannya kepada BPAN.

Hal ini berbeda dengan fungsi Nagari Wali,

sebagai berikut:

1) Melakukan kegiatan dalam lingkup penyelenggar
aan urusan dalam negeri Nagari.

2) Meningkatkanpartisipasi masyarakat di wilayah n
agarinya.

3) Lakukan operasi yang didefinisikan dengan BPA
N.

4) Koordinasi kegiatan pemerintahan, pembinaan da
n pemajuan kehidupan masyarakat di nagari.

5) Melaksanakan tugas-tugas dalam memelihara ket
entraman dan ketertiban umum, dan

6) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya.
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3. Pengawasan Kinerja Pemerintah Nagari Oleh Bamu
s Nagari Sitiung

Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) san
gat dibutuhkan guna terciptanya pembangunan yang me
rata dan seimbang. Oleh karena itu kehadiran Badan M
usyawarah Nagari (BAMUS) dalam pemerintahan Nag
ari dengan berbagai fungsi dan kewenangan yang sanga
t signifikan hendaknya mampu mengayomi dan membe
ri segala kemampuannya untuk kebaikan masyarakat se
rta dapat diharapkan lebih berperan dan mampu menjal
ankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat s
erta mampu mewujudkan pembangunan yang sesuai de
ngan kebutuhan masyarakat.

Arti penting dalam pembentukan Badan Permus
yawaratan Nagari adalah: pertama, kehadirannya merup
akan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di nagari. K
edua, sebagai jawaban kongrit ketidakberdayaan intuis
i-intuisi demokrasi formal di nagari. Ketiga, mendorong
terciptanya proses penyelenggaraan pemerintah nagari
yang demokratis, akuntabilitas, transpalansi, kejujuran,
kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, ko
nstitusional berjalan di atas aturan yang ada. Keempat,
berkurangnya monopoli kekuasaan politik yang selama

ini sentralistik (kepala desa selama ini sebagai penguas
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a tunggal). Kelima, menumbuhkan kesadaran baru kepa
da warga desa akan hak-hak tanggung jawabsebagai wa
rga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah d
esa. Keenam, merupakan pengalaman berharga bagi pe
merintah bahwa kebijakan masa lalu tentang desa memi
liki cacat dan dapat menghambat inisiatif dan pembentu
kan masyarakat.

Lahirnya Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
di Sitiung Kecamatan Sitiung merupakan konsekuensi d
an implementasi otonomi daerah. Dalam waktu yang rel
atif singkat, lembaga ini didirikan untuk memimpin Pir
cades. Lembaga yang masih muda ini adalah lembaga |
egislatif desa yang baru dalam demokrasi di tingkat des
a, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk m
enjalankan peran atau fungsinya sesuai peraturan perun
dang-undangan yang berlaku. Setiap lembaga termasuk
Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari sitiun
g kecamatan sitiung akan seoptimal mungkin melaksan
akan peran dan fungsinya secara baik, namun semua itu
harus dipersiapkan secara matang dan terencana. Disini
lah partisipasi masyarakat melalui Badan Musyawarah
Nagari (BAMUYS) ini akan terlihat, karena lewat Badan
Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) ini masyarak

at dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelengga
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raan pemerintah desanya dengan fungsi legislasi dan ko
ntrol yang dimiliki.

Peran Badan Musyawarah (BAMUS) dalam me
lakukan pengawasan terhadap pemerintahan di nagari si
tiung adalah sebagai bentuk bukti bahwa keberadaan ke
pemerintahan kab. Dharmasraya yang sedang berjalan d
an sedang berlangsung untuk mendukung, menghormati

dan menghargai hak tradisional dari budaya masyaraka

t yang menjalankan kehidupan bermasyarakat secara be
ragam dan berdampingan tanpa menghambat mengimpl
ementasikan program kerja kepemerintahan yang telah
dirancang berdasarkan perencanaan program kerja. Ten
tunya program Kkerja itu sendiri tidak bertentangan deng
an budaya-budaya ataupun hukum adat masyarakat yan
g berlaku, sehingga visi misi kepemerintahan kab. Dhar
masraya dan pemerintah Nagari Sitiung selaras dengan
budaya dan harapan dari masyarakat itu sendiri. Dan di
sinilah peran utama BAMUS Nagari Sitiung dapat kita 1
ihat, dimana BAMUS berusaha dan bertanggung jawab
dalam setiap pertanyaan, harapan, dan permintaan masy
arakat yang berbeda terhadap pemerintah Nagari maupu
n pemerintah kabupaten.

Bamus ini memiliki fungsi strategis dalam men

entukan kebijakan Nagari dan melakukan pengawasan t
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erhadap pemerintahan Nagari karena fungsinya sebagai
pengawas. Pemantauan kinerja pemerintah merupakan
alasan penting mengapa BAMUS didirikan. Masyarakat
Nagari sangat berharap BAMUS dapat menjalankan fu
ngsinya di bidang pengawasan khususnya di bidang keu
angan dalam negeri. Hal ini sebagai konsekuensi dari b
erlakunya undang-undang nagari sebagai akibat dari pe
ncairan miliaran rupiah langsung ke nagari dari alokasi
dana nagari sebagai bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota.

Pemantauan kinerja pemerintahan nagari yang d
ikepalai oleh wali nagari adalah tugas BAMUS, upaya
pengawasan yang ditujukan untuk mengurangi penyala
hgunaan kekuasaan dan keuangan nagari dalam penyele
nggaraan pemerintahan nagari, pengawasan jalannya s
uatu pemerintahan. program, fungsi pemerintahan, pera
turan dan keputusan yang ditetapkan dengan BAMUS
dibuat oleh pemerintah kota. Dalam menjalankan fungs
i Badan Sadar Nagari (BAMUS) dalam pengelolaan pe
merintahan Nagari banyak memberikan dampak positif
bagi berbagai lapisan masyarakat untuk membangun m
asyarakat yang terdidik dan lebih melek huruf. Badan P
ertimbangan Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Pr

ovinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2 tentang P
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okok-pokok Pemerintahan Nagari. Pemerintah Nagari
wajib memberikan laporan penyelenggaraan Pemerinta
han Nagari kepada DPRD Nagari sebagai bentuk pertan
ggungjawaban Pemerintah Nagari dan sebagai bentuk p
engawasan DPRD Nagari terhadap DPRD Nagari deng
an Pemerintah Nagari. Dengan adanya pengawasan ters
ebut tentunya masyarakat dengan mudah mendapatkan i
nformasi terhadap pembangunan dan perkembangan ya
ng sedang direncanakan dan yang sedang dijalankan ole
h pemerintah nagari itu sendiri.
a. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bamus Nagari
Sitiung
Ada beberapa cara BAMUS menjalankan fun
gsi pengawasannya terhadap pemerintahan Nagari.
1) Mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh
Pemerintah Nagari seperti Wali Nagari dan insta
nsinya; Pengawasan dilakukan melalui pemanggi
lan secara lisan atau tertulis atas permasalahan y
ang timbul di lingkungan Pemerintah Nagari ata
u di lingkungan masyarakat Nagari, dilanjutkan
dengan pertemuan dengan anggota BAMUS.
2) Pemantauan dalam Kasus Pelanggaran, BAMUS
pertama-tama akan mengingatkan Anda dengan

menelepon Wali Nagari dan meminta informasi 1
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ebih lanjut tentang masalah yang terjadi di lingk
ungan Pemerintah Nagari.

3) BAMUS akan menjelaskan bahwa tindakannya ti
dak sesuai dengan Aturan Nagar dengan mengad
akan sesi khusus tentang pelanggaran Penjaga N
agar dan peralatannya di Konferensi Nagar yang
diketuai oleh Ketua BAMUS.

4) Jika pelaku, pengawal Nagari dan perlengkapann
ya tidak mengindahkan, Bams selaku Bupati me
ngeluarkan teguran tertulis kepada Bupati melalu
i Kamat.

Pengawasan yang dilakukan kepada pemerint

ahan nagari sangat penting di lakukan karna sangat b

erpengaruh dalam perkembangan nagari jika tidak a

danya pengawsan maka dapat dipastikan akan banya

k terjadi penyelewangan atau di salah gunakannya ja

batan oleh orang-orang yang tidak amanah dengan ja

batannya, Dengan adanya pengawaan tersebut maka
kinerja pemerintah dapat dilihat dan diperhatikan ole

h masyarakat luas maka jalannya pemerintah nagari

akan lebih efektif.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah

nagari sitiung dan bamus sitiung Dalam mengatasi k

endala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan masa 1
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alu, itu bagus, tapi dan sudah sesuai menurut undan
g-undang. Tetapi belum menyentuh fasilitator. Dala
m melaksanakan fungsi pengawasan sudah berjalan
dengan baik sesuai dengan peraturan bupati dharmas
raya nomor 37 tahun 2016 tentang Badan Musyawar
atan Nagari. Kurangnya kinerja badan Musyawarah
Kontinuitas merupakan salah satu penghambat dala
m proses pemahaman lapangan kerja, yang erat kaita
nnya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Bamus
Nagariny dalam latihan. fungsi pengawasan Bamus
nagari dalam melakukan pengawasan terhadap peme
rintah nagari.Terakhir, persoalan Pemerintah Nagari
merupakan persoalan hukum yang mau tidak mau m
embutuhkan insinyur yang terampil, kompeten dan t
epat sesuai dengan harapan masyarakat Nagari, yang
mendambakan pemerintahan yang bersih, jujur, adil
dan otoriter, serta memiliki etos kerja yang tinggi.
Upaya yang direalisasikan Bamus Nagari Siti
ung dalam melakukan pengawasan adalah:
1) Rapat akan diadakan seminggu sekali untuk mem
bahas pengawasan seperti apa yang dilakukan ole
h anggota BAMUS, selain yang termasuk dalam
peraturan daerah provinsi Dharmasraya. Pengama

tan oleh anggota BAMUS pemerintah Nagari jug
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a dikirimkan oleh masyarakat Nagari. B. Pelayan
an administrasi nagari bagi kotamadya yang mela
kukan bisnis dengan Balai Kota Nagari.

2) Melakukan pelatihan yang lebih intensif khususn
ya bagi anggota BAMUS dan Wali Nagari tentan
g bagaimana mengawasi dan memimpin pemerint
ahan Nagari.

3) Anggota BAMUS harus bertempat tinggal di man
a mereka menjalankan tugasnya untuk masyaraka
t Nagari.

4) Anggota sebagai anggota BAMUS harus dapat m
emilih tugas-tugas yang benar-benar membutuhka
n kehadiran anggota BAMUS dalam pertemuan at
au konferensi untuk memecahkan masalah masya
rakat.

5) Modal kerja yang tidak mencukupi karena pengan
ggaran dengan dana pendapatan sendiri Nagari da
n dana dari pihak ketiga.

Badan musyawarah sitiung juga membentuk s
ebuah tim, yang dinamai tim tujuh atau sebutan lainn
ya yaitu (rancangan kegiatan pembangunan nagari) y
ang bertujuan untuk melakukan pengawasan di setia
p nagari-nagari yang telah menjadi daerah atau temp

at tugasnya masing-masing. Mereka diwajibkan mel
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aporkan setiap proses dan kendala yang dialami di se
tiap desa yang mereka awasi tersebut dengan adanya
pengawasan di setiap desa tersebut maka proses pen
gembangan dan pengalokasian dana desa dapat tersa
lurkan dengan cepat dan efektif, dan juga lebih muda
h dalam penyerapan aspirasi-aspirasi masyarakat unt
uk menyelesaikan kendala-kendala yang dialami Wa
li Nagari sitiung bersama Bamus sitiung melakukan
pertemuan musyawarah dalam hal menyelesaikan da
n mencarikan jalan keluar yang terbaik menurut pen
dapat bersama dan tidak bertentangan dengan undan
g-undang dan bisa diterima oleh masyarakat luas, ser
ta mewujudkan nilai-nilai dari filosofi “Bhineka Tun
ggal Tka” yang mana berartikan meski berbeda dan b
eragam namun tetap satu. Maksudnya adalah dimana
pemerintahan kenagarian Sitiung memberikan kese
mpatan kepada setiap individu dikalangan masyarak
at untuk bersuara dan menyampaikan gagasan dalam
menangani suatu persoalan yang dihadapi ataupun pl
anning masa depan untuk membantu perkembangan
dan pengalokasian dana secara cepat dan tepat.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas Nagar
i Bamsu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pe

merintah Provinsi Dharmasraya menyelenggarakan
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bimbingan teknis Badan Permusyawaratan Nagari
(Bamus) kabupaten lalui Dinas Pemberdayaan Masy
arakat dan Desa (DPMD)Dharmasraya, Rabu (05/0
9). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Basko Pada
ng Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dh
armasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan. "Sebagaiman
a kita ketahui bersama, Bamus Nagari merupakan w
adah penyaluran aspirasi masyarakat. Bamus Naga
ri harus mampu menganalisis dan merumuskan aspi
rasi masyarakat untuk disampaikan kepada Wali Na
gari dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelen
ggaraan pemerintahan yang baik untuk kemajuan be
rsama dalam mensukseskan pembangunan nagari,"
ujar Wabup.

Dengan terbentuknya Bimtek ini, Wakil Bupa
ti berharap Bamus Nagari dapat lebih memahami tug
as dan fungsinya. Selain memahami dasar hukum pe
nyusunan peraturan daerah dan konsep perencanaan
pembangunan desa, “Kepada seluruh Bamsu Nagari
yang mengikuti VimTech ini yang serius membangu
n Nagari,” ujar wakil bupati. memperkenalkan staf n
ara sumber dari Balai Pemerintahan Desa Lampung,
Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bina Pengelolaan Des

a, Kementerian Dalam Negeri dalam bidang penyele
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nggaraan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur pe
ngelola desa untuk wilayah Sumatera.
. Kendala-kendala yang dialami

Kendala yang dialami adalah kurangnya kem
ampuan atau keterampilan dari Struktur Dewan Nag
ari menjadi salah satu kendala dalam proses pemaha
man ruang lingkup kerja, yang erat kaitannya denga
n pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari u
ntuk mengawasi Pemerintahan Nagari. Tujuan dari p
enelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganali
sis fungsi pengawasan Nagari Bum dalam pengawas
an Pemerintah Kota Nagari, Provinsi Dharmasraya, s
erta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yan
g dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan
Nagari Bum. Identifikasi dan analisis upaya mengata
si kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan B
AMUS Nagari dalam pengawasan Pemerintah Sitin
Kabupaten Dharmasraya dan Pemerintah Kota Naga
ri Kabupaten Dharmasraya. Pendekatan yang diguna
kan adalah hukum empiris dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksa
naan fungsi pengawasan BAMUS di Nagar Sitiung
Kabupaten Dharmasraya tidak efektif karena BAMU

S merupakan perwakilan dari masyarakat Nagari. Se
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moga kebijakan-kebijakan yang mengikutinya menja
di arif dan bijaksana sesuai dengan keinginan semua
pihak. Keterbatasan umum adalah kurangnya pemah
aman anggota Bamus, khususnya di bidang hukum
dan pengawasan, dalam hal anggaran, sosialisasi Ba
mus tidak mesti terjadi, pemerintah Bams dan Nagar
i serta Bamus memiliki sumber daya operasional yan
g tidak memadai saat sedang diminta aktif memperju
angkan kemaslahatan masyarakat dan melakukan ber
bagai tugas dalam kemitraan dengan pemerintah Na
gari. Upaya melalui Pelatihan khusus yang lebih inte
nsif untuk anggota Bamus dan Wali Nagari dalam pe
ngawasan dan kepemimpinan pemerintah Nagari har
us mensosialisasikan semua anggaran agar masyarak
at juga mengetahuinya. Dengan menjaga hubungan a
ntara BAMUS dengan Pemerintah Kota Nagari dan
penganggaran dari pendapatan asli kota Nagari dan d
ana dari pihak ketiga.

Dengan musyawarah dan pendiskusian yang
adalah cara untuk menciptakan hubungan yang baik,
ini tentunya akan memerlukan berbagai pihak untuk
memberikan tanggapan dan respon, guna mengimple
mentasikan kepemerintahan itu transparan tanpa ada

nya faktor sandiwara ataupun rekayasa dan dapat me
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ngevaluasi kebijakan-kebijakan dalam hubungan ters
ebut yang akan menjadi faktor dasar untuk membang
un keefektifan dari BAMUS itu sendiri. Sehingga m
asyarakat dapat merasakan bahwa perwakilan yang b
erasal dari masyarakat itu sendiri dapat dipercaya dal
am mengemban dan menjalankan tugas pokok maup
un menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu sendi
ri. Dan masyarakat dapat percaya terhadap diri mere
ka sendiri bahwa mereka bisa ikut berkontribusi seca
ra langsung dengan pemerintah dalam menjalankan s
istem kepemerintahan itu sendiri yang ditujukan ke
mbali pada masyarakat.
. Respon Dari Wali Nagari Dan Tokoh Adat Terka
it Pengawasan Oleh Bamus

Peran tradisional seorang pemimpin menjadi
komunikator atau fasilitator didalam memecahkan at
au menangani permasalahan dan masalah yang munc
ul dalam suatu komunitas.Tokoh adalah setiap orang
yang memiliki pengaruh besar, tokoh adat adalah ses
eorang yang dihormati dalam suatu masyarakat kare
na aktivitas, keterampilan, dan karakteristik tertentu
yang dimilikinya. Untuk tokoh tradisional adalah
tokoh yang mana pihak gunanya untuk berperan men

egakkan aturan adat di sebuah nagarinya. Tokoh ada

323



t berperan dalam memajukan dan mengendalikan sik
ap dan perilaku anggota masyarakat agar sesuai deng
an tatanan adat. dan syariat islam termasuk juga saat
terjadi konflik atau perselisihan dalam perkembanga
n desa. Sebagai orang yang di tuahkan salangkah diti
nggikan sarantiang tentunya tokoh adat menjadi ped
oman masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan
pendapat-pendapat mereka juga bisa dijadikan pedo
man dalam hidup bermasyarakat.

Dalam menjalankan kebijakan dan tahapan pe
rencanaan oleh pemerintah kabupaten atau nagari tid
ak lepas dari kerja sama yang terstruktur dan kesepa
katan yang akan menjadi dasar dari berjalannya taha
pan perencanaan yang telah ditetapkan maupun kebij
akan-kebijakan yang akan kembali dijalankan. Resp
on dari wali nagari beserta tokoh adat setempat tentu
nya memiliki hal positif sebab, dengan adanya BAM
US sebagai pengawas pemerintah nagari dalam menj
alankan kepemerintahannya akan mendapatkan pand
angan value lebih jelas terkait kinerja dari pemerinta
han tersebut. Tokoh adat dapat menjawab pertanyaa
n dari kaum-kaum yang mempertanyakan secara jela
s bagaimana perkembangan pembangunan daerah m

ereka, bagaimana penyaluran dana pembangunan da
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erah nagari masing-masing dan banyak hal lainnya.
Dengan begitu, ada pemahaman yang didapat dijelas
kan dan untuk dijadikan sebagai dasar pikir dalam m
embangun perancangan secara permusyawaratan den
gan masyarakat.

Dan juga keterkaitan antara responsif dari wa
li nagari serta tokoh adat dalam membantu BAMUS
melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja pe
merintahan nagari sehingga proses berjalannya struk
tural pemerintahan nagari dapat terpenuhi secara SO
P. Dan ini akan meningkatkan mobilitas hasil kerja y
ang lebih efisien dan juga memaksimalkan dalam me
ngimplementasikan hasil kerja tersebut. Dengan begi
tu akan mampu untuk mendongkrak terciptanya nag
ari yang makmur dengan masyarakat yang memberi
kan rasa kepercayaan dalam menghargai BAMUS se
bagai bentuk simbol dari hak tradisional masyarakat
dan diakui oleh sistem pemerintah Republik Indones
ia dalam mewujudkan dari otonomi daerah ditentuka
n oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Respon baik dan tetap positif dari wali nagari
dan tokoh adat terhadap BAMUS juga memberikan
efek lainnya, seperti meminimalisir dan menutupi ke

kurangan serta hambatan yang terjadi didalam BAM
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US itu sendiri untuk menunaikan tugasnya dalam me
laksanakan perannya yaitu untuk mengawasi kinerja
dari pemerintahan nagari Sitiung. Sehingga lebih tar
get dari hasil kerja yang dijalankan dapat tercapai se
cara optimal dan mampu membuktikan bahwa kehad
iran dari BAMUS di nagari Sitiung itu adalah keputu
san tepat sebagai perwakilan masyarakat untuk men
gawasi kinerja pemerintah dan memberikan peluang
secara langsung kepada masyarakat untuk ikut berpe
ran mengawasi kinerja pemerintah Nagari Sitiung m
elalui BAMUS. Dengan adanya respon atau tanggap
an dari wali nagari dan tokoh adat tersebut juga bisa
menjadi pedoman dan motivasi bagi BAMUS itu sen
diri dalam membenahi tugas dan fungsi yang mereka
jalani. Tentuya bamus juga memiliki kekurangan-ke

kurangan dalam menjalankan tugasnya.

C. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Peran Bamus dalam mengawasi administrasi di
Nagari Sitiung, Pemerintahan Dharmasraya melakukan
pengawasan berdasarkan pengaturan yang ada. Hal ini s
ejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ber
laku tentang pemerintahan nagari, bamus nagari memp

unyai tugas dan wewenang, bamus nagari membahas ra
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ncangan peraturan nagari dengan nagari wali, mengawa
si operasional nagari, pemerintahan nagari dan pelaksan
aan peraturan nagari dan wali peraturan nagari, proposa
1 untuk pengangkatan dan pemberhentian Nagari Wali,
Pembentukan panitia pemilihan Nagari Wali, Penyelidi
kan, penerimaan, pengumpulan, pengembangan dan pe
nyaluran aspirasi masyarakat, Penyusunan Tata Tertib
Nagari.

Hambatan yang dihadapi Bamus Nagari dalam
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada
masa Nagari Kabupaten Sitiung Dharmasraya adalah ku
rang pahamnya anggota bamus dalam bidang hukum da
n pengawasan dengan terdapat keterbatasan dan hambat
an dalam efektifitas Bamus Nagari dalam menjalankan
tugasnya serta terjadi kesalahpahaman antara Wali Nag
ari dengan Bamus Nagari.

. Saran

Dari penelitian ini terlihat jelas bahwa Nagari B
amus di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya telah
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Diharap
kan Nagari Bamus lebih bertanggung jawab dalam tuga
snya sehingga fungsi kelembagaan Nagari dapat berjala
n dengan efektif dan proses penyelenggaraan pemerinta

han dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan citr
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a Bamus Nagari sebelumnya. hanyalah sebuah lembaga
tambahan untuk pemerintah Nagari. Bamus Nagari untu
k melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi pelan
ggaran. Seperti meningkatkan koordinasi dengan pemer
intah Nagari. Biar Wali Nagari tidak berjalan sendiri-se
ndiri dalam penyelenggaraan pemerintahan maka perlu
adanya keserasian, keserasian dan koordinasi antar inst
ansi Nagari, khususnya bagi Nagari Bams dalam penyel
enggaraan pemerintahan Nagari. Hal ini dapat difasilita
si melalui kegiatan bersama yang melibatkan seluruh el
emen Pemerintah Nagari.Bagi Pemerintah Pemerintaha
n Dharmasraya lebih mementingkan pengalokasian dan
a ke Bamus Nagari, karena dana yang ada saat ini diyak
ini sangat tidak mencukupi untuk melaksanakan berbag

ai kegiatan Bamus Nagari.
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ABSTRAK
Artikel ini berjudul Peranan Tokoh Masyarakat Dalam
Membuat Rancangan Peraturan Nagari Di Sungai Kambut,
fokus kajian adalah suatu peraturan dalam sebuah nagari
pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat nagari
yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan nagari
dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama masyarakat,
melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan nagari yang sesuai dengan
kehendak dan peranan masyarakat dalam nagari. Dimana
proses  pembentukannya membutuhkan  partisipasi
masyarakat nagari sebagaimana ditentukan dalam undang-
undang Nomor 6 tahun 2014. Dapat di simpulkan bahwa
peranan tokoh masyarakat dalam proses pembentukan
racangan peraturan nagari adalah bagian dari pelaksanaan
demokrasi ditingkat nagari. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ~ bagaimana  partisipasi  atau  peranan
masyarakat nagari  Sungai Kambut dalam proses
pembentukan rancangan peraturan nagari, serta juga dapat
disimpulkan bahwa peranan masyarakat secara kognitif dan
efektif dalam nagari sudah bagus. Peranan masyarakat
dalam penyusunan pembentukan rancangan peraturan
nagari berada pada level kemitraan, dalam arti pemerintah
dan masyarakat adalah mitra sejajar. Masyarakat didalam
nagari memiliki kesempatan yang sama dengan pemerintah
dalam membuat rancangan peraturan nagari dan memiliki
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kesempatan yang sama untuk mengembangkan pendapatnya
secara bersamaan dengan pemerintah nagari Sungai
Kambut.

Kata kunci : Peranan, tokoh masyarakat, rancangan
peraturan nagari

A. Pendahuluan

Sebuah nagari dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang merupakan sekelompok masyarakat
dan penyelenggara pemerintah sangat penting dalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan
republik indonesia. Adanya sebuah nagari merupakan
sebuah komunitas dalam sejarah sudah ada jauh sebelum
bangsa indonesia di proklamasikan. Awal mulanya
sejarahnya nagari adalah  sekumpulan beberapa
masyarakat serta merupakan pemerintah asli bangsa
indonesia yang keberlangsungan sudah ada jauh sebelum
lahirnya negara indoesia (Didik G. Suharto, 2016).

Pengakuan nagari dalam pemerintahan bangsa
kesatuan republik indonesia diatur dalam konstitusi bangsa
indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
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Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, nagari adalah
sebuah wilayah hukum yang memiliki hak asal-usul dan
hak tradisional dalam mengelola kepentingan masyarakat
setempat dan sangat menentukan untuk mewjudkan cita-
cita dan tujuan mendirikan bangsa Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana yang ditumpahkan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan kepentingan masyarakat dalam
nagari, pemerintah nagari bersama masyarakatnya
membuat rancangan tatanan nagari. Peraturan nagari ialah
batasan hukum yang ditetapkan oleh wali nagari setelah
berkonsultasi dan disepakati bersama panitia penasehat
nagari. Pemerintah nagari yang dimaksud meliputi
pemerintah nagari yang terdiri dari wali nagari, aparatur
nagari, dan Bamus nagari. Wali nagari bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan. Wali nagari adalah salah satu tokoh
masyarakat di tingkat nagari.

Dalam pelaksanaan rancangan peraturan nagari
untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat,
Dibentuklah badan musyawarah nagari sebagai organisasi
yang berfungsi untuk menanggapi dan

mengkomunikasikan aspirasi masyarakat dalam nagari
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Sungai Kambut. Organisasi ini pada hakekatnya
merupakan mitra kerja pemerintah nagari yang sederajat
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di nagari,
membina dan memberdayakan masyarakat. Organ nagari
yang dimaksud memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Membahas serta menyepakati rancangan peraturan
nagari bersama badan musyawarah

2. Menanggapi aspirasi nagari dan masyarakat
3. Memantau kegiatan kinerja wali nagari

Dalam perumusannya serta penetapan rancangan
peraturan nagari badan musyawarah berkedudukan
sebagai mitra kerja dari pemerintah nagari, yaitu
bertanggung jawab memberikan kontribusi berupa
usulan/masukan  terhadap  penyelesaian  rancangan
peraturan nagari yang terindentifikasi, dimana usulan
tersebut berasal dari keterlibatan atau peranan
masyarakat.Nagari mengatur diri sendiri, dengan otonomi,
karna itu kebijakan tersebut berkaitan dengan nagari,
rancangan sebuah peraturan nagari timbul dari inisiatif
pemerintah nagari dan masyarakat untuk mengelola
pembangunan agar berjalan dengan baik dan untuk
kepentingan masyarakat nagari. Untuk mewujudkan
sebuah peraturan di nagari dilakukan proses musyawarah

dalam di nagari.
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Peran tokoh masyarakat akan sangat menentukan
keberhasilan pembuatan peraturan dalam nagari, nagari
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai kekuasaan mengatur serta mengurus
kepentingan masyarakatnya dalam suatu instansi
pemerintah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki otonomi. Akan tetapi, otonomi yang melekat
dalam pengelolaan pemerintahan nagari bukanlah otonomi
seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kotamadya, dan
kabupaten, melainkan otonomi berdasarkan asal usul
tradisional. Menurut pasal 1 UU No. 6 tahun 2014 :
pemerintahan  nagari  merupakan  badan  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara
kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal
diatas, pemerintahan nagari mempunyai dua tugas pokok,
yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan
sebagai penyelenggara kepentingan dan keinginan
masyarakat yang ada di wilayahnya. Hal ini
menggambarkan negara indonesia sebagai negara yang
demokratis karena rancangan penyelesaiannya harus
didasarkan pada aspirasi atau peran tokoh masyarakat

dalam nagari.
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Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di
sampaikan maka saya sebagai penulis tertarik untuk
membahas penelitian tesis tentang “Peranan tokoh
masyarakat dalam membuat rancangan peraturan nagari di
Sungai Kambut”.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian
ini diteliti dan juga dikaji dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang
mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan erat
dengan objek maslah dalam suatu masyarakat, hal ini
erkaitan dengan partisipasi atau peranan masyarakat dalam
pembentukan rancangan peraturan nagari. jenis data yang
dipilih dan sesuai dengan jenis penelitian adalah jenis data
kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data
yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan
dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang
dala penulisan ini (Sarman dan Mohammad Taufik
Makarao, 2011).

. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif
yang mana analisis permasalahan tentang peranan tokoh
masyarakat dalam membuat rancangan peraturan nagari di

Sungai Kambut, dengan cara penguraian data secara
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deskriptif. Pengertian kualitatif adalah pengertian yang
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analis
proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan
dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan
sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan
fakta di lapangan. Pada penelitian ini peneliti
menggunakan pendekatan deskriptif, yang memperoleh
data dengan melakukan observasi serta wawancara.

Peneliti menggunakan informan yaitu penduduk
asli yang lahir dan menetap dikenagarian Sungai Kambut
dan para perangkat nagari. Diantaranya staf perangkat
nagari yaitu Pendra Gusmanto beserta msyarakat.

Di samping itu selain melakukan wawancara
tentang materi saya, saya juga mempunyai beberapa
referensi buku dan jurnal yang saya akses diinternet. Hal
ini saya lakukan karena keterbatasan pengetahuan saya
tentang peranan tokoh masyarakat dalam membuat
rancangan peraturan nagari tesebut dan karna minimnya
buku yg menyangkut permasalahan saya di perpustakaan
nagari. Jadi saya terpaksa menggunakan jurnal dan
referensi yang saya akses juga dari internet.

. Pembahasan
Sebuah  nagari tumbuh dan berkembang

berdasarkan kepentingan masyarakatnya sendiri, agar
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terdapat suatu lembaga yang mengatur kehidupan
masyarakat yang tinggal di nagari. Nagari adalah sebuah
bangunan yang didasarkan pada cita-cita dan kepentingan
masyarakat yang tinggal didalamnya. Nagari juga
merupakan satuan kesatuan masyarakat hukum adat yang
mempunyai struktur asli berdasarkan hak asal usul yang
bersifat khusus.

Nagari adalah kumpulan dari beberapa jorong dan
korong yang sama memiliki tujuan serta prinsip yang
sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari , wali
nagari ini dipilih langsung oleh masyarakat melalui
musyawarah dan mufakat dari berbagai kelompok jorong
serta masyarakatnya (Sunarno Siswanto, 2012).

Peraturan nagari merupakan peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh wali nagari dan disepakati
dengan badan pemerintahan nagari. Peraturan nagari
dibentuk dalam konteks pengelolaan pemerintahan nagari
karena keberadaan pernag sangat penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam
pemerintahan nagari beserta badan musyawarah. Oleh
karena itu, kedudukan sebuah peraturan nagari sangat
penting sehingga penyusunan peraturan nagari harus
didasarkan pada kebutuhan dan kondisi nagari setempat

dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi serta tidak boleh merugikan

kepentingan umum. Rancangan dalam pembuatan

peraturan nagari harus disusun secara demokrasi dan
partisipasi.

Sebuah peraturan nagari ditentukan oleh wali
nagari setelah mendapat persetujuan dari badan
musyawarah nagari yang dibuat sebagai bagian dari
pelaksanaan otonomi nagari.

Dalam penyusunan rancangan peraturan nagari
sungai kambut meliputi beberapa tahapan yaitu
1. Perencanaan, pemikiran aspirasi masyarakat yang

dilakukan disebuah tempat kerapatan adat serta
keramaian dan sebagainya.

2. Penyusunan sebuah rancangan peraturan nagari
bersama wali nagari dan rancangan tersebut
dimusyawarahkan bersama masyarakat nagari Sungai
Kambut.

3. Diskusi yang dilakukan oleh wali nagari dan badan
kebijakan nagari.

4. Identifikasi sebuah rancangan peraturan nagari yang
diusulkan.

5. Mensosialisasikan peraturan dalam nagari, sekretaris
nagari mengumumkan peraturan nagari untuk

diundangkan dan ditambahkan ke koran nagari sungai
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kambut. Proses penyusunan peraturan nagari sungai
kambut, partisipasi dan  peran  masyarakat
dipertimbangkan pada tahap perencanaan serta
penyusunannya. Pendapat masyarakat diwujudkan
dengan musyawarah yang mana di dalamnya
mengkaitkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi
mereka yang nantinya di gunakan sebagai acuan dalam
pembuatan sebuah rancangan dalam peraturan nagari
(Naeni Amanulloh, 2015).

. Peranan

Kata peran sebenarnya merujuk pada kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan
sesuatu dalam suatu kelompok masyarakat nagari. Jadi
kata peranan berarti sesuatu yang berbentuk orang.
Peranan tokoh masyarakat umumnya satu suara, bahwa
perlu berkomitmen yang sama dalam pelaksanaan
rancangan peraturan nagari yang akan dibuat.

Peranan masyarakat dalam sebuah proses
terbentuknya rancangan peraturan nagari berhak
memberikan kontribusi terhadap rancangan peraturan
nagari. Rancangan  peraturan  nagari  harus
dikonsultasikan dengan publik di nagari, terlepas dari
instansi mana yang mengajukan rancangan peraturan

dalam nagari, jika tidak dikonsultasikan terlebih
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dahulu, persetujuan sebuah rancangan nagari akan
masuk ke dalam penyelesaian yang tidak sesuai dengan
mekanisme  yang  ditetapkan  oleh  peraturan
perundangan. Di sisi lain, masyarakat nagari berhak
menyampaikan keinginan, saran, serta pendapat
bertanggung jawab secara lisan maupun tertulis
mengenai kegiatan pengelolaan pemerintah nagari,
pelaksanaan membangun peraturan nagari yang baik,
mengembangkan masyarakat nagari, dan pemberdayaan

kemasyarakatan nagari (Siti Hidayati, 2019)

Peran masyarakat nagari dalam proses
pembentukan rancangan peraturan nagari :

a. Susunan regulasi nagari yang diprakarsai oleh
pemerintah nagari.

b. Rancangan pernag yang telah disusun perlu
dikonsultasikan dengan masyarakat nagari serta
dapat di konsultasikan kepada camat untuk
mendapat tanggapan.

c. Rancangan yang dikonsultasukan sebagaimana di
maksud pada ayat 2 prioritas diberikan kepada
masyarakat atau sekelompok orang yang terkait

langsung dengan isi dokumen peraturan tersebut.
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d. Tanggapan dari masyarakat nagari dan camat akan
di terima oleh pemerintah nagari untuk mengawal
proses regulasi nagari.

e. Rancangan peraturan nagari telah di konsultasikan
dan di sampaikan wali nagari kepada badan
musyawarah nagari untuk di bahas dan disepakati.

Berdasarkan pembentukan diatas, maka proses
pembentukan rancangan pengaturan nagari harus di
perhatikan adalah adanya partisipasi dan peranan
masyarakat melalui permintaan pemerintah untuk
mengkonsultasikan rancangan peraturan nagari kepada
masyarakat. Namun dalam praktiknya, partisipasi dan
peranan masyarakat dalam proses pembentukan
rancangan peraturan nagari relatif terbatas. Hal ini
terjadi karena selama ini masyarakat secara keseluruhan
memberikan kepercayaan kepada wali nagari maupun
badan musyawarah nagari untuk membentuk peraturan

nagari (Iza Rumesten, 2012).

. Tugas BAMUS :

a. Membahas penyelesaian rancangan peraturan nagari
yang diusulkan bersama wali nagari.

b. Memantau pengawasan pelaksanaan peraturan

nagari serta peraturan wali nagari.
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c. pengusulan, pengangkatan dan pencabutan wali
nagari.

d. Mengusulkan pembentukan komisi pemilihan wali
nagari.

e. Menggali, menyambut, menghimpun, merumuskan
serta menyalurkan masukan masyarakat.

f. Menyususun tata tertib BAMUS

Penyelenggaraan penyusunan peraturan di
nagari tidak lepas dari peran serta masyarakat dan
kelembagaan nagari yang nyata. Namun badan
musyawarah masih memiliki kelemahan dakam ikut
serta dalam pengelolaan pemerintahan nagari dan
instansi lainnya :

a. Badan musyawarah di nagari masih memerlikan
penguatan  kelembagaan  khususnya  dalam
penegakan hukum mulai dari persiapan hingga
pengawasan peraturan nagari.

b. Masih perlu penguatan peran pengawasan legislatif
dalam pengambilan kebijakan terhadap pemerintah
nagari, mengingat semakin besar dan kompleksnya
persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat,
khususnya masyarakat tingkat bawah nagari.

Tugas utama serta fungsi pemerintahan nagari :
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Wali nagari

a. Menyelenggarakan pemerintahan nagari berdasarkan
kebijakan yang sudah di tetapkan dengan badan
musyawarah.

b. Mengusulkan rancangan pembuatan peraturan
nagari.

c. Menetapkan peraturan yang disetujui badan
musyawarah.

d. Menyusun serta menyampaikan rancangan peraturan
nagari tengtang koreksi APB untuk dibahas dan
disepakati dengan BAMUS.

e. Membimbing kehidupan masyarakat dalam nagari.

f. Membimbing ekonomi dalam nagari.

g. Mengordinasikan suatu peraturan nagari secara
partisipasi.

h. Mewakili nagarinya di dalam serta diluar pengadilan
serta menunjuk perwalian hukum untuk mewakili
mereka sesuai dengan hukum.

i. Melaksanakan kekuasaan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.

. Tokoh Masyarakat

Pengajuan sebuah saran yang diajukan
masyarakat selalu diperankan secara dominan oleh

pemimpin. Konsep tokoh masyarakat juga dimaknai
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sebagai elit masyarakat yang bertindak atas
namamasyarakat untuk mewakili nagari.

Masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi
menjadi  tokoh  masyarakat formal atau elit
formal.Dalam masyarakat mana pun baik masyarakat
yang masih tradisional ataupun modern pasti akan
menemukan  sekelompok kecil individu yang
mendominasi anggota masyarakat lainnya. Keberadan
tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat
penting dalam membuat peraturan dalam nagari atau
rancangan peraturan dalam nagari. Mereka tidak hanya
berperan sebagai penjaga dan penegak nilai dan norma
yang berlaku di masyarakat, tetapi juga berperan dalam
menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di
nagari Sungai Kambut.

Peranan masyarakat nagari dalam menyalurkan
aspirasinya dalam merumuskan pernag nagari,
didukung oleh wali nagari, badan musyawarah nagari,
serta masyarakat nagari dalam musyawarah di
lingkungan masyarakat nagari. Musyawarah nagari
yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk
mendidkusikan dan menyepakati isu-isuyang strategis.
Pembentukan peraturan nagari dirumuskan secara

demokratis untuk mewujudkan pengelolaan sumber
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daya nagari secara damai untuk mencapai keadilan
sosial. = Pemerintahan  nagari  bersama  badan
musyawarah berkomitmen untuk mengembangkan
pernag nagari berdasarkan keputusan strategis yang
sudah ditetapkan dinagari.

Peraturan nagari pada dasarnya mengatur
perilaku masyarakat nagari, melindungi hak serta
kewajiban dalam masyarakat, melindungi sistem sosial
dan menjaga keamanan dan Kketertiban dinagari,
keadilan untuk mencapai keseimbangan dan
kesejahteraan umum. Pada dasarnya peraturan nagari
merupakan  instrumen  demokrasi dan  sarana
komunikasi timbal-balik antara wali nagari dengan
masyarakatnya.

Kehadiran masyarakat dalam proses penyusunan
rancangan pernag nagari selain membantu pemerintah
nagari dalam mengkaji awal penyusunan pernag nagari
juga berperan mensosialisasikan peraturan nagari
tersebut kepada masyarakat sebelum peraturan nagari
itu di berlakukan di nagari sungai kambut.
Pemerintahan nagari sungai kambut merupakan
lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan
masyarakatnya,  sehingga  pencantuman  segala

kemungkinan yang ada dalam masyarakat sangat
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penting dalam pelaksanaannya, Hal ini penting
dilakukan karena penyelenggaraan pemerintah ditingkat
nagari jelas berbeda dengan penyelenggaraan
pemerintah yang ada di tingkat atasnya.

Partisipasi dan peranan dalam masyarakat
berarti keikutsertaan masyarakat nagari dalam segala
kegiatan dan pengambilan kepurusan peraturan nagari.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang nagari menetapkan
perilaku partisipatif sebagai prinsip dasar termasuk
rancangan peraturan nagari yang menandakan niat
untuk mendorong proses demokratisasi di nagari.
Dengan landasan ontologisnya pemerintah nagari
mengubah bahwa dalampengaturanpemerintah nagari
harusmemperhatikankeanekaragaman,demokratisasi,
partisipasi, otonomi, serta pemberdayaanmasyarakat di
nagari harus di upayakan.

Aspek peranan masyarakat dalam penyusunan
peraturan nagari merupakan keputusan dalam
penyelenggaraan pemerintahan nagariperlu
diasosiasikan, hal ini diatur dalam UU Nomor 6 tahun
2014 dimana badan musyawarah nagari merupakan
lembaga yang mewakili representasi warga nagari
Sungai Kambut. Dengan demikian, badan musyawarah

nagari sebagai representasi masyarakat nagari dalam
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proses pembentukan peraturan nagari sudah semestinya
memperhatikan masyarakat dalam nagari.

Dalam proses penyusunan pernag nagari,
masyarakat Sungai Kambut berhak berkontribusi
terhadap usulan pernag tersebut dengan isi pernag yang
diajukan. Pengesahan rancangan peraturan nagari tanpa
konsultasi terlebih dahulu kepada masyarakat akan
menghasilkan peraturan yang tidak sesuai dengan
mekanisme  yang  ditetapkan oleh  peraturan
perundangan. Disisi lain, masyarakat Sungai Kambut
berhak menyampaikan keinginan, saran dan pendapat
secara bertanggung jawab,baik lisan maupun tulisan,
mengenai kegiatan pemerintah nagari, pelaksanaan
penyusunan peraturan nagari, dan pembangunan.

Peran masyarakat nagari dalam
permusyawaratan nagari dan penyusunan peraturan
nagari merupakan bentuk tugas dan pengabdian
masyarakat kepada nagari, serta bentuk tugas
kewargaam dan pengabdian kepada nagari melalui aksi
sukarela. Peran  masyarakat  nagari  dalam
penyelenggaraan pemerintahan nagari, dalam rangka
penegakan hukum merupakan upaya menegakkan
kedaulatan NKRI dan memperkuat ketahanan nasional

khususnya dalam rangka melindungi kekayaan sumber
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daya bangsa maupun penguatan ideologi pancasila
dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.
. Rancangan Peraturan Nagari

Sebuah peraturan nagari adalah aturan hukum
yang ditetapkan oleh wali nagari setelah dibahas serta
disepakati dengan BAMUS nagari untuk mengatur
keperluan masyarakat nagari. Sekaligus sebagai upaya
untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat
dalam nagari.

Peraturan nagari dibentuk sebagai landasan bagi
pemerintah nagari dalam rangka penyelenggaraan
urusan  pemerintahan nagari yang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan
kondisi sosial budaya masyarakat nagari. Hal ini telah
ditegaskan sesuai dengan pasal 1 angka 7 UU No. 6
tahun 2014 “peraturan nagari adalah peraturan
perundang-undangan yang di tetapkan oleh wali nagari
setelah di bahas dan di sepakati bersama badan
musyawarah nagari.”

Dalam penyusunan peraturan nagari,
penyusunan peraturan nagari dapat diprakarsai oleh
pemerintah nagari dan dapat dikembangkan dari usulan

atas prakarsa BAMUS nagari. Jika rancangan peraturan
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nagari datang dari pemerintah nagari, maka wali nagari
yang menyusun SK nagari, dan jika berasal dari badan
musyawarah nagari, maka (Bamus) yang menyusun SK
nagari. Terhadap rancangan peraturan nagari baik yang
berasal dari wali nagari maupun dari badan
musyawarah nagari, masyarakat berhak memberikan
kontribusi baik secara tertulis maupun lisan atas nama
nagari, selanjutnya pernag nagari dibahas secara
bersama oleh pemerintah nagari serta badan
musyawarah. Rancangan peraturan nagari yang
dikeluarkan oleh pemerintah nagari
dapat ditarik kembali sebelum dikonsultasikan bersama
Dewan Penasehat dalam nagari.

Sebuah rancangan peraturan nagari yang telah
disepakati bersama antara wali nagari dengan badan
musyawarah nagari disampaikan kepada wali nagari
oleh kepala badan pertimbangan nagari dan ditetapkan
oleh wali nagari, setelah dibahas dan disepakati untuk
mencapai tujuan peraturan nagari.

Peranan serta partisipasi masyarakat nagari
dalam proses pembentukan tatanan nagari yang
ambisius, mencerminkan kebutuhan masyarakat
nagariterdampak, dan konsisten dengan kepentingan

umum, perauran nagari, dan peraturan perundangan.
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Peraturan-peraturan  nagari  yang  sudah
diselesaikan pada tahap-tahap diatas harus diserahkan
oleh wali nagari kepada bupati melalui camat sebagai
bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat lima
belas hari setelah ditetapkan. Tahapan pembentukan
peraturan nagari yang dilakukan oleh wali nagari
bersama dengan badan musyawarah nagari dijelaskan
secara terperinci dalam pemendagri Nomor 111 tahun
2014 tentang pedoman teknis pernag nagari sebagai
berikut:

1. Tahap pertama
a. Tahap perencanaan

1) Rancangan rencana kerja pemerintah nagari
akan diputuskan terlebih dahulu oleh wali
nagari dan badan pertimbangan nagari.

2) Lembaga-lembaga yang ada di dalam nagari
tersebut dapat memberikan masukan terhadap
peraturan yang ada dinagari sungai kambut

b. Tahap penyusunan

1) Untuk rancangan peraturan nagari yang dapat
disetujui oleh pemerintah nagari,
rancangannya harus dikonsultasikan dengan
kotamadya atau kelompok masyarakat terkait

untuk mendapatkan saran serta pendapat
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kepada badan penasehat nagari dan
masyarakat sungai kambut.

2) Badan penasehat nagari bisa mengusulkan
rancangan peraturan nagari dengan pengajuan
oleh angota badan penasehat nagari kepada
pimpinan BAMUS nagari sungai kambut.

c¢. Tahap pembahasan

1) Setelah rancangan peraturan nagari selesai
dibahas sebagai rancangan, maka BAMUS
nagari harus mengkaji ulang rancangan
tersebut dengan mengundang wali nagari dan
tokoh masyarakat lainnya.

2) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara wali
nagari dan badan musyawarah nagari, maka
yang di dahulukan untuk di bahas adalah
usulan rancangan peraturan nagari dari badan
musyawarah nagari.

3) Apapun masukan dari wali nagari dijadikan
sebagai topik pembahasan dengan tokoh
masyarakat

d. Tahap pengesahan peraturan nagari
1) Setelah rancangan tersebut disepakati dan

ditetapkan, maka peraturan nagari tersebut,
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disahkan oleh pemerintahan nagari dan juga
tokoh masyarakatnya lainnya.

2) Kemudian disahkan atau diumumkan di nagari
tersebut

2. Tahap kedua
a. Evaluasi

1) Rancangan pernag nagari yang disusun
ataupun dibahas dan disepakati oleh wali
nagari dan badan musyawarah disampaikan
kepada bupati.

2) Jika bupati tidak menyampaikan hasil evaluasi
dalam jangka waktu tertentu, maka peraturan
tersebut akan diterapkan secara otomatis.

3) Jika bupati telah menyampaikan hasil evaluasi,
maka wali nagari wajib memperbaikinya.

4) Jika wali nagari tidak menindak lanjuti, maka
bupati dapat membatalkan peraturan nagari
dengan sebuah keputusan bupati.

b. Klarifikasi

1) Bupati akan membentuk tim klarifikasinya.

2) Klarifikasinya meliputi, apakah rancangan
peraturan nagari tersebut sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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3) Jika sudah disetujui oleh pihak-pihak terkait,
maka bupati akan menerbitkan surat hasil
klarifikasi tersebut. Apabila tidak disetujui
maka bupati akan membatalkan nya.

4) Secara umum penyusunan rancangan peraturan
nagari sebagai suatu wadah hukum yang
berlaku ditingkat nagari, harus memiliki
landasan. Pada umumnya pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan yang
mengandung unsur filosofis, yuridis dan
sosiologis sebagai latar belakang pembuatan
sebuah peraturan dalam nagari. Unsur filosofis
artinya bahwa setiap peratuan yang dibuat
harus berlandaskan pada kebenaran dan
keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan
masyarakat, kelestarian  ekosistem, dan
supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti
bahwa setiap peraturan yang dibuat harus
berasal dari harapan, aspirasi dan peranan
masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan
sosial masyarakatnya. sedangkan unsur yuridis
adalah  peraturan yang rancang untuk
menjunjung tinggi supremasi dan kepastian

hukum serta tidak bertentangan dengan
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peraturan  perundang-undangan  (Richard

Timotius, 2018).

Berikut rancangan peraturan nagari di Sungai Kambut :

TENTANG

PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMBUT

TENTANG PUNGUTAN ASLI NAGARI
PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMBUT

RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI

Menimban

g

Mengingat

d

KAMBUT

NOMOR : 4 TAHUN 2017

Untuk mendukung penyelenggaraan dan
pelaksanaan pembangunan di Nagari
perlu adanya sumber-sumber pendapatan
Nagari  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pungutan suatu nagari merupakan

salah satu sumber pendapatan nagari
tersebut yang pemungutannya dilakukan

berdasarkan Peraturan Nagari.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana

yang dimaksud dalam poin a dan poin b
diatas, harus melaksanakan Pungutan

Nagari berdasarkan peraturan nagari
Berdasarkan undang-undang Nomor 38

Tahun 2003 tentang pembentukan
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Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman

Barat di Provinsi Sumatra Barat.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang telah
diubah terakhir kali dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa.
Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2008 Nomor 2, tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor
21.

Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2008

tentang pedoman Pembentukan dan
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mekanisme penyusunan Produk Hukum
Nagari
Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009
tentang pembentukan dan penataan
Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010
tentang pokok-pokok  pengelolaan

keuangan daerah
Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS
NAGARI)
SUNGAI KAMBUT
Dan
WALI NAGARI SUNGAI KAMBUT

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG
PUNGUTAN ASLI NAGARI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:
1 Nagari : Nagari Sungai Kambut.

Wali Nagari : Wali Nagari Sungai Kambut

2 Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya
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disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan
pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat
mencerminkan perwakilan yang berdasarkan jumlah
penduduk dan luas wilayah dan/atau terdiri dari unsur-
unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama,
Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta pemuda yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh
masing-masing unsur.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat
Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Nagari.

Pemerintah Nagari adalah Penyelenggara urusan
pemerintahan Pemerintahan Nagari serta Badan
Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Keastuan Republik
Indonesia.

Pungutan Nagari adalah pungutan yang berupa uang
maupun benda atau barang yang dilakukan oleh
pemerintah Nagari terhadap masyarakat Nagari dan

Perusahaan yang berada diwilayah Nagari berdasarkan
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pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat
di Nagari yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari
dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur
pelaksanaan teknis yang membantu Wali Nagari dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Harta kekayaan nagari merupakan harta benda yang ada
kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari, baik
bergerak maupun tidak bergerak.

Jorong merupakan bagian dari wilayah nagari yang
dipimpin oleh kepala jorong.

Peraturan nagari merupakan peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali
Nagari.

Kerjasama nagari badalah suatu rangkaian kegiatan
bersama antara nagari atau nagari dengan pihak ketiga

dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.
Bab I1
PUNGUTAN NAGARI
Pasal 2
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1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari yang
menjadi kewenangan nagari didanai APB Nagari yang
dananya bersumber dari bantuan Pemerintahan Pusat,
Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Daerah serta
Pungutan Asli.

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang
diselenggarakan oleh pemerintahan nagari didanai
dari anggaran Pungutan belanja daerah

3. Penyelenggaraan urusan pemerintah provisnsi yang
diselenggarakan oleh pemerintah nagari didanai dari
anggaran Pungutan belanja provinsi

4. Penyelengaraan urusan pemerintahan yang
diselenggarakan oleh pemerintah nagari didanai dari
anggaran Pungutan belanja nagari

BAB III
JENIS, BENTUK DAN BESARAN PUNGUTAN
NAGARI
Pasal 3

(1) Sumber Pungutan Nagari terdiri dari

(a) Pendapatan asli nagari yang berasal dari hasil
usaha nagari, hasil kekayaan nagar, hasil swadaya
dan partisipasi dan lain-lain Pungutan asli nagari

yang sah.
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(b) Bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10 %
(Sepuluh Persen) untuk nagari yang objeknya
berada dalam nagari.

(c) Bagi hasil retribusi daerah

(d) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan pemerintah daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintah.

(e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat.

(2) Sumber pungutan nagari yang telah dimiliki dikelola
oleh nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh
pemerintahan daerah dan pemerintah provinsi.

(3) Sumber pungutan nagari yang ingin diambil oleh
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi serta
pemerintah nagari, lembaga nagari serta Datuak Nan
Batujuah.

Pasal 4

Bentuk Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal

3 adalah berupa uang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Pasal 5

Besaran Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal

3 adalah sebagai berikut:

a. Pungutan untuk surat keterangan usaha
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No Jenis Pungutan Besaran (Rp)
1 Surat Keterangan Usaha 15.000/surat
2 Pas ternak Sapi/ Kerbau 50.000/surat

3 Pas Ternak Kambing/domba 50.000/surat

4 Pelepasan Hak Tanah 50.000/surat

b. Pungutan untuk surat keterangan perizinan

No Jenis Pungutan Besaran (Rp)

1 Biaya operasional IMB

a. Satu Petak 50.000/ surat
BAB IV
PENGELOLAAN PUNGUTAN NAGARI
Pasal 6

(1) Hasil Pungutan Nagari disetor ke Rekening Kas
Umum Nagari melalui Bendahara Nagari secara bruto
dan dicatat kedalam buku administrasi keuangan
Nagari
a. Perencanaan dan Penggunaan Pungutan Nagari

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
pada APB Nagari
Pasal 7
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Hasil Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan di Nagari
Pasal 8
(1) Pungutan atas surat Keterangan untuk usaha dan
Pungutan Surat Keterangan Perizinan Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dipungut oleh Wali
Nagari melalui Perangkat Nagari.
(2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari
(3) Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali
Nagari
BABV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9
(1) Wali Nagari bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan yang berhubungan dengan Pungutan Nagari.
(2) Pertangguangjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada :
a. Bamus Melalui Camat; dan
b. Bamus Nagari
BAB VI
PENGAWASAN
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Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang

berhubungan dengan Pendapatan Asli Nagari terdiri dari:

a.
b.
C.

d.

Pengawasan Fungsional
Pengawasan melekat
Pengawasan masyarakat ; dan

Pengawasan Umum

(1) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

pasal 10 huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan
dari Inspektorat Daerah, BPKP dan Instansi
pemeriksa lainnya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

(2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 10 huruf b dilakukan oleh camat

(3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 10 huruf c dilakukan oleh masyarakat dan

Lembaga swadaya Masyarakat

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat berupa kritikan, saran atau masukan terhadap

dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Bamus Nagari.
BAB VII
SANKSI

Pasal 11
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Dalam hal wajib pungutan tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa penangguhan segala urusan yang
sedang diproses di Nagari sampai yang bersangkutan

memenuhi kewajibannya.

BABVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka Peraturan
Nagari Sungai Kambut Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pendapatan Asli Nagari (Lembaran Nagari Sungai Kambut
Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan nagari ini dengan

penempatan dalam lembaran Nagari Sungai Kambut.
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Jadi contoh peraturan yang ada atau dipakai di nagari
Sungai Kambut adalah tentang pungutan administrasi surat
menyurat (Pendra Gusmanto, 2022)

D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Berdasarkan argumentasi dan hasil penelitian
yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa
partisipasi  yang dilakukan = masyarakat selalu
diperankan secara dominan oleh tokoh masyarakat,
Definisi tokoh masyarakat diartikan sebagai elit
masyarakat. Dimana tokoh masyarakat dapat
dikategorikan atau dibagi ke dalam tokoh masyarakat
formal atau elit formal.

Setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih
tradisional atau pun modern, pasti akan ditemukan
sekelompok masyarakat yang memerintah anggota
masyarakat lainnya. Keberadan tokoh masyarakat
mempunyai peranan yang sangat penting dalam
membuat peraturan nagari atau rancangan peraturan
nagari, Selain berperan sebagai menjaga dan
menegakan nilai atau norma-norma yang berlaku
dimasyarakat, juga berperan dalam memecahkan
berbagai  permasalahan yang  terjadi. = Proses

pembentukan rancangan peraturan nagari diberikan
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wewenangnya kepada wali nagari dan BAMUS nagari,
supaya menghasilkan suatu peraturan nagari yang di
jadikan sebagai landasan dalam nagari tersebut. untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat nagari, sudah
semestinya berdasarkan pada peraturan nagari.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam
pembentukan rancangan peraturan nagari dengan
adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan
nagari oleh pemerintah nagari kepada masyarakat.
Karena peranan tokoh masyarakat merupakan salah
satu bentuk dari adanya jaminan kelangsungan
demokratis dalam nagari sekaligus proses pembentukan
peraturan nagari, sehingga di harapkan adanya
peraturan nagari yang demokrasi sebagai landasan
penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan
kehendak masyarakat dalam nagari Sungai Kambut.

Dengan adanya masyarakat dalam proses
pembentukan rancangan peraturan nagari, selain
membantu pemerintahan nagari dalam perancangan
peraturan nagari, juga berfungsi mensosialisasikan
peraturan nagari tersebut terlebih dahulu kepada
masyarakat sebelum peraturan nagari itu diberlakukan.
Pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan yang

paling dekat dengan masyarakat, maka dalam
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penyelenggaraannya  sangat  diwajibkan  untuk
melibatkan seluruh tokoh-tokoh yang ada didalam
masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena
penyelenggaraan pemerintah ditingkat nagari tentu
berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada
di tingkat atasnya.

Masyarakat nagari dalam proses membuat
rancangan peraturan nagari berhak memberikan
masukan terhadap rancangan peraturan nagari yang
disusun oleh perangkat nagari Sungai Kambut. Sebuah
rancangan peraturan nagari wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat nagari, terlepas dari lembaga mana
yang mengajukan usulan rancangan peraturan nagari
tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka
pengesahan suatu rancangan peraturan nagari akan
masuk pada suatu pengaturan yang tidak sesuai dengan
mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. Sebaliknya masyarakat nagari berhak
menyampaikan aspirasi, saran dan pendapatnya dalam
pelaksanaan rancangan peraturan nagari tersebut.

. Saran

Dalam penelitian ini terlihat bahwa keberadaan

tokoh masyarakat sungai kambut mempunyai peranan

penting dalam proses pembentukan peraturan nagari.
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Berperan sebagai menjaga serta menegakkan nilai-nilai

dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh

masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai

masalah yang terjadi dalam nagari.

1.

Pemerintahan nagari harus lebih memahami
landasan hukum yang di gunakan dalam
perancangan peraturan nagari, supaya peraturan
yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan

yang lebih tinggi.

. Pemerintahan nagari harus lebih selektif dalam

membuat peraturan nagari supaya peraturan nagari
yang di buat tidak disalahgunakan atau
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab.

Diperlukannya informasi, komunikasi dan edukasi
dalam setiap proses pembentukan rancangan
peraturan nagari antara lain melalui musyawarah
antara masyarakat, pemerintahan nagari, dan

BAMUS.
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ABSTRAK

Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat nagari. Dimana
BAMUS salah satu lembaga nagari yang berfungsi aebagai
pengawas pemerintahan nagari. Di Nagari Lasi fungsi
BAMUS dalam pengawasan pemerintahan nagari bisa
dikatakan ada efektif dan tidak efektifnya dalam menjalankan
fungsinya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui
bagaimana perspektif masyarakat tentang bagaimana fungsi
BAMUS dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemerintahan nagari Lasi. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat
deskriptif analisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran
bagaimana perspektif masyarakat tentang fungsi BAMUS
dalam melaksanakan pengawasannya tehadap pemerintah
nagari. Penelitian ini dilakukan di Nagari Lasi Kecamatan
Canduang Kabupaten Agam. Data dan informasi yang
ditemukan dilapangan di analisis dengan menggunakan teori
pengawasan langsung dan tidak langsung. Hasil penelitia ini



adalah bahwa fungsi BAMUS terhadap pemerintahan nagari
kurang efektif dalam penagwasan anggaran pendapat dan
belanja Nagri, karena kurangnya pemahaman anggota
terhadap tugasnya masing-masing.

Kata kunci: pengawasan BAMUS, Pemerintahan Nagari,
Persepsi Masyarakat



A. PENDAHULUAN

Menurut pemerintahan daerah Provinsi Sumatra Barat No.7
Tahun 2018 tentang nagari, Pasal 1 ayat 3 meyebutkan bahwa
Pemerintahan nagari adalah * penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
Tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini adalah
untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi
masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan
kehidupannya yang sesuai dengan filsafah adat Minangkabau.
Didasarkan pada kebijakan Perda Provinsi Sumbar No.9
Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
sebagai persemaian kembali ke desa adat dan pengakuan atas
kembalinya pemerintahan desa berbasis nilai-nlai adat, dimana
lembaga yang dimiliki Nagari yaitu ada Wali Nagari,
Kerapatan Adat Nagari, dan Badan Musyawarah Nagari yang
digunakan dalam penyeelnggaraan Pemeritahan Nagari sesuai
dengan nilai adat bahwa aturan hanya berlaku pada Nagari
tersebut. (Yeni dan Malau, 2021, hal.136)

Dalam Perda Kabupaten Agam No.31 Tahun 2001
tentang Pemerintahan Nagari dalam pasal 1 huruf J dan K
Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan badan

perwakilan rakyat nagari, Pemerintahan Nagari adalah Wali



Nagari beserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif
Nagari. Sedangkan dalam Perda Kabupaten Agam No.5 Tahun
2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintahan
Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wali Nagari
yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Nagari. Disamping Wali Nagari,
terdapat unsur BAMUS yang tinggkatannya sejajar dengan
Wali Nagari. Dimana BAMUS ini adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan
keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
Keterlibatan BAMUS dalam pemerintahan nagari
merupakan hal yang penting dilakukan karena BAMUS
merupakan perwakilan dari masyarakat nagari. BAMUS
merupakan salah satu wujud sistem demokrasi dalam
pemerintahan nagari yang menampung dan menyalurkan
seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan nagari.
Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari
sejajar karena mereka sama-sama dilantik oleh masyarakat,
dan sama-sama dilantik oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS
dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat, sehingga

untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS, maka



BAMUS dan Wali Nagari perlu melaksanakan koordinasi agar
BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari yang
terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh
BAMUS untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan
mudah.

Menurut Sondang Siagian pengawasan adalah sebuah
proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk
memastikan agar semua Kkegiatan yang dalam proses
pelaksanaanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah
daerah bertujuan untuk menjamin agar pemerintah
diselenggarakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pengawasan
pemerintah  daerah  ditujukan  untuk  mewujudkan
Pemerintahan yang bersih. (Satriadi, 2011)

Dari jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaanya
dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama pengawasan langsung
dimana pengawasan ini digelar ditempat kegiatan berlangsung
dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Yang kedua
yaitu pengawasan yang tidak langsung dimana pengawasan ini
dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian
laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan,
aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas

masyarakat. (Pramukti dan Chahyaningsih, 2018)



Berdasarkan dari obsevasi awal pengawasan yang
dilakukan BAMUS di Nagari Lasi tehadap Pemerintahan
Nagarinya dari pandangan masyarakat memang cukup efektif
dalam bidang pengawasan peraturan nagari dan bidang
pengawasan terhadap keputusan Wali Nagari, tetapi tidak
dengan bidang pengawasan anggaran pendapatan dan belanja
nagari. Kurangnya kemampuan BAMUS dalam fungsi
kepengawasan terhadap Pemerintahan Nagari sehingga dapat
menjadikan pemasalahan. BAMUS seharusnya memiliki
inisiatif untuk melaksanakan pengawasan, pengawasan yang
dilakasnakan mencakup semua kegiatan yang dilakasnakan
oleh pemerintah nagari temasuk pengawasan anggaran
pendapatan dan belanja nagari.

Kurangnya pengawasan BAMUS terhadap pemerintah
Nagari tentang angaran membuat masyarakat merasa janggal
dan menjadi masalah, karena ketidak tahuan mereka terhadap
anggaran nagari. Hal ini berdampak pada pemerintahan nagari,
sebab pengawasan BAMUS merupakan aspek penting dalam
pemerintahan nagari karena BAMUS merupakan perwakilan
dari masyarakat.

Jadi dapat dikatakan bahwasannya fungsi pengawasan
yang dilakukan oleh BAMUD terhapap Pemerintahan Nagari
Lasi itu belum cukup efektif dalam bidang pengawasan

anggaran pendapatan dan belanja di Nagari Lasi.



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang
bersifat deskriptif analisis dengan tujuan mendeskripsikan atau
memberi gambaran terhadap bagaimana pemahaman
masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS
terhadap Pemerintahan Nagari yang terjadi di Nagari Lasi
kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
berasal dari penelitian pustaka dan penelitian lapagan secara
induktif. Analisis secara induktif ini digunakan untuk
menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data
yang diteliti serta untuk menemukan pemahaman-pemahaman

baru terkait masalah yang diteliti.



B. PEMBAHASAN

1. BAMUS ( Badan Musyawarah) Nagari

Pengertian dari Nagari ini adalah dimana Nagari
merupakan suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang
terbagi atas beberapa jorong dimana dasar terbentuknya
berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi
sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya. Maka
dalam sistem ini tuntutan kegiatan masyarakat di daerah
akan selalu terpayungi oleh Wali Nagari dan diawasi oleh
lembaga bentukan masyarakat seperti KAN, BAMUS,
MUNA, serta lembaga-lembaga lain yang ada di nagari.

Dengan adanya lembaga-lembaga nagari yang
diperuntunkan untuk mengawasi kinerja pemerintahan
nagari ini dapat membentuk masyarakat nagari mandiri
dalam membangun daerahnya, baik mental maupun
fisiknya. Salah satunya BAMUS yang merupakan
keterwakilan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan
nagari.

Badan permusyawaratan yang dulunya merupakan
Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurakn aspirasi masyarakat. Angota

badan permusyawaratan adalah wakil dari penduduk desa



bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan
mufakat. Khusus di Sumatra Barat LMD berubah nama
menjadi BAMUS.

Di dalam Nagari, BAMUS nagari ini merupakan badan
legislasi di nagari yang dibentuk berdasarkan amanat
undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan
daerah dan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor
9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
BAMUS nagari adalah lembaga yang merupakan
perwujudan dari sebuah sistem demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Adanya BAMUS sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan nagari yang bekerja sama dengan Wali
Nagari dalam melahirkan peraturan-peraturan nagari.
BAMUS berdasarkan aturan dipilih dari unsur-unsur
masyarakat yang lima yaitu: Niniak mamak, Kaum cadiak
pandai, kaum ulama, bundo kanduang, dan pemuda nagari.
Dimana anggota BAMUS paling sedikit terdiri dari lima
orang dan paling banyak 11 orang, harus ganjil, agar ketika
menyelesaikan masalah dengan cara pengambilan suara
lebih mudah.

Dalam pemilihan ketua BAMUS Nagari ini dipilih dari

oleh anggota BAMUS Nagari secara langsung dalam rapat



BAMUS Nagari yang diadakan secara khusus. Dalam hal
ini mekanisme pengisian keanggotaan BAMUS Nagari
ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon
anggota BAMUS Nagari dipilih dalam proses musyawarah
perwakilan yang mampunyai hak pilih.

Fungsi Pengawasan BAMUS Nagari terhadap
Pemerintahan Nagari

BAMUS yang merupakan unsur penyelenggaraan
pemerintah nagari sebagai rekan kerja pemerintah dalam
melaksanakan  kegiatan  pemerintah, pembangunan,
pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Peran BAMUS
ini sangat penting dalam membawa aspirasi masyarakat,
dimana agar penyelenggaraan pemerintah nagari sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. BAMUS atau juga yang
dikenal dengan lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan dari wakil
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

BAMUS Nagari memiliki fungsi untuk menetapkan
peraturan nagari bersama Wali nagari, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan
meneyepakati rancangan peraruran nagari bersama Wali
Nagari dan melakukan pelaksanaan pengawasan kinerja

Wali Nagari. Disinilah peran penting BAMUS nagari dalam
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melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan
nagari terhadap menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. Pelaksanaan fungsi BAMUS diatur dengan tata
tertib olen BAMUS Nagari.

Fungsi BAMUS Nagari hampir mirip dengan fungsi
legislatif Daerah. Disamping itu, BAMUS memiliki tugas
fungsional yaitu seperti membahas dan merancang
peraturan nagari bersama Wali Nagari. BAMUS
merumuskan peraturan Nagari bersama dengan Wali
Nagari, dalam perumusan tersebut, oleh BAMUS
melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan
nagari agar nantinya peraturan nagari tersebut tidak
bertentangan pada unsur-unsur demokrasi.

Dalam melaksanakan perumusan Peraturan Nagari,
BAMUS dan Wali Nagari merumuskan Peraturan Nagari,
dengan memasukan selurun materi dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah nagari dan pemberdayaan
masyarakat. Di tahap perumusan ini BAMUS dan Wali
Nagari harus memperhitungkan unsur-unsur yang terdapat
di dalam rancangan peraturan Nagari agar tidak
bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang
sudah ada dan lebih tinggi. Rancangan Peraturan Nagari ini
harus memuat mengenai penjabaran pelaksanaan

penyelenggaraan Nagari yang lebih bersifat pengaturan. Di
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dalam perancangan Peraturan Nagari masyarakat juga

berhak dalam memberikan masukan secara lisan ataupun

secara tertulis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAMUS
nagari berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan  pemerintahan  nagari, menyatakan
pendapat BAMUS atas penyelenggaraan, pembinaan
kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat nagari, dan juga berhak
mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya dari APB nagari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupataen Agam
No. 12 tahun 2007 pasal 58, adapun tugas dan wewenang
BAMUS adalah:

a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali
Nagari.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah
Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta
Peraturan Wali Nagari.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali
Nagari.

d. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari.

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.
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f. Menyusun tata tertio BAMUS Nagari.

Berdasarkan peraturan Kabupaten Agam, adapun tugas
BAMUS vyaitu sebagai pendamping Wali Nagari dalam
penyelenggaraan pemerintah Nagari dan merumuskan
bagaimana cara pelaksanaan teknis dalam dalam
penyelenggaraan pemerintah nagari. BAMUS
berkewajiban untuk menerima dan memeriksa laporan
penyelenggaraan  pemerintah  nagari dan laporan
pertanggung jawaban dari wali nagari dan juga wajib
menginformasikan kepada masyarakat di Nagari. Hal yang
disampaikan pada laporan pertanggung jawaban
penyelengaraan kepemeritahan nagari yang diberikan oleh
wali nagari pada BAMUS mencakup isian pada: ( Prahara:
2013)

a) Laporan Kkinerja Wali Nagari pada peningkatan dan
pemeliharaan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman
masyarakat, dan juga laporan pelaksanaan kehidupan
demokrasi.

b) Laporan pelaksanaan prinsip tata pemerintahan nagari
yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme (KKN).

¢) Laporan mengenai hubungan kerja dengan seluruh rekan
kerja yang terlibat bersama pemerintah nagari.

d) Laporan kinerja wali nagari pada penegakan seluruh
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peraturan perundang-undangan dan adat setempat.

e) Laporan kinerja wali nagari pada penyelenggaraan
administrasi pemerintahan nagari dengan baik dan
benar.

f) Laporan kinerja wali nagari pada pelaksanaan dan
pertanggung jawaban pengelolaan keuangan nagari.

g) Laporan kinerja wali nagari pada pelaksanaan urusan
yang menjadi kewenangan nagari.

h) Laporan kinerja wali nagari pada pembinaan,
pengayoman, pelestarian, nilai-nilai agama dan sosial
budaya adat.

1) Laporan kinerja wali nagari pada pengembangan
pendaptan masyarakat.

j) Laporan kinerja wali nagari pada pemberdayaan
masyarakat dan juga kelembagaan nagari.

k) Laporan kinerja wali nagari pada pengembangan
potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

I) Laporan kinerja wali ngari pada pergerakan potensi
perantau sebagai sumber daya pembangunan nagari.

m)Laporan kineja wali nagari pada pelaksanaan tugas

yang diberikan Pemerintah atasan.
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Pada akhir masa jabatan Wali Nagari, ali nagari
melaporkan laporan pertanggungawaban terhadap bagaimana
kinerja Wali Nagari selama masa jabatannya kepada BAMUS.
Laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat oleh Wali
Nagari dilaporkan pada setiap satu kali dalam setahun, dan
dibahas pada musyawarah yang dilaksanakan BAMUS. Hasil
dari laporan tersebut akan di informasikan kepada masyarakat
melalui selebaran yang ditempel pada papan pengumuman
atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan
yang dilaksanakan oleh BAMUS dengan masyarakat nagari.
Pada laporan akhir jabatan Wali Nagari akan di evaluasi
terlebih dahulu oleh BAMUS yang setelahnya akan kembali
ditinjau dengan melakukan evaluasi ditingkat Kabupaten oleh
Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan
pertanggung jawaban akhir jabatan, Wali Nagari sebagai
penyelenggara pemerintahan nagari tersebut di atur oleh
Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS
berhak untuk meminta pertanggung jawaban Wali Nagari serta
meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari. BAMUS
dalam melaksanakan fungsi pengawasan, segala kegiatan yang
dilakukan pelaksana Peraturan Nagari, pemerintah nagari
dengan meminta langsung keterangan dari Wali Nagari beserta

perangkat nagari. BAMUS dalam melaksanakan fungsi
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pengawasan juga meminta pendapat dari anggota lembaga lain

yang ada di nagari seperti KAN, LPMN, dan parik paga nagari.

Juga BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan

meminta keterngan dari masyarakat apa-apa yang menjadi

permasalahan didalam pemerintahan nagari.

Didalam sebuah sistem pemerintahan nagari
perencanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari
sangatlah diperlukan untuk kemajuan nagari. Hal ini BAMUS
berhak untuk tahu berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran
kas nagari, dengan meminta keterangan dari Wali Nagari yang
menjalankan pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi
pengawasan BAMUS berhak unuk meminta pertanggung
jawaban dari Wali Nagari dan Laporan KAN, LPMN, Parik
Paga Nagari, dan panitia-panita yang telah dibentuk dalam
bidang pembangunan yang ada di nagari tentang perencanaan
pembangunan nagari. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh
BAMUS untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap
pemerintahan nagari yaitu:

a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh
pemerintahan. Pengawasan dilakukan dengan cara
pemanggilan secara lisan ataupun tertulis mengenai
masalah yang tejadi dalam pemerintahan nagari.

b) Mengawasi apabila terjadi penyelewengan dengan

memberikan teguran kepada Wali Nagari dan meminta
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keterangan lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul.

c) BAMUS dapat mengklarifikasi dalam rapat nagari yang
dipimpin oleh ketua BAMUS dengan cara mengadakan
sidang istimewa terhadap pelanggaran yang dilakukan Wali
Nagari.

d) Jika ada pihak yang bersalah, dan Wali Nagari dan
perangkatnya tidak memperhatikan, maka BAMUS
memberikan peringatan secara tertulis kepada Bupati
melalui Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan.

Pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran
pendapat dan belanja nagari dilihat dalam laporan pertanggung
jawaban Wali Nagari pada setiap akhir tahun anggaran. Bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS vyaitu,
memperhatikan semua pemasukan dan pengeluaran kas
nagari, dengan cara meminta kepada Wali Nagari setiap
salinan tentang keuangan nagari. Memperhatikan dana-dana
swadaya yang digunakan untuk pembangunan sarana-sarana
umum atau untuk pembangunan nagari.

Pengawasan juga dilakukan oleh BAMUS dalam
sebuah kasus yang ada di tengah masyarakat, yaitu masyarakat
memberitahu atau menyampaikan secara tertulis supaya Wali
Nagari untuk diberhentikan salah seorang Wali Jorong yang
ada di Nagari. Dengan adanya sebuah masalah yang muncul di

tengah-tengah masyarakat, lalu BAMUS memanggil Wali
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Nagari untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan
Wali Jorong tersebut. Dalam bidang pembangunan BAMUS
melaksanakan pengawasan berdasarkan hasil laporan
masyarakat. Laporan atau informasi masyarakat yang
diberikan kepada BAMUS itu kemudian di tindak lanjuti oleh
BAMUS dengan mengadakan rapat dengan anggota BAMUS,
kemudian itu BAMUS memanggil panitia yang ditunjuk di
Nagari sebagai pelaksana pembangunan. Pemanggilan ini
dilakukan BAMUS Kkarena laporan dari masyarakat belum
dimulainya sebuah pembangunan yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan yang dilakukan BAMUS terhadap
Wali Nagari juga berdampak pada penilaian kinerja terhadap
Wali Nagari tersebut. Sehingga BAMUS berhak menentukan
apakah kinerja Wali Nagari ini layak atau tidaknya.
Pengusulan pengangkatan Wali Nagari tentunya harus sesuai
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya BAMUS berfungsi sebagai pembuat
peraturan nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari.
Pemerintahan Nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan
dari BAMUS, pembentukan pemerintahan betujuan untuk
meningkatkan  pelayanan  publik guna mempercepat

terciptanya masyarakat yang sejahtera.

18



BAMUS dalam melaksanakan fungsinya sebagai
pengawas terhadap  pemerintahan nagari BAMUS
mambutuhkan kerja sama dengan masyarakat seperti,
informasi dari masyarakat, partisipasi masyarakat, agar
BAMUS dapat melaksanakan pengawasan dengan sempurna.

Adapun kendala BAMUS Nagari Lasi dalam
melaksanakan fungsi nya sebagai pengawas Pmerintahan
Nagari bila di cermati itu karena kurangnya bimbingan teknis,
dimana anggota BAMUS masih harus diberikan pelatihan
khusus untuk tupoksi masing-masing, dimana tempat tinggal
anggota BAMUS yang tidak semuanya berdomisili di daerah
Lasi tersebut sehingga jika BAMUS melaksanakan rapat
banyak anggota BAMUS tidak hadir, pekerjaan lain anggota
BAMUS Kkarena tentu mereka memilih pekerjaan pokok
mereka.

3. Pesrsepsi Masyarakat Tentang Fungsi BAMUS Nagari
dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemerintah

Menurut Leavit (1978) mendefinisikan persepsi
sebagai suatu penilaian atau interpretasi seseorang tentang
bagaimana memandang atau mengartikan sesuatu yang
ditangkap oleh alat indranya. Sugihartono, dkk (2007)
mengemukakan persepsi adalah kemampuan otak dalam
menerjemahkan stimulus atau proses untuk mnerjemahkan

stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Persepsi
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manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam
pengindraan. Ada yang mnerapkan sesuatu yang baik atau
persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan
mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau yang
nyata. Dari dua pendapat tentang persepi dapat disimpulkan
bahwa persepsi itu bagaimana seseorang memandang sesuatu
yang tertangkap oleh indra manusia. Masyarakat merupakan
sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat dalam sistem
tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama.
Dimana sistem dalam masyarakat saling berhubung antara
satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu
kesatuan. Persespsi masyarakat itu mrupakan pandangan
sekelompok makhluk hidup yang tertangkap dalam indranya
sesuai sistem yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam persepsi masyarakat nagari Lasi BAMUS itu
merupakan badan permusyawaratan nagari atau sebuah
lemabga yang diwakili oleh beberapa perwakilan. Dimana
dalam BAMUS itu ada tokoh alim ulama, candiak pandai,
bundo kanduang, dan pemuda yang akan mewakili aspirasi
masyarakat. Peraturan nagari diputus dan disusun secara
bersama oleh Wali Nagari dengan BAMUS sebagai wujud
implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah dalam
konteks tugas pembantuan yang ada di daerah sebagai

perpanjangan tangan pemerintahan Pusat di Daerah. Di
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Kabupaten Agam pada sistem Pemerintahan Nagari
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam No. 12 Tahun 2007.

Masyarakat memandang cara BAMUS melakukan
pengawasan dengan cara datang langsung ke lokasi atau
mengadakan rapat dengan masyarakat Nagari untuk
menerima aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan
Nagari. Khusus untuk BAMUS melakukan pengawasan
secara langsung itu biasanya jika kegiatan Nagari sedang
berlangsung, khususnya dalam kegiatan pembangunan.
BAMUS itu datang langsung ke lokasi untuk melihat
langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan sekaligus
mengawasi apakah pelaksanaanya sudah berlangsung sesuai
dengan prosedur atau tidak.

Namun, tidak semua kegiatan Nagari Lasi dapat di
awasi langsung oleh BAMUS karena terdapat kegiatan yang
tidak diketahui olen BAMUS. Hal ini terjad sebab Wali
Nagari tidak menginformasikan kepada BAMUS mengenai
beberapa kegiatan nagari atau komunikasi antara dua pihak
tersebut kurang baik. Dampaknya kegitan tersebut tidak
terawasi oleh BAMUS sehingga berpotensi terjadinya
kesalahan karena pada dasarnya pengawasan dilakukan
untuk memastikan agar kegiatan berjalan sesuai dengan

rencana yang sudah ditetapkan sehingga masyarakat juga
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tidak ikut salah paham tehadap kegiatan nagari.

Kurangnya kominikasi antara BAMUS dan Wali
Nagari menyebabkan masyarakat melihat pengawasan yang
dilakukan BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari tidak
menyuluruh juga diakibatkan karena kurang kompetennya
BAMUS dalam melakukan pengawasan. BAMUS Nagari
lasi yang terdiri dari keterwakilan lima unsur yang berbeda
yaitu Alim Ulama, Candiak Pandai, Bundo kanduag, Niniak
mamak, dan Pemuda Nagari. Namun unsur-unsur yang
mewakili masyarakat belum menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Hal ini menjadi kelemahan BAMUS Nagari Lasi
karena unsur-unsur yang mewakilkan masyarakat tidak
memahami betul tugasnya. Dimana mereka bergerak hanya
dengan intruksi dari ketua saja tanpa ada inisiatif untuk
mengembangkan diri terkait bidangnya masing-masing.
Ketua BAMUS Nagari Lasi yang juga kurang memahami
tugas dan fungsinya sebagai Ketua BAMUS sehingga
pengawasan terhadap kegiatan nagari menjadi tidak berjalan
dengan efektif. Kurang kompetennya BAMUS Nagari Lasi
menjajdi salah satu faktor penghambat pengawasan BAMUS
terhadap pemerintahan nagari.

Masyarakat melihat pengawasan BAMUS Nagari

terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan
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Nagari berdasarkan Perda No.5 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaran Nagari pasal 10 yaitu: 1). Musyawarah
Nagari Diselenggarakan oleh  BAMUS Nagari yang
difasilitasi oleh pemerintah Nagari. 2). Musyawarah nagari
merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
BAMUS Nagari, pemerintahan Nagari, dan unsur
masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang
bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan
Nagari. Meskipun pengawasan BAMUS dilakukan sesuai
dengan peraturan yang tidak mnutupi kemungkinan kalau
BAMUS lalai dalam melaksanakan pengawasannya terhadap
pemerintah.

Tapi dari pandangan Mayarakat yang paling menonjol
itu kurang nya fungsi kepengawasan BAMUS ini terletak
pada pengawasan anggaran pendatan dan belanja negara.
Karena unsur-unsur keterwakilan BAMUS ini yang kurang
memahami tupoksinya masing-masing.

Dari pandangan masyarakat fungsi pengawasan
BAMUS di nagari Lasi memang cukup efektif dalam
pengawasan pelaksanaan terhadap pengaturan nagari dan
pengawasan putusan Wali Nagari sebab di Nagari Lasi
sendiri pengawasan kinerja pemerintahan harus ada
persetujuan dari BAMUS. Tetapi tidak efektif dalam

pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja
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nagari. Padahal fungsi BAMUS memiliki peranan yang
sangan penting dalam menciptakan Pemerintahan yang
bersih, efektif dan terarah sesuai dengan kesejahteraan
masyarakat Nagari yang berada dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Ini disebabkan kurang kompherensifnya
BAMUS dalam membingkai pengawasan-pengawasan apa
yang harus dilakukan.

Melalui musnag dan musrenbang masyarakat dapat
melihat bagaimana BAMUS melakukan fungsi pengawasan
terhadap pemerintahan dalam perencanaan kegiatan
pemerintah nagari. Karena musyawarah nagari dan
musyawarah  perencanaan  pembangunan  merupakan
kegiatan musyawarah yang saling berkaitan satu sama lain,
dimana musnag hanya dihadiri oleh beberapa orang
masyarakat yang mewakili masing-masing bidang dalam
kehidupan masyarakat Nagari. Sedangkan musrenbang dapat
dihadiri oleh masyarakat nagari.

Musrenbang merupakan salah satu kegiatan
mekanisme perencanaan pembangunan di nagari yang
melibatkan masyarakat sebagai keikut sertaan dalam
musyawarah tersebut. Musrenbang Nagari Lasi dilaksanakan
agar pembangunan yang akan dilakukan dapat tersusun dan
terencana dengan matang sehingga kemungkinan-

kemungkinan untuk gagal dapat diminimalisir dan hasil yang
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diperoleh dari pelaksanaan pembangunannya nanti dapat
menjadi lebih maksimal. Dengan begitu perencanaan
pembangunan nagari dapat menghasilkan pembangunan
yang memberikan dampak yang bermanfaat kepada
masyarakat dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. BAMUS nagari yang juga berfungsi sebagai
penyalur aspirasi masyarakat nagari dapat juga memberikan
usulan program kerja sebagai bentuk penyaluran dari aspirasi
masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan di nagari
Lasi.

Masyarakat melihat dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan fungsi BAMUS terhadap pemerintahan itu
BAMUS Nagari Lasi turun langsung kelapangan untuk
memperhatikan apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah
sesuai dengan rencana awal dan berjalan dengan semestinya.
Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan atau ada hambatan
dalam melaksanakan kegiatan, bisa dapat segera diatasi
secara bersama agar kegiatan tetap berjalan dengan baik.
BAMUS di Nagari Lasi mengawasi langsung setiap kegiatan
yang dilaksanakan di Nagari Lasi dengan cara memeriksa
beberapa hal yang menjadi poin dalam kegiatan tersebut
seperti progres Kkegiatan, anggaran yang digunakan,
ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Dengan

mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan, agar dapat
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berjalan lebih teratur dan lebih terstruktur sehingga dapat
berjalan sesuai yang telah direncanakan.

Adapun kendala yang dihadapi BAMUS dalam
melaksanakan  fungsi kepengawasannya  terhadap
pemerintahan nagari masyarakat melihat ada beberapa
kendala yang dialami oleh BAMUS nagari Lasi yaitu: a).
Kurangnya bimbingan teknis, khusunya di bidang
pengawasan, b). Tempat tinggal anggota BAMUS dimana
tidak semua anggota BAMUS yang bedomisili di Nagari, c).
Pekerjaan pokok anggota BAMUS menjadi kendala pada
BAMUS untuk melakukan fungsi kepengawasannya
BAMUS.

Padahal pelaksanaan pemerintah nagari dimata
masyarakat itu harus sesuai dengan aturan yang ada, karena
jika rakyat berfikir dengan pemerintahan yang berbasiskan
kepada nilai budaya dan peradaban yang merkea akrabi dan
yakini, maka rakyat semakin mudah dan cepat pula
diberdayakan, sehingga rakyat semakin pecaya diri dan
beradab. Dengan hal itu masyarakat akan berakibat pula pada
efisiensi dan efektifitas manajemen pembangunan
masyarakat.

Dilihat dari kendala BAMUS Nagari masyarakat
berfikir bahwasannya BAMUS itu membutuhkan pertemuan

yang sering dilakukan untuk membicarakan pengawasan-
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pengawasan apa saja yang dilakukan BAMUS selain yang
telah di atur dalan peraturan yang ada di Kabupaten Agam
mengenai tugas dan fungsi BAMUS, pengawasan yang
dialakukan terhadap pemerintahan nagari juga disampaikan
oleh masyarakat Nagari. BAMUS itu membutuhkan
pelatihan yang lebih intensif, agar anggota BAMUS dapat
lebih memahami fungsi dan tugasnya sebagi pengawas
pemerintahan Nagari. Dan masalah domisili anggota
BAMUS, sebaiknya anggota BAMUS itu berdomisili di
Nagari dimana ia mengemban tugas dari masyarakat. Lalu
menurut masyarakat anggota BAMUS seharusnya dapat
memilih setiap pekerjaan sebagai anggota BAMUS yang
betul-betul diperlukan  kehadirannya dalam sebuah
pertemuan rapat untuk menyelesaikan  permasala
masyarakat, karena BAMUS ini merupakan wakil dari
masyarakat.

Dari pandangan masyarakat fungsi BAMUS dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari itu
ada yang efektif dan yang ada tidak efektifnya. Dimana yang
efektifnya BAMUS dalam melaksanakan pengawasan
terhadap peraturan Nagari dan keputusan Wali Nagari
memang bagus. Tapi tidak efektif dalam pengawasan

anggaran pendapatan belanja nagari.
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C. KESIMPULAN

BAMUS Nagari adalah suatu lembaga yang perwujudan dan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari. Yang dipilih dari
unsur masyarakat yang terdiri dari Kaum ulama, Kaum Cadiak
Pandai, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, dan pemuda nagari
yang merupakan wakil masyarakat nagari. Dimana anggota
BAMUS paling sedikit terdiri dari lima orang dan paling
banyak 11 orang, harus ganjil, agar ketika menyelesaikan
masalah dengan cara pengambilan suara lebih mudah.

Fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasannya
terhadap pemerintah nagari itu mengawasi kinerja Wali nagari
dan pelaksanaannya. Tugas dan fungsinya BAMUS nagari
berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan pemerintahan nagari, menyatakan pendapat
BAMUS atas penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan,
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat nagari,
dan juga berhak mendapatkan biaya operasional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB nagari.

Dimana fungsi pengawasan yang dilakukan BAMUS
terhadap Wali Nagari juga berindikasi pada penilaian kinerja
terhadap Wali Nagari tersebut. Dalam pendangan masyarakat

tentang fungsi BAMUS dalam melaksanakan penagwasan
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terhadap pemerintah itu ada yang efektif dan tidak efektifnya
karena BAMUS nagari Lasi masih kurang kompherensif
terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. BAMUS Nagari
Lasi dimata masyarakat efektif dalam mengawasi
pemerintahan nagari dan keputusan Wali Nagari tapi tidak
efektif dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja
Nagari. Seharusnya BAMUS berhak mengawasi semua
kinerja Wali Nagari. Adanya kekurangan efektif BAMUS
Nagari Lasi dalam melaksanakan fungsi kepengawasan
nampak oleh masyarakat kendalanya. Yaitu terhadap kurang
nya komherensifnya BAMUS vyang disebabkan oleh
kurangnya bimbingan teknis kepada anggota BAMUS dan
tempat tinggal BAMUS yang tidak berdomisili di Nagari yang
dia mengemban tugasnya sebagai BAMUS juga pekerjaan lain

anggota terhambat dalam melaksanakan pengawasan.
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ABSTRAK

Penelitian ~ Analisis  Terhadap  Peranan  Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di
Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh
Utara Kota Payakumbuh ini dilakukan pada bulan Juli-
Agustus 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu
untuk menemukan gambaran mengenai peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan
cara observasi dan wawancara langsung ke lokasi penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Ompang
Tanah Sirah sudah dalam keadaan baik yaitu pertama, dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan kedua,
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dalam  meningkatkan partisipasi masyarakat  untuk
pelaksanaan pembangunan fisik.

Kata kunci : peran, fungsi, lembaga, masyarakat, kelurahan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan hal-hal yang
direncanakan berubah ke arah perbaikan yang merujuk pada
peroses modernisasi pembangunan bangsa Kkhususnya
masyarakat dan kemajuan sosial ekonomi. Konsep
pembangunan itu merupakan perwujudan yang konkrit yang
menjelaskan tentang hakikat proses administrasi yang ada
pada kebijakan Negara dan hal itu bersifat dinamis. Proses
pengurusan administrasi untuk pembangunan menunjukkan
kekomplesitasan kebijakan pada organisasi pemerintah untuk
mencapai tujuannya (Rosidin, 2010).

Pembangunan yang direncanakan harus dilaksanakan
dengan terarah dan berkesinambungan agar kolaborasi dan
sinergi hubungan antara pemerintahan mulai dari tingkat pusat
sampai dengan tingkat kelurahan dapat terjalin dengan baik
sehingga mampu menciptakan pembangunan yang sesuai
dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Hasrullah,
2015).

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu hal yang
terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Namun
ketimpangan pembangunan antara kota dan desa masih terlihat
jelas dan menjadi masalah sampai saat ini. Banyak hal yang
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mempengaruhi ketimpangan tersebut.

Sjafrizal (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar
wilayah diantaranya ya perbedaan sumber daya alam, faktor
demografis termasuk sumber daya manusia, alokasi dana
pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta,
konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan
mobilitas barang dan jasa.

Menurut Widjaja (2014) terciptanya pemerataan
pembangunan memerlukan peran aktif pemerintah wilayah
yang berwenang dan masyarakat setempat. Hal ini didukung
dengan dibentuknya salah satu Lembaga dalam masyarakat
yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang
merupakan salah satu lembaga yang diprakarsai oleh
masyarakat dengan cara musyawarah dan mufakat. LPM
memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah atau
desa baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, menyusun rencana dan  melaksanakan
pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
desa.

Kandouw dkk (2017) menyatakan bahwa tujuan dasar

dari dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah
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sebagai kolaborator pemerintah kelurahan di bidang
pembangunan dalam menampung aspirasi dan kebutuhan
masyarakat. Kedudukan LPM di suatu wilayah bersifat
sebagai organisasi yang berdiri sendiri. Adapun tugas pokok
dari LPM yaitu menyusun rencana pembangunan wilayah
yang partisipatif, menggerakkan potensi gotong royong
masyarakat, melaksanakan dan  meninjau  jalannya
pembangunan.

Selain tugas pokok LPM, terdapat juga fungsi yang
harus dilakukan oleh LPM yaitu penanaman dan pemupukan
rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, koordinasi
perencanaan  pembangunan,  koordinasi  perencanaan
rancangan lembaga kemasyarakatan, perencanaan
pembangunan secara partisipatif dan terpadu, pencarian dan
pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan di wilayah.

Agar dapat menunjang dan menjalankan fungsi
tersebut secara efektif, maka sumber daya manusia yang
diperlukan untuk melaksanakan peran tersebut harus memiliki
beberapa hal penting yang menjadi tolak ukur diantaranya,
komitmen dan semangat yang kuat untuk melaksanakan tugas
dan fungsi, kualitas wawasan dan pengetahuan yang baik,
kecakapan serta keterampilan yang mendukung untuk cepat

tanggap dalam pembangunan kelurahan.
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Di dalam sebuah kelurahan akan ada program-program
pembangunan yang dilaksanakan. Program pembangunan
kelurahan tersebut merupakan suatu usaha-usaha yang bersifat
jangka panjang serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan
pembangunan suatu bidang tertentu untuk mencapai dan
merealisasikan  beberapa kebutuhan pembangunan di
kelurahan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan sosial di masyarakat diawali oleh
diskusi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK). Diskusi tersebut melibatkan
beberapa pemangku jabatan pemerintahan seperti kepala-
kepala limgkungan dan beberapa tokoh masyarakat yang ada
pada wilayah atau kelurahan tersebut. Seperti yang telah
diketahui, LPMK merupakan lembaga kemasyarakatan yang
tumbuh dan terbentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat yang
mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat, dan LPMK
adalah Lembaga yang berperan dalam peningkatan partisipasi
masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan
pengendali pembangunan.

Menurut Theresia, Krisnha dkk (2015) Partisipasi yang
dilakukan oleh masyarakat merupakan wujud penuh dari rasa
sadar dan peduli serta salah satu bentuk tanggung jawab
terhadap makna pentingnya pembangunan yang pada akhirnya

akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
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Nadhifa (2017) menyatakan bahwa terdapat empat
macam partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam
keterlibatan dalam pembangunan vyaitu partisipasi dalam
pengambilan keputusan, partisipasi dalam melaksanakan
pembangunan, partisipasi dalam peninjauan dan evaluasi
pembangunan serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil dari
pembangunan tersebut.

Kurang maksimalnya peranan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat
berdampak kepada pembangunan di kelurahan itu sendiri.
Sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai penggerak dalam
pembangunan, pembangunan tidak akan terlihat begitu
signifikan jika kurang berjalannya peran LPMK di wilayah
kelurahan tersebut. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa hal
yang belum berjalan dengan baik contohnya seperti belum
tersalurkannya aspirasi masyarakat, LPMK kurang maksimal
dalam  meningkatkan dan menggerakkan partisipasi
masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat tidak dapat
diketahui secara pasti dan kurangnya diskusi antara pemangku
jabatan pemerintahan, LPMK dan masyarakat terkait.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka penulis
mendapatkan ketertarikan untuk menulis sebuah artikel
tentang “Analisis Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di
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Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh
Utara Kota Payakumbuh”.

B. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ompang
Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota
Payakumbuh, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada

bulan Juli sampai Agustus 2022.

2. Tipe penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif
dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini
bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai data lapangan tentang peran dan
fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota

Payakumbuh, Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan langsung), yaitu pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan
pencatatan langsung terhadap masalah yang berkaitan
peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah

Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh,
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Sumatera Barat.
Interview (wawancara), penulis akan mencari dan
berkomunikasi langsung dengan informan sehingga

didapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kelurahan Ompang Tanah Sirah,
Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh,
Sumatera Barat.

Kelurahan Ompang Tanah Sirah merupakan salah satu
kelurahan yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota
Payakumbuh, Provinsi Sumatra Barat. Kelurahan ini
merupakan penggabungan dari 3 kelurahan sebelumnya yaitu
Kelurahan Tanjung Anau, Kelurahan Balai Batuang dan
Kelurahan Talawi berdasarkan perda nomor 13 tahun 2014.
Luas wilayah Kelurahan Ompang Tanah Sirah adalah 368 ha
yang sebagian besar terdiri dari areal persawahan, perkebunan
dan perumahan. Kelurahan ini memiliki Orbitrasi atau jarak
wilayah 10 km dari pusat pemerintahan kota, dan 3,5 km dari
pusat pemerintahan Kecamatan, serta 125 km jarak dari ibu
kota provinsi.

Berdasarkan Data Dokumentasi Kelurahan Ompang
Tanah Sirah Terbaru (2018) Kelurahan Ompang Tanah Sirah
terletak pada ketinggian 513 di atas permukaan laut, hal ini
sangat mempengaruhi keadaan suhu udara dimana suhu rata-
rata di kelurahan ini berkisar antara 25°C-28°C dengan
kelembaban 45%-50%.

Secara administrasi Kelurahan Ompang Tanah Sirah
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ini berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara dengan Padang Rantang, Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh kota.

b. Sebelah Selatan dengan Taratak Padang Kampuang.

c. Sebelah Barat dengan Balai Rupih, Kec. Payakumbuh.

d. Sebelah Timur dengan Kotobaru Payobasuang

Adapun jumlah penduduk secara keselurahan di
kelurahan ompang tanah sirah sebanyak 2.975 jiwa, dengan
rincian Laki-laki berjumlah 1.499 jiwa, dan Perempuan
berjumlah 1.476 jiwa. Dimana dari perincian tersebut
digolongkan dari berbagai usia sebagai berikut :

a. Usia 0-15 Tahun sebanyak 812 jiwa
b. Usia 16-65 Tahun sebanyak 1.363 jiwa
c. Usia 65 keatas sebanyak 800 jiwa

Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk di wilayah
kelurahan ompang tanah sirah ini mayoritas pencaharian
utama penduduknya yaitu sebagai petani, yang mana ada
sebanyak 266 orang. Kemudian disusul oleh buruh tani,
pedagang, PNS, swasta, pertukangan, ABRI, pensiunan, dan
jasa.

Dari tinjauan tingkat Pendidikan masyarakat di
wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini terdapat berbagai
macam lulusan dari Pendidikan umum, seperti : SD,
SMP/MTs, SMA/MA, akademi D3, sarjana, dan pasca sarjana.
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Di mana dari berbagai macam tingkat pendidikan tersebut,
terdapat mayoritas masyarakat wilayah ompang tanah sirah
yang hanya lulusan SD, dan minoritas masyarakatnya lulusan
sarjana dan pasca sarjana. Kemudian jika dilihat dari tingkat
Pendidikan khusus masyarakat wilayah ini yaitu ada yang dari
lulusan kursus keterampilan, yang mana mereka dari lulusan
tersebut ada yang membuka usaha jasa seperti menjahit
pakaian jadi dan setengah jadi, ada juga mereka yang memilih
untuk bekerja dibawah pimpinan atau bekerja sebagai
karyawan di sektor barang jasa.

Sarana dan prasarana yang ada di wilayah kelurahan
ompang tanah sirah ini yaitu, mulai dari kantor kelurahan,
balai pertemuan, sarana olahraga, dan sarana Pendidikan
seperti : gedung-gedung sekolah dari tingkat PAUD hingga
SMP/MTs, dan ada juga sarana di tingkat Pendidikan khusus
seperti SLB Center. Selain itu, ada sarana Kesehatan yang
meliputi puskesmas, UKBM (Posyandu), dan poliklinik. Dan
juga sarana prasarana untuk ibadah seperti masjid, musholla
dan surau. Karena masyarakat wilayah ini umumnya beragama
islam/muslim, oleh sebab itu tidak adanya terdapat sarana
ibadah seperti gereja, pura, dan lain sebagainya.

Adapun susunan atau struktur kepengurusan
Kelurahan Ompang Tanah Sirah yaitu dipimpin oleh seorang

Lurah yang mana lurah berkedudukan sebagai koordinator
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penyelenggara sistem pemerintahan di wilayah kelurahan yang

berada di tingkat bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Seorang lurah harus selalu mengawasi, mengontrol,

melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kelurahan.

Dalam hal melaksankan dan menjalankan tugas dan
fungsinya seorang lurah dibantu oleh seorang sekretaris
kelurahan untuk mengatur dan me-manage rancangan kerja
agar lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak lupa
pula dalam menjalankan tugasnya lurah juga dibantu oleh
beberapa kepala seksi (Kasi) beserta staf nya seperti berikut
ini:

a. Kasi Pemerintahan dan Trantibun, dimana seksi atau
bidang ini mempunyai tugas yakni dalam pelaksanaan dan
menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan
urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan, serta
melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan
kepada masyarakat atau disebut juga dengan LINMAS.

b. Kasi sosial dan ekonomi pembangunan, dimana ketua
seksi beserta stafnya dalam bidang ini berwewenang
untuk terjun langsung ke lingkungan masyarakat dalam
mangatur, mengawasi dan mengontrol kegiatan-kegiatan
sosial masyarakat yang berhubungan  dengan

pembangunan ekonomi seperti pembinaan UMKM
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terhadap masyarakat wilayah kelurahan ompang tanah
sirah.

c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dimana ketua beserta
staf nya dibidang ini berwenang melakukan penyusunan
dan koordinasi berbagai kegiatan yang berhubungan
dengan pemberdayaan masyarakat, serta melakukan
evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat
baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun
swasta di wilayah kelurahan. Dan memberikan
pengetahuan kepada masyarakat sehingga memiliki
kemampuan untuk memahami permasalahan yang
mungkin saja akan terjadi, agar lebih berpartisipasi dan
lebih berdaya dalam melaksankan pembangunan untuk
peningkatan  kesejahteraan ~ masyarakat ~ melalui
pemberdayaan masyarakat di wilayah terkhususnya
kelurahan ompang tanah sirah.

Untuk lebih jelasnya susunan kepengurusannya bisa
dilihat dari bagan yang telah sebagaimana di rincikan dibawah

ini:
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Struktur Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan

Payakumbuh Utara

LURAH
Majri, S.Sos
SEKRETARIS
Vera Monika. A.Md
Kasi Pem. dan Kasi Sos. Dan Eko. Kasi
Trantibun Pembangunan Pemberdayaan

Fini Angrayani, Rima Suhesty Zaid, Masyarakat
A.MKL SKM Netra, S. Sos

STAF STAF STAF

Aditiawarman Fitrizal, A.Md Gusrial

Kelurahan ompang tanah sirah memiliki visi yang
ingin dicapai dan memiliki misi yang akan dilakukan untuk
mencapai visi tersebut. Visi adalah penggambaran dari kondisi
dan karakteristik yang hendak dicapai oleh suatu Lembaga
dalam hal ini Lembaga kelurahan untuk masa yang akan
datang. Visi dan misi suatu Lembaga akan disesuaikan dengan
potensi yang dimiliki terutama sumber daya manusia, dan

harapan yang akan dicapai Lembaga tersebut. Visi Kelurahan
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sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang maju,
mandiri, sehat sejahtera dengan pola pemberdayaan
masyarakat berkelanjutan”. Hal yang menjadi unsur penting
dari visi tersebut sangat berkaitan dengan model
pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada suatu
kelurahan.

Setelah  terbentuknya visi, maka selanjutnya
memerlukan misi yang harus disusun dan dijalankan untuk
mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu dirumuskan misi
kelurahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perangkat Kelurahan.

2. Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia dan
pemanfaatan Sumber Daya Alam.
Meningkatkan peranan kelembagaan.

4. Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian
masyarakat.

5. Menjaga kelestarian kearifan lokal.

6. Meningkatkan iman dan taqwa generasi muda.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga
Kemasyarakatan, di Kelurahan Ompang Tanah Sirah terdapat

struktur organisasi sebagai berikut :
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Struktur Organisasi LPM Kelurahan Ompang Tanah

Sirah

PEMBINA

LURAH OMPANG TANAH SIRAH

T
1
1

KETUA UMUM

KHAIDIR

|

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA WAKIL KETUA

Harmentoro, S.Pd.I

Trisno Handoko Ronaldo

BENDAHARA
Susri Mardiana, S.St

SEKRETARIS
Debi Saputra, S.Pd.|

SEKSI-SEKSI
Anggota

Dari struktur susunan organisasi LPM kelurahan

ompang tanah sirah sebagaimana dengan telah di rincikan dari

bagan diatas maka untuk lebih jelasnya akan di deskripsikan

bagaimana tugas pokok dan fungsi dari struktur susunan LPM

tersebut.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau kita kenal

dengan sebutan LPM ini sebagai salah satu wujud dari

perpanjangan tangan pemerintah dalam menampung dan
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mewujudkan aspirasi juga kebutuhan masyarakat dibidang
pembangunan, dan menjadi mitra kerja pemerintahan dalam
mengelola dan melaksanakan pelayanan pembangunan dan
kemasyarakatan dalam lingkup wilayah kelurahan.

Organisasi LPM di kelurahan ompang tanah sirah ini
dibina langsung oleh kelurahan dibawah naungan bapak Maijri,
S.Sos dan dipimpin oleh satu orang ketua yakni bapak Khaidir,
dan ada tiga orang wakil ketua, yang mana wakil-wakil ketua
tersebut diambil dari tiga RT yang ada di wilayah kelurahan
ompang tanah sirah. Kemudian dalam organisasi LPM ini juga
dibantu oleh satu orang sekretaris dan satu orang bendahara.
Dan dilengkapi dengan beberapa macam bidang/seksi yang
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas tugasnya,
ketua LPM yang mana berkedudukan sebagai memimpin dan
mengkoordinir segala bentuk kegiatan LPM, membina dan
mengontrol  proses-proses atau kegiatan perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kelurahan, dan
juga melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kinerja
dari kepengurusan LPM selama masa jabatannya. Dan juga
ketua dibantu oleh sekretaris nya sebagai perpanjangan tangan
dari ketua, yang mana tugas sekretaris LPM yaitu membantu
ketua dalam menyelenggarakan masalah-masalah administrasi

dan pengarsipan surat-menyurat dan pelayanan masyarkat,
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Menyusun laporan dari rancangan kerja seluruh bidang/seksi
di LPM. Kemudian bendahara, melakukan pencatatan
anggaran dana dasar selama proses pembangunan di wilayah
kelurahan, selain itu bendahara juga mengadakan pembukuan
dana masuk dan keluar serta membuat dan menyusun laporan
yang berhubungan dengan keuangan kelurahan selama masa
jabatannya.

Selain dari struktur susunan inti organisasi LPM
kelurahan ompang tanah sirah, dalam rancangan kerja nya
dibantu oleh beberapa bidang/seksi yang menyesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat, seperti yang di jelaskan
dibawabh ini:

a. Seksi Agama, seksi ini di naungi oleh ibu Nelwana Azmi.
Dimana rancangan kerja nya berkaitan dengan kerohanian
seperti pembinaan majlis ta’lim, menyelenggaran
kegiatan seperti lomba-lomba memperingati hari-hari
besar islam yg berkoordinasi dengan pengurus masjid
yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

b. Seksi adat dan budaya, seksi ini di naungi oleh Dt.
Payuang Omeh. Yang mana rancangan kerja nya terkait
hal-hal yang berhubungan dengan tradisi dan budaya yang
dianut olen masyarakat di wilayah kelurahan ompang
tanah sirah seperti perayaan khatam al-qur’an, dan juga

rangkaian dari adat-adat pernikahan dengan tradisinya
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yang khas di wilayah ini.

Seksi Pendidikan dan keterampilan, seksi ini di naungi
oleh ibu Mirawati, S.Pd. Melakukan workshop mengenai
Pendidikan kepada masyarakat, mengadakan pelatihan
diklat yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah
kelurahan ompang tanah sirah, dan juga mengusahakan
anak-anak yang putus sekolah agar terus melanjutkan
Pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

. Seksi Kantramtib, seksi ini di naungi oleh bapak Won
Seplin. Dalam hal rancangan kerja nya bekerja sama dan
berkoordinasi dengan RT/RW terkait dengan keamanan
dan ketertiban masyarakat kelurahan ompang tanah sirah,
menjalin hubungan dengan petugas-petugas keamanan di
wilayah ini.

Seksi Lingkungan Hidup dan kesejahteraan masyarakat,
seksi ini di naungi oleh bapak Mukhlis. Melakukan
pengawasan terhadap lingkungan sekitar wilayah
kelurahan ompang tanah sirah, seperti kebersihan
lingkungan, kerukunan warga, dan menyadarkan
masyarakat akan aturan hukum terkait dengan bagaimana
lingkungan hidup, agar tercapainya kesejarteraan
masyarakat sebagaimana yang diharapkan di wilayah

kelurahan ompang tanah sirah.
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f.

h.

Seksi Pembangunan Ekonomi dan Koperasi, seksi ini di
naungi oleh ibu Murdia Mulhayati, S.Pd. dimana tugasnya
seperti mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat kelurahan ompang tanah sirah
sekaligus melakukan pengawalan terhadap atau
mengawal setiap program pembangunan yang diajukan
olen masyarakat, melakukan pemberdayaan dan
memfasilitasi terhadap Lembaga sosial, ekonomi dan
koperasi yang ada di wilayah ini, melakukan Kerjasama
dengan koperasi dan UMKM yang ada diluar wilayah
kelurahan yang menyangkut pembangunan masyarakat.

Seksi Kesehatan dan Kependudukan, seksi ini di naungi
olen ibu Ernilitis. Memfasilitasi masyarakat terkait
dengan hubungan Kesehatan seperti memberikan wadah
untuk melakukan cek Kesehatan di puskesmas, dan juga
kegiatan posyandu untuk bayi atau anak-anak usia balita.
Seksi Pemberdayaan Perempuan, seksi ini di naungi oleh
ibu Aulia Putri. Yang mana rancangan kerja nya seperti
menghimpun perempuan-perempuan yang ada di wilayah
kelurahan ompang tanah sirah dengan membuat susnan
kepengurusan PKK dan merancang serta
menyelenggarakan kegiatan- kegiatan PKK guna untuk
memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan

pemberdayaan masyarakat terutama bagi perempuan-
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perempuan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

i. Seksi Pemuda dan Olahraga, seksi ini di naungi oleh
bapak Syafrianto. Dalam seksi/bidang ini mencakup
kolaborasi dan menjalin hubungan kerja sama yang baik
dengan pemuda-pemuda seperti remaja masjid dan karang
taruna, dengan rancangan kerja nya seperti melakukan
berbagai macam perlombaan dalam menggali potensi
minat dan bakat pemuda, dan menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pergerakan
pembangunan pemuda di wilayah kelurahan ompang

tanah sirah.

2. Analisis peranan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan
Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh
Utara

Peran merupakan salah satu aspek yang bersifat dinamis dari

kedudukan dan status seseorang. Apabila seseorang

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan
dan status yang dimiliki, maka orang yang bersangkutan akan
menjalankan suatu peranan sesuai dengan status tersebut.

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka

seseorang yang menyandang suatu status harus terlebih dahulu

paham tentang hakikat peran tersebut (Thoha, 1997).
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Peran adalah suatu rangkaian proses yang teratur yang
akan ditimbulkan karena suatu status dan jabatan. Manusia
yang Dbertindak sebagai makhluk sosial memiliki
kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bersosialisasi.
Dalam kehidupan berkelompok dan dalam proses
bersosialisasi tersebut akan terjadi interaksi dan hubungan
antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota
masyarakat yang lainnya. Adanya interaksi akan membuat
diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan
bermasyarakat hal demikianlah yang dinamakan dengan peran
(role).

Berdasarkan pengamatan dan penelitian langsung
mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang
dilakukan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, diperoleh
beberapa hasil terkait peranan dari Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Ompang Tanah Sirah yaitu :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat menjadi suatu wadah untuk melakukan diskusi
dan menyampaikan aspirasi terkait hal-hal yang perlu
dikembangkan dan dilaksanakan mengenai pembangunan.
Pembangungan yang dimaksud bukan saja pembangunan
struktur-struktur fisik namun juga mencakup pembangunan

nonfisik seperti pengembangan keahlian dan swadaya
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masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam
menjalankan peranan untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi dari masyarakat dimulai dari adanya berbagai macam
keluhan-keluhan yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat
sekitar, selanjutnya keluhan tersebut dapat didiskusikan di
lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bekerja sama dengan
pemerintah dengan tujuan menampung dan menyalurkan
keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut.

Cara yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Ompang
Tanah Sirah adalah dengan mempersiapkan beberapa struktur
penunjang seperti menyediakan kotak saran ataupun
mengadakan diskusi dan rapat membicarakan keluhan dan
aspirasi tersebut jika dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh
ketua LPM Ompang Tanah Sirah melalui wawancara
langsung:

“Di kelurahan Ompang Tanah Sirah kami dari pihak LPM
menyediakan sarana seperti kotak saran yang diletakkan di
kantor kelurahan. Dengan adanya kotak saran tersebut
diharapkan dapat membuat kami lebih mudah dalam
menjalankan tugas dan peran kami sebagai LPM, serta besar

harapan kami masyarakat bisa menyampaikan kritik dan
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sarannya terhadap pelayanan dan pembangunan di kelurahan,
dan juga melalui kotak saran tersebut kami akan
menampungnya dan mencari solusi dari setiap saran dan
masukan tersebut.

Selain dari kotak saran tersebut, jika terdapat hal-hal
penting yang harus didiskusikan, kita juga mengadakan rapat
yang menghadirkan beberapa elemen masyarakat seperti tokoh
dan pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, pengurus
karang taruna, beberapa kelompok tani dan kelompok usaha
yang ada di Ompang Tanah Sirah dan tentunya warga
masyarakat itu sendiri. Pada saat rapat dilaksanakan, semua
peserta rapat diminta untuk menyampaikan usulan-usulan
maupun keluhan, selanjutnya usulan dan keluhan tersebut
dicatat, setelah penyampaian usulan dan keluhan selesai, maka
setelah itu akan dibahas dan didiskusikan satu persatu dalam
forum musyawarah.” (Wawancara dengan Khaidir, 31 Juli
2022)

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan ketua
LPM diatas dapat disimpulkan bahwa LPM menjalankan
peranan dengan baik dalam menyediakan sarana penunjang
untuk masyarakat dalam menyampaikan pendapat, saran atau
keluhannya dibuktikan dengan adanya kotak saran. Selain itu
LPM juga memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan rapat

terkait hal-hal yang penting yang harus dibahas. Sesuai dengan
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pernyataan Winata (2018) bahwa salah satu bentuk
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang
dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan adalah dengan mengadakan rapat bersama dengan
setiap kepala lingkungan. Rapat adalah pertemuan dua orang
atau lebih untuk mendiskusikan apa yang dibutuhkan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun
2005 tentang Kelurahan, di dalam pasal 12 yang menyatakan
bahwa terdapat beberapa peran lembaga kemasyarakatan yaitu
diantaranya sebagai :

1. Wadah penampungan dan penyaluran aspirasi
masyarakat

2. Penyusun rancangan, pelaksana, pengelola dan
peninjau pembangunan serta berperan dalam
pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian hasil
pembangunan secara partisipatif dan kolaboratif.

3. Pengoptimal dan penggerak prakarsa partisipasi
masyarakat serta swadaya masyarakat.

Menurut Koenjaraningrat (1985) tujuan pembentukan
suatu lembaga kemasyarakatan di suatu wilayah adalah untuk
mengembangkan, memelihara dan melestarikan nilai-nilai
kehidupan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat

berdasarkan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan
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kebersamaan. Hal tersebut merupakan pokok utama dalam
kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia.

Pemerintah telah mengatur Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun
2005 tentang Wilayah Kelurahan, di dalam peraturan tersebut
dijelaskan  bahwa terdapat Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang merupakan suatu wadah
yang dibentuk atas prakarsa dan inisiatif masyarakat melalui
kegiatan musyawarah dan mufakat sebagai bentuk kolaborasi
antara pemerintahan di tingkat kelurahan dengan masyarakat
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat kelurahan dalam bidang pembangunan.

Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
ini, pemerintah tingkat kelurahan memiliki mitra untuk
mengatur keadaan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan
tersebut. Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu
perwujudan dari struktur penunjang perantara yang ada di
Indonesia. Hal ini sangat memiliki dampak baik karena
masyarakat memerlukan adanya struktur perantara yang
menghubungkan dengan pemerintah dan pemerintah sendiri
juga perlu akan adanya struktur perantara dengan masyarakat,
sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sangat
dibutuhkan.
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Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu
dan menunjang tugas lurah yaitu meliputi; membantu lurah
dalam pelaksanaan dan peninjauan urusan pemerintahan,
membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta
membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan.

Lembaga kemasyarakatan yang ada dalam suatu
wilayah atau daerah memiliki berbagai fungsi dalam
menjalankan dan mengawasi kehidupan bermasyarakat,
diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk petunjuk
dan pedoman yang konkrit kepada masyarakat atau panduan
bagaimana masyarakat harus bersikap dalam menghadapi
berbagai masalah yang akan terus terjadi dan berkembang di
tengah masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dan persatuan
dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan
dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat,
bahkan Lembaga kemasyarakatan akan sampai pada fungsi
pengawasan baik terhadap tingkah laku masyarakat maupun
pengawasan terhadap pola kinerja pemerintah setempat.

Berkaitan dengan tugas yang dilaksanakannya, LPM
memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankannya yaitu: (1)
penanaman dan pengembangan rasa persatuan dan kesatuan di
wilayah kelurahan, (2) koordinasi yang baik tentang

perencanaan pembangunan, (3) koordinasi yang baik dengan
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semua lembaga kemasyarakatan, (4) merancang perencanaan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif
dan terpadu, (5) mengidentifikasi dan pemanfaatan sumber
daya kelembagaan masyarakat untuk pembangunan di desa.

Menurut Muhtarom (2016) beberapa peran dan fungsi
dari lembaga pemberdayaan masyarakat adalah sebagai
fasilitator, dan dinamisator bagi pembangunan Yyang
dilaksanakan di suatu wilayah. Sebagai fasilitator dimana
terjadi pemberdayaan sebagai proses untuk mengembangkan,
memandirikan,  menswadayakan, = memperkuat  posisi
masyarakat.

Salah satu tugas pokok dari LPM adalah memfasilitasi
kegiatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan
kemasyarakatan. Mengingat peran dan fungsi LPM sebagai
wadah yang tercipta atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai
mitra kolaborasi pemerintahan kelurahan dalam menampung
dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan demokrasi
masyarakat di bidang pembangunan, maka peran LPM sebagai
fasilitator dalam masyarakat adalah memfokuskan pada
mendampingi masyarakat di dalam melakukan rencana-
rencana pembangunan.

Sedangkan peran LPM sebagai dinamisator adalah
dalam mengoptimalisasikan dan memaksimalkan pelaksanaan

pemberdayaan dan swadaya masyarakat. LPM harus bersifat
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teliti dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai
kegiatan dan proses di masyarakat yang selalu dinamis dan
berubah-ubah, menempatkan dirinya sebagai bagian dari
masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat
agar lebih berperan aktif dan terlibat dalam kegiatan
pembangunan di masing-masing wilayah kelurahan. LPM juga
ikut andil dalam pemberian layanan publik bekerja sama
dengan pihak tekait seperti pemberian kesehatan, pendidikan,
transportasi, perumahan dan seterusnya kepada masyarakat
tertentu (Muhtarom, 2016).

Adisasmita dalam Pangestu (2017) mengatakan bahwa
pembangunan wilayah desa adalah keseluruhan kegiatan
pembangunan yang berlangsung di wilayah desa dan
mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam
masyarakat, serta harus dilaksanakan secara terpadu dengan
mengembangkan swadaya gotong royong di masyarakat itu
sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat di desa yang berdasarkan
kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka
melalui kemajuan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa
masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna
membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan

pada aspek kebutuhan masyarakat.
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2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari
meningkatkan kesadaran dan bentuk kepedulian serta
tanggung jawab seluruh warga diwilayah kelurahan ompang
tanah sirah bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar
rancangan kerja yang harus di implementasikan oleh aparat
saja, tetapi Kketerlibatan masyarakat sangan diperlukan
terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk
memperbaiki mutu hidup masyarakat di wilayah kelurahan
ompang tanah sirah.

Berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Kelurahan
Ompang Tanah Sirah, didapatkan hasil yaitu:
“Upaya dan kiat-kiat yang kami lakukan sebagai LPM
Kelurahan Ompang Tanah Sirah adalah menumbuhkan dan
mengembangkan partisipasi masyarakat kelurahan agar dapat
lebih aktif dan proaktif dalam membersamai dan
melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan
Ompang Tanah Sirah. Contohnya memberikan stimulasi
kepada masyarakat dan mengharapkan akan adanya timbul
respon dan inisiatif yang baik dalam memberikan bantuan
terhadap pembangunan yang dilaksanakan di wilayah
kelurahan, selanjutnya mengadakan lomba kelurahan
contohnya lomba kelompok tani, lomba PKK, lomba

dasawisma dan lain sebagainya. Kita juga menyesuaikan
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program pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan yang
telah lama dirasakan oleh masyarakat kelurahan. Dan hal yang
menjadi unsur penting yaitu menumbuhkan dan menanamkan
kesadaran akan kebutuhan dan perlu akan adanya perubahan-
perubahan di dalam masyarakat sehingga akan timbul
kesediaan dengan sukarela masyarakat untuk berpartisipasi.
Harapan saya sebagai ketua LPM semoga masyarakat bisa
semuanya ikut berpartisipasi dan ikut andil memajukan
wilayah Kelurahan Ompang Tanah Sirah ini.”

Masyarakat yang turut serta dalam merencanakan
pembangunan pada masing-masing wilayah dalam kelurahan
merupakan salah satu bentuk tanggung jawab untuk
menumbuhkan rasa kepedulian terhadap program atau
rancangan kerja yang akan dilaksanakan di kelurahan mereka
demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan
dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat memang
seharusnya diikutsertakan untuk musyawarah dalam
merencanakan pembangunan kelurahan, karna dari sanalah
dapat dilihat bagaimana keaktifan, kepedulian dan rasa
tanggung jawab seluruh warga dalam setiap rencana program
pembangunan yang akan di realisasiakan di wilayah kelurahan

ompang tanah sirah ini.
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Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ketua LPM
kelurahan ompang tanah sirah diatas adalah ada 3 cara dan
upaya Yyang dilakukan LPM dalam meningkatkan,
menumbuhkan, dan membangkitkan partisipasi masyarakat
kelurahan ompang tanah sirah yaitu: pertama, memberikan
stimulasi kepada masyarakat dengan harapan munculnya
berbagai macam respon baik dalam memberikan memberikan
aspirasi untuk program pembangunan di wilayah kelurahan
seperti  menyelenggarakan berbagai macam kegiatan
masyarakat dan lain sebagainya. Kedua, menyesuaikan
program pemerintah dengan pembangunan yang akan
dilakukan di wilayah kelurahan agar sesuai dengan kebutuhan
dan keinginan masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah
sirah . Ketiga, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran
masyarakat akan perlu adanya melakukan perubahan di
internal maupun eksternal masyarakat sehingga menimbulkan
kesediaan masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kelurahan

ompang tanah sirah.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian analisis peranan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah

Sirah, maka didapatkan kesimpulan yaitu :

1.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan
Ompang Tanah Sirah memiliki peran dalam menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan
dengan adanya beberapa sarana penunjang yaitu kotak
saran dan pengadaan rapat bersama dengan masyarakat.

LPM juga turut andil dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di
kelurahan. Beberapa hal yang dilakukan LPM dalam
meningkatkan partisipasi tersebut adalah memberikan
stimulus agar masyarakat lebih aktif dan inovatif serta
mengadakan  berbagai macam  kegiatan  sosial
kemasyarakatan untuk membangun kepedulian dalam

bermasyarakat di Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

LPM itu sendiri berperan untuk menggerakkan partisipasi

seluruh masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah

yakni untuk ikut terlibat dan ikut andil dalam proses

pembangunan yang ada atau yang akan dilakukan di wilayah

tersebut, sehingga masyarakatnya bisa mengeluarkan berbagai

65



macam potensi-potensi yang di milikinya sehingga bisa lebih
baik dari sebelumnya. Masyarakat yang aktif dan ikut andil
dalam merencanakan pembangunan sudah pasti memberikan
dampak yang baik bagi kelurahan, dikarenakan hal ini akan
mempercepat lajunya kemajuan pembangunan tanpa
diperintahkan terlebih dahulu oleh pengurus kelurahan
maupun oleh pengurus LPM dalam kemajuan sehingga bisa
terwujud dan tercapainya pembangunan yang sangat
dibutuhkan oleh warga masyarakat di wilayah kelurahan
ompang tanah sirah.

B. SARAN

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kel. Ompang Tanah
Sirah diharapkan lebih mengoptimalkan peranannya, salah
satunya menyusun kegiatan rapat dan kegiatan sosial
masyarakat lainnya secara rutin agar timbul masyarakat yang

aktif dan berkontribusi dalam pembangunan.
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ABSTRAK

Tanah merupakan faktor yang sangat krusial bagi
kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terkhusus
dilingkungan masyarakat adat Minangkabau di Sumatera
Barat. Tanah merupakan salah satu harta pusaka yang
sangat dijaga dan berharga bagi masyarakat Minangkabau
yang dilindungi oleh adat. Tanah di Minangkabau
merupakan harta ulayat di bawah garis keturunan ibu,
karena ~masyarakat Minangkabau menganut asas
Matrilineal. Tanah ulayat tergolong harta pusaka tinggi
yang mempunyai kekuatan hukum dan diakui  oleh
masyarakat yang berlaku di dalam maupun di luar
masyarakat adat itu, dapat dimanfaatkan oleh anggota
masyarakatnya ataupun di luar masyarakatnya dengan
penyerahan berupa ‘“adat diisi limbago dituang”.
Sedangkan menurut adat Minangkabau semua tanah baik
yang sudah dikelola atau belum sudah ada pemiliknya.
Tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan atau digadaikan,
kecuali dengan kespakatan seluruh anggota adat dalam
keadaan-keadaan tertentu seperti “Rumah Gadang
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Katirisan (lapuk dimakan jaman), Mait Terbujur Di Tengah
Rumah (tidak ada biaya pemakaman anggota keluarga yang
meninggal}, Gadih Gadang Indah Balaki (perempuan
menjadi perawan tua), dan Mambangkik Batang Tarandam
(membangkitkan kembali kehormatan kaumkeluarga). Demi
menjaga kelestarian tanah di Minangkabau, maka hal ini
merupakan fungsi dan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)
dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum.
Kerapatan Adat Nagari juga berperan penting dalam
menjaga tanah ulayat disuatu agar tidak disalahgunakan
ataupun hilang ditelan jaman.Serta peranan Pemerintah
Daerah  Provinsi dalam  melindungi  keberadaan
tanahulayat.

Kata Kunci: tanah ulayat, masyarakat, adat, nagari, KAN.
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PENDAHULUAN

Tanah ulayat adalah harta pusaka yang sangat berharga dan
juga dijaga oleh masyarakat Minangkabau dan dilestarikan
dengan sangat baik oleh adat, kini mulai terganggu
keberadaannya karena campur tangan dari luar maupun dari
dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini menimbulkan
konflik dalam masyarakat Minangkabau karena tanah yang
dulunya mereka miliki sekarang terganggu keberadaaannya.
Hak kepemilikan tanah yang menjadi ciri khas di
Minangkabau adalah suatu hal yang membedakan daerah
Minangkabau dengan daerah yang lain. Yaitu dimana semua
tanah kepemilikan di bawah garis keturunan perempuan.
Dalam permasalahan tertentu, persoalan ini juga tak jarang
menimbulkan konflik dan menimbulkan korban dalam kaum
itu. (Rusli,1985:12).

Masalah  pemilikan tanah  bagi  masyarakat
Minangkabau sangat diperhatikan. Tanah akan dilihat
sebagai simbol atau lambang kehormatan oleh suatu kaum
atau nagari. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang,
semakin tinggi pula tahta dan kedudukannya di mata
masyarakat. Sebaliknya semakin sedikit tanah yang
dimilikinya semakin rendah pula kedudukannya dalam

pandangan masyarakat. Secara hukum adat, harta pusaka
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tinggi tidak boleh diperdagangkan ataupun digadaikan. Hal
itu karena kedudukan harta pusaka tinggi adalah sebagai
milik kaum atau milik suku. Namun dalam kenyataannya,
masih banyak anggota kaum yang memperjual belikan tanah

ulayat dengan alasan yang sebenanrnya tidak diperbolehkan.

Menurut Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa,
“Negara mengakui dan menghormati kesatuuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang di atur dalam undang-undang”.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada
Kongres 1 Tahun 1999, bahwa masyarakat hukum adalah:
“Komunitas-komunitas yang hidup beradasarkan
asal usul leluhur secara turun- temurun di atas suatu
wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah
dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang
di atur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang
mengelola keberlangsungan kehidupan
masyarakatnya”. (Rusli,1985:14)
Hak ulayat di Indonesia masih terjaga keberadaannya
seperti di wilayah Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dalan

Penjelasan Umum Menurut Peraturan Daerah Provinsi
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Sumatera Barat Nomor 16 tentang Tanah Ulayat dan

Pemanfaatannya, bahwa:

“Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih
diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum
adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya
didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui
oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan
sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah
ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan
tanah ulayat Rajo yang diatur menururt adat yang berlaku
pada tiap Nagari yang ada di  Sumatera
Barat”.(Saafroedin,2006:19).

Setiap wilayah di Provinsi Sumatera Barat memiliki
sebuah lembaga yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari
(KAN). Lembaga ini memiliki tugas menjaga dan
melestarikan tanah ulayat di suatu nagari di Minangkabau.
Penelitian terhadap kinerja Kerapatan Adat Nagari (KAN)
dilakukan di Nagari Matur. Matur adalah salah satu
kecamatan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Matur terletak pada koordinat 0.3 LS dan
100.05 BT. Kecamatan ini memiliki luas 244,03 km/2.
Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan

Palupuh dan dengan Tilatang Kamang, Kecamatan
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Palembayan dan Kecamatan Tanjung Raya di sebelah
selatan, dan sebelah timur dengan Kecamatan IV Koto.
Berada di ketinggian 1.063 mdpl. Penduduk kecamatan ini
berjumlah 16.308 jiwa (tahun 2017). Terdiri dari 6 nagari dan
27 jorong.

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, maka
penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul
“Peranan KAN dalam Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat di
Nagari Matur (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 16 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

Berkaitan dengan artikel ini, penulis melakukan penelitian
terkait masalah yang akan diangkat, oleh karena itu
diperlukan metode penelitian. Metode penelitian merupakan
sebuah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan
langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian adalah
memaparkan secara teknis terkait metode-metode yang
digunakan dalam. Jenis penelitian yang penulis gunakan
dalam penelitian ini adalah (Field Research) penelitian
lapangan. Penelitian ini dapat diartikan sebagai metode
pengumpulan data kualitatif, yang dimana penulis mengamati
dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang
mana penelitian ini tidak memerlukan pengetahuan luas
terkait literature yang digunakan dan kompetensi tertentu.
Penulis secara langsung memperoleh data di lapangan untuk
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analisis sehingga ditemukan suatu kesimpulan terhadap
penelitian ini. Meskipun penelitian ini berdasarkan penelitian
lapangan, penulis juga mengutip data dari sumber-sumber
data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, artikel,
pendapat para tetua adat, dan internet untuk menelaah hal-hal

yang berkaitan dengan tanah ulayat dan pemanfaatannya.
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PEMBAHASAN
o Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah yang terdapat di dalamnya
hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Menurut
Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun
2008, tanah ulayat adalah bidang tanah harta pusaka yang
beserta dengan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun
yang merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi
Sumatera Barat. (Safroedin,2006:9).

Tanah Ulayat di Minangkabau merupakan Harta
Pusako Tinggi. Harta Pusako Tinggi ialah harta pusaka yang
sudah dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum, hak untuk
pemanfaatannya secara turun-temurun dari generasi ke
generasi membuat asal-usul harta ini tidak diketahui, hingga
bagi penerima hak atas harta ini disebut dengan harta tua.
Beberapa penyebab dari tidak diketahuinya asal-usul harta ini
adalah waktu yang jauh dari generasi ke generasi. Juga tidak
adanya bukti catatan atau berupa prasasti yang menyebutkan
tahun atau nama pemiliknya, serta adanya pencampuran
dengan sumber lain yang datang dikemudian waktu.
(Lilik,2017:15-16).

Adanya keberadaan tanah ulayat sendiri bermula dari
adanya pembukaan tanah (menjadikan hutan sebagai lahan)

oleh masyarakat adat yang dipimpin oleh ketua adat. Selain
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itu latar belakang adanya tanah ulayat juga di dasari oleh
ketetapan yang dikeluarkan pemerintah dengan alasan
masyarakat yang sudah lama mendiami, menjaga, dan
merawat tanah di daerah itu. Pengakuan terhadap hak ulayat
terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pada dasarnya
tanah ulayat hanya dapat diperjual belikan untuk kepentingan
Negara untuk pembangunan dan kepentingan sosial.

Kepastian hukum terhadap tanah ulayat terkait
pendaftaran tanah tidak ada. Hak terhadap tanah ulayat
dihormati, tetapi dalam pelaksanaannya berupa akta tertulis
sebagai proses pendaftaran tidak diakui. Sehingga
keberadaan status kepemilikan tanah ulayat berada dalam
ketidak pastian. Masalah ini tentu amat disayangkan karena
banyak tanah ulayat masyarakat adat di berbagai daerah
Indonesia terkhusus di daerah Sumatera Barat tanpa
perlindungan hak kepemilikan. Pemerintah daerah Sumatera
Barat mengeluarkan Perda yang berisi ketentuan mengenai
tanah ulayat dan pemanfaatannya agar tidak terjadi konflik
dalam masyarakat mengenai tanah ulayat.
(Saafroedin,2006:22)

Masyarakat Minangkabau memiliki tatanan hukum
adat yang berbeda disetiap daerah atau sukunya. Oleh karena
itu, peraturan mengenai tanah ulayat di setiap nagari atau

sukunya berbeda pula. Tetapi keberadaan tanah ulayat dan
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pengaturannya bisa dikatakan di setiap daerah hampir sama.
Mulai dari cara memperoleh maupun cara pembagiannya
hampir sama. Di Provinsi Sumatera Barat tanah ulayat
memiliki batasan wilayah sesuai dengan situasi alam di
sekitarnya. Luas wilayah nagari setiap daerah tidaklah sama,

tergantung terhadap nagari yang berada di sebelahnya.

Dalam adat Minangkabau, harta yang didapatkan
salah seorang ataupun suatu kaum dengan cara apapun,
apabila telah diwariskan satu kali kepada penerima waris
maka harta itu akan disebut atau digabungkan dengan harta
pusaka yang sudah ada dari generasi sebelumnya. Harta
pusaka tinggi di Minangkabau hanya dapat diwariskan
kepada garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki
dari garis keturunan ibu tidak dapat mewariskan harta pusaka
tinggi kepada anaknya. Tetapi anak laki-laki berhak
mengatur dan menjalankan segala sesuatu yang berkaitan
dengan kepentingan kaum termasuk didalamya mengatur dan
memelihara harta kekayaan kaum serta harkat martabat
kaum. (Tolib,2008:24).

Salah satu harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah
tanah. Bagi masyarakat Minangkabau tanah sangatlah
penting, terlebih lagi jika berkaitan dengan hak kepemilikan.
Oleh karena itu AA Navis berpendapat bahwa tanah
merupakan tempat lahir, tempat menjalani hidup, dan tempat
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untuk pulang (mati), tempat anak cucu dilahirkan, sawah dan
ladang menjadi sumber penghidupan guna menjamin

kekerabatan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya pada Pasal 1 angka 7 menginterpretasikan
tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber
daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh
secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat

di Provinsi Sumatera Barat.

Tanah ulayat di Minangkabau terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Tanah Ulayat Rajo, ialah hak milik tanah beserta dengan
sumber daya alam yang ada di dalamnya yang
kapabilitas dan pendayagunaannya diatur laki-laki tertua
berdasarkan garis keturunan ibu yang saat ini masih
hidup. Disebut sebagai tanah ulayat rajo karena
kapabilitas terhadap tanah ulayat ini masih dijalankan
beberapa nagari, dan penguasaan tanah ulayat rajo di
nagari dilakukan dengan manaruko atau membuka lahan
baru@.

Tanah Ulayat Nagari, dimana tanah ulayat ini
merupakan hak penguasaan terhadap sumber daya alam

yang ada di dalamnya oleh ninik mamak Kerapatan Adat
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Nagari (KAN), dan dipergunakan dengan semaksimal
mungkin guna kepentingan masyarakat nagari,
sedangkan pemerintahan nagari sebagai pihak yang
mengatur untuk pemanfaatannya. Kapabilitas tanah
ulayat nagari dijalankan ninik mamak atau para
penghulu dalam nagari berdasarkan pada sistem
kekerabatan adat yang berlaku setempat.

. Tanah Ulayat Kaum, sebagai hak penguasaan atas
sebidang tanah dan sumber daya alamnya merupakan
kepunyaan semua masyarakat kaum yang terdiri dari
jurai yang kapabilitas dan pendayagunaannya diatur
olen mamak jurai selaku kepala waris. Tanah ulayat
kaum dimiliki bersama dalam keturunan matrilineal
yang diberikan secara utuh. Tanah ulayat kaum ini lebih
mencolok dari pada tanah ulayat yang lainnya. Tanah
ulayat kaum dikatakan juga sebagai tanah pusako tinggi
kaum. (Syafruddin,1994:189).

Tanah ulayat kaum memiliki fungsi sebagai simbol

ikatan kaum bertaut darah agar terjalin ikatan sekaum bertali

darah sehingga harta ini menjadi harta sumpah setia. Manfaat

lain dari tanah ini adalah sebagai acaram kehidupan kaum

terpenting yang berkaitan dengan kehidupan anggota kaum

juga sebagai lambang tahta sosial kaum dan masyarakat.

Selain itu juga berfungsi meningkatkan perekonomian kaum
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atau anggota kaum sebab dengan adanya tanah ulayat dapat
dimanfaatkan dan dikelola anggota kaum. (Tolib,2008:51).

Menurut hukum adat di Minangkabau, tanah ulayat

tidak boleh diperjual belikan atau digadaikan selama tidak
beselisih dari “pusako salingka suku”, kecuali 4 hal, yaitu:

a. Gadih gadang indak balaki (gadis dewasa yang
belum menemukan suami) atau rando dapek malu
(Janda yang menanggung malu). Gadai dapat
dilaksanakan untuk menikahkan kemenakan yang
telah dewasa atau telah menjadi janda.

b. Rumah Gadang Katirisan (rumah gadang bocor dan
rusak). Gadai dapat menjadi solusi dengan tujuan
memperbaiki rumah gadang yang rusak.

c. Mambangkik batang tarandam (membangkitkan
harkat dan martabat). Gadai dilakukan dengan
alasan menumbuhkan kembali gelar penghulu yang
sudah lama tak terpakai.

d. Mayik tabujua di tangah rumah (mayat terbaring di
atas rumah belum dimakamkan). Gadai dilakukan
apabila tidak ada biaya untuk mengadakan

pemakaman anggota keluarga yang telah wafat.

Dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh orang yang bukan
berasal dari keluarga merupakan fundamental keseimbangan

dan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam filsafat adat
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“urang mandapek, awak indak kailangan” (Orang
memperoleh, kita tidak kehabisan). Selain dari itu, maka
akan mengalami “Sumpah Pasatiran” yang berbunyi “kaateh
indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditangah-tangah
digiriak kumbang (keatas tidak berdaun pucuk, kebawah
tidak berakar, ditengah batang dilubangi kumbang). Maka
dari itu orang yang terkena sumpah akan melarat sepanjang
hidupnya. Setujuan dengan konsep tanah ulayat yang tidak
boleh diperdagangkan juga digadaikan, maka setelah
pendayagunaan tanah ulayat maka tanah kembali kepada
pemiliknya. (Lilik,2017:21).

Terkait dengan harta pusaka, mau itu harta pusaka tinggi
ataupun harta pusaka rendah, apabila terjadi tejadi sengketa
apalagi berkaitan dengan harta pusaka tinggi suatu kaum,
maka yang menyelesaikan sengketa ini dengan Kerapatan
Adat Nagari (KAN) atau mungkin berlanjut ke Pengadilan
Negeri.

o Kerapatan Adat Nagari(KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu institusi
adat di Minangkabau pada tingkat Nagari yang berwenang
menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau.
Lembaga ini merupakan perwakilan permusyarawatan dan
perundingan adat tertinggi yang sudah ada dan diwarisi dari

generasi ke generasi selama adat di tengah masyarakat suatu
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nagari di Provinsi Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari
(KAN) berada di bawah pengamatan Lembaga Kerapatan
Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat
kecamatan sampai pada tingkat provinsi.

Pada 5 April tahun 2018 dengan persetujuan bersama
DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera
Barat megambil keputusan untuk menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Thaun 2018
tentang Nagari. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini
maka ada perubahan atas performa Kerapatan Adat Nagari.
Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu tentang
menunjuk dan mengangkat Kepala Nagari dengan
musyawarah dan mufakat, pengamatan terhadap pelaksanaan
adat istiadat dan budaya, meminta pertanggung jawaban
Pemerintahan Nagari kepada Kepala Nagari, serta
mempertahankan adat dan budaya sesuai dengan Adat
Salingka Nagari.

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam
Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
kewenangannya diserahkan pada Pemerintahan
Kabupaten/Kota, akan tetapi dalam Peraturan Daerah
kedudukan dan wewenang KAN sangat lemah dalam urusan
pemerintahan jelas terlihat pada Peraturan Daerah Sumatera
Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
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Pemerintahan Nagari bab 1 pasal 1 ayat 6 yang menyatakan
bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga
ninik mamak yang sudah ada dan terus diwarisi secara turun
temurun dan berfungsi memelihara keleestarian adat dan
menyelesaikan sako dan pusako.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan sebuah
lembaga di dalam nagari yang menjaga dan mengurus juga
melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari berbagai unsur
dalam nagari yaitu:

= Para Penghulu atau para Datuak dari setiap suku yang

terdapat dalam kenagarian.

= Cadiak Pandai atau Manti yang merupakan kaum
intelektual dalam nagari.

= Alim Ulama atau Malin yang ada dalam nagari.
= Dubalang atau Penjaga Keamanan dalam nagari.

Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Matur
menurut ketentuan dasar Kecamatan Matur, di dalamnya
terdapat uraian struktur kepengurusan sebagai berikut:

e) KepalaPimpinan
f) Kepala Pimpinanl

g) Kepala Pimpinanll
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h) Sekretaris Umum

i) Sekretaris |

J) Sekretaris Il

k) Bendahara Umum

I) Wakil Bendahara Umum

m) Bidang Syarak

n) Bidang Adat

0) Bidang Pendidikan

p) Bidang Hukum Adat dan Penyelesai Sengketa
g) Bidang Pembangunan dan Aset Nagari
r) Bidang Bundo Kanduang

Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 2
tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah
Lembaga Kerapatan Ninik Mamak yang telah ada dan
diperhatikan secara turun-temurun selama sejalan dengan
adat dan berfungsi merawat kelestarian adat serta
menyelesaikan perselisinan sako dan pusako. Berkaitan
dengan fungsi dan tugas KAN juga telah dijelaskan
sebelumnya dalam pasal 7 ayat 1 huruf b dan ¢ Perda Nomor

13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat
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hukum adat dan pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah tingkat
| Sumatera Barat Nomor 189-104-1991.

Menurut Hasan Basri Durin Datuak Rangkayo Mulia
Nan Kuning, pimpinan yang teratas dalam suatu nagari
adalah kesepakatan para penghulu. Sebagai pimpinan dalam
musyawarah biasanya Penghulu Pucuk yang lebih
ditinggikan daripada penghulu yang lainnya, dianut oleh
nagari Koto Piliang. Sedangkan aliran Bodi Caniago
umumnya ditunjuk diantara para penghulu pimpinan
musyawarah yang setelahnya menjadi penghulu Kepala dan

kemudian menjadi Kepala Nagari.

Sengketa atau perkara yang dapat diselesaikan oleh
Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada 3 jenis yaitu:
n) Sengketa terkait gelar(sako)

0) Sengketa terkait harta pusaka(pusako)
p) Sengketa perdatalainnya.

Jika ada suatu pertikaian dalam kaum, maka
pertikaian tersebut tidak serta-merta dibawa ke balai adat
untuk diadili, tetapi Kerapatan Adat Nagari (KAN)
melakukan prosedur yang panjang untuk dilalui
sebagaimana pepatah bajanjang naiak batanggo turun,

maka perkara ini pada awalnya di selesaikan oleh
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penghulu/datuk sebuah paruik dalam persukuan para pihak

yang bersengketa. Dalam penyelesaian pertama akan ada

upaya perdamaian, apabila salah satu atau kedua pihak

tidak ingin berdamai maka perkara akan dibawa ke tingkat

yang lebih tinggi untuk di adili di Balai Adat oleh KAN

yang terdiri dari Penghulu suku, manti, dubalang serta

orang tua dan cerdik pandai. (Asnan,2006:79).

o Peranan KAN dalam Menjaga Kelestarian Tanah

Ulayat di Nagari Matur

Lembaga Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN)
yang terdapat di Nagari Matur adalah bentuk wadah bagi para
Niniak Mamak di Nagari tersebut. Didirikan tidak hanya
sebagai pemerhati nagari tetapi sebagai peninjau anak dan
kemenakan, juga sebagai pelestarian adat dan budaya yang
ada. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk
menjadikan masyarakat beradat dan berbudaya tetapi juga
sebagai penjaga dan penengah permasalahan di masyarakat.
Didirikan dengan tujuan memastikan bahw anak dan
kemenakan selalu menjaga adat dan istiadat sesuai dengan
kaidah-kaidah ajaran agama Islam.

Adapun tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari

(KAN) yaitu:

1. Menyelesaikan perkata perdata adat istiadat,

termasuk diantaranya sengketa tanah ulayat.
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Memperjuangkan aspirasi anak dan kemenakan di
persidangan, baik yang diadakan oleh adat maupun

pemerintahan.

Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan dan
salingmenghormati diNagari.

Mengajarkan ajaran Islam dengan menjalin kerja

sama bersama paraulama.

Mengikut sertakan anak dan kemenakan dalam setiap

sidang adat nagri ataupun pemerintahan.

Memelihara rumah adat, tanah adat, kebudayaan adat,

dan warisan budayanagari.

Membantu  pemerintah  dalam membuat
keputusan, melaksanakan, dan
memeliharanya.

1. Ikut serta mensukseskan PemerintahanNagari.

2. Membantu meningkatkan

kesejahteraanmasyarakat.

3. lkut memikirkan kemajuan nagari, baik
pendidikan, wisata, budaya danagama.

4. Menghimpun dan bermusyawarah dengan
pemuda pemudi untuk kemajuan nagari. (Lilik,
2017:58-61)
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Apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan

terhadap sako dan pusako adat yang berlaku, maka Kerapatan
Adat Nagari (KAN) berwenang untuk meluruskan sesuai
dengan kaidah-kaidah adat yang berlaku. Para pelaku
pelanggaran wajib menerima sanksi sesuai dengan ketentuan
adat. Kerapatan Adat Nagari hanya sebagai tempat mediasi
untuk menyelesaikan suatu perkara sebelum dibawa ke ranah
hukum. Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyediakan sarana
dan fasilitas untuk menyelesaikan perkara yang terjadi
dinagari.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi salah satu lembaga
adat yang juga bertindak dalam menjaga kelestarian dan
mengembangkan potensi wisata budaya di suatu nagari.
Diantaranya Wisata Alam Pincuran Gadang, Masjid Pincuran
Gadang, Puncak Lawang, Rumah Gadang Mudik Pasar
Matur, Ambun Tanai. Dengan begitu banyaknya objek wisata
yang dikembangkan di Nagari Matur, maka Kerapatan Adat
Nagari (KAN) memfokuskan kepada pengembangan dan
gencar mempromosikannya.

Dengan besarnya potensi wisata di Nagari Matur yang
dapat dilihat dari keindahan alamnya yang asri, serta
masyarakatnya yang ramah dan toleransi terhadap
pengunjung, maka hal ini juga dapat mendatangkan

keuntungan bagi masyarakat nagari, baik itu berupa
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peningkatan perekonomian, pengenalan daerah, juga
meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan
dan pemanfaatannya. Hal ini dapat menjadi salah satu cara
agar tanah ulayat tetap terjaga dan menghasilkan bagi
masyarakat kaum.

Masyarakat Nagari Matur juga dapat menghasilkan
pendapatan dengan menjual produk daerah kepada
wisatawan dan mengembangkan UMKM masyarakat. Hal ini

sejalan dengan

Pendapat Moariotti Yoeti (1983) dalam Annisa
(2012) yang berpendapat bahwa daya pariwisata adalah
segala hal yang terletak di daerah yang menjadi destinasi
wisata, dan salah satu daya tarik agar orang-orang mau datang
bertandang ke tempat tersebut.

Pada tahun 2018 dapat dilihat dari salah satu objek
wisata di Nagari Matur contohnya objek wisata Puncak
Lawang yang mana pengunjungnya terus meningkat dari
tahun sebelumnya, peningkatan mencapai angka 209.987
orang pengunjung. Dengan jumlah pengunjung yang terus
meningkat setiap tahunnya, tentu akan membuat
perekonomian masyarakat turut mengalami peningkatan dan
pendapatan daerah juga meningkat. Hal ini tergolong salah
satu guna dan keuntungan dari pemanfaatan tanah ulayat.

Keuntungan yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh pihak
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pengelola melainkan juga untuk masyarakat nagari.

Dengan adanya kegiatan penelitian yang penulis
lakukan di Nagari Matur selama masa KKN, peneliti
menjumpai fakta bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Nagari Matur bersama pemerintah dalam mengembangkan
dan melestarikan tanah ulayat dengan menjadikan objek
wisata di Nagari Matur sudah berdaya guna dengan baik.
KAN sebagai lembaga adat juga melakukan kesepakatan
bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari untuk
memajukan dan melestarikan wisata budaya yang ada.
Namun Ketua KAN Nagari Matur J. Dt. Dt.Rangkayo Mulian
mengatakan lebih memfokuskan kepada bagaimana wisata
ini terus berkembang sehingga generasi yang akan datang
tetap dapat menyaksikan dan menikmati hasil dari tanah
ulayat kaummereka.

Demi menopang keberhasilan program wisata budaya
di Nagari Matur maka Kerapatan Adat Nagari (KAN)
melaksanakan berbagai kegiatan rapat terkait pengembangan
dan promosi wisata budaya terutama dengan para pemilik
tanah ulayat. Dengan adanya pembinaan dan edukasi yang
dlaksanakan bagi generasi muda dengan harapan agar budaya
dan adat dapat terus dilestarikan dan dijaga juga dengan kerja
sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari

dalam mengembangkan wisata budaya di Nagari Matur.
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Bantuan yang diberikan berupa sarana dan prasarana untuk

mendukung kegiatan wisatabudaya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan ke beberapa
tempat wisata di Nagari Matur, penulis ambil salah satu
contohnya Wisata Alam Puncak Lawang, terdapat informasi
bahwa pengelola terus berupaya memperbaiki pelayanan dan
fasilitas tempat wisata. Dilakukan pembaruan wahana wisata
setiap tahunnya agar para pengujung tidak merasa jenuh
dengan wahana yang itu-itu saja. pembangunan penginapan
agar wisatawan dapat menikmati suasana bermalam di

Wisata Alam Puncak Lawang.

Selain menjadikan tanah ulayat sebagai objek wisata
budaya, KAN Nagari Matur juga menjaga kelestarian tanah
ulayat dengan menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang
terjadi di nagari dan kaum. Selain salah satu tugas KAN,
menyelesaikan sengketa tanah ulayat juga merupakan upaya
menjaga kelestariannya. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menguraikan
bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN

menurut ketentuan adat yang berlaku.
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Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak
berperan sebagai lembaga yang menentukan perkara, akan
tetapi untuk mendamaikan perkara-perkara adat dari sengketa
tersebut. Peradilan adat yang menjadi wewenang Kerapatan
Adat Nagari (KAN) diartikan sebagai prosedur, yaitu cara
untuk menangani suatu sengketa adat oleh suatu lembaga
adat. Secara yudridis peradilan adat tidak diakui oleh undang-
undang.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menjabarkan
bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi dan dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun
2009 menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh
Wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang
diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila dianalisis ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008
diatas, pada dasarnya keberadaan KAN dalam

menyelesaikkan sengketa adat dan istiadat adalah untuk
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melakukan perdamaian (mediasi) adat, yang dituju dari
proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang
mengalami sengketa. KAN hanya menyediakan sarana dan
fasilitas, sedangkan penyelesaian dan penetapan tetap
diberikan kepada kedua belah pihak, hingga keputusan yang
dikeluarkan oleh KAN adalah menyampaikan tercapai atau
tidaknya upaya damai bagi kedua belah pihak.

Sengketa tanah ulayat dapat diselesaikan oleh kedua belah
pihak tanpa melalui proses peradilan. Proses yang dapat
dilakukan adalah:

a. Apabila penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan
proses negosiasi (musyawarah), maka penyelesaian
dilakukan antara masyarakat dengan pimpinan
adat/nagari atau lembaga yang berwenang (KAN),
dan hasil dari negosiasi didaftarkan ke tingkat yang
lebih tinggi agar memiliki kekuatan hukum yang
mengikat.

b. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan dengan
adanya campur tangan pihak ke 3, maka pihak ke3
disini adalah Pemerintan Daerah yang paling
memahami dan mengetahui secara rinci mengenai
tanah ulayat, selain itu Pemerintah Daerah memiliki
fasilitas agar pihak yang bersengketa tidak perlu

mengeluarkan biaya yang besar.
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c. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kerapatan
Adat Nagari Matur, penulis melakukan wawancara
dengan beberapa masyarakat yang menerima manfaat
dan pernah mengalami sengketa tanah ulayat di
Nagari Matur. Wawancara dilakukan langsung di
kediaman narasumber, yang menjadi target
wawancara mulai dari anak muda berusia 20 tahunan

sampai usia 60 tahun.

Dari hasil keterangan beberapa narasumber, penulis
dapat menyimpulkan bahwa dengan dijadikannya tanah
ulayat sebagai wisata budaya, perekonomian masyarakat
sekitar semakin membaik, yang sebelumnya hanya
mendapatkan penghasilan dari hasil berkebun, juga
menambahkan tambahan dari hasil berjualan di objek wisata.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga selalu menghimbau
masyarakat untuk memanfaatkan hasil wisata budaya untuk
membuka bisnis lainnya. Juga menghimbau agar masyarakat
nagari tetap menjadi tuan rumah yang ramah terhadap
parawisatawan.

Bagi yang mengalami sengketa tanah ulayat, ada
beberapa persoalan yang menjadi sebab sengketa terjadi.
Misalnya adalah masalah kewarisan tanah, pembagian hasil

dari pendapatan pemanfaatan tanah ulayat, sengketa batas
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wilayah, dan maslah jual beli atau gadai tanah ulayat. Dari
keterangan  beberapa narasumber dapat dirangkum
kesimpulan bahwa kontribusi Kerapatan Adat Nagari (KAN)
dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah ulayat cukup
baik. Karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) senantiasa
berusaha mendamaikan dan mencarikan jalan keluar untuk
menyelesaikan konflik. Meskipun tidak semua masalah
sengketa tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Secara normatif, Peraturan Daerah Sumatera Barat
tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya telah menegaskan
bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah
Lembaga mediasi adat yang bertugas menyediakan fasilitas
bagi para pihak untuk berdamai, namun pada prakteknya
masih terdapat keputusan-keputusan dari KAN yang bersifat
mengadili. Dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN)
memposisikan lembaga sebagai peradilam yang dapat
memutuskan perkara seperti wewenang lembaga peradilan.
Selain tidak sesuai dengan wewenang yang sebenarnya,
keputusan yang dihasilkan ini tidaklah memiliki kekuatan
hukum. (Jimly,2006:77)

Akibat dari keputusan yang tidak memiliki kekuatan
hukum ini, apabila para pihak yang bersengketa merasa
dirugikan, maka mereka tidak dapat melakukan tuntutan

terhadap haknya, begitu juga pihak yang diuntungkan
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padahal itu bukan haknya juga akan menjadi semena- mena
terhadap pihak yang seharusnya mendapatkan haknya. Dari
berbagai kejadian disengketa tanah ulayat di Nagari Matur,
sebagian besar dari narasumber yang diwawancarai merasa
puas dengan keterlibatan lembaga Kerapatan Adat Nagari
(KAN) dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Dampak sosial dari sengketa tanah ulayat adalah
terjadinya kerenggangan sosial warga masyarakat. Selain itu,
selama berlangsungnya sengketa, tanah ulayat berada dalam
status quo yang mengakibatkan tanah ulayat tidak dapat
dimanfaatkan dengan optimal yang berakibat dengan
penurunan kualitas sumber daya alam (SDA) yang bisa
merugikan kepentingan banyak pihak, tidak hanya pihak
yang bersengketa tetapi para pihak disekitarnya juga.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Lembaga

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam upaya menjaga
kelestarian tanah ulayat diantaranya:

a Batasan dan keluasan tanah ulayat. Seringkali
masalah batasan dan luas tanah ulayat tidak jelas, hal
ini mengakibatkan para pihak yang mengklaim tanah
yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini menyebabkan
konflik yang berkepanjangan dan tak kunjung usai.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) seringkali

menjumpai  permasalahan  ini, pihak yang
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bersengketa juga seringkali tidak ingin berdamai,
ditambah lagi tidak adanya saksi atau bukti valid
yang menyatakan kepemilikantanah.

Kewenangan tanah milik publik atau privat.
Berkaitan dengan penenmpatan hak ulayat sebagai
harta milik umum atau pribadi. Sebagaimana
disebutkan dalam UUPA bahwa tanah ulayat dapat
beralih dari milik pribadi menjadi milik negara. Hal
ini juga tak jarang menjadi salah satu kendala

hilangnya tanah ulayat suatunagari.

Tanah ulayat milik kaum atau milik nagari. Hal ini
juga menjadi kendala dalam menjaga kelestarian
tanah ulayat. Dimana kaum merasa berwenang atas
tanah sdangkan hak tanah berada dibawah
kewenangan nagari. Hal ini juga kerap menjadi
sumber perselisihan yang tidak dengan mudah dapat
diselesaikan hanya dengan mediasi parapihak.

Menciutnya tanah adat. Masalah ini umumnya
disebabkan oleh anggota kaum yang dengan
seenaknya menjual tanah adat kepada pihak luar.
Hal ini terjadi karena berbagai macam alasan. Juga
tak jarang tanah ulayat diperjual belikan tanpa

sepengetahuan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
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ataupun Pemerintahan Daerah. Pelepasan hak
terhadap tanah ulayat biasanya dilakukan oleh
anggota kaum vyang tidak menghuni kampung
halaman, hidup di perantauan, atau alasan kesulitan
ekonomi, juga tak jarang karena alasan tidak dapat
mengurus atau memanfaatkannya. (Lilik,2017:69-
70).
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KESIMPULAN

Tanah adalah salah satu unsur penting karena tanah
merupakan faktor terpenting dalam produksi, oleh karenanya
banyak orang yang bersengketa untuk mempertahankan
tanahnya. Tanah ulayat menurut konsep Minangkabau yaitu
berupa harta kekayaan yang menjadi bagian dari harta pusaka
tinggi yang mempunyai kekuatan hukum adat yang berlaku.
Tanah ulayat di Minangkabau selain menjadi penentu harkat
dan matabat, juga sebagai faktor penunjang kehidupan
ekonomi masyarakat. Sehingga tanah ulayat di Minangkabau
tidak dapat diperjual belikan, tanah ulayat hanya bisa di
wariskan dari generasi ke generasi untuk diambil
manfaatnya. Asas yang menjadi dasar tanah ulayat di
Minangkabau adalah jua ndak makan bali, gadai ndak makan
sando (tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadaikan.
Kecuali ada musabab yang menyebabkan tanah pusaka

digadaikan

Lembaga berperan penting dalam menyelesaikan,
melestarikan, serta menjaga adat istiadat serta kebiasaan
suatu nagari. Lembaga ini salah satunya adalah Kerapatan
Adat Nagari (KAN). Dalam lembaga adat terdapat dasar
musyawarah dan mufakat yang disebut dengan rapat adat.
Rapat lembaga ini bertujuan untuk mencari tau apa-apa saja

hal yang menyangkut dengan permasalah adat, seperti
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penyelesaian konflik sengketa, pemberdayaan, pendidikan,

pelestarian, dan berbagai masalah adat lainnya.

Dengan melakukan pemanfaatan terhadap tanah
ulayat sebagai objek wisata budaya dan juga sebagai sumber
perekonomian masyarakat nagari, menyelesaikan sengketa
yang berkaitan dengan tanah ulayat juga harus dilakukan.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang
menangani  sengketa dan penyedia sarana  untuk
mendamaikan pihak yang bersengketa, juga bertanggung
jawab menjaga kelestariannya. Apabila Kerapatan Adat
Nagari (KAN) tidak dapat mendamaikan para pihak yang
bersengketa dengan cara bermusyawarah, maka jalan terakhir
yang dapat ditempuh adalah dengan melanjutkan sengketa ke

Pengadilan Negeri.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai juru pisah atas
sengketa tanah ulayat yang ada berdasarkan Perda Sumbar
Nomor 16 Tahun 2008, tentang sengketa yang berkaitan
dengan kesatuan masyarakat hukum adat tepatnya di Nagari
Matur, dilakukan dengan secara bajanjang naiak, batanggo
turun, mulai dari niniak mamak, suku, sampai pada KAN,
selanjutnya para pihak yang menggugat melakukan banding
ke lembaga KAN dengan menyerahkan carano, perselisihan

diselesaikan dan ditetapkan oleh adat.
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Menjaga kelestarian tanah ulayat tidak hanya menjadi
tugas suatu lembaga atau pemerintahan nagari maupun
daerah, melainkan tugas seluruh masyarakat dari suatu nagari
tersebut. Harta pusaka seperti tanah ulayat hendaknya tetap
terjaga keutuhannya agar anak cucu di masa yang akan
datang dapat terus menikmati dan memanfaatkannya.
Sebagai masyarakat nagari berkewajiban untuk menjaga
harta pusaka berupa apapun agar tidak punah dan tetap terus

menjadi adat dan budaya.
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EFEKTIFITAS PERNA NAGARI NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG KE SURAU DI NAGARI PEMATANG
PANJANG

YOLANDA SAPITRI : 1319113
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakutas syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukitinggi. JI. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Nagari di sumatera barat yang tidak mengikuti aturan yang
yang telah di siapkan di pematang panjang,sesuai dengan
peraturan tata tertib nomor 04 tahun 2020 pasal 6 ayat
4,pematang panjang memiliki peraturan di bidang agama
yaitu semua anak usia 7-16 tahun(sd sampai sma) akan di
butuhkan untuk pergi ke mesjid/surau,anak anak yang
berkeliaran di mesjid/surau akan di tangkap oleh forum
keamanan masyarakat polisi(FKPM) lalu di amankan dan di
proses diselesaikan di kantor negara yang bersangkutanorang
tua akan di berikan sanksi kerjasama 1 hari kerja.aturan ini
berlaku di tahun 2020.jadi masalahnya adalah jumlah anak
yang melanggar aturan negara dalam bidang agama
mewajibkan anak usia 7-16 tahun untuk menuntut ilmu ke
mesjid/ke surau. Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran
bahwa dua kebijakan (kembali ke suarau dan gerakan kembali
ke suarau) meruopakan dua sisi mata uang yang memiliki
subtansi nilai yang sama yaitu tatanan kehidupan yang
berbasiskan adat bersandi syarak,syarak basandi kitabullah.

Kata Kunci : ke surau,peran Pemerintahan,Masyarakat
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A. PENDAHULUAN

Berbagai fonomena perilaku yang tidak sesuai dengan
norma banyak terjadi pada anak anak,salah satunya anak
anak di Pematang Panjang yang tidak mengikuti aturan
aturan yang di susun di kenagrian Pematang Panjang sesuai
dengan pernag Nomor 04 tahun 2020 pasal 6 ayat 4 Nagari
Pematang Panjang memiliki peraturan di bidang agama
yaitu,setiap anak yang berumur 7-16 Tahun(SD sampai
SMP) diwajibkan ke surau, bagi anak yang berkeliaran pada
jam ke surau akan ditangkap oleh forum keamanan polisi
masyarakat ( FKPM ) maka diamankan oleh dan di proses
atau diselesaikan di kantor wali nagari,apabila sudah dua
kali anak yang sama di proses di kantor wali nagari maka
orang tua yang bersangkutan akan di berikan sanksi gotong
royong 1 hari kerja,peraturan ini berlaku pada tahun 2020.
istilah kembali ke surau ini pada dasarnya merupakan
gagasan untuk memulai menata kembali kehidupoan
masyarakat yang berbasiskan ‘* surau®’.

Dalam adat minangkabau surau tidak saja diartikan
secara fisisk yaitu langgar tempat melaksanakan
shalat,tetapi sudah menjadi instasi soaial yang berbasis
maupun nilai nilai adat dan keagamaan yang sudah

beralngsung demikian lamamnaya. Bahkan dalam konsep
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oarang minangkabau.suarub sudah dijadikan identitas
utama bahkan dalam kosep orang dengan ketepadauan adat
dan agama. yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah (ABS-SBK), syarak mangato adat mamakai”
suatu filosofi yang tak lekang karena panas dan tak lapuk
karena  hujan”. kembali ke surau makin
menghangat.gagasan yang mucul dari kalangan birokat dan
politisi itu boleh jadi kepentingan dan keinginan masyarakt
minang ke serasahan masyarakt minang terhadap prilaku
generasi muda sekarang.barangkali sangat naif apabila
gerakan itu di wujudkan hanya dengan membuat aturan
memaksa orang untuk kembali meramikan suaru dan
mesjid tanpa di dukung oleh pem,bentukan institusi yang
menyatu dengan  kehidupan budaya masyarakat
minang,sesuai dengan kondisi saat ini. Surau merupakan
suatu instusi pendidikan minang yang menyatu dengan
kehidupan budaya.menghidupkan kembali instusi tersebut
tidak dapat di wujudkan apabila hanya mengandalkan
peraturan eksternal seperti peraturan daerah dan aturan-
aturan lainya.apalagi jika atuiran tersebut hanya merupakan
bagian dari instrumen politik,sementara agen agen yang
ditugasi untuk membangun itu tidak pernah mengenal apa

itu’’ surau’’.
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Menurut filosfi dasar pendidikan di surau,antara lain
ilmu ,akal, iman,ahlak adalah kesatuan yang diwujudkan
secara konsisten dalam prilaku sehari hari. Sehingga ukuran
yang digunakan sebagai patokan keberhasilan belajar bukan
nili nilai angka melainkan sikap dan prilaku .nilai nilawi
angka dan akan menjadi ukuran semu kerena anagka dapat
di ubah dalam waktu seketika berbeda dengan sikap.tujuan
pendidikan ke surau sudah sangat jelas yaitu membimbing
anak didik secara ilmu,akal,dan iman agar mereka mampu
hidup secra mendiri kelak sebagaimana yang dinyatakan
dalam al quran’’ jangan sampai meninggalkan generasi
yang lemah di kemudian hari’’. Dan di kuatkan dengan
hadist nabi muhammad yang menyatakan ° didiklah
anakmu agar mampu hidup di zamannya’’. Ini menunjukan
bahwa ukuran keberhasilan belajar seorang di lihat dari
peran  dan  prilakunya setelah  menyelesaikan
pendidikan,bukan pada saat proses berlangsung yang di
ukur dengan kemampuan mereka menjawab soal soal
ujian,kerena kemampuan menjawab soal soal ujian yang
dibuktikan dengan skor angka,tidak menjamin mereka
mampu  menjawab  persoalan  kehidupan,sementara
menurup konsep Islam sebagimana yang diterapkan di
surau ukuran keberhasilan belajar adalah perubahan prilaku

yang ditunjukan oleh anak anak didik setelah mereka lepas
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dari kehidupan masyarakat.

Pola pendidikan ke surau adalah pendidikan yang
menyeluruh mencakup semua aspek kemampuan ilmu dan
akal iman dan prilaku.pendidikan suraui tidak
diskrimininitif,siapun boleh dan di terima sebagai murid
tanpa tes.berbeda dengan sekolah,sekolah  sangat
diskriminitif,sekolah yang bagus hanya murid pintar. Hal
ini menunjukan bahwa,hanya orang orang yang sudah jadi
dapat di anggap kurang pasti akan di tolak,sekolah
berlomba lomba mendapatkan murid terbaik.jadi kmebali
ke surau artinya mengadopsi pola pola pendidikan surau ke
semua institusi pendidikan,baik di
keluarga,masyarakat,maupun di  lembaga lembaga
formal.kita menghimbau kepada semua pendidikan baik
agar jangan lagi memaksa anak untuk menguasai semua
bidang pelajaran secara rata kerena hal ini akan membunuh
potensi yang mereka milikijuga,hentikan mengkur
keberhasilan belajar anak dengan angka,kerena angka
mudah dimanipulasi sehingga keberhasilan di capai adalah
kerehasilan semu.

Tujuan Penelitian adalah untuk mendeskripsikan
faktor penyebab tidak efektifitasnya Peraturan nagari No 4
Tahun 2020 dibidang agama di Jorong Sitampung Nagari

Pematang Panjang,Kecematan Sijunjung
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Rumusan masalah penelitian,Apakah  faktor
penyebab tidak efektifitasnya di bidang agama di Jorong
Sitampungnagari pematang panjang,kecamatan Sijunjung
Kabupaten Sijunjung.

Penelitian ini dilaksanakan 1 bulan agustus sampai
semptember 2022,Penelitian ini dilaksanakan di Jorong
Sitampung Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung
Kabupaten  Sijunjung.penelitian ~ ini  mengunakan
pendekatan kualitatif,sedangkan tipe penelitian ini adalah
deskripsikan yang menggambarkan berbagai kondisi dan
sesuatu hal seperti apa adanya,jenis digunakan yaitu data
primer dan data sekunder,teknik pengumpulan data adalah
observasi,wawancara,studi dokumentasi. Pengumpulan
data ini yang di peroleh dan deperlukan data,maka
instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 1.
Pedoman wawancara 2. Dengan teknik wawancara 3.
Pencatatan-pencatatan dengan teknik observasi dan 3.
Teknik dekumenter.(Ritzer,2011.hal.11)
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B. PEMBAHASAN

1. Pengertian efektifitas sebuah peraturan
Peraturan adalah sesuatu yang di buat dan dilaksanakan
oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang
tertib,teratur dan kondusif sedangkan efektifitas berasal
dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang
telah di tetapkan.Setelah diterapkannya Peraturan nagari
NO.02 tahun 2020 di nagari pematang panjang yang
meangatur tentang bidang adat,bidang agama,dan
bidang kemasyarakat. Maka hal ini sangat berdampak
terhadap kehidupan sosial budaya dan masyarakat di
nagari pematang Panjang. Adapun bentuk peraturan
nagari di Pematang panjang sebagai berikut :
a. Bidang Adat
Nagari Pematang Panjang memiliki peraturan
nagari di bidang adat No.04 tahun 2020 bagian
pertama masalah nikah kawain,bagian kedua masalah
kenduri dan undangan,bagian ke empat masalah
lompat pagar,bagian kelima keramaian atau malam
gembira,bagian ke enam masalah mengaku
induak,bagian ke tujuh pembangunan rumah

adat,bagian  kedelapan masalah soko dalam
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suku,bagian ke sembilan mendirikan adat,bagian ke
sepuluh rajin tiap suku,bagian kesebelas masalah
pakaian adat.
b. Bidang Agama

Peraturan nagari di tetapkan oleh wali nagari
dan di bantu olen forum keamanan polisi
masyarakat(FKPM) agar tercapai tujuan dari
pemerintahan nagari untuk menjadikan nagari
pematang panjang yang teratur dan seimbang.
Kegiatan yang dilakukan di nagari pematang panjang
yaitu membuat sebuah peraturan nagari di bidang
agama,adat dan kemasyarkatan,salah satu kegiatan
peraturan nagari  dibidang agama,adat dan
kemasyaraktan,salah saru kegiatan yang peraturan
dan sanksi di bidang agama ada 3 bagian yaitu,bagian
pertama badan amil zakat(BAZ), bagian kedua
Pelaksanaan Persatuan Hari Besar islam (PHBI)
kenegarian Pematang Panjang.Peraturan nagari
Pematang Panjang membutuhkan partisipasi
masyarakat dan Forum Keamanan Polisi Masyarakat
(FKPM) agar hasil dari peraturan nagari dapat
memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat
dilaksanakan sesuai tujuan pembentukkannya.

c. Bidang Kemasyarakatan
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Adapun bentuk peraturan nagari dibidang
kemasyarakatan yaitu bagian pertama pemindahan
hak tanah,bagian kedua penyakit masyarakat,bagian
ketiga masalah pertanian,bagian ke empat masalah
kamtibmas,bagian kelima masalah pertukaran
nagari,bagian ke enam penertiban ternak. Peraturan
peraturan masyarakat tujuanya untuk mencapai suatu
tata tertib di dalam perkembangan aturan
berkelompok

2. Konsep kembali ke surau dan Asal usul surau

Konsep kembali ke surau gagasan untuk
memulai dan menata kembali kehidupan masyarakat dan
berbasiskan ke surau.Kata surau bermula dari istilah
melayu Indonesia surau merupakan lembaga pendidikan
tertua di minangkabau,bahkan sebelum islam masuk ke
minangkabau surau sudah ada,dengan datangnya Islam,
surau juga mengalami proses islamisasi,tanpa harus
mengalami perubahan nama,selanjutnya surau semakain
berkembang di minangkabau,di samping fungsinya
sebagai tempat beribadah(shalat) tempat mengajarkan
adat,sopan santun,ilmu beladiri (silat minang) dan juga
sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja dan
bagi laki laki tua yang sudah bercerai. Ini barngkali

sudah  merupakan aturan yang berlaku di
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minangkabau,kerena di rumah orang tuanya tidak
disisipkan kamar untuk anak laki laki remaja atau
duda,maka mereka bermalam di surau, hal ini sangatlah
penting kerena dapat membentuk watak bagi generasi
muda minangkabau masih,baik dari segi ilmu
pengetahuan maupun keterampilan praktis.setelah Islam
berkembang,arsitektur bangunan suaru di mingkabau
masih terpengaruh oleh budaya dan kepercayaan
setempat,misalnya puncak bangunan dan belakang
sebagaimana lambang adat minangkabau.dengan
berkembanya lembaga pendidikan surau initerjadi
tranformasi ilmu pengetahuan dan budaya terhadap
pemuda pemuda minang.ilmu yang didapatkan di surau
ini tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu yang
dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari,seperti
pengetahuan adat,ilmu bela diri,sopan
santun,kemandirian  dan  sebagainnya.surau  di
minangkabau  tidak  dilakukan  shalat  jum’at
padanya,semetara mesjid tempat dilaksankan shalat
jum’at.

Surau dalam sejarah minangkabau di perkirakan
berdiri pada 1356 m yang di bangun pada masa raja
Adittyawarman di kawasan bukit gonbok, seperti kita

tahu dalam lintasan sejarah nusantara bahwa pada masa
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ini adalah masa keemasan bagi agama  hindhu
budha,maka secara tidak langsung dapat dipastikan
bahwa eksistensi dan esensi suarau kala itu adalah
sebagai tempat ritual bagi pemeluk agama hindu budha.

Setelah keberadaan agama hindhu budha mulai
surut dan pengaruh selanjutnya di gantikan islam, surau
akhirnya mengalami akulturasi budaya ke dalam agama
Islam. Setelah mengalami islamasasi, surau akhirnya
menjadi media aktivitas pendidikan umat Islam dan
tempat segala aktivitas sosial. Setelah keberadaan hindu
budha mula surut dan pengaruh sealnjutnya di gantikan
Islam, surau akhirnya mengalami alkuturasi budaya ke
dalam agama Islam. Setelah mengalami islamisasi.
Surau akhirnya menjadi pusat kegiatan bagi pemeluk
agama Islam dan sejak itu pula surau tidak di pandang
lagi sebagai suatu yang mistis atau sacral. Surau menjadi
media aktivitas sebagai pendidikan umat Islam dan
tempat segala aktivitas sosial.

Dan surau sebagai lembaga pendidikan Islam
minangkabau.pada awalnya surau juga tempat mengajar
anak anak dan para remaja untuk memperoleh
pengetahuan dasar keagamaan.surau juga sebagai
lembaga pendidikan Islam pertama kalau didirikan oleh

Syekh  Burhanudin di Ulakan,pariaman, Syekh
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Buharudin mendirikan surau bukan hanya untuk tempat
shalat saja,tetapi juga untuk mengajarkan al quran dan
hadist,terikat  satariyah,Syeckh Buharudin terkenal
dengan ilmunya yang dalam dan bijaksana dalam
menyampikan agama dan kepada masyarakat.Syekh
Burharudin  memperorintasikan pendidikan agama
terhadap anak anak,kerena generasi ini di anggap
berpotensi untuk dikembangkan.Syckh Buharudin
memakai  berbagai metode yang unik yang
dikembangkan.Scykh Buharudin berbagai metode
pembelajaran di suraunya, ada metode yang uniknya
dilakakukannya,sebagimana yang di tulis pada kitap
Muballigghul Islam pada permainan tondih dengan
damar keras,sebagai berikut.

Adapun beliu Scykh Buharudin turut pula dalam
permainan itu,tetapi takkala memulai menggandakan
melempar damar itu,beliau beroleh kemenangan.melihat
kejadian itu bertanyalah anak anaknya kepada beliau,ya
tuan Syckh,apakah doanya yang tuan baca takala
mengadakan dan melempar gundu damar itu,bolehkah
kami menuntut doanya,beliau saja kata Scykh
Buharudin.sebentar itu beliua ajakanlah doa itu ©
bismillah’> dengan tolong allah itulah yang mula mula

beliau ajarkan kepada anak anak itu. Yang membaca doa
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itu menang pula.kemudian beliau sambung pula sekerat
lagi yaitu al rahman al rahim.begitulah caranya Scykh
Buharudin memberikan pelajaran kepada anak anak itu
dengan mencampuri permainan mereka pada awalnya
dan mengajarkan doa dengan lemah loembutnya
perkataan beliau dan dengan jalan berrangsur
angsur,begitu juga terhadap tingkah laku dan budi
perkerti anak anak itu beliau rubah sedikit demi
sedikit,akhirnya dengan tidak disadarinya,mereka
menjadi penganut agama islam yang kuat dan menjadi
ahli dakwah kepada ibu bapak mereka masing maisng.(
Asmawi.2012.hal 6)
. Pengertian Nagari

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memeilki batas batas wilayah yang berwenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat,berdasrkanasal usul dan adat istiadat yang
diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara
kesatuan republik indonesia dan pengertian nagari
menurut pendapat ahli senada dengan pendapat diatas
manan. Menjelaskan nagari bukan saja yang dipahami
sebagai kualitas teritorial,tetapi juga merupakan kualitas
genologis.dalam hal ini nagari merupakan lembaga

pemerintahan sekaligus merupakan lembaga kesatuan
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sosial utama dan dominan.sebagai kesatuan lembaga
masyarakat otonom, nagari adalah repbublik mini yang
jelas anggotanya, nagari punya pemerintahan sendiri,
punya adat sendiri serta tata kehidupan keangotanya di
akui, dalam melaksanakan keweangan yang di miliki
untuk mengatur dan mengurus kepentinganan
masyarakatnnya,di nagari di bentuk badan perwakilan
rakyat nagari sebagai lembaga legislasi menetapkan
peraturan nagari. Lembaga ini menjadi pada hakikatnya
bersama wali nagari.lembaga ini pada hakikatnya adalah
mitra Kkerja pemerintahan nagari yang  memiliki
kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
. Faktor penyebab tidak efektifitasnya Peraturan
Nagari No 4 Tahun 2020 dibidang agama di Jorong
Sitampung Nagari Pematang Panjang,Kecematan
Sijunjung

Di nagari pemtatang panjang memiliki forum
keaman polisi masayarakat(FKPM) sebagai
perpanjangan tangan dari porli untuk menjaga keamanan
dan ketertiban. Sesuai peraturan nagari pasal 20 ayat 2
yang berbunyi: apapun bentuk permaslahan yang terjadi

di wilayah nagari pematang panjang diselesikan dengan
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cara bejanjang naik batangga turun :

“ Diselesaikan oleh ninik mamak rumah belah fihak

“ Diselesaikan oleh kepala jorong setempat “

“ Diselesaikan oleh wali nagari do kantor wali
nagari

Nagari bersama forum keamanan polisi masyarakat (

FKPM ) forum keamanan polisi masyarakat adalah
organisasi tersendiri tujuanya untuk menciptakan
masyarkat agar teratur dan seimbang dan tidak ada lagi
yang melanggar peraturan nagari yang telah ditetapkan
oleh pemerintahan nagari pematang panjang.

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahawa
forum keeamanan polisi mayarakat seahrusnya
berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan
ketentraman di dalam sebuah suatu nagari, supaya tidak
ada lagi yang melanggar dari peraturan nagari yang telah
ditetapkan oleh pemerintahan nagari. Forum keamanan
polisi masyarakat juga tidak berperan lagi dalam
masyarakat dan juga tidak berperan lagi dalam peraturan
nagari tentang anak anak yang tidak mangaji pada usia
6-17 kerena forum keamanan polisi masyarakat dalam
masa transisi pemerintahan nagari yang

mensosialisasikan peraturan nagari kepada guru guru
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sekolah. Serta telah mengabaikan tugas dari forum
keamanan polisi masayarakat itu sendiri yaitu tidak
adalagi pemuda pemuda masyarakat melakukan razia
kepada anak anak yang melanggar peraturan nagari di
bidang agama.

Dan ada faktor penyebab lainnya bahwa anak di
usia dini malas menagaji ataupun pergi kesurau,Gaya
belajarnya tidak sesuai.gaya belajar yang tidak
sesuai,tentu bisa membuat anak anak merasa malas dan
enggan untuk belajar mengaji. Oleh kerena itu orang tua
perlu memahami kerakter anak dan mencari gaya belajar
yang paling sesuai.

Tips cara mengatasi anak malas tidak mau
mengaji :

a. Menetapkan waktu mengaji secara teratur
Menetapkan waktu mengaji secara teratur
membuat anak memahami bahwasanya kegiatan ini
adalah bagian dari rentunitas sehari hari,jika parents
memetuskan anak untuk belajar belajar mengaji di
waktu sore,maka lakukan setiap hari di jam yang
sama,dan juga memasukan anak anakan pada tempat
mengaji,yaitu seperti pergi ke TPA ataupun ke surau.
b. Jelaskan alasan untuk mengaji

Pasti aka nada masanya anaka malas mulai
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mengaji atau belajar membaca al-quran. Pasalnya,
mood anak memang mudah berubah dan hasratnta
untuk bermain lebih besar, oleh kerena itu
menjelaskan dengan lugas alasan untuk mengaji agar
ia memahami betul apa tanggung jawab sebagai umat
beragama Islam
. Berikan sesuana yang menyengkan untuk belajar
mengaji

Suasana yang menyenangkan tentu penting
agar bisa menstilumulasi anak belajar mengaji
dengan semangat,dan bisa membuat jam mengaji
bersama ayah dan saudara lainya dan lakukan
kegiatan belajar membaca al-quran secara bersam-
sama tentu membuat anak merasakan kebersamaan
dan semangat yang lebih. Dan lakukan dengan santai.
. Berikan teladan yang baik

Dari pada nasehat,sebuah teladan yang baik
tentu lebih membuat anak untuk patuh pada retunitas
seperti belajar dan mengaji.Sebelum menyuruh anak
untuk mengaji, sebaiknya kebiasaan baik ini ada pada
diri sendiri,dengan begitu anak bisa melihat
bahwasanya orang tua pun melakukan kegiatan ini
dengan baik.Dan memberikan contoh yang teladan

yang baik pada kehidupan sehari-hari.
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e. Tetap sabar menghadapi setiap tantangan.
Membangun kebiasaan anak untuk mengaji
pada anak tentu tidak la mudah. Membutuhkan waktu
dan usaha untuk menetapkan dan menanamkan
rentunitas ini agara anak bisa menjalnkannya dengan
baik.dan memberikan stok kesabaran untuk
menghadapi prilaku anak ketika ia sedang enggan
untuk tidak mengaji,dan berikan mereka pegertian
yang baik dengan penuh kasih sayang,dan dengan
lemah lembut.
Data nama — nama anak yang tidak ke surau
pada usia 6- 17 tahun
a. Fajri
b. Gilang
c. Tio
d. Rehan
e. Pandi
5. Pentinganya mengaji pada anak usia dini.
Pendidikan Islam merupakan sautu sistem
pendidikan yang memungkinkan seorang dapat
mengarahkan kehidupan nya sesuai dengan cita-cita
Islam, sehingga pentingnya bagi orang tua untuk
mengajarkan pendidikan Islam sejak usia dini,materi

tentang agama Islam yang berupa figh, hadist dan salah
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satu al-quran merupakan sebuah kitap suci umat Islam
dan merupakan sumber hukum islam.

Mengaji al-quran sudah ada sejak zaman
kenabian dan bukan hal yang aneh lagi bagi masyarakat
indonesia. Belajar mangaji di mulai sejak usia dini dan
sempai usia dini dan usia remaja atau usia yang sudah
tua.mengajar mengaji seharusnya sudah di tanamkan
sejak usia dini. Anak anak mampu memehami dan
menirukan secara cepat dan sangat mudah ketika masuh
usia dini, anak-anak usia 6-17 tahun biasanya mulai
belajar dunia di sekitarnya di mana anak juga mampu
berfikir secara logis tentang keadaan di sekitarnya
mereka akan cendrung banyak menirukan apa yang
mereka lihat,oleh sebab itu orang tua perlu
mendampinginya untuk membantu anak menentukan
yang salah dan yang benar dari segala informasi yang
didapat.mempelajari al quran merupakan suatu ajaran
dalam agama silam, karena al-quran adalah sebagai
pedoman hidup manusia yang harus di pelajari,dalam hal
ini menjadi tolak ukur seorang muslim dalam hal ilmu
keagaman sejauh mana upaya dan usha dalam
memperlajari al guran,hal ini sesuai dengan anabi
Muhammad SAW yang diriwayakan pleh at trimizi :

“’siapa saja yang membaca suatu huruf dari kitab allah (
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al-quran ) maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan
itu di balas dengan sepuluh kali lipatnya’’.

Ketika orang tua menaruh minat pada
pembelajaran al-quran kepada anak dan mengawasinya
sendiri itu membantu anak untuk menyadari pentingnya
belajar al quran dan menghormati orang tua dalam islam
namun, ketika mereka melihat orang tua menaruh minat
pada pembelajaran mereka dan orang tua memimpin dari
depan dengan mempraktikan al-quran dan Islam,peluang
mereka untuk menghormati orang tua semakin banyak.
Oleh kerena itu, ketertarikan orang tua terhadap
pembelajaran al-quran pada anak mengahasilakan
penguat ikatan orang tua dengan anak.( Usman
Kholip,2011.hal 7)

. Pentingnya anak-anak unuk kembali kembali ke
surau untuk mengaji.

Surau dalam konsep minangkabau merupakan
tempat melaksankan semua kegitan keagamaan, antara
lain tempat melaksanakan semua kegiatan keagamaan.
pengajian dan pendidikan agama,ajang untuk rembuk
informal dan pelatihan bela diri.pembaruan dan nilai
nilai adat keagamaan lainya. Keberadaan suarau dalam
adat minangkabu sudah demikian meluas,sehingga

melalui suraulah terjadi akulturasi dan adaptasi nilai

123



nilai adat dengan nilai lainnya dengan nilai keagamaan
Islam. Bahkan menjadi sistem nilai adat keagmaan dan
masyarakat.

Menurut sejarah adat Minangkabau,surau adalah
tempat suatu lembaga islam yang di kenal di indonesia
berasal dari sumatera barat khas minangkabau.satu karya
yang muncul dari dalam kajian lembaga pendidikan
islam di indonesia adalah ditulis dalam oleh H.Masoed
Abidin,seorang ulama minangkabau yang masih
hidup.surau merupakan lembaga pendidikan tertua di
minangkabau,bahkan sebelum islam masuk ke
minangkabau surau sudah ada.pada masa awal Islam
surau di minangkabau mempunyai fungsi multi.tidak
hanya sebagai tempat ibadah khusus ,tetapi juga tempat
tidur dan berkumpulnya pemuda,tempat mengaji
lembaga pendidikan,dan juga tempat musyawarah
tempat berlatih silat dan sebagainya..

. Sikap pemerintahan nagari terhadap kebijakan
kembali ke surau

Dalam rangka nagari kembali ke surau dan nagari
,pemerintahan  provinsi  sumatera  barat telah
mengelurkan perda no 9 tahun 2020 tentang ketentuan
pokok  pemerintahan  nagari.oleh  pemerintahan

kabupaten sijunjung dan nagari pematang panjang.perda
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tersebut ditindaklanjuti dengan perda kabupaten
sijunjung no 1 tahun 2001.kemudian untuk kembali ke
surau dalam merespons kebijakan itu,baik terhadap
kebijkan kembali nagari pematang panjang kecamatan
sijunjung,menyatakan sangat setuju dan menyambut
baik kedua kebijakan tersebut,dan sebab seperti yang di
kemukakan oleh sekolompok orang atas informasi
bahwa kedua kebijakan tersebut merupakan dasar untuk
menegakan filososfi hidup masyarakat
minangkabau,yaitu adat yang bersandikan
kitabullah,dan jika dilaksanakan dengan konsisten, maka
program tersebut akan membentuk sikap dan prilaku
anak kemenakan generasi muda yang menjujunjung
tinggi nilai agama dan nilai sosial adat dalam
masyarakat, yaitu kepribadian yang takwa, berakhlak
luhur tahu dengan sopan-santun, dan memiliki “raso jo
pareso”.
. kebijakan pemerintahan nagari dalam
menindaklanjuti kebijakan kembali ke surau

Seperti yang dikemukan di atas beberapa orang
informan menggambarkan bahwa sejak terbentuknya
nagari pematang panjang, kecamatan sijunjung
kabupaten sinjunjung.pada januari 2020 ternyata belum

banyak upaya nyata apapun kebijakan kembali ke surau
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seperti dalam menindaklanjuti kebijakan kembali ke
surau seperti dalam bentuk peraturan nagari,surat ederan
atau sosialisasi program dan sebaginya yang mendorong
terbentuknya kondisi atau tatanan kehidupan sosial adat
keagamaan masyarakat.kalaupun sosial adat keagamaan
masyarakat,kalupun ada usaha dari pihak pemerintahan
nagari ,itu hanya berupa himbauan secaralisan dan tidak
pula terprogram secara khusus.oleh kerena itu tidak
hanya atau belum adanya tindakan atau kebijakan
kebijakan nyata yang dilakukan oleh pemerintahan
nagari. Bukan berarti tidak mendukung kebijkan atau
program kembali ke surau.tetapi menurut hasil
wawancara dengan beberapa orang dan informan,bukan
tidak mungkin disebekan antara lain oleh ketidakjelasan
materi program yang menjadi muatan dari kebijakan
kembali ke surau tersebut.

Dalam  kondisi  demikian.walupun  pihak
pemerintahan nagari tidak berdiri sendiri namun namun
kondisi objektif secara internal dan eksternal,nagari
belum memilki perangkat peraturan nagari yang
memberikan tanggung jawab dan menopang fungsi
instusional.Kemudian, dalam sidang atau rapat seperti
beberapa  kali  telah  dilaksanakan, terdapat

kecenderungan sulitnya untuk menyamakan persepsi di
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antara mereka. Kesulitan dimaksud bukan karena alasan
perbedaan rasionalitas yang objektif, tetapi lebih
disebabkan oleh faktor sikap mau benar sendiri dan
kurang terbuka dalam menerima pendapat orang lain.
Dari sisi lain, fenomena demikian bukan tidak
mungkin terkait pula dengan masih lemahnya rasa
tanggung jawab dan komitmen serta rasa kebersamaan
institusional dan fungsional untuk memajukan nagari
dan membina kehidupan sosial masyarakat atau anak
kemenakan di nagari. Alasan lain yang bersifat khusus
dan kondisional yang juga tidak dapat diabaikan sebagai
faktor penyebab sulitnya membentuk rasa kebersamaan
di antara tokoh-tokoh masyarakat adalah karena adanya
konflik internal di dalam nagari, dimana di antara
mereka terdapat kubu pro kesatuan nagari dan yang
kontra atau pro pemekaran nagari. Kubu pertama tetap
menginginkan nagari situjuah banda. Dalam sebagai satu
kesatuan nagari, sedangkan kubu kedua adalah kubu
yang menginginkan Padang Ambacang (sekarang
jorong) memisahkan diri dari Nagari Situjuah Banda
Dalam dan membentuk nagarinya sendiri. Suasana pro
kontra tersebut memecah rasa kebersamaan dalam setiap
rapat atau dalam proses pembuatan keputusan nagari,

dalam rapat pun kelompok pro terkesan tidak mau terikat
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dengan keputusan nagari yang akan dibuat. Memang
walaupun kebijakan kembali ke Surau sudah digulirkan,
namun realitas kehidupan sosial adatkeagamaan
masyarakat Kenagarian Situjuah Banda Dalam masih
belum banyak mengalami  perubahan  positif.
Keadaannya relatif sama dengan kondisi sebelum
bergulirnya kebijakan kembali ke surau, baik secara
kuantitas maupun kualitas. Umpamanya saja TPA
(Tempat Pengajian Al-Qur’an) dan kelompok-kelompok
pengajian seperti kelompok Yasinan, kemudian
kelompok kongsi kematian, keberadaannya sudah ada di
tengah masyarakat jauh sebelum bergulirnya kebijakan
atau gerakan kembali ke surau.

Sebagaimana layaknya implementasi suatu
kebijakan untuk mengimlementasikan kebijakan
kembali ke surau masih belum memenuhi prosedur.dasar
yang memungkinkannya dapat diberikan diberlakukan
atau dijalankan secara efektif.kelemahan tersebut
secara,terlihat dari masih sangat kaburnya konsep
kembali ke surau dalam kebijkan kembali ke surau
tersebut,dan kerenaya juga menimbulkan kesulitan bagi
pemerintahan nagari untuk memahami sekaligus
menjabarkannya menjadi  peraturan nagari atau

kebijakan nagari lainya,paling tidak untuk menimbulkan
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kesamaan persepsi di antara mereka.kemudian untuk
suksesnya suatu kebijakan umumnya.dan demikian juga
bagi kebijakan kembali ke surau.diperlukan adanya
pemahaman yang tepat dan menandai melalui program
sosialisasi yang diprogramkan sehingga memungkinkan
tumbuhnya kesadaran dari kelompok sasaran terget
gruop terhadap program yang diberlakukan.dalam
konteks kebijakan kembali ke surau,seperti halnya pada
pemerintahan nagari dan tokoh tokoh masyarkat.apalagi
bagi masyarakat secara umum belum memahami konsep
dan isi dari kebijakan kembali ke surau,sehingga sulit di
harapkan adanya pengertian dan terbentuknya kesamaan
persepsi antara masyarakat dengan pemerintahan dan
tokoh masyarkat,apalagi  kesadaran yang secara
proposional dan memadai menjadi basis terbentuknya
sikap dan prilaku yang selaras dengan tatanan kehidupan
sosial adat keagamaan yang hendak ditegakkan.
Kelemahan tersebut secara, terlihat dari masih
sangat kaburnya konsep kembali ke surau dalam
kebijakan kembali ke surau tersebut. Dan karenanya
juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah nagari
untuk memahami sekaligus menjabarkannya menjadi
peraturan nagari atau kebijakan nagari lainnya, paling

tidak untuk menumbuhkan kesamaan persepsi di antara
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mereka. Kemudian untuk suksesnya suatu kebijakan
umumnya, dan demikian juga bagi kebijakan kembali ke
surau, diperlukan adanya pemahaman yang tepat dan
memadai melalui program sosialisasi yang terprogram
sehingga memungkinkan tumbuhnya kesadaran dari
kelompok sasaran (target group) terhadap program yang
akan diberlakukan. Dalam konteks kebijakan kembali ke
surau, seperti halnya pada pemerintah nagari dan tokoh-
tokoh masyarakat, apalagi bagi masyarakat, ternyata
menurut pandangan kebanyakan informan bahwa
masyarakat secara umum belum memahami konsep dan
isi dari kebijakan kembali ke surau, sehingga sulit
diharapkan adanya pengertian dan terbentuknya
kesamaan persepsi antara masyarakat dengan
pemerintah dan tokoh masyarakat, apalagi kesadaran
yang secara proposional dan memadai menjadi basis
terbentuknya sikap dan perilaku yang selaras dengan
tatanan kehidupan sosial adat-keagamaan yang hendak
ditegakkan.

Demikian juga umpamanya peraturan nagari
ataupun surat edaran yang mendorong maraknya
pengajian-pengajian agama atau Al-Qur’an, berkenaan
dengan soal bentuk acara besar nasional seperti acara 17

Agustusan, dan sebagainya. Begitu pula dalam soal etika
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berpakaian, khususnya di kalangan kaum pemudi, soal
minuman beralkohol atau mabuk-mabukan, perjudian-
perjudian yang sering dilakukan di warungwarung,
rental VCD porno, dan soalsoal lainnya bernuansa
penyakit masyarakat (Pekat). Selain faktor kondisi di
atas, faktor peranan atau kewibawaan ninik mamak pun
tidak kalah pentingnya bagi peningkatan maupun
kemerosotan kualitas kehidupan sosial adat-keagamaan
masyarakat atau anak kemenakan.

Karena secara umum dapat digambarkan seperti
halnya temuan penelitian Agustiar Syah Nur (1999),
bahwa peranan ninik mamak atau penghulu sebagai
pemimpin masyarakat dalam adat Minangkabau
cenderung merosot atau melemah, baik disebabkan oleh
adanya pergeseran nilai sosial kekerabatan yang terjadi
dalam masyarakat (di kalangan anak-kemenakan)
maupun oleh faktor “internal” penghulu atau ninik
mamak itu sendiri. Dari sisi penghulu ataupun ninik
mamak, pertama secara konsepsional ada semacam
“kekaburan” identifikasi dan klarifikasi tentang siapa
yang sesungguhnya secara adat tepat atau layak
mengemban peran kepemimpinannya.

Dengan dua kebijakan itu dapat dikenalkan nilai

nilai adat yang islami,penataan kehidupan yang
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demikian dirasa penting di tengah dinimika kehidupan
modren yang semakin materistik,hanya saja,sikap
pemerintahan nagari dengan landasan kesadaran yang
demikian cendrung bersifat pasif,sejak kembali nagari
dan bergulirnya gerakan/kebijakan kembali ke surau
pemerintahan nagari pematang panjang,dan belum ada
mengelurkan kebijkan yang secra jelas dan tegas menata
ataupun mendorong masyarakat anak kemenakan untuk
menjalankan tata kehidupan sosial yang beernuasa adat
keagamaan yang islami,baik berupa himbauan
secaralisan dan insedental,nilai nilai yang terkandung
atau menjadi subtansi kebijkan kembali ke surau
sebagimana yang mesti terimplementasi dalam berbgai
kehidupan sosial masyarakat belum disosialisasikan
secara terprogram.

Dilihat dari pengaruh kebijakan kembali ke nagari
dan ke surau yaitu dari peningkatan kuantitas dan
kualitas kehidupan sosial adat keagamaan dalam
masyarakat kenagarian pematang panjang kabupaten
sijunjung,ternyata belum atau tidak terjadi perubahan
atau peningkatan yang berarti atau signifikan,secara
umum,berbagai segi kehidupan sosial adat keagamaan
relatif sama dengan kondisi yang ada sebelum kembali

ke nagari dan ke surau,dalam hal fonomena yang positif
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seperti adanya TPA di mesjid masjid,adanya kelompok
yasinan dan kelompok kematian tidak terjadi
penyamarkan yang berarti,apalagi seperti peningkatan
wirid  wirid remaja dan pemuda pemuda
mesjid.sedangkan fonemena yang bersifat negatif seperti
pentas musik yang menonjolkan nuasa
pornoaksi,warung warung sebagai ajang perjudian,tata
karma berpakaian khususnya bagi para pemudi dan
sebagian belum tersentuh oleh gerakan,kembali ke surau
yang menuntut nuasa Islami,tidak ada atau lemahnya
pengaruh gerakan/kebijkan kembali ke surau tersebut
antara lain disebabkan oleh tidak adanya referensi
pemahaman bagi masyarakat,tidak atau belum adanya
peraturan nagari atau keputusan pemerintahan
nagari,serta sosialisasi program kembali ke surau secara
terlembaga dari pihak pemeerintahan  nagari.(
Retijer,1990.hal 10)
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C. KESIMPULAN

Permasalahan di atas dapat di simpulkan Faktor penyebab

tidak efektifitasnya Peraturan Nagari No 4 Tahun 2020

dibidang agama di Jorong Sitampung Nagari Pematang

Panjang,Kecematan Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis

menyarankan kepada :

a.

Bapak wali nagari agar segera mengambil tindakan
untuk mengatisipasi pelangaran peraturan nagari
bidang agama supaya anak anak bisa mengaji dan
mendapatkan ilmu agama secara mendalam agara
tidak menjadi pelaku yang minyimpang.

Forum keamanan polisi masyarakat ( FKPM ) agar
selalu bekerja sama dengan anggota masyarakat
supaya tidak adalagai anak-anak yang melanggar
peraturan nagari dibidang agama yang mewajibkan

anak-anak mengaji ke surau tersebut.

. Para pengambil kebijakan dan pemuka-pemuka

masyarakat di nagari pematang panjang pada
umumnya.dinharapkan menjalankan aturan yang
telah disepakati, agar masyarakat dapat mematuhi
segala ketentuan tersebut sebagaimana yang di

harapkan.
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d. Masyarakat nagari pemtang panjang di harapkan
untuk memenuhi aturan aturan di harapkannya untuk
memenubhi aturan-aturan yang telah ditetpkan dengan
tujuan agar terciptanya suatu kondisi yang lebih serta
terjaga budaya masyarakat serta sesuai dengan ajaran
ajaran moral dan agama yang di anut dan di percayai
oleh masyarakat.

1. Saran
Untuk meningaktakan pengetahuan tentang surau,
pemerintahan mengelurakan suatu kebijakan yakni

Perna nagari no 4 tahun 2020 tentang ke surau di nagari

Pematang Panjnag. Sudah seharusnya menjadi

kewajiban pemerintah dalam meningkatkan

pengetahuan dan mewajibkan anak anak untuk pergi ke

surau.
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ABSTRAK

Artikel  ini berjudul Peranan Ulama Dalam Sistem
Pemerintahan Batu Sondat Kecamatan Batahan. Artikel ini
membahas tentang peran ulama dalam pemerintahan di desa.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran
ulama di pemerintahaan di Kecamatan Batahan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi.
Hasil dari penelitian ini adalah peranan ulama tidak terlalu
berperan aktif dalam sistem pemerintahan dikarnakan alim
ulama di desa Batu Sondat lebih berperan dalam kegiatan
agama saja.

Kata Kunci : Ulama, Sistem Pemerintahan, Peran Ulama
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A. PENDAHULUAN

Secara historis, ulama dikenal sebagai orang-orang yang
berkecimpung dalam bidang keagamaan, meskipun secara
bahasa ulama berasal dari kata alim yang berarti orang
cerdas yang memiliki banyak ilmu, baik ilmu agama
maupun ilmu umum, namun orang mengenal mereka
sebagai orang yang menuntut ilmu dan menghayati ilmu
agama.

Kaitan seorang dengan ajaran agama sering
dipengaruhi oleh standar-standar yang ada di dalam ajaran
agama itu, misalnya nilai kejujuran, kesederhanaan,
kerendahan hati, tidak sombong, suka memberi,
mengikuti aturan agama contohnya menghindari
perbuatan haram, beribadah mahdhah aktif seperti shalat,
puasa dan kegiatan ibadah non mahdhah seperti
bersedekah, menolong mengurangi beban orang yang
tidak kuat, membantu sesama, dll. Menurut pengajaran
Islam, ulama mempunyai posisi letak yang tinggi serta
peran penting dalam lingkungan hidup masyarakat karena
mereka adalah ahli waris nabi. Umumnya, peran ini hadir
dalam bentuk misi untuk mencerahkan masyarakat.

Menurut makna lain, peran ini juga di sebut amar

ma’ruf nahi mungkar yang kerjanya ialah : 1)
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memublikasikan dan mempertahankan ajaran dan nilai
agama, 2) melaksanakan kontrol dalam masyarakat, 3)
menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat, 4)
ikut dalam agen perubahan soal kemasyarakatan. Dalam
pencarian ini, ulama menjadi rujukan dalam urusan
akademik keagamaan.Ulama menjadi tempat
mempertanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat
beragama terkhusus di bidang hukum agama, baik pada
tataran fikih, mengenai tauhid ataupun mengenai
implementasinya dalam kehidupan masyarakat setiap
hari.

Perspektif dan kebijakan para ulama dapat dipakai
dasar hukum dalam kehidupan setiap harinya, dan
pendapat para ulama ini akan menjadi pedoman
seterusnya. Basofi Sudirman menegaskan jika ia disegani
karena ilmunya yang luhur sebagai seorang warasatul
ambiya’, dicintai karena kedekatannya dengan rakyat,
disegani karena kejujuran, keteguhan dan
kebijaksanaannya dalam melakukan sesuatu,
kepemimpinan moral umat.

Kedudukan ulama yang sangat mulia ini ialah
anugerah Tuhan yang tidak dibagikan pada semua orang,
melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja.

Jika mereka menjadi umat pilihan Allah SWT, maka
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manusia juga harus sangat layak untuk memilih mereka
menjadi umat pilihannya untuk berbagi perasaan,
mengadukan keadaan mereka dan bahkan berkonsultasi
untuk melakukan segala sesuatu, tapi apakah ulama di
Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten
Mandailing, Provinsi Natal, Sumatera Utara dapat
berperan dalam pembangunan pemerintahan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti
mengamati dan keikutsertaan secara langsung dalam
penelitian ini, walaupun penelitian ini didasarkan pada
penelitian lapangan, penulis juga memakai sumber data
buku buku atau jurnal, yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana peranan ulama dalam sistem pemerintahaan
desa, di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten
Mandailing Natal  jenis penelitian lapangan dimana
peneliti  melakukan observasi dan wawancara
berdasarkan data data yang di peroleh maka akan dapat
memberikan informasi untuk mendeskripsikan peranan

ulama dalam pemerintahan desa. (Nasir, 1997).
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B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Peran Ulama
Ulama berasal dari kata alim artinya orang yang pakar
dalam ilmu agama, kata alim merupakan kata benda
yang muncul dari kata kerja alima yang artinya
memahami atau menangkap. Menghubungkannya
dengan kata-kata lain, seperti ulama hadits, ulama,
komentator, ulama figih, dll. Memiliki makna yang
luas, mencakup semua ilmu pengetahuan, baik yang
Islami maupun yang lainnya dalam pemahaman saat
ini. Ulama ialah orang-orang yang pakar atau memiliki
ciri khas tersendiri di bidang ilmu agama Islam.

Sejumlah pandangan yang diberikan oleh
mufassir salaf yang mempunyai pengetahuan agama

Islam untuk membentuk makna ulama antara lain:
a. Mujahid mengatakan kalau orang yang tidak

takut kepada Allah tidak harus menjadi ulama.
b. Hasan Basri mengatakan kalau ulama yaitu
seorang yang cuma takut kepada Allah untuk hal-
hal gaib seperti mencintai semua yang dicintai
Allah, dan menghindari segala sesuatu yang tidak

menyenangkan-Nya.
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c. Ali Ash-Shabuni mengatakan ulama adalah
orang yang mempunyai perasaan takut yang
cukup dalam kepada Allah karena pengetahuan
yang di dapat dengan akal.

d. Ibnu Katsir mengatakan kalau ulama ialah orang
yang sungguh mengenal Allah sampai benar-
benar takut kepada-Nya, jika ilmunya luas maka
sempurna rasa takutnya kepada Allah SWT.

e. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau
ulama ialah seorang yang memiliki segala ilmu.
Hukum syara’ untuk menerapkan keabsahan
ritual dan tindakan syariah yang lain. Sedangkan
Secara naluriah, Wahbah Az-Zuhaili
menegaskan kalau ulama itu yaitu mereka yang
mampu menganalisis fenomena alam untuk
kehidupan dunia dan dunia yang akan datang dan
takut akan ancaman Allah jika jatuh ke dalam
pemandangan yang menjijikan, orang yang tidak
bermoral bukanlah ulama.

Peran ulama adalah menggantikan posisi
kedudukan para nabi. Sumber masa depan bagi
manusia, barangsiapa yang mengindahkan nasihat
mereka adalah orang yang aman, siapa pun yang

menentang mereka dengan kesombongan dan
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kebohongan adalah seorang yang kehilangan arah.
Ulama merupakan pelindung dan rahmat Allah.
Mereka adalah orang yang pengetahuannya tentang
Tuhan meningkat dalam pengetahuan tentang
kebesaran dan kekuasaan-Nya. Dalam diri mereka
akan muncul perasaan kagum dan hormat terhadap
kejayaan dan kekuasaannya. Utusan Allah menjelaskan
kemuliaan para ulama lebih dari umat yang lain karena
Allah telah memberinya posisi istimewa, para ulama
adalah pengganti posisi nabi yang harus kita segani dan
penting, tidak sembarangan ulama, Ulama maksudnya
lalah orang yang berpengetahuan dan dengan
pengetahuan itu dia sangat takut kepada Allah maka dia
tidaklah termasuk orang yang ingkar.
Ulama tidak bisa memisahkan agama dan Umat
Ibnu Qayyim Al-jauziyah mengacu pada kedudukan
ulama dari segi sosiologis untuk sentral kaitan Islam
dan Umat Islam, sehingga Ulama seringkali
meempertunjukkan diri untuk figur penentu (Sri
Suyanta, 2005, hal 68-70).
Dalam keberpihakan ummat Islam pada
konteks historis hubungan dengan permasalahan
pemerintah, politik, sosial budaya dan pendidikan.

Terbentuknya umat Islam dan keberlangsungannya
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1)

2)

lekat dari peran ulama; sebaliknya, umat Islam telah
kontribusi  dalam  penerapan ulama secara
berkelanjutan.

Peran dan fungsi ulama diambil dari segi
perspektif strategis bagi kelangsungan hidup ulama di
masyarakat dapat dijelaskan, yaitu :

Ahli waris nabi artinya pewaris para nabi adalah
pelindung dan penjamin warisan para nabi, yaitu
wahyu dan risalah dalam hal ini Al-Qur'an dan As-
Sunnah. Dengan kata lain, keutamaan peran ulama
untuk pewaris para nabi ialah pelindung agama Allah
dari distorsi dan peramasalahan, hanya saja peran
ulama lebih dari sekedar menguasai khazanah
pemikiran Islam tetapi juga terkait dengan masalah
iman dan syariat, tetapi juga berusaha bersama-sama
melaksanakan, perjuangkan dan penyebarkan risalah
Allah dalam hubungan ulama saat ini tidak hanya
orang yang memahami argumen Syariat tetapi juga
orang yang ikut dalam berjuang agar merubah realitas
menyimpang sehingga berlawanan dengan warisan
Nabi.

Pendamping dan pemelihara ummat yang hakikatnya
adalah ulama vyang Dbertanggung jawab untuk

mnedampingi ummat supaya senantiasa berada di jalan
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3)

4)

yang benar, ulama juga bertanggung jawab untuk
melindungi mereka dari kejahatan penipuan dan
korupsi, payung orang-orang kafir dan mereka. Dalam
Islam, semua kewajiban tersebut menuntut ulama
untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari segala
kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan
kerusakan dan kesalahan semua pemikiran dan sistem
yang tidak percaya kepada umat Islam. la juga harus
mampu mengungkap kecenderungan jahat di balik
semua tindakan orang-orang kafir, yang pada
gilirannya menjauhkan manusia dari kejahatan para
musuh Muslim.

Pengendalian peran dan fungsi tersebut cuman dapat
berproses jika ulama dapat memahami konflik politik
global dan regional. Isu-isu yang dihadirkan tidak
hanya bersifat normatif tetapi juga berdasarkan
konteks ideologi politik, sehingga ulama berpotensi
untuk melindungi umat Islam dari kehancuran dan
kehancuran, meskipun bukan menjadi penyebab.

Para ulama yang bertakwa dalam hal halal dan tidak
halal, beliau merupakan penunjuk dan sumber ilmu
serta pendidik yang bertanggung jawab membina
ummat agar selalu menuju kepada petunjuk Allah dan-

Nya. Masyarakat menengah memiliki pengaruh yang
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besar dalam kehidupan, namun pada saat ini tugas
ulama melemah oleh sistem demokrasi sekuler sambil
menepikan mereka dari ruang publik, negara dan
urusan sosial.

Ulama tidak lagi terbuka lebar untuk
membicarakan agama di ranah sosial dan kenegaraan.
Ironisnya, masyarakat beranggapan bahwa agama
tidak boleh lepas dari urusan politik dan kenegaraan,
bahwa agama harus dibersihkan dari muslihat dan
aturan tentang muslihat. Jadinya, ulama tidak dapat
berperan penting dalam pemerintahan desa dan
negara, khususnya termasuk menghambat pencapaian
ulama yang mematuhi penerapan syariat Islam dalam
kehidupan sosial kaum kafir awam juga berusaha
membunuh karakter ulama awam ideologis dengan
berbagai pernyataan transmisi. Hal itu dilaksanakan
untuk menjauhkan ulama dari ideologi politik.

Selain itu, kaum awam juga mencoba
pecahkan persatuan dan keutuhan para ulama dengan
kandungan khilafiyah, perbedaan aliran, dan lain-
lain. Di negeri saat ini makna khos ulama dan ustadz
dikabarkan oleh beberapa golongan yang juga
cenderung terpecah belah, oleh sebab itu para ulama

harus menghimbau kepada persatuan umat sekaligus
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menyuruh ummat untuk selalu menerapkan syariat

Islam dan berjihad di jalan. Demi Allah, jihad adalah

perjuangan para rasul Allah dan seluruh pengikutnya

dalam mempertahankan agama Islam, jihad juga
dianggap sebagai upaya kekuatan yang dilakukan
untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. serta
melestarikan agama dengan memajukan dan
menciptakan masyarakat yang saleh.

Untuk mempelajari tugas ulama, khususnya
sebagai berikut:

1) Ulama memahami mengenai pemahaman yang
mendalam tentang ilmu agama. Posisi ulama
selalu  menjadi acuan masyarakat untuk
menanyakan berbagai hal terkait kehidupannya.
Ulama ialah sosok yang sangat dekat pada
masyarakat. Ulama merupakan orang yang dapat
diyakini oleh masyarakat.

2) Ulama merupakan tokoh yang mengerti
bagaimana situasi terbentang. la juga orang yang
memahami perubahan kondisi sosial ekonomi
dalam berbagai aspek. Ulama ialah tokoh yang
mengerti cerita dan memahami perkembangan
kehidupan. Ulama juga tidak kewalahan. la

sering menemukan informasi dan perkembangan
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di bidang lain.

3) Ulama adalah citra moralitas. Artinya ulama
mempunyai kebutuhan pribadi yang kuat dan
menjadi acuan bagi masyarakat. Sehingga
masyarakat tidak hanya melihat pengetahuan
ulama, namun juga pandangan ulama, pendapat,
etika dan kehidupan sehari-hari.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa
pengertian Ulama adalah seseorang yang mempunyai
ciri khas khusus pada bidang ilmu pengetahuan
mengenai ajaran agama Islam dan bertugas
meneruskan atau menggantikan posisi para nabi.
Sedangkan peranan ulama ialah seorang yang
menggantikan posisi atau kedudukam dari Nabi yang
terdahulu dan ulama berperan untuk melindungi dan
rahmat dari Allah SWT.

2. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan serta untuk
keperluan masyarakat daerah itu sendiri dalam sistem
pemerintahan NKRI, yaitu seorang pemimpin desa
yang bertugas menuntut suatu desa. Desa adalah
sekelompok orang yang tinggal tidak terlalu jauh dari
kota.
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Desa dibentuk atas prakarsa sejumlah kepala
keluarga yang telah lama menetap dengan melihat
asal maupun usul daerah dan bahasa, adat istiadat,
kondisi ekonomi dan sosial budaya penduduk
setempat untuk membentuk desa. Desa adalah satuan
daerah yang didiami oleh sekelompok keluarga yang
telah tinggal tetap dan bergantung pada alam di
lingkungannya untuk keperluan dan penghidupannya.
Pendapat Widjaja dalam karyanya yang berjudul
Otonomi Desa menjelaskan kalau desa itu ialah
satuan penduduk yang sah yang struktur aslinya
dikaitkan pada hak-hak asli tertentu. Prinsip
pemerintahan desa ialah keikutsertaan yang beragam,
kemandirian tersendiri, demokratis dan pmbinaan
penduduk.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 1 ayat
(7) Pemerintah desa ialah yang menyelenggarakan
mengenai pemerintahan melalui pemerintah desa.
Desa merupakan satuan penduduk hukum yang
mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan
bertugas untuk urusan pemerintahan dan keperluan
masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam
sistem pemerintahan NKR Pasal 1 ayat (1) UU nomor

6 tahun 201 tentang desa). Dalam suatu desa terdapat
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sekumpulan orang yang saling memerlukan dan ada
seorang kepala desa. Nama lain desa ialah sebagai
entitas ekonomi, budaya, dan politik yang ada
sebelum muncul hukum, dengan ciri sosial ekonomi
desa tidak hanya sebagai satu kesatuan geografis
dengan populasi tertentu, tetapi sebagai suatu
kesatuan teritorial yang didiami oleh sekelompok
orang dengan beragam budaya.

Desa adalah sebutan lain yang memiliki ciri-ciri
sama bagi semua NKRI, namun desa adat atau yang
memiliki ciri-ciri yang beda dengan desa pada
biasanya. sistem pemerintah  daerah  dalam
pengurusan daya lokal dan hidup sosial penduduk
desa. Desa mempunyai perbatasan daerah tertentu,
mempunyai kekuatan hukum dan dipimpin oleh
kepala desa, juga bisa dibilang sebagai hasil
percampuran kegiatan sekelompok orang dengan
kehidupannya. Akhir dari kombinasi tersebut adalah
satu bentuk atau kenampakan di atas dunia yang
disebabkan karna faktor fisiologis, sosial, ekonomi,
politik dan budaya yang berkaitan antar faktor
tersebut dan juga dapat dibandingkan. Nagari di desa-
desa Minangkabau dan marga-marga di Palembang,

daerah itu memiliki struktur nyata dan sebab itu dapat
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dikatakan sebagai daerah, sehingga keberadaannya
selalu diakui dan dijamin keberadaannya dalam
kerangka negara republik bersatu. Di Indonesia,
biasanya setiap masyarakat desa mengikuti cerita
asal-usulnya sendiri, memiliki kepribadian dan suatu
yang khusus yang tidak hanya di tempat tertentu
karena kepala desa tentu bisa mengatakan asal
perusahaan yang terlibat dan siapa. adalah yang
pertama membangun desa.

Desa diketuai oleh kepala desa, yang ditunjuk
langsung oleh masyarakat desa setempat, yang
berkewarganegaraan RI, yang berhak menjabat
sekitar enam tahun dihitung pada saat diambil
sumpahnya kepala desa bisa bekerja 3 kali dalam
setahun, mengisi kedudukan dan masa kedudukan
kepala desa. Pemberlakuan hukum adat berlaku di
desa adat selama masih hidup dan harus sama dengan
berkembangnya penduduk, di kabupaten/kota daerah,
sebuah desa dapat terbentuk. kewenangan sesuai
dengan undang-undang yang berkaitan dengan desa
serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/Kota dapat mempercayakan
beberapa pekerjaan pemerintahan di  bawah

wewenang kepala desa. Menurut PerMen dalam
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Negeri No 8 Tahun 2015, yang diundangkan menurut

Undang-Undang tentang Desa. meliputi sekretaris

desa, wilayah pelaksanaan dan teknis pelaksanaan

rencana ketenagakerja pemerintah desa menurut

PerMen dalam Negeri No 8 Tahun 2015 tentang

Organisasi, Perangkat, dan Tata Kerja Pemerintah

Desa. termasuk:

1)Sekretaris Desa umumnya tiga orang, sedangkan
fungsinya adalah administrasi dan umum,
keuangan, perencanaan, masing-masing dipimpin
oleh satu orang

2) Penegakan wilayah adalah elemen kunci dari
asisten kepala desa sebagai kelompok kerja
wilayah,besarannya diterapkan secara wajar antara
pelaksanaan di wilayah yang diperlukan dan
mengenai uang desa dengan memperhatikan luas
wilayah kerja, geografis, sejumlah kerapatan
masyarakat dan tempat pendukung wilayah yang
tugasnya dilakukan oleh kepala desa.

3) proses kerja pemerintahan desa Nomor 84 Tahun
2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja
Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pelaksana
teknis merupakan unsur yang mendukung kepala

desa sebagai penyelenggara tugas administrasi
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praktis pekerjaan teknis meliputi paling banyak 3

wilayah, bidang pemerintahan , Bidang Jasa dan

Bidang Sosial Pemerintah desa dikuasai oleh

kepala desa ditolong oleh sekretaris desa dan

perangkat desa.

Aparatur desa mempunyai tugas yang telah
ditentukan, setiap pengelola desa menjalankan
tugasnya adapun tugas kepala desa, hal ini terlihat
pertama-tama kepala desa memiliki pekerjaan dan
fungsi sebagai pengelola desa. Yaitu: Peraturan
Pemerintah. peraturan di desa untuk mengembangkan
urusan pertanahan, membangun ketentraman dan
ketertiban, berusaha melindungi masyarakat, mengatur
kependudukan dan menyusun dan mengelola wilayah,
dan kemudian mencapai perkembangan tersebut,
seperti pengembangan pendidikan dan kesehatan,
kemudian pengembangan masyarakat. dan
terwujudnya hak dan keharusan masyarakat, sosial
budaya, agama dan tata kerja masyarakat, selain
memantapkan masyarakat, pemantapan ekonomi
lingkungan dan organisasi olahraga dan pemuda tahun,
lebih  menjaga  kemitraan  dengan Badan
Kemasyarakatan dan badan lainnya (Hamka, 1976, hal
120-123).
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Pada saat itu sekretaris desa mempunyai
tanggung jawab dan fungsi kepengurusan dan
administrasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan
desa, sedangkan tugas sekretaris desa antara lain:
melaksanakan tugas-tugas administrasi  seperti
administrasi, surat menyurat, ekspor barang, kemudian
melakukan bisnis umum. seperti menata pemerintahan
desa, menyediakan prasarana dan kantor desa,
mempersiapkan pertemuan, kemudian melakukan
urusan keuangan, kemudian melaksanakan hal-hal
planning seperti penyusunan rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, investasi program data
pendapatan pembangunan, monitoring dan penilaian
serta pelaporan.

Kemudian kepala desa sesuai dengan tugas dan
fungsi kepala badan usaha itu bertanggung jawab
membantu sekretaris desa dalam pekerjaan mobilisasi
massa sebagai petugas sekretaris desa sedangkan tugas
dan fungsinya adalah: Ketua panitia tata usaha
pekerjaan dan umumnya memiliki fungsi melakukan
tugas-tugas  administrasi  seperti  manajemen
transportasi, administrasi, penyimpanan, pengiriman,
manajer keuangan memiliki fungsi seperti melakukan

pekerjaan keuangan, termasuk manajemen keuangan
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dan  pengelolaan  sumber  penghasilan  dan
penyisihan,manajer planning mempunyai fungsi
mengkoordinasikan tugas-tugas planning misalnya
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, kerangka pembangunan, serta monitoring dan
evaluasi program.

Kemudian muncul tugas dan fungsi kepala zona,
kepala lingkungan umumnya diposisikan sebagai unsur
teknis pelaksanaan, kepala lingkungan bertanggung
jawab menolong kepala desa dalam melaksanakan
tugas-tugas administrasi, sedangkan kepala zona
berfungsi sebagai wilayah. antara lain: kepala
departemen pemerintahan memiliki fungsi
menyelenggarakan administrasi negara, merumuskan
konvensi, mempromosikan masalah pertanahan dan
perdamaian, kepala bagian sosial memiliki fungsi
membangun infrastruktur pedesaan, mengembangkan
penngajaran pada  bidang kesehatan  dan
mensosialisasikannya, menciptakan semangat bagi
masyarakat di bidang budaya dan ekonomi, selain itu
kepala dinas mempunyai fungsi memberi nasihat dan
semangat terhadap dilaksankan hak dan keharusan
penduduk, peran serta masyarakat, budaya |,

masyarakat, dan agama.
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Selanjutnya, peruntukan dan fungsi kepala
daerah atau kata lain ditempatkan sebagai unsur pokja
daerah yang berkerja membantu kepala desa dalam
melaksanakan tugas di wilayahnya, dilanjutkan dengan
pemantauan pelaksanaan pembangunan, kemudian
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat.
pembangunan dengan meningkatkan kapasitas dan
kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan,
kemudian berupaya memberdayakan masyarakat
masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam
pengelolaan dan pembangunan yang baik guna
meningkatkan  ketenteraman dan  kenyamanan
masyarakat dalam menjalani kehidupan setiap hari.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 ada aturan
tentang pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dalam hal
kebijakan pemerintahan, yang penting karena sebagai
salah satu pemerintah daerah dan desa harus memiliki
bermacam status dan posisi. serta segala unsur
pemerintahan daerah misalnya provinsi, kabupaten
atau kota dalam pemerintahan desa, lembaga
pemerintahan pada umumnya terbagi menjadi dua jalur
utama yaitu Badan Permusyawaratan Utama (BPD)

sehingga dalam melaksanakan pemerintahan desa akan
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saling terhubung dan saling memerlukan. Berfungsi
sangat baik sehingga akan memfasilitasi atau
menyejahterakan penduduk desa, hubungan kepala
desa dengan BPD dalam hal menjalankan
pemerintahan desa dan dalam menyusun bahasan dan
aturan, menentukan konvensi desa dengan adanya BPD
yang beroperasi. mitra kepala desa Tidak dapat
disangkal bahwa ada hubungan yang tidak terpisahkan
antara dua lembaga yang berkuasa dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa dan
badan penasihat desa dalam menjalankan tugasnya
berdasarkan aturan yang telah ditentukan (Nanang
Tahqiq 2004, hal 19-20).

. Peranan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Desa

Batu Sondat

Desa Batu Sondat merupakan sebuah desa yang
berada di tepi Sungai Batang Batahan Kecamatan
Batahan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai
jumlah penduduk yang besar dan kebanyakan
masyarakat desa Batu Sondat hidup sebagai petani,
sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat desa Batu
Sondat sebagian besar pergi ke ladang untuk memantau
tanaman yang ditanam supaya serangga tidak masuk ke
lading (Saparin, 1986, hal 44-45).
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Sekilas asal usul Desa Batu Sondat Desa Batu
Sondat merupakan sebuah desa yang terletak di
kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal,
umumnya masyarakat desa Batu Sondat berasal dari
Bintungan Bejangkar dan Desa Kapas terletak di muara
Sungai Batang Batahan. Penduduk Melayu pada saat
itu cenderung memakai kendaraab berjenis air untuk
mata pencaharian dari pertanian yaitu perladangan
berpindah, jika tanahnya tidak subur, mereka akan
berpindah dari bawah ke atas sampai akhirnya
kelompok keluarga dari desa kapas. dan bintungan
bejangkar ke kaki batu sondat, akhirnya sebuah
kelompok keluarga dari bintungan membangun gubuk
dan memperluas lahan pertanian karena dengan tanah
yang subur akhirnya tumbuh dan sampai gubuk
dibangun setiap kali dibuka tanah baru dan akhirnya
membanyak menjadi dusun dan des ge villa bernama
Desa Batu Sondat terbentuk.

Awal mula kata Desa Batu Sondat yaitu terbagi
atas dua kata, yaitu batu dan sondat yang berarti batu.
Kata Melayu tasolek ialah asal muasal sondat hingga
terbentuk menjadi sondat batu hingga desa tersebut
resmi bernama Batu Sondat Ulama yang berilmu

pengetahuan agama dan senantiasa mempelajari amal
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dalam kehidupan setiap hari, di desa tersebut Islam
sangat di perlukan. Karena itu ulama yang menyerukan
nasihat pada semua penduduk desa, Imam Al-Ghazali
adalah seorang penggila ilmu, pendukung ilmu namun
tidak pernah terpikir untuk meningkatkan kualifikasi
ahli ilmu alli untuk memonopoli kekuasaan sebagai
kelas penguasa, kedudukannya dalam negara. Isu-isu
terkhusus tentang kekuasaan pemerintahan, yang sama
dengan tugas negara lain, sebagai warga negara, itu
adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi
memutuskan segala sesuatu dan suara rakyat adalah
hakim tertinggi dalam suatu keputusan, maka peran
ulama dalam masyarakat sangat diperlukan, bahkan
dalam pemerintahan ulama juga sangat diperlukan bagi
ulama untuk memiliki tugas seperti itu. sebagai
pembimbing ummat, pengajar bahkan tempat bertanya,
peranan ulama sangat penting dalam suatu desa,
kemudian ulama ialah segala dari gudang ilmu. Sondat
sangat dianggap sebagai sosok pencerah, penasehat
bahkan tempat mengadu ketika ada persoalan agama
yang belum diselesaikan, misalnya perataan harta
warisan yang dikenal dengan ilmu faroid, akan menjadi
tidak adil apabila tidak diselesaikan dengan ilmu

pengetahuan.
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Di sebuah desa, ulama sangat penting karena
ulama adalah orang yang melaksanakan pengajaran
pada semua penduduk desa, Imam Al-Ghazali
bersemangat tentang pengetahuan, penjaga ilmu tapi
dia tidak pernah berpikir untuk menaikkan standar ahli
untuk mengambil kekuasaan sebagai kelas penguasa,
posisinya dalam urusan negara, terpenting yang
berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, serta tugas
negara lainnya adalah rakyat, rakyat memiliki hak
paling tinggi untuk memutuskan berbagai mavam
persoalan dan pendapat rakyat adalah otoritas paling
tinggi peradilan dalam suatu putusan, apalagi tugas
ulama dalam masyarakat diperlukan hingga dalam
pemerintahan begitu penting. Di suatu desa bahkan
ulama adalah gudangnya pengetahuan. Memang benar
ulama desa Batu Sondat sangat disegani karena
merupakan sesosok pencerahan, pembimbing bahkan
tempat mengeluh ketika ada permasalahan yang
berhubungan dengan agama yang tidak diselesaikan
misalnya pemberian bagi warisan, yang tidak adil tanpa
mengandalkan ilmu pada penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak
Tohir S.p.d terkait bagai mana peranan ulama dalam

pemerintahan desa batu sondat. Menurut keterangan
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bapak tersebut peranan ulama dalam pemerintahan
Batu Sondat memiliki peran dalam pembangunan
seperti pembangunan mesjid dan MDA, mereka ikut
serta dalam pengumpulan dana dengan cara membuat
laporan agar dapat memberikan bantuan dalam
pendirian mesjid dan MDA tersebut serta menentukan
dimana tempat yang akan di dirikan, adapun peranan
ulama dalam ke agamaan yang bapak tohir berikan
yaitu seperti mengajar anak anak sekolah MDA,
mengajar anak anak mengaji bahkan memberikan
ceramah ke pada kaum ibuk ibuk sesuai dengan jadwal
yang di tentukan. (Wawancara, Tohir 2022).

Selanjut nya hasil wawancara dengan Bapak
Zulfikar Nasution sebagi Kepala Desa Batu Sondat
dari hasil wawancara yang di dapatkan, adapun
peranan ulama dalam sistem pemerintahan desa batu
sondat menurut keterangat bapak kepala desa ulama di
desa batu sondat memiliki peranan yang masih belum
signitif di dalam pemerintahan hanya saja peranan
ulama di dalam pemerintahan desa di jadikan sebagai
penasehat atau pemberi pencerahan atau sebagai
tempat memintak  pendapat dalam  suatu
permasalahan,menurut keterangan dari bapak Zulfikar

ulama berperan penting dalam ke agamaan saja
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didalam pemerintahan ulama masih belum ada peran
yang signitif dalam pemerintahan, namun dalam segi
pembangunan  tempat ke agamaan  seperti
pembangunan mesjid dan sekola ulama diberikan
peranan sebagai tempat untuk bertanya bagai mana
model atau dima tempat yang lebih strategis bahkan
jika dana desa dalam pembangunan mesjid itu kurang
maka para tokoh alim ulama desa batu sondat akan
berperan untuk menghendel kekurangan dana tersebut
(Wawancara, Zulfikar Nasution 2022).

Selanjutnya  menurut  keterangan  ustadz
Misbahuddin adapun peranan ulama dalam sistem
pemerintahan desa ulama berperan sebagai penasehat
memberikan ajaran serta menyampaikan agar dalam
sebuah desa tercipta kedamain dengan kata lain ulama
di beri tanggung jawab dalam mengajak masyarakat
untuk mencapai kerukunan dalam desa batu sondat.dan
dalam menghidupkan sekolah Mda ulama di jadikan
sebagai patokan agar anak anak di desa batu sondat
memiliki ilmu pengetahuan, adapun peran meraka
dalam keagamaan tersebut dari keterangan ustad
tersebut ada 3 peran penting alim ulama dalam bidang
ke agamaan di desa batu sondat. Pertama, sebagai

penasehat seluruh masyarakat yang bertempat tinggal
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di batu sondat baik yang memiliki jabatan ataupun
tidak sama sekali, bahkan kepala desa batu sondat saja
akan kami nasehati jika ia salah dalam mengemban
tugasnya keterangan dari ustad tersebut.

Kedua, sebagai tenanga pengajar dalam
mengajarkan ilmu agama agar masyarakat dapat
memahami mana yang baik dan yang buruk bahkan
mengajarkan anak anak dan pemuda yang buta hurup
dalam memahami Al-Qur’an.

Ketiga, berperan dalam kegiatan perkawinan
sebagia penyelenggara sebagia pen doa dalam acara
tersebut (Wawancara, Misbahuddin 2022).

Mungkin dari penjelasan ini sesuai dengan fungsi
ulama dalam ke agamaan poin pertama sebagali
penasehat demikanlah dalam pemerintahan ulama
hanya sebagai penasehat masyarakata dan penasehat
orang yang memiliki jabatan di desa batu sondat ucap
ustad tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut ulama di desa batu
sondat memiliki dua peran penting dalam desa batu
sondat yaitu peran dalam pemerintahan desa dan
peranan ulama dalam ke agamaan adapun peranan
ulama dalam pemerintahan antara lain:

1) Dalam segi pembangunan,disini ulama memiliki
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2)

peranan yang penting di dalam pembangunan
yang di adakan dalam desa seperti pembangunan
mesjid dan pembangunan Mda yang mana ulam
ikut serta dalam pengumpulan modal dengan
cara membuat laporan serta mencari tempat atau
bentuk dari pembangunan nya baik dari segit
tanah yg akan digunakan untuk pembangunan
maupun bentuk bagunan dari mesjid tersebut.

Dalam segi kemasyarakatan,ulama berperan
untuk berusa meningkat kan kerukunan dalam
desa batu sondat dengan memberikan arahan
aharan yang sesuai dengan syariat Islam

Selanjutnya peranan ulama dalam ke agamaan

yaitu:

1) Penceramah, ulama memiliki pungsi dalam desa

batu sondat sebagai penceramah masyarakat
memberikan nasehat dan ajaran agar masyarakat
selalu meningkatkan ke takwaan kepada Allah
SWT.

2) Sebagai tenaga pendidik ulama di dalam desa

batu sondat memiliki fungsi sebagai sebagai
pengajar at guru agar dapat meningkat kan
kualitas dan ilmu ke agamaan yang di miliki oleh

generasi generasi masyarakat batu sondat.
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3) Berperan dalam acara akikah se orang anak maka
ulama di desa batu sondat akan di panggil untuk
mendoakan nya dan bahkan untuk membuat se

buah nama untuk bayi yang baru lahir.
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C. KESIMPULAN

Ulama memiliki makna yang luas, mencakup semua
ilmu pengetahuan, baik yang Islami maupun yang
lainnya dalam pemahaman saat ini. Ulama adalah
mereka yang ahli atau memiliki ciri khas tersendiri di
bidang ilmu agama Islam.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian
Ulama adalah seseorang yang mempunyai ciri khas
khusus pada bidang ilmu pengetahuan mengenai ajaran
agama Islam dan bertugas meneruskan atau
menggantikan posisi para nabi.

Ulama di desa batu sondat memiliki dua peran
penting dalam desa batu sondat yaitu peran dalam
pemerintahan desa dan peranan ulama dalam ke
agamaan adapun peranan ulama dalam pemerintahan
antara lain:

1) Dalam segi pembangunan, disini ulama memiliki
peranan yang penting di dalam pembangunan
yang di adakan dalam desa seperti pembangunan
mesjid dan pembangunan Mda yang mana ulam
ikut serta dalam pengumpulan modal dengan cara
membuat laporan serta mencari tempat atau

bentuk dari pembangunan nya baik dari segit
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tanah yg akan digunakan untuk pembangunan
maupun bentuk bagunan dari mesjid tersebut.

2)  Dalam segi kemasyarakatan,ulama berperan
untuk berusa meningkat kan kerukunan dalam
desa batu sondat dengan memberikan arahan
aharan yang sesuai dengan syariat Islam

Selanjutnya peranan ulama dalam ke agamaan
yaitu:

1) Penceramah, ulama memiliki pungsi dalam
desa batu sondat sebagai penceramah
masyarakat memberikan nasehat dan ajaran
agar masyarakat selalu meningkatkan ke
takwaan kepada Alloh SWT.

2) Sebagai tenaga pendidik ulama di dalam desa
batu sondat memiliki fungsi sebagai sebagali
pengajar at guru agar dapat meningkat kan
kualitas dan ilmu ke agamaan yang di miliki oleh
generasi generasi masyarakat batu sondat.

3) Berperan dalam acara akikah se orang anak maka
ulama di desa batu sondat akan di panggil untuk
mendoakan nya dan bahkan untuk membuat se

buah nama untuk bayi yang baru lahir.
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ABSTRAK

Artikel ini berjudul peran ninik mamak dalam penyelesaian
sangketa hak ulayat di Nagari lingkuang AuaPasaman
Barat,yang mana fokus kajian ini adalah bagaimana peran
ninik mamak tersebut dalam penyelesaian antara sangketa
tersebut mengenai hak ulayat yang tepatnya berada di Daerah
Kabupaten Pasaman Barat di Nagari Lingkuang Aua.Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran
niniak mamak dalam menyelesaikan sengketa
tanah.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, data didapatkan dari wawancara dan
observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Niniak
Mamak sangat berperan aktif dalaam penyelesaian sengketa
tanah ulayat.

Kata kunci:TanahUIlayat,Ninik Mamak,Sangketa
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A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki
masyarakat majemuk.Kemajemukan masyarakat di Negara
Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan
budaya.Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia
kelompok-kelompok masyarakat.Salah satu kelompok
masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat
Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.
Nilai-nilai  kultur masyarakat Minangkabau yang
berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi
kitabullah. Maka setiap tingkah laku dan peraturan yang
hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan
adat.Dan untuk menjaga ke stabilan dan kehidupan
bermasyarakat maka dilatur dalam hukum adat.

Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-
menerus seperti hidup itu sendiri. Keputusan-keputusan
yang di ambil pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa,
hakim yang senantiasa tidak hanya di pandang sebagai
putusan konkret melainkan juga aturan yang berlaku bagi
kasus-kasus yang sama. Banyak permasalahan hokum yang
di temui juga pada masyarakat yang terdapat pada
pemerintah nagari di Sumatera Barat. Permasalahan yang

ada di selesaikan secara hukum adat dan hukum
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konvensional atau hukum umum.Permasalahan yang ada
bermacam-macam mulai dari perdata hingga pidana.

Pada masyarakat adat Minangkabau permasalahan
yang sering terjadi adalah mengenai sengketa tanah.Karna
di Minangkabau banyak tanah-tanah yang tidak memiliki
sertifikat karna tanah tersebut memang di dapatkan secara
turun temurun.Sehingga hal tersebut menjadi salah satu
penyebab sering terjadinya sengketa tanah di
Minangkabau.(Rahmat, 2021, hal. 1-2)

Tanah ulayat ini sering menimbulkan konflik atau
sengketa.Sengketa tanah ulayat yang melibatkan niniak
mamak.(Ningsih, hal. 2) Walaupun peranan Niniak Mamak
atau Fungsionaris Adat sangat besar dalam mencarikan
penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat, namun tidak
memberikan kepastian hokum yang mengikat, jadi apabila
masing-masing pihak yang bersengketa tidak merasa puas
mereka dapat mengajukan penyelesaian  melalui
pengadilan.

Masalah lain adalah sukarnya menyelesaikan masalah
sengketa tanah di Minangkabau. Kenyataan ini terjadi karna
pertama, menurunya peranan penghulu terhadap
kemenakan, kedua adanya dikotomi antara pimpinan adat
dan pimpinan resmi pemerintah desa. Dua hal ini sering

mengakibatkan mengambangnya pemecahan sengketa di
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Minangkabau akibatnya tidak selesainya sengketa di
nagari.(Akbar, 2010, hal. 20)

Untuk mendapatkan hasil dari data-data terkait
dengan permasalahan ini penulis menggunakan dua metode
penelitian.yang mana penelitian pertama dilakukan dengan
penelitian lapangan yaitu dengan wawancara langsung
kepada ketua KAN yang ada dilingkuang aua Pasaman
Barat untuk mendapatkan informasi yang valid yang mana
sekarang banyaknya konflik khusunya dinagari lingkuang
aua pasaman barat mangenai hak ulayat tanah perkebunan
yang berasal dari tanah ulayat baik tanah ulayat
kaum,ulayat suku maupun ulayat nagari dan disertakan
dengan bukti-bukti yang ada.

Metode yang kedua dilakukan dengan kepustakaan
dengan cara mendownload jurnal,beberapa buku,artikel
yang didapatkan penulis dari internetyang mana penulis
dapatkan di internet karena keterbatasan pengetahuan yang

penulis miliki mengenai permasalahan ini.
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B. PEMBAHASAN

1. Tanah ulayat

Tanah bagi masyarakat minangkabau sendiri
mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan
karena pada dasarnya tanh merupakan satiu-satunya
harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang
bagaimanapun namuan tidak berubah, bahkan memberi
keuntungan. (Sjahmunir, 2001) yang mana tanah ulayat
merupakan sebagian bidang tanah pusaka beserta
sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya
diperolen secara turun temurun  merupakan hak
masyarakat hukum adat di propinsi Sumatera Barat
tanah ulayat dimanfaatkan untuk kepentingan anak
nagari. (Alumni Bandung, 1982, hal. 119)

Tanah sangat vital peranannya bagi semua
kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan
tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air
sekaligus sebagai penopang akar.Struktur tanah yang
berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi
akar untuk bernapas dan tumbuh.Tanah juga menjadi
habitat hidup berbagai mikrooganisme Bagi sebagian
besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan

bergerak.
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Dan tepatnya pada pembahasan tersebut Kkita
terfokus pada tanah yang ada diminangkabau yaitu tanah
ulayat minangkabau yang mana yang dimaksut dengan
tanah tersebut adalah Tanah bagi orang Minangkabau
begitu penting, terutama yang berkaitan dengan
kepemilikannya oleh kaum. Karena begitu pentingnya
maka sekaitan dengan hal ini bahwa tanah merupakan
tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati.
Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat
harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu
dilahirkan; sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus
memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk
menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati maka
setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar
jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiga-tiganya
harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang
Minangkabau.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda
Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya)
pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai
bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada

di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun
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temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di
Provinsi Sumatera Barat.(Rusmandi
Murad,1991,hal.48)

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi
tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku,
dan tanah ulayat kaum.‘Tanah ulayat rajo’ merupakan
hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam
yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan
pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis
keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian
nagari di Provinsi Sumatera Barat.Dikatakan tanah
ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini
masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat
menguasai tanah ulayat rajo ini dengan manaruko atau
membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah
ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di
dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak
Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari,
sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak
yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan
tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-

penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem
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kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari.Tanah
ulayat nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasali
penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi
Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh
penghulu-penghulu dalam nagari.

Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai
hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada
di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif
semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan
pemanfaatannya diatur oleh  penghulu-penghulu
suku.Sedangkan ‘tanah ulayat kaum’ sebagai hak milik
atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada
di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua
anggota kaum vyang terdiri dari jurai/paruik yang
penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak
jurai/mamak kepala waris.Tanah ulayat kaum ini
dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal
yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh
yang tidak terbagi-bagi.Tanah ulayat kaum inilah yang
untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol
dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah
lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah

pusaka tinggi kaum.
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Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang
ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan
sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta
sumpah setia.Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan
kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan
kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi
sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan
kemaslahatan kaumnya dan masyarakat.Selain fungsi,
tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan
ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya
tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan
dimanfaatkan oleh anggota kaum.Penguasaan tanah
ulayat kaum sudah tidak diketahui lagi asal-
usulnya.Jarak penguasaan oleh anggota kaum untuk
pertama kalinya dengan anggota kaum yang terakhir
melakukan penguasaannya sudah begitu jauh jarak
waktunya, sehingga oleh anggota kaum terakhir yang
menerima harta tersebut menyebutnya juga dengan
harato tuo.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis
perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam
kaum tersebut hanya berhak mengatur dan
melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan

kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta
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benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum.
Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada
orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk
dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam
penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya
adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi
untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada
pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota
kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil
dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah
“aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak”.
Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari
tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan
“ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik
bapangadok”, dalam istilah ini berarti hanya hasil
pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum,
sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum.
Pemakaian tanah ulayat kaum secara ganggam
bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok dapat
terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan
selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak
mencampuri penguasaan tersebut. Ganggam bauntuak,
pagang bamasiang, hiduik bapangadok dapat pula

terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.
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Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah
ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan
sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara
suatu kaum dengan pihak lainnya.Persengketaan yang
terjadi dapat berupa masalah pewarisan.Adanya
sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu
penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari
anggota kaum tentang falsafah ganggam bauntuak,
pagang bamasiang, hiduik bapangadok. Anggota kaum
yang menguasai tanah ulayat kaum secara ganggam
bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok
berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah
diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal
penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk
diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata ‘kepemilikan
semu’. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara
suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang
perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti ini
dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat
bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau
orang perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat
kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan
lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut

merupakan milik kaumnya/miliknya. Bentuk sengketa
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pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu kaum
tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat
terjadi dalam menentukan kaum mana dari suku yang
sama dengan kaum yang putus waris bertali darah
tersebut yang akan menerima pewarisannya.

Bentuk persengketaan lainnya adalah disebabkan
karena adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat
kaum, baik dengan titel jual beli ataupun dengan pagang
gadai.Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh
tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat
dilakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan
pepatah adat jua indak dimakan bali, gadai indak
dimakan sando, kecuali dalam batas-batas tertentu yang
tujuannya adalah untuk menutup malu, vyaitu
mambangkik batang tarandam, mayik tabujua di ateh
rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak
balaki. Namun demikian pengalihan hak tersebut
haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan
biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak
dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota
kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota kaum.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah
ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian

secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk
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mufakat yang dikandungnya.Sengketa di dalam kaum
diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam
kaum tersebut.Mamak kepala waris sebagai laki-laki
tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain
yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala
kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan
penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Orang
minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain
dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena
hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada
mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaiakan di
dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta
penyelesaiannya kepada ninik mamak ampek jinih dalam
suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa
kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu
menyelesaikan.  Begitu  juga halnya dengan
permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya
atau orang perseorangan lainnya.Untuk pertama Kkali
dimintakan bantuan kepada ninik mamak ampek jinih
dalam suku dan barulah kemudian diajukan kepada
Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan
oleh ninik mamak ampek jinih tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang

Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat
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Nagari merupakan Lembaga Perwakilan
Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi
nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun
sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di
Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari
merupakan himpunan dari para ninik mamak atau
penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang
dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat.
Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam
lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta
mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup
perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang
didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan
kepada anggota sukunya.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah
menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat,
termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah
ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang
Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa
sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN
menurut Kketentuan sepanjang adat yang berlaku,
bajanjang naiak batanggo turun dan diusahakan dengan
jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat

dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal
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ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan
Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang
memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-
persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut.
Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari
dimaknai  sebagai proses, yaitu cara untuk
menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga
adat.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan
Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa
adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat,
yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan
kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat
Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian
tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga
keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari
adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian
bagi kedua belah pihak.

Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar
tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menguraikan

bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh
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pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat
mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Jika
uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Perda Sumbar
tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dikaitkan
dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh
Kerapatan Adat Nagari sebagaimana telah diuraikan di
atas, maka uraian pada ayat (2) menjadi tidak sejalan
dengan uraian pada ayat (1) Perda Sumbar tersebut,
karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua
belah pihak yang bersengketa tidak akan pernah
melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, sebab
dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak
dibebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah
mereka sepakati. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak
tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas
sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke
pengadilan negeri.Dengan demikian menurut pendapat
penulis seharusnya kalimat “apabila keputusan
perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa
pada ayat (2) tersebut berbunyi “apabila perdamaian
tidak tercapai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) maka
pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan

perkaranya ke pengadilan negeri”.
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Secara normatif Perda Sumbar tentang Tanah
Ulayat dan Pemanfaatannya telah dengan tegas
menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari
adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi
perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat,
namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-
keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus
sengketa adat yang bersifat mengadili. Kerapatan Adat
Nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai
lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya
putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan.Sebagai
contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan
kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas
objek yang disengketakan, dan bukan lagi sebagai
lembaga mediasi adat.

Selain tidak sesuai dengan maksud yang
sebenarnya dari keberadaan Kerapatan Adat Nagari
sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan
Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak
mempunyai  kekuatan  hukum dan  kekuatan
eksekutorial.Belum tentu pihak yang dirugikan atau
dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan
Kerapatan Adat Nagari.Jika pihak yang dirugikan atau
dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari
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tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka

pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak

mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam
keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga

Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan

untuk melakukan eksekusi.

Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang
tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi
semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah
suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan
tanah kepunyaan bersama para warganya.

a. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak
penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat
dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan
serangkaian wewenang dan kewajiban suatu
masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan
tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.
UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria
(UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan
itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai
eksistensinya dan mengenai  pelaksanaannya.
Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui

“sepanjang menurut kenyataannya masih ada” .
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b. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik
perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah
menjadi  “tanah negara”. Tanah bekas ulayat
merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh
masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA
tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh
negara.Dalam  praktik administrasi  digunakan
sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat
dialihkan menjadi hak milik perseorangangan.

c. Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak
milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah
menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah
negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No.
9/1999). Menurut pasal 9 ayat (1) jo. pasal 11
Permenag/KBPN No. 9/1999, Permohonan Hak
Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan
yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan. Permohonan tersebut memuat (pasal 9
ayat (2) Permenag/KBPN No. 9 Tahun 1999).
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2. Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang
terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari
berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku
diminangkabau.Lembaga ini diisi olen pemimpin-
pemimpin dari beberapa keluarga besar atau kaum atau
klan yang disebut penghulu, di mana kepemimpinannya
diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal
mingkabau Jabatan penghulu dipangku oleh seorang
laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang
mampu memimpin dengan bijaksana.

Gelar penghulu yang juga disebut datuakadalah
salah satu komponen penting ninik mamak di
Minangkabau sebuah kebesarandan terhormat, sebab
dialah yang akan diamba gadang nan kadijunjuang
tinggi(dibesarkan dan  ditinggikan), Pai  tampaek
batanyo , pulang tampekbabarito( Orang yang selalu di
minta petunjuknya sebelum melakukan suatupekerjaan
oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan
disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai
melakukan tugas kesukuan). Begitu mulia kedudukan
ninik mamak ditengah masyarakatnya.Ninik
mamakadalahkelompok penentu setiap keputusan yang

menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di
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alam Minangkabau.Maka setiap tindak tanduk dan
prilaku masyarakat Minangkabau harus berdasarkan
kesepakatan Ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan
terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan
menyangkut  kepentingan oang banyak tanpa
persetujuan Ninik Mamak nan gadang basa batuah .(
dibesarkan dan dituakan).

Ninik Mamak Pemangku AdatAdalah seorang
Ninik Mamak di beri tugas oleh kaumnya didalam
nagari, seperti:
a. Imam Khatib dengan tugas tertentu.
b. Labai/Pandito dengan tugas tertentu.
¢. Rang Tuo Adat/Ninik Mamak dengan tugas tertentu

Ninik mamak adalah nama perkumpulan dari
kelompok penghulu di Minangkabau. Kelompok
penghulu disuatu nagari dan daerah tidak di sebut
penghulu atau datuak, melainkan dengan sebutan Nnik
mamak.Kalaupun ada disebut penghulu paling paling
dengan kalimat para penghulu. Penghulu penghulu itu
adalah datuak (datuak) inilah yang disebut dengan ninik
mamak,janggal kalau seseorang memanggil penghulu
dengan kata kata ninik mamak.

Ninik mamak adalah sebuah sifat yang ditujukan

kepada orang terkemuka dan disegani dalam nagari di
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minangkabau.Gelar penghulu yang juga disebut
datuakadalah salah satu komponen pentingninik
mamak di Minangkabau sebuah kebesarandan
terhormat, sebab dialah yang akan diamba gadang nan
kadijunjuang tinggi(dibesarkan dan ditinggikan), Pai
tampaek batanyo , pulang tampekbabarito(Orang yang
selalu di minta petunjuknya sebelum melakukan
suatupekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang
dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan
setiap selesai melakukan tugas kesukuan). Begitu mulia
kedudukan ninik mamak ditengah masyarakatnya.Ninik
mamakadalahkelompok penentu setiap keputusan yang
menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di
alam Minangkabau.Maka setiap tindak tanduk dan
prilaku masyarakat Minangkabau harus berdasarkan
kesepakatan Ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan
terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan
menyangkut  kepentingan oang banyak tanpa
persetujuan Ninik Mamak nan gadang basa batuah . (
dibesarkan dan dituakan). (Idrus Hakim,1978)

Peran ninik mamak dalam sangketa hak ulayat
tersebut sangat dibutuhkan ,karena dalam penyelesaian
melalui ninik mamak sangat berpengaruh dalam hal

tersebut dengan peran ninik mamak penyelesaian bisa
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dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dalam
bentuk keputusan perdamaian dengan kedua belah pihak
antar perkara yang mana kedudukan kerapatan adat
nagari tidak bersifat sepihak yang memutuskan perkara
tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang
terjadi dari sangketa tersebut.

Dari sangketa hak ulayat tersebut adanya
kendala yang didapat dari ninik mamak yaitu :

1.Tidak terimanya kekalahan salah satu pihak
sehingga menimbulkan perselisihan

2.apabila perdamaian yang telah mereka sepakati
tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugiakan atas
sangketa tersebut  dapat mengajukan perkaranya
kepengadilan negeri.
. Sangketa

Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan
antar  lembaga.Sengketa  merupakan  perbedaan
kepentingan antar individu atau lembaga pada objek
yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-
hubungan diantara mereka. Menganalisis siapa dan
mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang
penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan
tanah.Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek

yang terlibat dalam sengketa tersebut.Subjek
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didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam

sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang

mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi.Hal ini dapat
bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau
institusi.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana
saja.Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat
keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal,
nasional maupun internasional.Sengketa dapat terjadi
antara individu dengan individu, antara individu dengan
kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara
perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan
dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya,
dan sebagainya.

Berikut ini beberapa pengertian sengketa dari
beberapa sumber buku:

e Menurut Chomzah (2003:14), sengketa adalah
pertentangan antara dua pihak atau lebih yang
berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu
kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan
akibat hukum bagi keduanya.

e Menurut Amriani (2012:12), sengketa adalah suatu
situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh
pihak lain, yang kemudian pihak tersebut
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menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak

kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat,

maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan
sengketa.

Menurut Rahmadi (2011:1), konflik atau sengketa

merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang

saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual
maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada
persepsi mereka saja.

. Tahap-tahap Terjadinya Sengketa

1) Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang
mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh
seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan
sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau
dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran
terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau
imajinasi  saja. Yang terpenting pihak itu
merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan
dengan salah.

2) Tahap Konflik (conflict), ditandai dengan
keadaan dimana pihak yang merasa haknya
dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan
tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau

memberitahukan kepada pihak lawannya tentang
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keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar
mengenai adanya perselisihan pandangan antar
mereka.

3) Tahap Sengketa (dispute), dapat terjadi karena
konflik mengalami eskalasi berhubung karena
adanya konflik itu dikemukakan secara umum.
Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang
mempunyai  keluhan  telah  meningkatkan
perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal
yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan
secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya
ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang
diinginkan.

b. Penyebab Terjadinya Sengketa
1) Teori Hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat,
menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan
rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para
penganut teori ini memberikan solusi-solusi
terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara
peningkatan komunikasi dan saling pengertian
antara kelompok-kelompok yang mengalami
konflik, serta pengembangan toleransi agar

masyarakat lebih  bisa saling menerima
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keberagaman dalam masyarakat.
2) Teori Negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa
konflik terjadi karena adanya perbedaan-
perbedaan diantara para pihak.Para penganjur teori
ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat
diselesaikan, maka pelaku harus mampu
memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-
masalah dan mampu melakukan negosiasi
berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi
yang sudah tetap.

3) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi
karena sekelompok orang merasa identitasnya
terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas
mengusulkan  penyelesaian  konflik  karena
identitas yang terancam dilakukan melalui
fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil
kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan
mengidentifikasikan ~ ancaman-ancaman  dan
kekhawatiran yang mereka rasakan serta
membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan
akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama

yang mengakui identitas pokok semua pihak.
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4) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori  kesalahpahaman antar budaya
menjelaskan bahwa konflik terjadi karena
ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara
orang-orang dari latar belakang budaya yang
berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara
orang-orang Yyang mengalami konflik guna
mengenal dan memahami budaya masyarakat
lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki
terhadap pihak lain.

5) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat
terjadi  karena  adanya  masalah-masalah
ketidaksetaraan ~ dan  ketidakadilan  serta
kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi
maupun politik. Penganut teori ini berpendapat
bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan
melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur
dan kerangka kerja yang menyebabkan
ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap
jangka panjang para pihak yang mengalami
konflik, serta pengembangan proses-proses dan

sistem untuk mewujudkan  pemberdayaan,
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keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan
masing-masing.
6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia
Pada intinya, teori ini mengungkapkan
bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau
kepentingan manusia tidak dapat
terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh
orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan
manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu
substantif, prosedural, dan
psikologis.Kepentingan substantif (substantive)
berkaitan dengan kebutuhan manusia yang yang
berhubungan dengan kebendaan seperti uang,
sandang, pangan, papan/rumah, dan
kekayaan.Kepentingan prosedural (procedural)
berkaitan dengan tata dalam pergaulan
masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis
(psychological)  berhubungan dengan non-
materiilataubukankebendaansepertipenghargaand
an empati.
c. Penyelesaian Sengketa
Menurut Pruitt dan Rubin (2004:4), terdapat

lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:
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1) Contending  (bertanding), vyaitu  mencoba
menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh
salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

2) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi
sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari
yang sebetulnya diinginkan.

3) Problem solving (pemecahan masalah), yaitu
mencari alternatif yang memuaskan dari kedua
belah pihak.

4) With drawing (menarik diri), yaitu memilih
meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik
maupun psikologis.

5) In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan menurut Nader dan Todd Jr

(1978:9), terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa

dalam masyarakat, yaitu:

1) Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang
merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam
mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil
keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya
atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan
dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan

pihak yang dirasakan merugikannya.
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2) Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa
dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-
hubungan dengan pihak yang merugikannya atau
untuk sama sekali menghentikan hubungan
tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal
serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka
masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan
saja.

3) Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan
pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat
unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan
atau ancaman untuk menggunakan kekerasan,
pada umumnya mengurangi kemungkinan
penyelesaian secara damai.

4) Negotiation (perundingan), kedua belah pihak
yang berhadapan merupakan para pengambil
keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi
dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat
tanpa adanya pihak yang ketiga yang
mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya
untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat
aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya

dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
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5) Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu
kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk
menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat
ditentukan oleh kedua belah pihak yang
bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang
berwenang untuk itu.

6) Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang
bersengketa sepakat untuk meminta perantara
kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula
telah setuju bahwa mereka akan menerima
keputusan dari arbitrator tersebut.

7) Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang
mempunyai wewenang untuk mencampuri
pemecahan masalah, lepas dari keinginan para
pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga
berhak membuat keputusan dan menegakkan
keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa
keputusan itu dilaksanakan.(Ali Achmad,2003 )

4. Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sangketa
Hak Ulayat Dinagari Lingkuang Aua

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada

ketua KAN judul diatas penulis tertarik

menyampaikannya dikarenakan tanah bagi masyarakat

minangkabau sangat penting bagi kehidupan karena
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pada dasarnya merupakan satu-satunya harta benda
kekayaan yang meski mengalami masa Yyang
bagaimanapun namun tidak pernah berubah,bahkan
memberi keuntungan.Jika diperhatikan lagi lebih jauh
tanah  tersebut disamping sebagai penyandang
dikehidupan sehari-hari bagi manusia,ia juga menjadi
kebutuhan sosial bagi masyarakat.Yang mana dinagari
lingkuang aua tepatnya dipasaman barat banyak
terjadinya peselisihan antara si a dan si b mengenai hak
ulayat tersebut yang amat susah diselesaikan jika hanya
dengan berdamai atau mengalah satu sama lain saja dan
dari permasalahan tersebut peran ninik mamak sangat
dibutuhkan .

Masyarakat lingkuang aua sangat membutuhkan
peran ninik mamak dalam penyelesaian sangketa
tersebut,dan dari wawancara yang penulis lakukan pada
ninik mamak lingkuang aua yaitu bapak Kharuman
Bandaro sudah banyak menyelesaikan permasalahan
tersebut terutama sangketa mengenai tanah ulayat
perkebunan sawit yang dikarenakan perebutan hak tanpa

adanya bukti hak.
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C. KESIMPULAN

Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas
tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang
termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat
hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan
bersama para warganya.paling utama, tanah bagi
masyarakat minangkabau lambang harga diri dan lambang
kehormatan kaum adatnya, keluarganya dan sukunya. Dan
ini yang akan menjadi bencana sengketa konflik tanah
ditingkat horizontal apabila penguasaan tanah adat oleh
pihak-pihak lain diluar masyarakat hukum adat
minangkabau dilakukan dengan cara penghilangan status
tanah adat itu sendiri, bahkan s